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ABSTRAK

HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN
FRAUD PADA AKAD KEUANGAN DI BANK

SYARIAH
Nama : Wilchan Robain
NIM : 94315050611
Program Studi : Ekonomi Syariah (S-3)
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 17 Maret 1967
Nama Orang Tua : Alm. Jornales Robain/Almh. Hj. Syamsinar Chandra
Alamat . JI. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan, 20215
No. HP : 0813-3841-0151
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA

2. Dr. Andri Soemitra, MA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari hirarki potensial dan
pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah dan menemukan hubungan
hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan
kualitatif, analisis data dengan teknik Analytical Networking Procees (ANP)
melalui Software Super Decision, melakukan wawancara terbuka dan mendalam
kepada 9 orang responden, Focus Group Discusion (FGD) dengan praktisi dan
pakar keuangan syariah. Dalam hal ini ditemukan hubungan hirarki potensial dan
pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah, dan pencegahannya adalah
aspek yang paling penting yang ditemui sebesar 59,80% dengan rater agreement
89%. Selanjutnya adalah strategi masalah pengawasan aktif manajemen sebesar
33,10 dengan rater agreement 24%.

Kesimpulan menunjukkan bahwa hirarki struktural sebesar 65,08% yang
mempunyai potensi berpikir sebesar 64,78% dan pencegahannya dengan
memperhatikan lingkungan internal dan eksternal sebesar 25,70% melalui strategi
anti fraud sebesar 47,94% dalam kecurangan laporan keuangan terjadinya fraud
sebesar 36,95% dengan lima peringkat teratas dari akad-akad keuangan syariah
(ljarah 23,34%, murabahah 14,86%, kafalah atau kafalah bil ujrah 8,71%,
musyarakah 8,22% dan mudharabah 6,28%).

Kata Kunci : Hirarki, Potensial, Pencegahan, Fraud, Akad Keuangan
Syariah.



ABSTRACT

POTENTIAL HIRARCHY AND PREVENTION OF
FRAUDS IN FINANCIAL CONTRACTS IN
SHARIA BANKING

Name : Wilchan Robain

NIM : 94315050611

Study Program : Ekonomi Syariah (S-3)

Place / Date Born : Medan, 17 Maret 1967

Parents’ Name : Alm. Jornales Robain/Almh. Hj. Syamsinar Chandra
Address . JI. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan, 20215
Number Handphone :0813-3841-0151

Promotors : 1. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA

2. Dr. Andri Soemitra, MA

The purpose of this study is to find the hierarchy of potential and
prevention fraud on financial contracts in sharia banking and to find a
hierarchical relationship of potential and prevention fraud on financial contracts
in sharia banking.

This research uses a combination of quantitative and qualitative research
methods, analysis with Analytical Networking Process (ANP) techniques through
Super Decision Software, conducting open and in-depth interviews with 9
respondents, Focus Group Discussion (FGD) with practitioners and Islamic
finance experts. This study found a hierarchical relationship of potential and
prevention fraud in financial contracts in sharia banking. The most important
aspect is the prevention aspect of 59.80% with rater agreement 89% followed by
potential aspects aspects of fraud, aspects of Islamic financial contracts and
aspects of hierarchy. And next strategy is the problem of active management
supervision of 33.10% with a rater agreement of 24%.

The conclusion of this study shows that the structural hierarchy is 65.08%
which has the potential to think of 64.78% and prevented them by paying attention
internal and external environment at 25.70% through an prevented of fraud
strategy of 47.94% in fraudulent financial statements, the occurrence of fraud is
36.95% with the top five ranks of Islamic financial contracts (ljarah 23, 34%,
murabahah 14.86%, kafalah or kafalah bil ujrah 8.71%, musyarakah 8.22% and
mudharabah 6.28%)

Keywords: Hierarchy, Potential, Prevention, Fraud, Sharia Financial
Agreements.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 th. 1987
Nomor :0543bJU/1987

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program
penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaanya
dimulai tahun anggaran 1983/1984.

Untuk mencapai hasil-hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu
dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para
ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang
sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena
Huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan Kkitab agama Islam berikut
penjelasannya  (Al-Qur’an dan Hadi§) sementara bangsa Indonesia
mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan
pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang
merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai
dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju arah pembakuan itulah
Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun
pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas
beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli yang kesemuanya memberikan
sumbangan yang besar bagi usaha kapital itu. Seminar itu juga membentuk tim
yang bertugas merumuskan hasil seminar yang lebi luas. Seminar Nasional
Pembukan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari: 1)

Vi



Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. HB Yasin
dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut,
Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti
penting dan strategis karena:

1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu
pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang
semakin cepat.

2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan
Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi setiap umat
beragama secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan
karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan
Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan
menguasai hurup Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini
pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan meningkatkan
kehidupan beragama, khususnya bag umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan
Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan
pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan
dalam penelitian pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa
selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.
Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun
perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh dipakai oleh
umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman
seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang
dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi serta bersifat nasional.
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Pengertian Transliterasi

Transliterasi yang dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang

satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-

huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip

sebagai berikut:

1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan
padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik titik, dengan
dasar ”satu fonem satu lambang”.

3) Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi

Arab-Latin ini meliputi:

1.

Konsonan

. Vokal (tunggal dan lengkap)

Maddah

2
3
4. Ta Marbutah
5.
6
7
8
9

Syaddah

Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan gamariah)
Hamzah

Penulisan kata

Huruf Kapital

10. Tajwid

viii



Berikut penjelasannya secara beruntun:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan

tanda huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya

dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
<@ ba b be
< ta t te
< $a $ es (dengan titik di atas)
d jim ] je
d ha h ha (dengan titik di bawah)
d kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal 2 zet (dengan titik di atas)
2 ra r er
J zai z zet
o sin S es




sy syim sy es dan ye

ol sad $ es (dengan titik di bawah)
ue dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
b za z zet (dengan titik di bawah)
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ gain g ge

o fa f ef

it qaf q qi

d kaf k ka

J lam I el

a mim m em

O nun n en

3 waw w we

° ha h ha

s hamzah apostrof

$ ya y ye




2. Vokal (tunggal dan lengkap)
Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah a a
kasrah i i
’ dammah i u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan
Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
] fathah dan ya ai adani
9 fathah dan waw i adanu
Contoh:
¢Sl kataba
J= : fa’ala

95 ¢ zukira
(A : yazhabu
dis : osu’ila

Xi



&l kaifa

Js @ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat atau huruf,
transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
" Fathah dan alif atau a a dan garis di
ya atas
T Kasrah dan ya I I dan garis di
atas
99 Dammah dan waw a u dan garis di
atas
Contoh:
Jdé  :gqala
(=D :rama
Jé :qila
J5% : yaqilu

d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat, fathah, kasrah, dan
dammah. Transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbutah mati,

Xil




Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.
3) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu transliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
raudah al-atfal — raudatul atfal : QSGL;Y\ 35213)
al-Madinah al-munawwarah — al-Madinatul-Munawwarah :
533 45
Talhah : FEUA
e. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
- rabbana : &
- nazzala :J3
- al-birr ;4

al-hajj gzl
- nu”’ima ea-'
f. Kata Sandang (di depan hurup syamsiah da gamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: dengan ! J namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti
huruf gomariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
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2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
ar-rajulu EN]

as-sayyidatu : s
al-galamu  plal)
al-badi’u ;)

g. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

ta’khuziina  : ol
an-nau’ - 5 5
syai’un I
inna )
Umirtu: &5l

Ala’a il

h. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’i/ (kata kerja), isim (kata benda) maupun
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab
yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harkat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan Kkata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh:

Wa innallaha lahua khair arrazigin ¢ )50 8 56l 40 &) 5

Fa auful al-kaila wa-almizan Fa aufiil-Kaila wal-mizand) el 5 &0 15850

Ibrahim al-khalil Ibrahimul-khalil Jaad) 2ia) 53

Bismillahi majreha wa mursahalls s 5B s i ol

Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti manistata’a ilaihi sabila Walillahi ‘alan-nasi

hijjul-baiti manistata’a ilaihi sabila

it 4 U (il o Wl e
i. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin widia linnasi
Syahru Ramadanal-lazi unzila fthil Qur’anu
Syahru Ramadana al-lazi unzila fih al-Qur’anu
Wa laqgad ra’ahu bil ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugi-mubin
Alhamdu lillahi rabbil-‘alam’in
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
yang tidak dipergunakan.
Contoh:

Nasrun minallahi wa fathun garib

XV



Lillahi al-amru jam’ian
Lillahi-amru jam’ian
Wallahu bikulli syai’in ‘alim
j. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.

Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konspirasi kecurangan hampir merambah semua lini segi kehidupan
manusia sejak dulu sampai sekarang. Kecurangan yang meliputi terjadinya fraud,
penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi sangat sukar
untuk diberantas. Walau sudah ada badan yang menangani seperti yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Akan tetapi efek jera yang diharapkan tidak terjadi malah semakin
bertambah hari demi hari. Dengan banyak contoh yang tersaji di depan mata
dengan banyaknya pejabat negara yang tertangkap KPK tidak menyiutkan nyali
pelaku kecurangan yang tetap saja melakukan kejahatan, malah dengan adanya
kasus terakhir seorang pejabat negara yang disangkakan melakukan kecurangan
bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid 19 tega juga melakukan
hal demikian. Sungguh menjadi miris apa yang dipertontonkan kepada
masyarakat.

Kecurangan atau fraud yang telah melanda kehidupan sosial masyarakat
harus ditekadkan dapat diberantas bagaimanapun caranya. Pemerintah jangan
sampai menjadi pesimis atau pasrah dengan kondisi yang terjadi sekarang ini.
Dengan melakukan berbagai sosialisasi atau pendidikan kepada masyarakat
melalui berbagai kegiatan pencegahan yang tidak pernah bosan dilakukan.

Dunia perguruan tinggi juga sudah memulai proses pencegahan
kecurangan tersebut ditandai dengan masuknya mata kuliah Pendidikan Anti
Korupsi dengan bobot 3 satuan kredit semester (SKS). Begitu juga pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah juga sedang berlangsung dan diajarkan dengan
harapan ke depan generasi yang akan datang akan lebih jujur dan amanah dalam
setiap kegiatan kehidupan kemasyarakatannya.

Salah satu alasan kenapa Tiongkok membangun tembok yang banyak
dikenal sebagai “Tembok Cina” sepanjang puluhan kilometer adalah untuk

melindungi wilayah kekaisaran mereka dari serangan bangsa Nomad di Utara.



Upaya itu awalnya berhasil, sampai akhirnya pertahanan mereka runtuh juga
setelah adanya ‘orang dalam’ yang merusaknya. Demikian pernyataan pembuka
dari Budi Armanto, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Il Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam acara sosialisasi “Penanganan Dugaan Tindak Pidana
Perbankan dan Forum Anti Fraud” yang digelar OJK di gedung Bidakara, Jakarta
hari Senin (14/11).! Pesan Budi sangatlah sederhana, ia hanya ingin menegaskan
bahwa sekuat-kuatnya perlindungan dan pencegahan yang dilakukan. Itu akan
percuma ketika ada penyelewengan dari internal suatu lembaga. “Ketika sudah
ada kerjasama dengan orang dalam, ini akan sulit dan jadi resiko yang besar,”
katanya.

Menurutnya, siapapun bisa menjadi pelaku fraud, tanpa terkecuali pegawai
bank itu sendiri. Bahkan, pelaku fraud itu sendiri ternyata ada di setiap kalangan,
mulai dari staf biasa hingga direktur utama suatu bank. Catatan OJK tahun 2014
dan 2015 misalnya, pelaku fraud terbanyak justru dilakukan oleh Direksi yang
jumlah mencapai 31 orang dan meningkat di tahun 2015 menjadi 35 orang.
Menjelang akhir-akhir ini, tren serupa kembali terulang. Di mana pada Triwulan
I11 tahun 2016, tercatat sudah ada 14 Direksi yang melakukan fraud lalu menyusul
terbanyak kedua dilakukan oleh pejabat eksektif perbankan sebanyak 13 orang.
Kata Budi, kondisi seperti itu cukup menyulitkan terutama bagi unit Khusus
pencegahan dan penanganan anti fraud di internal perbankan masing-masing
ketika akan melakukan suatu tindakan.

Tindakan kecurangan dan perbuatan melawan hukum lazim disebut fraud
oleh oknum karyawan selalu berisiko terjadi pada perusahaan. Bentuk tindakan
fraud sangat beragam, mulai dari pemalsuan laporan keuangan, pemberian data
palsu, penyalahgunaan data perusahaan hingga penggelapan aset perusahaan. Pada
umumnya, fraud dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Guna mencegah fraud, perusahaan perlu menerapkan standar operasional
prosedur (SOP). SOP yang jelas dapat menutupi celah bagi karyawan melakukan

1 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-fraud-dari-
dalam Dilihat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Jam 14.45 Wib
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tindakan fraud. Head of Forensics & Fraud Investigations AHP Law Firm, Amien
Sunaryadi, berpendapat risiko fraud berupa penyuapan dan jenis korupsi lain
semakin terbuka lebar ketika ada penyederhanaan regulasi. Simplifikasi regulasi
membuka banyak celah penyimpangan.

Amien mencontohkan risiko kejahatan keuangan yang berpotensi terjadi
setelah Omnibus Law diberlakukan. “Dengan ada omnibus law, yang membuat
proses cepat dan seakan-akan semua aturan dilonggarkan, maka ini bisa menjadi
risiko (fraud--red),” jelas Amien dalam diskusi panel bertajuk ‘Prevention and
Handling of Fraud in Companies to Improve Climate’ di Jakarta, Kamis (5/3).2

Praktek-praktek kecurangan atau fraud dalam bahasa akuntansi sangat
sering terdengar terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Walaupun sudah dilapisi
dengan berbagai macam metode pencegahan seperti sanksi hukum, sanksi sosial
dan sebagainya namun tidak membuat seseorang menjadi jera dan kapok. Kondisi
demikian bukan saja dilakukan oleh kaum yang tidak mampu melainkan juga
dilakukan oleh kaum yang dalam kesehariannya sudah bergelimang dengan harta
dan kemewahan. Seakan mereka merasa tidak puas dengan keadaan yang sudah
baik dalam kehidupannya tetapi merasa masih saja kurang sehingga terus mencari
kesempatan yang tidak baik dalam setiap aktivitasnya.

Segala aktivitas organisasi dan usaha sangat memerlukan materi dalam
menjalankannya. Salah satu bentuk materi tersebut adalah dana atau uang yang
dimiliki. Sangat mustahil suatu organisasi atau usaha dijalankan tanpa dukungan
pendanaan yang memadai. Walaupun ada segelintir orang bisa juga berusaha
tanpa adanya dana.

Memenuhi kebutuhan akan pendanaan maka dapat dilakukan dengan harta
pribadi dari pelaku organisasi atau pelaku usaha itu sendiri atau dengan bahasa
lain dari kantong pribadinya. Tetapi sumber pendanaan bisa juga diperoleh dari

instansi lembaga keuangan atau perbankan. Hal demikian dapat diperoleh dari

2 https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5e61c29d5c0b2/perusahaan-perlu-antisipasi-fraud-
yang-timbul-akibat-penyederhanaan-regulasi/ Dilihat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021
Jam 14.45 Wib
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lembaga keuangan atau perbankan konvensonal maupun dari lembaga keuangan
syariah atau perbankan syariah.

Ada sesuatu hal yang menjadi kegundahan dan keresahan peneliti
sehingga menulis disertasi ini. Sumber keresahan dan kegundahan itu bermula
dari percakapan yang tidak sengaja terdengar oleh peneliti dari seorang teman
yang merupakan seorang pelaku usaha yang sangat memerlukan pendanaan
perbankan untuk memperluas usahanya. Perbincangan tersebut dilakukan bersama
teman beliau yang juga kebetulan seorang pimpinan dari perbankan syariah.
Teman pelaku usaha ini sangat berkeinginan untuk mendapat porsi pendanaan dari
perbankan syariah sehubungan dengan niat beliau untuk hijrah dari yang selama
ini mendapatkan porsi dari perbankan konvensional ke porsi pendanaan dari
perbankan syariah tentu saja hal demikian diungkapkan kepada temannya yang
seorang pimpinan dari perbankan syariah.

Pengalaman beliau di perbankan konvensional sangat mudah mendapatkan
fasilitas pendanaan dari perbankan konvensional bahkan sampai ditawarkan dari
berbagai bank walaupun dalam kapasitas beliau masih mempunyai hutang bank.
Beliau mempunyai tekad yang sangat kuat untuk segera secara bertahap beralih
dari pendanaan perbankan konvensional ke perbankan syariah. Hal demikianlah
yang disampaikan beliau kepada temannya tersebut.

Dengan keterbatasan baik itu menyangkut data-data personal dan keluarga
dan seluruh aset yang dimiliki, yang masih banyak menjadi agunan di beberapa
perbankan konvensional. Kemudian diskusi menjadi semakin menarik dan sudah
mengarah kepada akan memakai skema pembiayaan seperti apa, yang ada di
perbankan syariah dan sekaligus juga dimintakan agar seluruh proses diper
mudahkan. Kemudian teman yang seorang pimpinan perbankan syariah tersebut
memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai skema pembiayaan
yang sudah ada di perbankan syariah dengan memanfaatkan akad keuangan
syariah mana yang paling mudah dan pas untuk pembiayaan tersebut mengingat
adanya keterbatasan data-data personal dan keluarga dan aset yang dimilik masih

menjadi agunan. Sampai demikian diskusipun berakhir yang mana peneliti tidak



tahu apakah pembicaraan tersebut akan terus berlanjut sampai kepada proses
pembiayaan tersebut terlaksana.

Diskusi yang sempat peneliti dengar menjadi sesuatu yang sangat menarik
bagi peneliti dan menuangkannya dalam disertasi ini. Peneliti berasumsi bahwa
dengan mengkotak-katik akad keuangan syariah yang ada dan dengan dicarikan
akad keuangan syariah yang pas untuk suatu pembiayaan sebenarnya menjadi
suatu hal yang sah-sah saja. Akan tetapi apabila ini dilakukan oleh seorang oknum
marketing pembiayaan atau oknum penilai pembiayaan di perbankan syariah
dengan mencari celah dari penggunaan akad keuangan syariah dengan data-data
yang seadanya maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan, penyalahgunaan
wewenang atau korupsi. Karena kalau hal demikian dilakukan sangatlah pasti si
nasabah akan bermasalah dalam pembayaran angsurannya dan akan menjadi
pembiayaan yang macet dan akan berdampak merugikan perbankan syariah pada
umumnya.

Institusi perbankan syariah tidak terlepas juga mengalami fraud di dalam
operasional usahanya. Akan tetapi ada yang beberapa kasusnya mencuat ke
permukaan tetapi ada juga yang tidak mencuat ke permukaan disebabkan karena
menyangkut performance perbankan itu sendiri yang tidak mau akan menjadi
kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Beberapa kasus yang mencuat seperti kejadian di Bank Aceh Syariah
Cabang S. Parman® yang sedang dalam proses penyelidikan terhadap dugaan
tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang mana, aparat hukum telah melakukan
pemeriksaan terhadap keluarga pemilik rekening tersebut. Pemeriksaan terhadap
beberapa orang itu dilakukan di Medan. Namun, hingga kini belum diketahui
siapa pemilik uang yang berjumlah Rp 1,9 miliar itu. Pihak keluarga pemilik
rekening berharap kepolisian bisa mengungkapkan asal usul uang tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima AJNN, uang tersebut dikirim ke Bank
Mandiri di Aceh Tengah. Informasi tersebut ternyata benar setelah AJNN

menemukan bukti tranfer uang tersebut. Dalam bukti tranfer itu, penerima uang

3https://www.ajnn.net/news/uang-rekening-basah-di-bank-aceh-syariah-ditransfer-ke-
mandiri/index.html. Dilihat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2021 Jam 14.45 Wib
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tersebut berinisial M, yang beralamat di Takengon, Aceh Tengah. Total uang yang
ditransfer yakni Rp 1,9 miliar. Sebelumnya, keluarga pemilik rekening basah itu
mengakui sudah diperiksa oleh penyidik dari Polda Aceh. “Benar, kami sudah
diperiksa, mereka mengaku dari Polda Aceh,” kata Yusrizal, anak dari pemilik
rekening itu, Rabu (7/10). Kepada AJNN, Yusrizal mengaku sangat senang ketika
pihak kepolisian mau melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Baginya
kasus ini sangat penting diungkap oleh aparat hukum di Aceh.

Selanjutnya ada kasus yang sudah cukup lama yaitu mantan AO BRI
Syariah* yang melakukan tindakan fraud yaitu dengan cara “Selanjutnya,
dilakukan pertukaran blok terhadap nasabah tersebut sehingga seakan-akan ada
pembiayaan baru untuk menutupi biaya yang lama. Setelah beberapa minggu,
terdakwa menyampakan kepada saksi Yulinur tentang pembiayaan nasabah atas
nama Suryat Handoko dan yang lainnya dicairkan dengan menerbitkan kredit
tompengan dengan cara mencarikan nasabah baru untuk menutupi pembiayaan
lama yang bermasalah tersebut,” sebut JPU dalam dakwaannya. Sebagai AO,
terdakwa telah sengaja melakukan atau menghilangkan atau tidak melakukan pen-
catatan dalam pembukuan terhadap sisa hutang yang menjadi beban PT Zizani,
dan kemudian oleh terdakwa dibuat seolah-olah kewajiban tersebut dibebankan
kepada nasabah, atas nama saksi Ismail, Yosi Anita, Jefri Satria, Nofriandi, M.
Idham, Khairul Jafni dan yang lainnya. Setidaknya ada lebih dari sepuluh nasabah
yang menjadi korban dari terdakwa Wendra Wahyudi bersama dengan saksi Yuli-
nur. Atas perbuatan terdakwa ini, PT. Bank BRI Syariah cabang Padang me-
ngalami kerugian sekitar Rp.1.896.000.000,- karena saksi Yulinur tidak melunasi
sisa pembayaran KPR BRI dan demikian juga para nasabah yang dijanjikan oleh
terdakwa dan Yulinur.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang
muncul dengan gagasan bank murni syariah yang juga tak luput dari kasus fraud
yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berdasarkan Laporan tahunan BMI

menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus fraud dari tahun sebelumnya

4 https://www.harianhaluan.com/news/detail/41200/mantan-ao-bank-bri-syariah-terancam-15-
tahun-penjara Dilihat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2021 Jam 15.45 Wib
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18 kasus menjadi 82 kasus pada yahun 2016. Padahal perusahaan yang
menggunakan identitas syariah seharusnya lebih  meminimalisir bahkan
meniadakan resiko terjadinya fraud dengan adanya pengawasan internal
perusahaan.®

Berikut peneliti paparkan data tentang pembiayaan dan non performance
financing (NPF) di perbankan syariah berdasarkan akad-akad keuangan syariah
yang dipakai yang menunjukkan adanya tingkat kemacetan pembiayaan di
perbankan syariah. (Tabel ada pada lampiran 1 disertasi ini)

Tidak dapat dipungkiri sebaik apapun mekanisme analisis pembiayaan
tentunya kemacetan pembiayaan suatu hal yang pasti akan terjadi namun sebagai
perusahaan maka perbankan syariah akan berusaha untuk meminimalisir tingkat
kemacetan pembiayaan tersebut yang pada akhirnya bisa tertagih.

Peneliti berasumsi bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya
mekanisme sembarangan dalam menetapkan akad dan mempermudah syarat-
syarat inti dari pengajuan pembiayaan.

Dengan mengkotak-katik akad keuangan syariah yang akan diterapkan dan
pas bagi si nasabah dengan mempunyai data-data seadanya maka hal demikian
menjadi sumber awal terjadinya kecurangan atau fraud, yang mana akan terjadi
permainan ‘main mata’ antara si nasabah dan oknum marketing pembiayaan atau
oknum penilai pembiayaan yang akan menuju kepada pembiayaan akan cair dari
perbankan syariah dan si nasabah akan segera mendapatkan uang bagi solusi
perluasan usahanya atau bisa juga dipakai untuk peruntukkan yang tidak
semestinya.

Apabila terjadi suatu tindakan yang tidak semestinya dalam keuangan
maka kata fraud selalu muncul yang dalam bahasa sederhananya adalah sebuah
kecurangan, umumnya orang berpendapat bahwa sebuah tindakan tak terpuji atau
pelanggaran merupakan tindakan fraud, menurut pakar keilmuan tindakan tak
terpuji atau pelanggaran belum tentu sebuah fraud. Sebagai perumpamaan,

apabila telah berlaku kondisi perbedaan kurang bayar atau hilang uang pada

> Nisa Muthoharoh, Efektivitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud Pada Bank Muamalat
Indonesia, Master Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.



petugas kasir pada suatu perbankan, apakah kondisi demikian sudah dapat
dikatakan tindakan fraud yang dilakukan oleh petugas kasir? Tentunya belum
dapat dipastikan. Tindakan fraud harus dapat terpenuhi segala elemen
kesengajaan, dan dari pertanyaan yang perlu mendapat pembuktian adalah
hilangnya uang tersebut disebabkan faktor sengaja atau diambil atau hanya lalai
saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka hilangnya uang
tersebut karena petugas kasir berkelebihan dalam mengembalikan uang kepada
nasabah maka kondisi demikian dianggap sebagai sebuah kelalaian atau neglation,
meskipun demikian harus memerlukan pembuktian berkelanjutan, umpamanya:
apakah petugas kasir tersebut melakukan kerja sama dengan nasabah atau tidak?
Dalam artian untuk pembuktian bahwa sebuah tindakan tak terpuji tersebut bisa
dikatakan merupakan tindakan fraud maka harus memenuhi elemen dari
"kesengajaan”.

Tindakan fraud sangat dilarang dilakukan dalam segala aspek norma-
norma yang ada baik itu norma agama, sosial, budaya, bermasyarakat dan
bernegara. Dalam Alquran sangat jelas larangan fraud ini dalam surah Al
Muthafifin/83: 1 yang berbunyi:

[1-Lionia bl ] & Gwakdd B35

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang®
Salah seorang ulama tafsir dari mazhab Syafi’l Al Hafidz Ibnu Katsir rahimullah
dalam tafsirnya Tafsir Al Quranul ‘Adzhim, beliau menjelaskan asbabun nuzul
(sebab turunnya) ayat ini adalah ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke
Madinah beliau mendapati penduduk Madinah sangat buruk dalam menakar dan
menimbang. Jika mereka yang membeli barang, mereka ingin agar takarannya
sempurna, namun ketika menjual barang, mereka mengurangi takarannya.
Praktek semacam ini sering dilakukan oleh para penduduk kota Madinah sebelum
Nabi datang ke kota Madinah. Sehingga turunlah surat Al Muthafifin ini sebagai

teguran bagi mereka.

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
1035.



Berdasarkan dari data laporan Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE) bahwa persentase model fraud yang paling sering terjadi adalah asset
misappropriation atau penyalahgunaan asset, bisa mencapai 57%, paling besar
dibandingkan dengan model fraud yang lain yaitu corruption atau korupsi dan
financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Hal demikian dapat
dilihat dari gambar di bawah ini:

FIG. 5 How often do fraudsters commit more than one type of occupational
fraud?

Asset

misappropriation

Corruption

Asset misappropriation only @®57%
Asset misappropriation arnd gqr{qpyiqu & 23%
Corruption only 9%

Corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud ® O 1%

Asset misappropriation and financial statement fraud ®® 3%
Financial statement fraud only ® 1%
Corruption and financial statement fraud @® 1

Sumber: 2018 ACFE Report to The Nations
Gambar 1.1. Persentase Model Fraud

Kemudian kalau dilihat dari posisi negara-negara yang berada di Asia
Pasifik maka posisi Indonesia berada pada tiga besar setelah China dan Australia
yang banyak menghadapi kasus fraud yaitu ada 29 kasus dari total 220 kasus
dengan rata-rata kerugian sekitar $ 236.000 Amerika. Hal demikian dapat dilihat
pada gambar berikut ini:
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FIG. 55 Cases by country in the
Asia-Pacific region

Country Number of cases
Faastralka =2
Cambodia =2
Chuina <49
East Timmor 1
Hong Kong 10
Indonesia 29
Japan =3
Macau 1
Ma=laysia 143
Myanmar (Burma) 2
New Zealand =
Papua New Guinea 1
Philippines 25

Singapore

South Korea

Tanwan

Thailand

Vietnamm

Total cases:

Imunnﬂ

MEDIAN LOSS:

USD 236,000

Sumber: 2018 ACFE Report to The Nations
Gambar 1.2. Kasus Fraud Di Asia Pasifik

Beberapa peneliti terdahulu sudah memaparkan beberapa hal tentang
masalah kecurangan atau fraud ini, antara lain:

Dedy Eryanto, (2020)’, meneliti tentang An Effective Anti Fraud Program
How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti Fraus Program In The
Indonesian Public Sectors, penelitian ini mengungkapkan sebagai salah satu
penipuan paling serius di banyak lembaga sektor publik, korupsi telah dipandang
sebagai 'musuh publik' selama dua dekade terakhir di Indonesia. Banyak program
anti penipuan telah diupayakan untuk melawan aktivitas korupsi tersebut. Namun
sejauh mana program-program tersebut berhasil membawa sektor publik
Indonesia menjadi 'institusi yang bersih’, belum diketahui. Oleh karena itu, dengan
menerapkan Sistem Manajemen Integritas OECD sebagai kerangka kerja dan

wawancara semi terstruktur, penelitian ini memberikan kajian empiris pada suatu

" Dedy Eryanto, An Effective Anti Fraud Program How Do We Know? (The Challenge Of Finding
An Anti Fraus Program In The Indonesian Public Sectors, Asia Pasific Fraud Journal, VVolume 5,
Nomor 2 (July- Desember), 2020
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lembaga publik yang strategis, kajian ini juga mencoba menganalisis beberapa
faktor yang menjadi tantangan dalam berbagai program anti fraud untuk sektor
publik. di banyak negara berkembang seperti Indonesia.

Rita Anugerah, (2014)8, meneliti tentang The Role Of Good Corporate
Governance In Fraud Prevention, penelitian ini mengungkapkan korupsi, asset
misappropriation dan fraudulent statements merupakan jenis-jenis fraud yang
berdampak buruk kepada prestasi perusahaan/organisasi. Berbagai jenis fraud
tersebut banyak terjadi pada organisasi/perusahaan swasta atau organisasi
pemerintah lainnya. Penelitan terdahulu menunjukkan bahwa fraud terjadi karena
lemahnya penerapan corporate governance. Hasil penelitian terdahulu mengenai
fraud menunjukkan bahwa fraud terjadi karena kurangnya pemahaman yang
menyeluruh tentang konsep fraud termasuk mengetahui motivasi orang
melakukan fraud serta tanda-tanda (red flags) terjadinya fraud adalah penting.
Semua pemangku kepentingan khususnya manajemen perusahaan hendaknya
memahami bahwa dengan menerapkan tatakelola perusahan, termasuk
mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tatakelola itu sendiri serta peran
komite audit, dijangka akan dapat mencegah atau mengurangkan terjadinya fraud.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2020)°, meneliti tentang Leadership
In Good Corporate Governance (GCG) As A Role Model Of Anti Fraud Culture,
penelitian ini menngungkapkan hadirnya Good Corporate Governance (GCG) di
Indonesia merupakan salah satu solusi dalam menciptakan aktivitas yang dapat
membantu menghindari segala bentuk skandal di perusahaan termasuk fraud.
Namun realitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) hingga saat ini belum
sepenuhnya terlaksana. Aturan Good Corporate Governance (GCG) sendiri belum
tentu bisa diterapkan dengan baik oleh pihak-pihak di dalam perusahaan.
Dibutuhkan kepemimpinan dan dukungan yang maksimal dari regulator dalam

bentuk payung hukum yang diharapkan mampu menciptakan budaya anti fraud

8 Rita Anugerah, The Role Of Good Corporate Governance In Fraud Prevention, Jurnal
Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 101 — 113, 2014

® Mustika Prabaningrum Kusumawati, Leadership In Good Corporate Governance (GCG) As A
Role Model Of Anti Fraud Culture, Asia Pasific Fraud Journal, Volume 5, Nomor 2 (July-
Desember), 2020
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dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Agar berhasil, sebuah
organisasi membutuhkan pemimpin yang kuat. Keberhasilan dan kegagalan suatu
organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang
mampu melakukan kolaborasi, menginspirasi dan memotivasi bawahan yang
dipimpinnya karena kepemimpinan merupakan faktor utama sukses atau bahkan
kegagalan suatu organisasi. Selain itu, tipe kepemimpinan yang positif juga akan
membentuk budaya positif dalam perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi
panutan budaya anti fraud.

Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019)!°, meneliti
tentang Implikasi Tata Kelola Islami Pada Fraud Bank Islam, penelitian ini
mengungkapkan bahwa pertama hipotesis yang menyatakan dewan direksi dan
dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fraud tidak terdukung secara
statistik. Secara teoretis direksi memang berperan memimpin bank baik secara
operasional dan secara kelembagaan. Direksi dengan demikian bertanggung-
jawab penuh terhadap kesuksesan atau kegagalan bank syariah. Penelitian ini
tidak mampu mendukung peran dewan direksi terhadap fraud. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa fraud dapat terjadi pada setiap level di organisasi sehingga
keberadaan dewan direksi tidak sepenuhnya dapat berperan mengendalikan dan
mengurangi fraud secara langsung. Dewan komisaris memang berperan
mengawasi manajemen dalam mengelola bank. Namun demikian, dewan
komisaris merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat secara
langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi pihak paling
akhir yang mengetahui jika ada tindak kecurangan/penyelewengan/fraud. Kedua,
penelitian ini tidak mampu membuktikan peran dewan komisaris terhadap
minimalisasi tindakan fraud. Ketiga, kontrol internal berpengaruh negatif terhadap
fraud memperoleh dukungan secara statistik. Entitas yang memiliki fungsi kontrol
internal akan lebih mampu mendeteksi sekaligus meminimalkan kemungkinan
terjadinya fraud. Kontrol internal yang berfungsi secara berkualitas akan

memungkinkan mampu mengidentifikasi kecurangan dan juga menjadi bahan

10 Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud
Bank Islam, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, p. 226-239, 2019
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laporan kepada manajemen sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesegera
mungkin. Keempat, hasil uji statistik menunjukkan mendukung hipotesis Dewan
Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap fraud yang berarti semakin
tampak peran DPS maka semakin meminimalkan fraud. Dari hasil analisis dan
kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan penelitian saran-saran
yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi fraud sangat penting bagi bank
Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan dari rendahnya fraud yang
berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya
korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa
bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar
ma’ruf nahi munkar. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan
informasi non-fraud yang dipublikasi bank Islam melalui publikasi nilai komposit
GCG yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank. Kedua, bagi investor
perbankan, informasi fraud menjadi salah satu informasi penting yang dibutuhkan
untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor, fraud merupakan unsur
risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi mengurangi kesejahteraan
mereka di masa yang akan datang.

Geri Hardianto, Harun Delamat dan Ahmad Subeki, (2016)*!, memberikan
judul penelitiannya tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank
Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia, penelitian ini mengungkapkan Islamic
Corporate Governance (ICG) dengan takaran angka variabel minimum 1 dan
maksimum 2,2 dengan takaran angka rata-rata 1,64185 dan takaran standar
deviasi 0,300526. Data tersebut memberikan petunjuk sampel yang berjumlah 40
nilai komposit penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah mempunyai
nilai rendah 1 dan nilai tinggi 2,2. Asumsi klasik diuji dengan uji normalitas yang
bertujuan menguji variabel model regresi pengganggu atau residual yang
berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Penelitian ini menguji normalitas dilakukan
dengan menggunakan analisis grafik melalui grafik histogram dan normal

probability plot dan uji statistik melalui uji Kolmogorov Smirnov. Pertama, hasil

11 Geri Hardianto, Harun Delamat, Ahmad Subeki, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di
Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia, Akuntabalitas: Jurnal Penelitian dan
Pengembangan Akuntansi, VVol. 10, No. 1, Januari, 2016
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uji regresi linier berganda dilakukan pada penelitian ini memperlihatkan sharia
compliance yang diproksikan oleh variabel Islamic Income Ratio secara statistik
tidak terpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Uji regresi linier berganda
melalui proksi yang dinilai sharia compliance yaitu Profit Sharing Ratio secara
statistik berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Kedua, uji regresi
linier berganda yang telah dilakukan memperlihatkan sharia compliance yang
diproksikan oleh Islamic Investment Ratio secara statistik pada penelitian ini
ditemukan tidak adanya pengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Ketiga,
berdasarkan uji regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
good corporate governance secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap
fraud pada bank syariah

Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014)'?, meneliti
tentang Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai
Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah, penelitian ini
mengungkapkan beberapa konsep penting bahwa adanya indikasi tindakan fraud
pada lembaga keuangan syariah, strategi anti fraud, sistem pengawasan pada
lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang
dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk fraud preventive. Fokus dalam
kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, di mana
metode yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada
penelitian terdahulu dan di akhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait
permasalahan yang diangkat.

Haifa Najib dan Rini, (2016)', meneliti tentang Analisis Faktor yang
Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah, penelitian ini mengungkapkan
berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang
telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai

berikut bahwa Sharia compliance dengan proksi Islamic Income Ratio tidak

12 Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit
Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah, JAFFA,
Vol. 2, No. 2, h. 91-100, 2 Oktober 2014

13 Haifa Najib dan Rini, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah, Simposium
Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016
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berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, kemudian Sharia compliance
dengan proksi Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud
pada bank syariah, selanjutnya Sharia compliance dengan proksi Islamic
Investment Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, dan Islamic
Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.

Rinny Jefri dan Mediaty, (2014)%, Pendeteksian Kecurangan (Fraud)
Laporan Keuangan, penelitian ini mengungkapkan kecurangan dan kelalaian
merupakan 2 hal yang berbeda dan hal itu telah diperjelas dalam standar audit
yang telah ada. Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan dipengaruhi
oleh : a) Karekteristik terjadinya kecurangan, b). Standar Pengauditan mengenai
pendeteksian kecurangan, c). Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi
kualitas audit yaitu: 1) Tekanan kompetisi atas fee, 2) Tekanan waktu, 3) Relefasi
hubungan auditor dan auditee.

Yurmaini, (2017)%, Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam
Persepktif Islam, penelitian ini mengungkapkan Fraud merupakan tindakan
penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui,
menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di
lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan
bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud
memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Islam tidak dapat menerima semua tindakan kecurangan karena prinsip menjadi
kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Islam tidak melihat kecurangan
dari tinggi rendahnya nominal dan kecurangan termasuk sifat tercela serta
termasuk ke dalam golongan orang-orang celaka sebagaimana dilansir dalam
Alguran surat Al-Muthaffifin dari ayat 1 sampai dengan 6. Pandangan Islam
tentang kecurangan dalam akuntansi sendiri adalah sama dengan tindakan tercela,

sebab disana masih terdapat mudharatnya.

14 Rinny Jefri, Mediaty, Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan, Jurnal Akuntansi,
Vol. 01, No. 02, h. 56-64, Juli 2014

Y urmaini, Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Persepktif Islam, Jurnal Akuntansi
dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2017
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Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017)°, Fraud Diamond: Pendeteksi
Kecurangan Laporan Keuangan, penelitian ini mengungkapkan pengujian fraud
diamond (pressure, opportunity, rationalization, capability) untuk mendeteksi
terjadinya fraud pada laporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah perusahaan manufaktur yang telah go public di BEI dengan
menggunakan data tahun 2012-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi
logistik. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa capability berpengaruh
signifikan terhadap terjadinya fraud pada laporan keuangan.

Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016)’, Model Pendeteksian
Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle, penelitian ini
menunjukkan financial targets dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan,
sedangkan financial stabililty tidak dapat mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Untuk menghindari terjadinya potensial negatif atau terjadi fraud sangat
perlu dibuat aturan dan ketentuan yang dapat mengikat kedua belah pihak yang
beraktivitas bisnis atau beraktivitas dalam ekonomi khususnya aktivitas ekonomi
Islam.

Dalam sistem ekonomi manapun baik itu ekonomi kapitalis, ekonomi
sosialis dan ekonomi Islam segala kegiatan atau aktivitas ekonomi dapat
teraplikasi dalam bentuk kontrak atau akad di antara pelaku-pelaku aktivitas
ekonomi. Semua instrumen keuangan yang ada telah terealisasi dalam bentuk
kontrak atau akad, di mana syarat dan kondisinya akan menentukan resiko dan
keuntungan instrumen keuangan tersebut.

Konsep, isi dan aplikasi seluruh struktur inti hukum Allah dalam Islam
bersifat kontraktual. Sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hukum oleh

syariah jika pasal kontrak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau

16 Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan
Keuangan, Seminar Nasional Riset Terapan (SENASSET), Serang, 25 Nopember 2017

17 Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016), Model Pendeteksian Kecurangan Laporan
Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 7, No. 2, h.
256-269, Agustus, 2016
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diharamkan.'®Apabila akad sudah disepakati kedua belah pihak maka konsekuensi
dari akad tersebut harus dipenuhi sebagaimana perintah Allah SWT dalam

Alquran surat Al Maidah/5: 1 yang berbunyi:

85~

[1-1550el ] ) covvvvennnnnnn 3,800 1551 el 2,0l 656

X

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.......%°

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada
bangunan hukum Islam. Hukum Islam atau yang dikenal dengan syariah, yang
berarti “jalan yang menuju sumber air”, dipenuhi dengan tujuan moral dan
pelajaran tentang kebenaran. Sejatinya, syariah harus terwakili dalam segala
bentuk kontrak atau akad bisnis.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia di sebut akad dalam hukum

Islam.?® Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu ‘J-‘K‘-i\—”:’m yang
berarti perjanjian atau persetujuan. Kosa kata ini juga berarti seumpama tali yang
mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Wahbah az-
Zuhaili mengartikan akad sebagai: Sesuatu ikatan di antara dua perkara, baik
ikatan secara yang nyata ataupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua
segi.?!

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.? Menurut Basya dalam

Murshid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu

18 Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah: Analisis Figh & Keuangan, (Yogyakarta: UUP
STIM YKPN, 2014), h. 229.

19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
156.

20 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 68.

21 Wahbah az-Zuhaili, Alfigh al-Islami wa Adillatuh, jus IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hal. 80.
22 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: FM Fokusmedia, 2009), h. 15
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pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek
akad.?

Dalam sistem keuangan syariah banyak instrumen-instrumen akad dapat
diketahui antara lain: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna,
ijarah, wadiah, gardh, sharf, wakalah, kafalah dan hiwalah. Dan setiap instrumen
itu diterapkan sesuai peruntukkan dan kepentingan pengikatannya antara kedua
belah pihak yang akan mengikat kontrak atau akad sesuai kebutuhan. Instrumen-
instrumen keuangan syariah tersebut di atas telah mempunyai standar yang baku
dan telah pula melalui persetujuan dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)
dalam teknis pelaksanaannya atau aplikasinya.

Sebenarnya banyak ketentuan di dalam hukum Islam yang bermuatan
prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking) atau prinsip berusaha yang
beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam
praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam
pasal 1 butir 33 UU Perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam
Alguran surat Al Maidah/5: 49 yang berbunyi:

RN I SR T S
[49-49:5.5l01 ] ) &l el 53 155 815 casdd 23

Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkan kamu
dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Apabila mereka
berpaling (dari hukum Allah), maka sesungguhnya Allah menghendaki dan akan
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka.
Dan stungguhnya kebanyakan manusia adalah terdiri dari orang-orang yang
fasik.

23 Basya, Mursyid al-Hairan ila Ma rifah Ahwal al-Insan, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), h.
49

24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
168.
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Permasalahan akan muncul pada saat penerapan aplikasi akad keuangan
syariah. Maka di sini mulai muncul penggunaan aplikasi akad keuangan syariah
yang akan diterapkan seperti apa? Maunya yang bagaimana? Kebutuhannya yang
diperlukan berapa? Aplikasi akad keuangan syariah mana yang paling mudah dan
sesuai peruntukkannya?

Dalam proses tersebut akan terjadi apa yang dinamakan negosiasi antara
calon pengaju pembiayaan dengan pihak yang akan memberikan pembiayaan
dalam hal ini bank atau lembaga keuangan atau lembaga keuangan non bank baik
itu yang berlabel konvensional maupun berlabel syariah. Dengan data-data yang
ada maka akan dicarikan akad keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan
bagi calon pengaju pembiayaan. Atas dasar penilaian pihak yang akan
memberikan pembiayaan maka akan dicari solusi atau celah yang bisa membantu
calon pengaju pembiayaan sehingga proposal pembiayaan yang diajukan dapat
disetujui dan dana dapat bisa dicairkan.

Peneliti menilai ada permasalahan yang akan terjadi apabila salah
menerapkan instrumen akad keuangan syariah yang mempunyai kecenderungan
agar calon pengaju pembiayaan bisa menjadi mudah dan dapat terpenuhi
permintaannya sesuai dengan data-data yang ada. Kecenderungan tersebut
berdasarkan kesepakatan yang termudah yang dapat dilakukan bukan berdasarkan
rasio kebutuhan sebenarnya dari instrumen akad keuangan syariah yang akan
diterapkan.

Dari semua instrumen akad keuangan syariah yang ada tentu semuanya
baik saja untuk diterapkan asal sesuai dengan peruntukan kebutuhan sebenarnya,
tetapi pasti semua instrumen akad keuangan syariah mempunyai potensi
kecenderungan yang paling mudah diaplikasikan kepada nasabah. Oleh sebab itu
maka akan berpotensi terjadinya fraud apabila instrumen akad keuangan syariah
itu dilaksanakan, maka hal ini akan berimplikasi kepada proses pembiayaan
tersebut yang dikhawatirkan akan terjadi macet atau tersendat-sendat pembayaran
angsurannya, karena dari awal proses sudah dimudah-mudahkan sesuai

permintaan dan kebutuhan nasabah atau pengaju proposal pembiayaan.
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Perbankan syariah dalam laju bisnisnya belum bisa berkembang dengan
cepat di Indonesia. Lambatnya perkembangan karena masih mempunyai persoalan
dalam bisnis perbankan syariah tersebut.

Achmad K Permana sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank
Syariah Indonesia (Asbisindo) memaparkan pada kondisi industri perbankan
syariah mempunyai pangsa pasar di bawah empat persen dalam penilaian asetnya
ketika diperbandingkan keseluruhan aset perbankan nasional. Sebenarnya
perbankan syariah mempunyai tiga problema besar. Semuanya menghambat laju
perkembangan bisnis syariah sampai saat ini demikian ujar Achmad pada waktu
diskusi yang berjudul "Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan
Syariah™ di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/8/2012).

Pertama, produk yang tersedia dan yang menjadi standar produk
perbankan syariah. Hal ini menjadi sebab yang selama ini masih banyak
perbankan syariah yang belum jalan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Penyesuaian
bentuk atau standard diperlukan bagi perbankan syariah karena industri perbankan
syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Ditambah lagi, produk
perbankan syariah tidak hanya untuk nasabah muslim, bisa juga oleh nasabah
nonmuslim.

Kedua, pemahaman atau awareness terhadap produk bank syariah. Pada
waktu ini, sangat sedikit masyarakat yang memahami tentang produk perbankan
syariah dan istilah yang ada pada perbankan syariah. Sumber daya manusia yang
direkrut yang mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awarenessnya
sangat sedikit berkisar tiga puluh persen ujarnya.

Ketiga, sumber daya manusia atau SDM dalam perbankan syariah.
Problema yang terjadi pihak perbankan syariah sangat sulit mencari SDM
perbankan syariah yang kompeten dan mumpuni. Sehingga banyak mengambil
SDM dari perbankan konvensional dari SDM yang potensial. Sedikit sekali SDM
yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah, imbuhnya.

Fraud yang dijalankan di perbankan syariah terjadi karena banyak macam
faktor ditinjau dari sisi dalam maupun dari luar perbankan syariah itu sendiri. Jika

dilihat dari sisi dalamnya maka yang mungkin dapat memicu ketidaksengajaan
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fraud adalah terletak pada kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang
dimilikinya. Apakah SDM tersebut memahami ilmu syariah dan ilmu perbankan
dengan baik atau tidak. Dari luarnya dimungkinkan sisi lingkungan seperti
keluarga yang memungkinkan mempunyai kebutuhan mendesak sehingga
terpaksa melakukan fraud.

Kejadian yang mengakibatkan terjadinya fraud di perbankan syariah juga
bisa dirasakan oleh pihak dalam maupun pihak luar perbankan syariah. Dari pihak
dalamnya umpamanya operasional perbankan terganggu jika keberlangsungan
fraud yang terjadi sangat tinggi. Dari pihak luarnya, fraud dapat menyebabkan
berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan dana yang
dilakukan oleh perbankan syariah disebabkan nasabah akan merasa dirugikan
dalam hal keuangannya atau financial.

Bentukan fraud merupakan kriminal yang sangat berbahaya bagi diri
sendiri maupun lingkungan sekitar. Bentukan fraud harus segera diatasi dengan
mengurangi segala bentuk kerugian dalam hal keuangan atau financial maupun
yang tidak dalam bentuk keuangan atau nonfinancial yang timbul dari tindakan
tersebut. Bentukan fraud juga menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca
terhadap berbagai kemungkinan fraud, faktor serta strategi yang perlu dilakukan.

Maka atas dasar permasalahan tersebut di atas maka penulis mencoba
meneliti dari perspektif yang berbeda yaitu dengan melihat gambaran hirarki
potensial fraud dengan menerapkan instrumen akad keuangan syariah. Dari
hirarki potensial yang tertinggi hingga yang paling rendah tingkat terjadinya fraud
tersebut.

Dengan mendapat gambaran hirarki potensial fraud pada instrumen akad
keuangan syariah maka akan memberikan peringatan kepada pelaksana di
lapangan untuk lebih berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan menjalankan
secara sembarangan dalam penentuan akad keuangan syariah yang disinyalir akan
mempunyai potensi fraud tertinggi.

Tentunya setiap instrumen akad keuangan syariah yang akan diterapkan
harus sesuai dengan kebutuhannya walaupun terlepas potensi akan terjadi fraud

tinggi, maka untuk mengatasi hal demikian maka sangat diperlukan suatu konsep
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pencegahannya. Pencegahan lebih penting dilakukan daripada pembenahan
setelah fraud itu terjadi. Maka akan ditawarkan beberapa konsep pencegahan
sehingga walaupun potensi fraudnya tertinggi pada akad yang akan diterapkan
akan tetapi apabila telah melalui tahapan-tahapan kehati-hatian atau sesuai standar
operasioanal prosedur yang ketat dilakukan sebelum proses pembiayaan tersebut
disetujui dan dicairkan maka akan terhindar dari kemungkinan terjadinya fraud.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas,
peneliti ingin mengamati lebih lanjut dan memperdalam serta mengungkapkan
fenomena ini dalam sebuah disertasi dengan judul “Hirarki Potensial Dan
Pencegahan Fraud Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah”. Semoga peneliti

bisa berkontribusi dengan baik dalam penelitian yang dilakukan ini.

B. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai fokus penelitian
sebagai berikut:

Bahwa penelitian ini dikerjakan untuk mencari hirarki potensial dan
pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah dengan memfokuskan pada
temuan tingkatan akad keuangan syariah yang paling berpotensi fraud dari yang
levelnya paling tinggi sampai level yang paling rendah di bank syariah dan
bagaimana cara pencegahannya yang disesuaikan dengan surat edaran dari Bank
Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011.

C. Perumusan Masalah
Masalah dirumuskan dengan mendeskripsi masalah untuk setiap variabel
independen yang patut diduga dapat mempengaruhi variabel dependen. Maka
berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana mencari hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad
keuangan di bank syariah?
2. Bagaimana hubungan hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad

keuangan di bank syariah bisa dibuktikan?
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D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Mencari hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di
bank syariah.
Menemukan hubungan hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad

keuangan di bank syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan berguna dan

bermanfaat bagi peneliti sendiri dan kepada bank syariah yang menjadi bahan

penelitian dari disertasi ini dan juga harus berguna:

1.

Bagi bahan kajian dan pemikiran ilmu pengetahuan para sarjana, master
ekonomi syariah dan doktor ekonomi syariah khususnya, sarjana, master
ekonomi dan doktor ekonomi pada umumnya serta kalangan ilmuan dan
peneliti khususnya tentang hirarki potensial dan pencegahan fraud pada
akad keuangan di bank syariah.

Bagi responden diharapkan dapat memberikan bantuan berupa informasi
tentang hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di
bank syariah sehingga nantinya responden diharapkan dapat memperbaiki
Kinerja administrasi pembiayaannya.

Bagi aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan membuktikan teori-teori yang
berkenaan dengan penelitian ini dan bagi peneliti lain yang akan
melakukan penelitian tentang objek yang sama di masa yang akan datang.
Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Sistematika Pembahasan

Berdasarkan sistematika pembahasan maka penelitian ini dapat dibagi

sebagai berikut:
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Bab I, adalah bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang
Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan
Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Il, adalah bab Uraian Teori yang berisi tentang Grand Theory:
Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Syariah. Middle Theory: Manajemen
Resiko, Akuntansi Forensik dan Perbankan Syariah. Substanstive Theory:
Pengertian Hirarki, Pengertian Potensial, Pengertian Pencegahan (Konsep
Pengawasan Bank Indonesia), Pengertian Fraud, Pengertian Akad Keuangan
Syariah, , Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Bab Ill, adalah bab Metodologi Penelitian yang berisi tentang Metode
Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sampling Dan Satuan Kajian (Unit of
Analysis), Satuan Kajian, Kelompok Fokus Dalam Penelitian Kualitatif, Anggota
Kelompok, Wawancara Terbuka Dan Mendalam, Pengujian Validitas
(Keabsahan) Data dan Tehnik Analisa Data.

Bab 1V, adalah bab Analisis Dan Pembahasan yang berisi tentang Hasil
Penelitian, Wawancara dan Pembahasan Penelitian

Bab V, adalah bab Kesimpulan Dan Saran yang merupakan hasil

penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.
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MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI SYARIAH

Kajian dari penelitian ini di mulai dari grand theory yang digunakan
adalah llmu Manajemen, IImu Akuntansi dan IImu Ekonomi Syariah. Sedangkan
middle theory yang digunakan yaitu Ilmu Manjemen Resiko, llmu Akuntansi
Forensik dan Perbankan Syariah dan substantive theory terdiri dari variabel
penelitian ini yaitu Hirarki, Potensial, Fraud, Akad Keuangan Syariah dan

Pencegahannya

e Manajemen
Resiko

/

GRAND e Akuntansi
177/21)/14 Forensik

N

EKIa'I“O e Perbankan

S/N\y  Syariah
Gambar 2.1. Design Grand Theory/Middle Theory
Adapun sumber referensi dari grand theory dan middle theory adalah
sebagai berikut:

Grand Theory:
IImu Manajemen — Robbins dan Coulter (2014)
IImu Akuntansi — Watts dan Zimmerman (1986)
IImu Ekonomi Syariah — Muhammad Abdul Manan (1997)

Middle Theory:
IImu Manajemen Resiko — Soesino Djojosoedarso (1999)
IlImu Akuntasi Forensik — Cressey (1973)
Perbankan Syariah — Schaik (2001)

Gambar 2.2. Sumber Referensi Grand Theory/Middle Theory

25
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A. Grand Theory

1. llmu Manajemen
Pendapat dari Robbins & Coulter, 2014, ilmu manajemen adalah alur

kegiatan meliputi pengkoordinasian dari pekerjaan yang dilalui orang lain agar
kegiatan tersebut dapat terlaksana dan terselesaikan secara efektif dan efisien.?®

Sedangkan pendapat dari Terry & Rue, 2015, ilmu manajemen adalah
merupakan alur kegiatan yang khusus dengan memanfaatkan ilmu dan seni yaitu
terdiri dari: perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing,
kepemimpinan atau leading dan pengawasan atau controlling.?

Kemudian pendapat dari Griffin, 2015, ilmu manajemen adalah sebuah
alur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan
sumber daya manusia di dalam organisasi untuk menuju tujuan organisasi.?’

a. Fungsi-Fungsi Manajemen
Pendapat dari Robbins & Coulter, 2014, dalam bukunya ilmu manajemen

menjelaskan bahwa ilmu manajemen memiliki empat fungsi utama,? yaitu :

1) Perencanaan  (Planning), menentukan  arah,menetapkan  tujuan
organisasi,dan membantu organisasi dalam mengambil keputusan di masa
mendatang.

2) Mengorganisasi (Organizing), segala kegiatan sumber daya manusia
dikordinasi dan dikelompokkan menurut kegiatan kerja sumber daya
manusia di dalam organisasi.

3) Kepemimpinan (Leading), serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
organisasi dalam memimpin dan memotivasi sumber daya manusianya

demi kepentingan organisasi tersebut.

%5 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Management Twelfth Edition, (United States, Pearson
Education Limited, 2014) h. 33

% Terry, George R., P.hd, Principles of Management Seventh Edition, (Ontario, Irwin-Doney
Limited, 2015)

27 Griffin, Ricky W., and Moorhead, Gregory, Organizational Behavior: Managing People and
Organizations. Eleventh Edition. (USA: South Western, 2015)

28 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Management Twelfth Edition, (United States, Pearson
Education Limited, 2014) h. 37
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Pengawasan (Controlling), kegiatan memonitor kemajuan organisasi
dengan memastikan kemajuan kegiatan tersebut sesuai dengan harapan
organisasi.

Bidang-Bidang Manajemen

Manajemen merupakan proses yang melibatkan sumber daya manusia di

dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu di dalam unsur

manajemen terbagi menjadi bidang-bidang yang lebih spesifik di dalamnya,

Menurut (Robbins & Coulter, 2014) bidang manajemen dibagi menjadi 5%° yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

Manajemen Produksi; Yaitu bidang manajemen yang berfokus terhadap
perencanaan, produksi,distribusi di dalam sebuah perusahaan.

Manajemen Pemasaran; Yaitu bidang manajemen yang kegiatannya
menganalisa situasi dan konsumen dari suatu organisasi, kegiatan ini
mencakup penetapan produk apa yang dapat diterima oleh konsumen
hingga promosi apa yang cocok untuk produk tersebut.

Manajemen Keuangan; Yaitu bidang manajemen yang berfungsi sebagai
pengelolaan dana, perencanaan modal, hingga bagaimana organisasi dapat
menggunakan dana nya secara efektif dan efisien.

Manajemen Administrasi; Yaitu bidang manajemen yang memberikan
informasi tentang layanan informasi bagi organisasi dalam menjalankan
aktivitasnya agar sesuai dengan rencana.

Manajemen Sumber Daya Manusia; Yaitu bidang manajemen yang
memfokuskan terhadap sumber daya manusia di dalam organisasi, mulai
dari mencari SDM berkualitas,mengembangkan SDM, serta bagaimana
memanfaatkan SDM secara efektif dan efisien.

IImu Akuntansi

Sebagai suatu ilmu maka akuntansi merupakan sebuah alur administrasi

proses pencatatan, pengklasifikasi, peringkasan, pengolahan dan penyajian data,

transaksi serta dalam hal yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat

29 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Management Twelfth Edition, (United States, Pearson
Education Limited, 2014) h. 39



28

dibaca dan digunakan oleh orang yang memerlukannya dengan mudah dimengerti
untuk diambil suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Ilmu akuntansi dapat juga disebut sebagai satu bahasa bisnis atau business
language, atau lebih pasnya disebut sebagai bahasa pengambilan keputusan.
Apabila seseorang sudah menguasai bahasa ini, maka akan baik pula orang
tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Sebagai
definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui 2 (dua) pandangan, yaitu definisi dari
pandangan pengguna jasa akuntansi dan definisi dari pandangan proses
kegiatannya.

Dalam pandangan pengguna jasa akuntansi, maka ilmu akuntansi dapat
didefinisikan sebagai disiplin ilmu dan atau kegiatan jasa yang memberikan
informasi yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan kegiatan tersebut secara
efisien, efektif dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang
bersifat keuangan (finansial). Adapun kegunaan informasi akuntansi adalah untuk:

a. Membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan,
serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen

b. Pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah,
dan sebagainya.

Bila dilihat dari pandangan proses kegiatan maka akuntansi dapat
didefinisikan sebagai proses mencatat, menggolongkan, meringkaskan,
melaporkan dan menganalisa data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa diketahui,
bahwa ilmu akuntansi merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan
menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada awalnya akuntansi harus
melalui:

a. Pengidentifikasian data mana yang berkaitan atau relevan dengan
keputusan yang akan diambil,

b. Pengprosesan atau menganalisis data yang relevan,

c. Pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan.

Sebagai definisi maka secara sederhana kita dapat menjelaskan bahwa

ilmu akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk
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menjalankan operasi perusahaan. Ilmu akuntansi juga memberikan informasi
kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan
kondisi perusahaan.

Sebagai teori ilmu akuntansi yang positif berupaya menjelaskan sebuah
proses, yang berkemampuan, berpemahaman dan berpengetahuan akuntansi serta
penggunaan ilmu akuntansi yang paling sesuai untuk dapat menghadapi kondisi
tertentu di masa akan datang. Teori ilmu akuntansi yang positif pada prinsipnya
dianggap bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan
meramalkan kondisi praktek-praktek akuntansi.

Laju perkembangan teori positif tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan
terhadap teori normatif (Watt & Zimmerman,1986). Yang menyatakan bahwa
dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif
terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Ada tiga alasan
dasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watt &
Zimmerman,1986)%°:

a. Pendekatan normatif tidak mampu dalam menguji teori secara empiris
karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak
dapat diuji keabsahannya secara empiris.

b. Fokus pendekatan normatif lebih banyak pada kemakmuran investor
secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.

c. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya
alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Kondisi
demikian ini disebabkan karena dalam sistem perekonomian yang didasari
pada mekanisme pasar sehingga informasi akuntansi dapat menjadi alat
pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi
secara efisien.

Kemudian Watt & Zimmerman memberikan pendapat bahwa dasar
pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif sangat
sederhana dan tidak memberikan kontribusi dasar teori yang kuat. Dalam mencari

kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt & Zimmerman mengembangkan

30 Ross L. Watts, Jerold L. Zimmerman, Positive Accounting Theory, (Prentice Hall Inc., 1986)
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pendekatan positif yang berorientasi pada penelitian empirik dan menjustifikasi
berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari
model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari.

3. llmu Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “igtisad”
yang berasal dari akar kata Qasd yang mempunyai magna dasar sederhana, hemat,
sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata ‘“igtisad”’mempunyai magna
sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan
sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.®!

Sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial maka ekonomi syariah adalah ilmu
yang mempelajari masalah ekonomi umat yang didasarkan pada nilai-nilai
Kelslaman.®> Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup
ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi syariah ke dalam tiga
kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi syariah adalah ilmu
ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud
ekonomi Islam adalah sistem. Sebagai sistem yang mengatur bagaimana proses
kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau
metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi syariah untuk
kepentingan perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi syariah
menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi syariah sebagai konsep
dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan
ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan
aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang
ekonomi syariah yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian
diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen

dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi.®

31 Syakur, Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam., h. 23-24.

32 Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997), h. 19.

33 M Nur Ariyanto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012), h.
1-2.
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a. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam ilmu ekonomi syariah yang menjadi sumber hukum adalah:

1) Alguran
Sebagai pegangan utama Alquran itu otentik, abadi, dan semua
ketentuan utama hukum ekonomi syariah yang Allah SWT wahyukan
kepada Rasulullah SAW guna memperbaiki, guna meluruskan dan
guna membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Alquran
banyak menyantumkan ayat yang menjadi landasan hukum ekonomi

syariah. Umpamanya dalam surat An-Nahl/16 : 90 yang berbunyi:

s -
-
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.3*

Dan ini bagian dari kesejahteraan umat Islam untuk ditingkatkan
dalam segala bidang termasuk dalam ekonomi.

2) Hadist atau Sunnah

Setelah Alquran maka sumber dari hukum lainnya adalah Hadist dan
Sunnah. Yang menjadi ketentuan bagi para pelaku ekonomi untuk
mengikuti sumber dari hukum ini apabila di dalam Alquran tidak
dijelaskan secara terperinci atau secara komplit tentang hukum

ekonomi tersebut.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
415,
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3) Ijma’
Kemudian Ijma’ adalah sumber dari hukum yang ketiga, yang
merupakan kesepakatan baik dari masyarakat maupun para
cendekiawan agama yang tidak terbebas dari Alquran dan Hadist.
4) ljtihad atau Qiyas
Selanjutnya adalah ijtihad yaitu usaha meneruskan setiap kegiatan
untuk menemukan kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan
giyas adalah pendapat yang merupakan alat utama ijtihad yang
dihasilkan melalui penalaran analogi.
5) Istihsan, Istislah dan Istishab
Sebagai bagian sumber dari hukum maka Istihsan, Istislah dan Istishab
telah dapat diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat imam
mazhab.®
b. Prinsip Dasar Ekonomi Islam
1) Ketentuan dari Kepemilikan
Dalam ilmu ekonomi Islam kepemilikan dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu:
a) Milik Umum
Semua sumber yang meliputi yang keras, yang cair maupun berupa
gas, minyak dari dalam bumi, dalam bentuk besi, bentuk tembaga,
bentuk emas dan temasuk yang tersimpan di perut bumi dari semua
energi juga industri dalam kategori berat yang menjadikan energi
sebagai komponen utamanya adalah merupakan milik umum.
b) Milik Negara
Milik negara meliputi seluruh kekayaan yang diambil oleh negara
seperti pungutan pajak dengan segala bentuknya, perdagangan,
industri, dan pertanian yang dilaksanakan oleh negara di luar milik
umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan

kepentingan negara.

35 Manan, Teori dan Praktek., 28-38.
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c) Milik Individu
Milik ini dapat dikelola oleh individu atau setiap orang yang sesuai
dengan hukum atau norma syariat.>
2) Menetapkan Aturan Mata Uang Emas dan Perak
Uang Emas atau uang perak adalah mata uang dalam simbol Islam.
Dengan beralihnya mata uang emas dan uang perak dan berganti
dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian suatu
negara. Mata uang dollar telah merajai dunia walau tidak didukung
secara langsung oleh emas ini akan berakibat tatanan ekonomi menjadi
sangat rentan terhadap dollar.*’
3) Menghapuskan Sistem Perbankan Ribawi
Dalam ekonomi Islam maka diharamkan segala bentuk riba, baik
dalam bentuk riba nasiah maupun riba fadhal. Kedua jenis riba tersebut
memiliki sifat merugikan pihak lain yang termasuk di dalam kegiatan
ekonomi tersebut.®
4) Mengharamkan Sistem Perdagangan Di Pasar Non Riil
Sistem ekonomi Islam melarang dilakukannya penjualan barang atau
komoditi sebelum barang menjadi milik itu dikuasai oleh penjualnya
dan menjadi haram hukumnya penjualan barang yang tidak menjadi
milik seseorang seperti yang terjadi dalam perdagangan di pasar non-
riil atau virtual market.>®
c. Ciri Sistem Dari Ekonomi Islam
1. Multitype Ownership (kepemilikan multi jenis). Merupakan turunan dari
nilai tauhid dan adil. Prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid
yaitu bahwa pemilik utama langit, bumi dan seisinya adalah Allah SWT,
sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi

manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian

36 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

37 Muhammad Saddam, Ekonomi Islam (Jakarta: Taramedia, 2003), 15.

% Nasution, Pengenalan Eksklusif., 13.

39 Azhari Akmal Tarigan, Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: Cita Pustaka
Media, 2007), 48.
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kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni
supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang
lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga menjadikan negara
juga mempunyai hak kepemilikannya dan nasionalisasi juga diakui.

2. Freedom to Act (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari
nubuwwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan
mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk
bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang
mengawasi interaksi  (mu’amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta
memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak
dilanggarnya syariah.

3. Social Justice (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan
ma’ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan

sosial antara yang kaya dan yang miskin.*

B. Middle Theory

IImu Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah suatu ilmu yang mempunyai arti yang lebih luas
yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat baik itu yang berupa kerugian
harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lainnya. Ditinjau dari segi aspek bisnis,
manajemen risiko adalah pelaksanaan berbagai fungsi manajemen dalam
penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan,
usaha dagang, keluarga dan masyarakat.**

Menurut pendapat Ferry N. Idroes di dalam bukunya manajemen risiko

merupakan metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi.

40 Ibid, 22-23
41 Spesino Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: Salemba
Empat, 1999), h. 2
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menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan
risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.*?

Menurut Zainul Arifin, manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang
rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk risk
asessement, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan
pilihan-pilihan dan kontrol risiko.*

a. Komponen Manajemen Resiko

Beberapa komponen dari manajemen resiko antara lain adalah:

1) Lingkungan Internal
Adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal
perusahaan. Di dalam komponen ini, tidak ada deteksi terhadap risiko
yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan,
klien dan semacamnya. Sekalipun kadang efek risiko internal ini juga
berimbas pada hal tersebut.

2) Penentuan Sasaran

Adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas
yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya
biasanya tercakup dua hal yaitu risiko yang muncul dari statemen visi
dan misi usaha serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau
operasional.

3) Indentifikasi Peristiwa

Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak
perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa.
Seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai
dijalankan.

4) Penilaian Resiko

Bahwa perusahaan ataupun bisnis dapat menilai sebuah kejadian atau
keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau

bisnis.

42 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) cet ke 1, h 5
43 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2015), h. 252
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5) Tanggapan Resiko
Perusahaan atau bisnis juga menentukan tanggapan atau respon
terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa
yang dihadapi. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk:
menghindari risiko (avoidance), mengurangi risiko (reduction),
memindahkan risiko (sharing), menerima risiko (acceptance).

6) Aktivitas Pengendalian
Setelah diberikan tanggapan, selajutnya yaitu penyusunan prosedur dan
kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko
yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas
pengendalaian risiko ini antara lain: pembuatan kebijakan dan prosedur,
delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan
fungsi, supervisi.

7) Informasi dan Komunikasi
Aktivitas  ini  berfokus pada identifikasi  informasi  dan
menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi.
Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan
dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan
tanggung jawabnya dengan baik.

8) Pemantauan atau Monitoring
Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses
pemantauan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap
komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang
perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang
tidak lengkap atau berlebihan.

b. Jenis Manajemen Resiko
Pengelolaan manajemen resiko dapat dibagi atas beberapa jenis antara
lain:

1) Manajemen Resiko Operasional

Manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-

permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Seperti kinerja
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pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya
bencana, modal tidak sehat dan selainnya.
2) Manajemen Hazard
Manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial
membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang
dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya.
3) Manajemen Resiko Strategis
Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Resiko yang
biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi
kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang
direncanakan.
4) Manajemen Resiko Finansial
Adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan.
Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak
kolaps hanya karena dana, modal, laba dan selainnya.
c. Tujuan Manajemen Resiko
Beberapa tujuan manajemen resiko dalam bisnis antara lain adalah:
1) Membantu Pembuatan Kerangka Kerja
2) Sebagai Peringatan Kewaspadaan
3) Meningkatkan Kinerja Perusahaan
4) Sosialisasi Manajemen Resiko
5) Mendorong Manajemen Agar Proaktif
d. Penerapan Manajemen Resiko Antispasi Fraud
Setiap perusahaan berusaha menbuat ketentuan-ketentuan yang baku
dalam menjalankan organisasinya. Ketentuan yang dibuat berguna sebagai
antisipasi kepada hal-hal yang menjadi kesulitan dari usaha. Standar operasional
prosedur (SOP) selalu ada dalam perusahaan. Pembuatan SOP berlandaskan
kepada ilmu manajemen resiko. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meminimalkan terjadinya kecurangan atau fraud yaitu dengan menerapkan Fraud
Risk Management. Melalui adanya Fraud Risk Management (FRM) yang meliputi
tahap prevention, detection, dan response perusahaan dapat memperkirakan risiko
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fraud yang potensial dan dapat melakukan tindakan pencegahan di awal sehingga
seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai. Kerangka yang digunakan dalam melakukan fraud risk
management secara umum sama dengan kerangka Enterprise Risk Management.

COSO mengeluarkan kajian mengenai Enterprise Risk Management
(ERM). Enterprise Risk Management (ERM) digunakan sebagai media untuk
mengelola risiko yang ada pada tiap perusahaan dan tingkat risiko yang dapat
diterima oleh suatu perusahaan. Atas kesadaran tiap perusahaan untuk mengelola
risikonya, Enterprise Risk Management mulai digunakan tiap perusahaan.

Menurut laporan COSO baru-baru ini, dewan COSO meng-update
kerangka
framewok yang lama dengan yang baru. Pembaruan ini meliputi perluasan diskusi
tentang harapan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kerangka baru
tahun
2013 telah memberikan diskusi yang lebih menonjol dan termasuk pertimbangan
potensi penipuan sebagai prinsip dalam komponen risk assessment. Prinsip ini
membahas jenis penipuan, pelaporan penipuan, pengamanan aset, korupsi,
manajemen override, faktor yang mempengaruhi risiko penipuan, dan
pertimbangan lainnya.

Dengan menerapkan ilmu manajemen resiko yang baik dan ketat
diharapkan akan meminimalisir kecurangan atau fraud pada setiap instansi yang
menuangkan ilmu manajeman resiko pada segala aturan dan SOP perusahaannya.

2. llmu Akuntansi Forensik

IImu Akuntansi forensik menjadi perbincangan hangat di Indonesia
beberapa tahun belakang ini. Bermula pada bulan Oktober 1997, Indonesia telah
merencanakan kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank
untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Dalam memberikan
bantuannya Lembaga donor semacam IMF dan World Bank memberikan
persyaratan melalui alur kegiatan yang dinamakan Agreed Upon Due Dilligence
(ADDP) yang kegiatan ini dilakukan akuntan asing dengan dibantu beberapa

akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel
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Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakuan overstatement
asset sebesar 28% - 75% dan understatement kewajiban sebesar 3% - 33%. Hasil
laporan yang terekspos membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada
dilikuidasinya enam belas bank swasta. Likuidasi yang dilakukan menjadi langkah
yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana atau rush
tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena kepercayaan publik tercederai
pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut adalah bukti dari penerapan
akuntansi forensik atau audit investigatif.

IlImu Akuntansi forensik sebagai keilmuan kembali membuat keberhasilan
dengan ditandai oleh Pricewaterhouse Coopers atau PwC sebuah kantor Akuntan
Besar dunia yang masuk dalam kategori The Big Four dalam membuat jernih
kasus Bank Balipada tahun 1999. PwC membuktikan dengan aplikasi
softwarenya yang khusus mampu membuktikan arus dana yang rumit berbentuk
seperi diagram cahaya yang mencuat dari matahari atau sunburst. Kemudian PwC
membuat ringkasan menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Dalam audit
tersebut dikenal dengan lima metode yang dipergunakan dan di antaranya adalah
folllow the money atau ditelusuri aliran uang korupsi di Bank Bali dan dilakukan
indepth interview yang berujung kepada pejabat dan pengusaha terlibat dalam
konspirasi kasus ini. Pada tahun 2009 kembali mencuat kasus PT Bank Century,
Tbk yang berhasil menemukan kejelasan yang diperoleh dari Laporan Hasil
Pemeriksaan Investigasi Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau
BPK, dan ini merupkan sumbangsih dari kinerja para akuntan forensik dan audit
investigasi dari lembaga tersebut. Maka apakah sebenarnya apa sebutan akuntansi
forensik itu?

Penilaian dari D. Larry Crumbley, seorang editor in chief dari Journal of
Forensic Accounting (JFA), mengatakan secara sederhana, akuntansi forensik
adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan pembuktian hukum. Karena
akuntansi forensik yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses
pengadilan atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif.

Penilaian dari Merriam Webster’s Collegiate Dictionary di edisi ke 10

dapat diartikan berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan dengan penerapan
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pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Jadi ilmu akuntasi forensik dapat
diperjelas artinya bahwa menggunakan ilmu akuntansi untuk kepentingan
penyelidikan hukum.

Sebagai suatu keilmuan maka ilmu akuntansi forensik dapat dipergunakan
dalam bentuk mengaudit dengan mempunyai dasar ilmu akuntansi serta
dipadukan keahlian atau kemampuan investigatif untuk memperjelas masalah atau
perselisihan keuangan atau mempunyai dugaan fraud yang pada akhirnya akan
diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara
lainnya. Dalam beberapa kasus korupsi sebagai contoh pada dasarnya adalah
merupakan suatu sengketa keuangan antara negara melawan warganya yang
secara resmi telah ditunjuk untuk mengelola pemerintahan. Perselisihan atau
persengketaan itu harus diselidiki kebenarannya oleh Lembaga Negara misalnya
oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diputuskan oleh hakim di
pengadilan. Jadi keahlian investigatif yang dilakukan oleh para akuntan yang ada
di lembaga BPKP, di lembaga BPK, di lembaga KPK dan serta instansi penegak
hukum lainnya pada hakikatnya adalah sebagian tari tugas akuntan forensik.

a. Tugas Akuntansi Forensik

Tugas seorang akuntan forensik adalah dapat memberikan pendapat
hukum di pengadilan atau litigation. Di samping itu peranan akuntan forensik
dalam bidang hukum di luar pengadilan atau semacam non litigation umpamanya
membantu untuk ditemukannya rumusan penyelesaian perkara dalam bentuk
sengketa, bentuk rumusan perhitungan ganti rugi dan bentuk upaya menghitung
dampak pemutusan atau melanggar kontrak kerja atau kontrak karya.

Profesi akuntansi forensik dapat dibagi atas dua bagian: pertama jasa
penyelidikan atau investigative services dan kedua jasa litigasi atau litigation
services. Penyelidikan yang mengarah kepada pemeriksaan tentang penipuan atau
investigatif penipuan maka dengan jasa akuntan forensik, mereka dapat
menguasai pengetahuan tentang ilmu akuntansi bisa mendeteksi, bisa mencegah,
dan bisa mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi. Jasa litigasi representasi
kesaksian seorang pemeriksa dalam kasus penipuan dan jasa akuntansi forensik

yang ditawarkan untuk memberikan solusi dari isu valuasi seperti yang dialami
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seseorang dalam kasus perceraian. Sebagai tim audit harus menjalani serangkaian
pelatihan dan pemberitahuan tentang pentingnya prosedur yang dilakukan oleh
seorang akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya

spesialisasi forensik untuk membantu memecahkan masalah.

b. Akuntansi Forensik Indonesia

Setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 hingga saat ini llimu
akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia melalui pendekatan akuntansi
forensik yang dibutuhkan oleh BPK, KPK, PPATK, BPKP, Bank Dunia dan
Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Laju pertumbuhan akuntansi forensik di Indonesia sangat maju, namun
bila dibandingkan dengan beberapa Negara lain maka Indonesia masih dikatakan
sangat tertinggal. Negara Australia dewasa ini sedang dalam tahap menyusun
Standar Akuntansi Forensik, sementara Negara Kanada dan Negara Amerika
Serikat sudah memiliki standar yang sangat baku, sedangkan Indonesia sama
sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini belum banyak kasus
korupsi yang teruangkap berkat kemampuan akuntan forensik namun akuntansi
forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih
tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak
pidana korupsi di Indonesia.

Minat masyarakat menurut Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia (1Al)
Ahmadi dalam wawancara tertanggal 5 maret 2013 di media hukumonline.com,
masih jarang akuntan Indonesia yang berminat mendalami bidang yang satu ini.
Tak semua kantor akuntan publik membidangi forensik. Yang perlu disayangkan,
asosiasi profesi akuntan ini belum melirik forensik sebagai bagian penting dari
akuntansi. Dia belum melihat ini sebagai isu yang mendesak untuk diberi
perhatian khusus. Bahkan, Ahmadi sendiri kurang berminat mengambil
spesialisasi ini. Alasannya, apa lagi kalau bukan ceruk pasar yang masih minim.
Saya sendiri tak punya kemampuan di situ. Dan saat ini saya tidak punya

keinginan untuk mempelajari bidang ini. Belum banyak pasarnya, celetuknya
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terus terang. Ahmadi sendiri kesehariannya membuka praktek di Kantor Akuntan
Publik KPMG Hadibroto.

Di kalangan akuntan ilmu akuntansi forensik minim untuk disukai.
Seharusnya kalangan akuntan itu sendiri mempunyai peluang untuk menekuni
bidang ilmu ini. Hal demikian yang selalu dicari oleh kantor akuntan publik atau
KAP Pricewaterhouse Cooper Indonesia (PwC). Kami mempunyai saat ini lima
belas orang akuntan forensik dan lima puluh orang akuntan lainnya yang sedang
kami bekali berbagai keahlian termasuk ilmu akuntansi forensik demikian
disampaikan oleh Direktur PwC Widiana Winawati. Widiana juga menyadari
bahwa sangat minim akuntan yang mencoba profesi unik ini. Mungkin lantaran
spesialisasi akuntansi forensik di Indonesia masih tergolong baru dan masih
banyak akuntan yang belum menyadari keberadaan profesi ini.

c. Keahlian Akuntansi Forensik
Menurut penilaian James (2008) yang menggunakan sembilan fungsi

kompentensi keahlian akuntansi forensik yang dapat digunakan dalam penilaian
perbedaan persepsi dari berbagai pihak akademisi akuntansi, praktisi akuntansi,
dan pengguna jasa akuntan forensik** yaitu:

1) Dapat melakukan analisis deduktif yaitu kemampuan dalam menganalisa
terjadinya kejanggalan dalam laporan keuangan yakni kejadian yang tidak
sesuai dengan kondisi wajar.

2) Mempunyai pemikiran yang Kkritis yaitu kemampuan untuk dapat
membedakan antara opini dan fakta

3) Mempunyai tingkat memecahkan masalah yang tidak terorganisir yaitu
kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap situasi atau khususnya
situasi yang tidak wajar melalui pendekatan yang tidak terorganisir.

4) Fleksibel dalam penyidikan yaitu kemampuan untuk melakukan audit di

luar ketentuan atau prosedur yang berlaku.

4 https://imagama.feb.ugm.ac.id/2014/03/19/akuntansi-forensik/, Dilihat pada hari Selasa tanggal
18 Agustus 2020 Jam 14.45 Wib
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5) Mempunyai keahlian analitik yaitu kemampuan untuk pemeriksaan apa
yang seharusnya ada atau yang seharusnya tersedia bukan apa yang telah
ada atau yang telah tersedia.

6) Lihai dalam komunikasi lisan yaitu kemampuan untuk berkomunikasi
secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum
tentang dasar dan opini.

7) Dapat berkomunikasi tertulis yaitu kemampuan untuk berkomunikasi
secara efektif melalui tulisan berupa laporan, berupa bagan, berupa gambar
dan berupa jadwal tentang dasar dan opini.

8) Berpengetahuan hukum yaitu kemampuan untuk memahami proses hukum
dasar dan isu hukum termasuk ketentuan bukti atau rules of evidence.

9) Selalu tenang dalam situasi apapun atau Composure yaitu kemampuan
untuk menjaga sikap tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.
Penilaian dari Widiana Winawati, Direktur PwC seorang akuntan forensik

harus mempunyai keunggulan keahlian atau memiliki keahlian multi talenta.
Auditor spesialis kecurangan atau fraud maka profesi ini dapat dikatakan
merupakan penggabungan profesi pengacara, profesi akuntan, profesi kriminolog,
dan profesi detektif, yang dimiliki oleh seorang auditor forensik tukasnya.
Kemudian seorang akuntan forensik harus memiliki sejumlah sikap dan sifat
dasar. Antara lain sikap hati-hati, sikap mampu menjaga rahasia pekerjaannya,
sangat kreatif, pantang menyerah, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri,
serta yang paling penting adalah jujur. Bila dibandingkan dengan akuntan lainnya
maka seorang akuntan forensik memiliki tugas yang sangat berat. Kalau
diibaratkan profesi akuntan internal adalah polisi maka profesi auditor adalah
petugas patroli dan profesi akuntan forensik adalah detektif. Tugas utama dari
seorang akuntan di perusahaan adalah mencatat dan menjaga kelancaran arus
keuangan perusahaannya. Sebagai petugas patroli yang melakukan inspeksi dan
pengawasan rutin terhadap areal wilayah berdasarkan pengalaman demikian
profesi auditor. Maka profesi akuntan forensik melakukan tugasnya menginspeksi
dan mengecek secara lebih terperinci dan lebih seksama dibandingkan dengan

petugas patroli.
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d. Masa Depan Akuntansi Forensik

Begitu sangat kompleksnya dunia bisnis sehingga meningkatnya jumlah
kecenderungan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan, dan semakin
menurunnya tingkat integritas masyarakat di negara maju dan ini ditandai dengan
terungkapnya sejumlah skandal besar seperti kasus yang lebih dikenal dengan
Ponzi Scheme yang dilakukan oleh Bernard Madoff di Amerika Serikat yang
memberikan kerugian nasabah sekitar US$ 50 billion dan dengan mencuatnya
kasus di atas maka profesi akuntan forensik semakin dibutuhkan oleh berbagai
pihak.

Di wilayah Indonesia kasus korupsi yang semakin banyak terungkap dan
semakin beragam jenisnya dan belum nampak ada kecenderungan penurunan.
Korupsi sudah melanda ke segala lapisan masyarakat bahkan sudah sampai
kepada para pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Dan ini
juga pada hakekatnya membuktikan bahwa pada saat ini dan pada waktu yang
akan datang makin memerlukan keahlian di bidang akuntansi forensik.

Pendapat dari Donald R. Cressey, 1973 melalui bukunya Other’s People
Money menjelaskan individu yang dipercaya dapat berubah menjadi individu yang
melanggar kepercayaan apabila tidak mmbuka diri ketika menghadapi masalah
keuangan dan dengan penuh kesadaran melakukan pelanggaran dengan
memanfaatkan jabatannya pada saat ini. Mereka sangat sadar dengan bujuk rayu
dengan penuh keyakinan agar orang lain dapat mengandalkan dirinya apabila
mendapatkan proyek dan mencari keuntungan dari proyek tersebut.*®

Penilaian dari The U.S. News and World Report, 2002, jabatan profesi
akuntansi forensik berada di urutan teratas dari rangking karir dengan mempunyai
masa depan yang cerah. Hasil indentifikasi US News & World Report akuntansi
forensik merupaka sebagai salah satu dari 20 jalur karir pekerjaan yang sangat
diminati dan keahlian yang paling dicari karena mempunyai tingkat keahlian yang
kompleks dan menjanjikan masa depan yang baik dari segi finasial.

4 Cressey, D., Other people's money, dalam: “Detecting and Predicting. Financial Statement
Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and. SAS, (1953)
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e. Akuntansi Forensik Pembuktian Kejahatan Fraud

Ilmu akuntansi forensik sangat berperanan terutama yang berkaitan dengan
pencegahan dan pendeteksian berbagai kecurangan berupa aliran dana ataupun
transfer yang terselubung, pemberian uang tunai (rupiah atau valas) yang seolah-
olah nampak seperti transaksi pinjam-meminjam ataupun bantuan berupa grant.

Ilmu akuntansi forensik juga dapat berperanan untuk meminta keterangan
mengenai penghasilan yang belum dilaporkan (pelacakan kekayaan ini
membutuhkan intuisi dan teknik khusus dalam pengungkapan). llmu akuntansi
forensik perlu mengumpulkan bukti-bukti yang asli agar dapat menunjukkan
obyektivitasnya. Berbagai kasus korupsi dengan berbagai metode yang lebih
canggih, perlu diantisipasi dari awal agar dapat mengurangi permasalahan korupsi
atau fraud.

Dengan adanya ilmu akuntansi forensik maka semua kejahatan fraud yang
terjadi pada semua institusi dapat dibuktikan dan diteruskan ke lembaga
pengadilan untuk pengambilan tindakan atau efek jera yang dialami bagi pelaku
fraud itu sendiri, sehingga ilmu akuntansi forensik dapat meminimalisir tindakan
kecurangan atau fraud bagi oknum yang mencoba-coba melakukannya akan
berpikir ulang bahwa tindakan fraud yang dilakukan bisa dibuktikan.

3. Perbankan Syariah
a. Pengertian Bank

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa bank itu adalah
tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat
yang membutuhkan. Berikut akan disampaikan dua definisi bank, sebagai berikut:

1) Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan
menyatakan; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2) Penilaian dari Prof. G.M. Verryn Stuart; Bank adalah badan yang
bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat

pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang
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lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa

uang giral.

3) Somary berpendapat; bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi
sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun
jangka panjang.

Definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat
penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu
lintas pembayaran.

b. Fungsi Bank
Perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang
mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju
arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat
dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Menghimpun dana; Untuk menjalankan fungsinya sebagai
penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara
garis besar ada tiga sumber, yaitu:

a) Dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.

b) Dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan
seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.

c) Dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang
berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-
waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)

2) Penyalur atau pemberi kredit; Bank dalam kegiatannya tidak hanya
menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya
bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat
yang memerlukan dana segar untuk usaha. Dalam pelaksanaan fungsi
ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa

bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian
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pembiayaan akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya
harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan.
c. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari
perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat atau hukum
Islam.

Penilaian dari Schaik (2001), Bank Islam adalah bentuk dari bank modern
yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama
Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan
meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan
sebelumnya.*®

Penilaian dari Sudarsono (2004), perbankan syariah adalah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam
lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip
syariah.*’

Penilaian dari Muhammad (2002), perbankan syariah dalam Donna
(2006), adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan
pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya
dalam lalu lintas pembayaran atau transfer serta jumlah uang beredar yang
pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.*®

Penilaian dari Schaik (2001), bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam
yang menjiwai perbankan syariah, yaitu:

1) Keadilan, kesamaan dan solidaritas

2) Larangan terhadap objek dan makhluk

3) Pengakuan kekayaan intelektual

4) Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (fair way)

5) Pendapatan diperoleh dari usaha dan kewajiban

46 Schaik, D., Islamic Banking, (The Arab Bank Review, 3 (1), 2001) h. 45-52

47 Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi, (Yogyakarta:
Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Ull, 2004, Ed — 2)

48 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan, 2002)
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Kondisi umum dari pembiayaan (meliputi; pertama, peminjam yang
mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik,
diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan,
dan kedua, terdapat beberapa perbedaan mengenai hukum selisih
antara pembiayaan dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu
adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal
tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi bukan biaya
dari pembiayaan

Resiko ganda, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan pembiayaan
atau liability usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi
hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang

tak terkontrol sebaiknya dihindari.

Kajian yang dilakukan Tim BEINEWS, 2004 memperlihatkan lima aspek

yang menjadi pencetus berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dan juga

menjadi perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional,* yaitu:

1)

2)

3)

4)

Begitu luasnya market ternyata belum maksimal digarap yang mana
bank syariah tidak hanya untuk orang muslim saja karena di beberapa
bank syariah juga terdapat nasabah non muslim.

Ternyata didapati bahwa perhitungan bagi hasil lebih menguntungkan
dibandingkan sistem bunga dari bank konvensional berdasarkan review
pada saat krisis ekonomi moneter.

Pengembalian hasil yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank
syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvesional
(ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga
menurun)

Perbankan syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang
tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi

49 https://www.kompasiana.com/afifatulgqonaah/54fffe6ca33311376f50f8aa/i-love-bank-syariah,

Dilihat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Jam 15.00 Wib
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hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip
jual beli (murabahah), dan prinsip sewa (ijarah)

5) Perhitungan laba bagi bank syariah bukan menjadi tujuan utama
karena bank syariah lebih mengkedepankan pemanfaatan dari sumber
dana dalam membangun tingkat kesejahteraan masyarakat apatah lagi
bank syariah bekerja dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah
atau (DPS).

Kajian yang diberikan oleh Boesono, 2007, tentang operasional perbankan
syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan
terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir harus mempunyai prinsip®
yaitu:

1) Mempunyai dasar keadilan yaitu berupa return atas dasar bagi hasil
dan keuntungan margin yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama
antara nasabah dan bank.

2) Adanya kesetaraan yaitu nasabah sebagai penyimpan dana atau
pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap
resiko dan keuntungan berimbang.

3) Produk bank syariah harus mampu menjaga rasa aman dan berprinsip
serta mempunyai kaidah muamalah Islam atau bebas riba dan
menerapkan zakat harta.

d. Perbankan Syariah Momentum Institusi Religius

Dalam perjalanannya, institusi perbankan dianggap sebagai tiang
penopang yang tengah menebalkan diameter performanya demi kokoh menumpu
industri finansial syariah. Berdasarkan laporan terbaru Islamic Corporation for the
Development of the Private Sector (ICD) Thomson Reuters, total aset keuangan
syariah di seluruh dunia telah mencapai US$1,66 triliun sampai akhir 2013.

Shaima Hasan, perempuan muda berhijab yang menjadi Ketua Tim Riset
Keuangan Syariah Thomson Reuters optimis memperkirakan, aset keuangan

syariah global akan tumbuh mencapai angka US$2 triliun dalam kurun satu atau

50 Boesono, 2007, yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa,. Manajemen Bisnis
Syari‘ah (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 9.
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dua tahun ke depan. “Pertumbuhan keuangan syariah terutama akan didorong oleh
melesatnya perkembangan bank komersial, diikuti pula dengan penerbitan
sukuk,”jelasnya dalam obrolan lanjutan via surat elektronik, beberapa waktu lalu.
Dia mengestimasi industri keuangan syariah akan tumbuh dua kali lipat dibanding
rerata pertumbuhan industri finansial konvensional. Hal itu ditopang kondisi
ekonomi global yang cukup kondusif, lagi-lagi perkembangan perbankan syariah
menjadi titik balik. institusi perbankan memang mendominasi total aset finansial
syariah dunia dengan presentase 73,2% atau berkontribusi mencapai US$1,214
triliun. Sisanya diikuti outstanding nilai sukuk yang sebesar US$279 miliar atau
16,87% dan aset keuangan syariah lain berasal dari tabungan haji sebesar 5,16%
atau US$85,5 miliar. Investasi syariah menyumbang 3,06% atau US$50,7 miliar.
Terakhir, industri takaful hanya berkontribusi senilai US$27,84 miliar atau 1,68%
dari total aset finansial syariah global. Shaima mengungkapkan perbankan syariah
mencatatkan return of equity yang positif dengan level 10%-15% pada periode itu.

Dominasi industri perbankan syariah berada di tangan tiga negara besar
muslim, yakni Iran, Arab Saudi, dan Malaysia, dengan nilai fantastis. Meski
Indonesia berada di peringkat sembilan negara dengan nilai aset perbankan
terbesar di dunia, Negeri Seribu Pulau itu sepertinya tak sempat berbangga diri.
Pasalnya, dari 10 negara beraset perbankan syariah terbesar, hanya Indonesia dan
Iran yang mengalami penurunan kinerja aset pada 2013. Nilai aset bank syariah
Indonesia merosot hingga 2,9%, dari semula US$19,73 miliar menjadi US$19,17
miliar.

Analisa lembaga internasional itu dalam laporannya menyebutkan
penurunan Kinerja aset bank syariah Indonesia disebabkan kecenderungan
depresiasi nilai tukar mata rupiah. Kondisi ekonomi makro serta politik nasional
tak pelak menjadi batu sandungan. Kepala Ekonom PT Bank Internasional
Indonesia (PT BII) Juniman menilai aset bank syariah Indonesia tetap tumbuh
meski mengalami perlambatan pada tahun lalu dan tahun ini. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi pada beberapa waktu terakhir
dianggap menjadi pemicu utama. Kuartal ketiga tahun ini misalnya, pertumbuhan

ekonomi tercatat hanya 5,01%, terendah sejak 2009. “Kondisi itu berdampak
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pada perlambatan kredit sehingga pertumbuhan aset dan loan perbankan syariah
menyurut,”ucapnya saat dihubungi Bisnis. Kendati demikian, lanjutnya,
pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia justru lebih tinggi dibandingkan
perbankan konvensional yang sudah matang. Secara agregat, pertumbuhan aset
perbankan syariah mencapai 19%-20%, lebih tinggi dari pertumbuhan aset bank
konvesional yang hanya berkisar 14%-15%. Jika disandingkan dengan kondisi
perbankan syariah negara muslim lainnya seperti Iran, Arab Saudi, atau Malaysia,
sambungnya, potensi Indonesia masih relatif baru sehingga ruang tumbuh sangat
besar. “Jadi peluang untuk tumbuh masih sangat terbuka lebar. Masih banyak
ruang untuk terus berekspansi, jalannya masih panjang,”’katanya. Ke depan, dia
mengimbau para pemangku kepentingan agar terus memberikan pemahaman
ekonomi syariah kepada masyarakat. Tujuannya, tentu mendorong kesadaran
bahwa keuangan syariah dapat menjadi pilihan transaksi keuangan alternatif.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu memberi perhatian
terhadap perkembangan bank syariah. “Misalkan, kerja sama dengan pemerintah
untuk mendorong penempatan dana institusi pemerintah ke bank
syariah,”tuturnya.

Indonesia tak patut kehilangan momentum di tengah menggeliatnya
ekonomi dunia yang menuntut perkembangan institusi keuangan alternatif seperti
perbankan syariah. Transformasi dibutuhkan untuk memperkuat konektifitas
antara industri keuangan dengan ekonomi riil, terutama kebutuhan likuiditas bagi
pertumbuhan industri mikro. “Tak perlu perbankan raksasa, yang terpenting
industri meyakini punya keahlian dalam menangani ekspansi bisnis dan
memfasilitasi aktivitas keuangan lintas batas sektoral,”ungkapnya.

Oleh karenanya dengan adanya institusi perbankan syariah diharapkan
dapat menekan laju tindakan fraud baik itu oleh pihak internal maupun eksternal
karena akan berpikir dengan melakukan tindakan amaliyah yang baik sesuai
dengan hukum dan kaidah Islam maka tindakan fraud tentunya tidak akan
dilakukan dan selalu ingat kepada Allah SWT yang selalu mengawasi segala

aktifitas yang dilakukan.
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C. Substantive Theory

1. Pengertian Hirarki

a. Hirarki Menurut Definisi Umum
Hirarki merupakan konsep atau alat yang paling mudah dalam memahami

permasalahan yang kompleks di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam suatu
bentuk tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen. Menyusun tingkatan-tingkatan
atau elemen-elemen tersebut secara hirarkis yang pada akhirnya dilakukan
penilaian atas tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen tersebut sekaligus
menentukan keputusan mana yang akan diambil. Proses penyusunan tingkatan-
tingkatan atau elemen-elemen secara hirarkis meliputi pengelompokan tingkatan-
tingkatan atau elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan
menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat. Hirarki
juga dapat dikatakan proses atau perbuatan memisahkan struktur suatu sistem
dengan mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga akibatnya pada
sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk saling berkaitan, tersusun dari suatu
puncak atau sasaran utama (ultimate goal) turun ke sub-sub tujuan tersebut, lalu
kepelaku (aktor) yang memberi dorongan, turun ketujuan-tujuan pelaku,
kemudian kebijakan-kebijakan, strategi-strategi tersebut. Maka dengan demikian
hirarki merupakan elemen yang digabungkan melalui tingkatan-tingkatan (level)
yang mempunyai landasan berjenjang dengan beberapa keputusan pada setiap
tingkatnya. Secara umum hirarki dapat dibagi dua jenis,** yaitu:

1) Hirarki Struktural; menguraikan masalah yang kompleks diuraikan
menjadi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menurut ciri atau
besaran tertentu sepenti jumlah, bentuk, ukuran atau warna.

2) Hirarki Fungsional; menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-
bagiannya sesuai hubungan essensialnya. Misalnya masalah pemilihan
pemimpin dapat diuraikan menjadi tujuan utama yaitu mencari pemimpin,

kriteria pemimpin yang sesuai dan alternatif pemimpin-pemimpin yang

51 Permadi, Bambang, AHP Pusat Antar Universitas — Studi Ekonomi, (Jakarta, Ul, 1992), h. 3
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memenuhi syarat.>®> Penataan letak hirarki atau struktur keputusan
dilakukan dengan menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan

yang teridentifikasi.

HIRARKI STRUKTURAL

e Menguraikan Masalah Kompleks Menjadi Bagian
atau Elemen

| HIRARKI FUNGSIONAL |

Menjadi

. Mengufaikan Masalah Kompleks
Hubungan Esensial

Gambar 2.3. Hirarki Secara Umum
b. Beberapa Pengertian Tentang Hirarki

Diperoleh dari Wikipedia.org, pengertian hirarki berasal dari bahasa
Yunani “hierarches” yang berarti pemimpin ritus suci, imam agung. Hirarki atau
Hierraki adalah merupakan suatu susunan dari beberapa hal seperti objek, nama,
nilai, kategori, dan sebagainya. Yang mana hal tersebut dijelaskan mengenai
tingkatan ada yang di atas, ada yang di bawah atau dapat juga pada tingkat yang
sama dengan yang lainnya. Maka secara literatur sebuah hierarki adalah
merupakan kumpulan yang disusun.>®

Literatur dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) suatu hirarki
menjelaskan urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat dan kedudukan,
atau organisasi dengan kewenangan dari tingkat paling bawah hingga tingkat
paling atas. Hirarki dalam bidang biologi misalnya merupakan deretan tatanan
biologis seperti famili, genius dan spesies. Sedangkan dalam agama Katolik,
hirarki adalah sekumpulan pejabat besar gereja yang diatur menurut
kepangkatannya.>*

Dibaca dari laman Binus University, Hirarki adalah suatu alat untuk

memahami masalah yang kompleks di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam

52 https://pelayananpublik.id/2020/05/01/pengertian-hirarki-sistem-fungsi-dan-jenisnya, ~Dilihat
pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 11.30 Wib

53 https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 00.10 Wib.

54 https://kbbi.web.id/hierarki, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 00.25 Wib.



https://pelayananpublik.id/2020/05/01/pengertian-hirarki-sistem-fungsi-dan-jenisnya
https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki
https://kbbi.web.id/hierarki

54

elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara
hirarkis dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut sekaligus
menentukan keputusan mana yang akan diambil.

Terkadang didapati bahwa penjelasan itu masih sangat berat untuk
didengar, apalagi dicerna. Maka untuk memudahkan menjabarkannya apa itu
hirarki. Maka dari sisi bahasa, hirarki bisa berarti tingkatan atau level atau
jenjang.

Hirarki juga bisa menggambarkan sebuah tingkatan tertentu pada hal-hal
yang sedang dibahas. Seumpamanya kita membahas mengenai sebuah status
sosial, maka hirarkinya adalah dinilai dari kedudukan yang memimpin dalam
status sosial tersebut. Seperti hirarkinya kepala desa, kepada dusun, ketua RW,
ketua RT, sampai rakyat biasa.

Ketika berbicara tentang kata-kata atau bahasa, hirarki bisa berupa
tingkatan struktural penggunaan bahasa. Yang mana ada bahasa yang layak untuk
diucapkan dan ada bahasa yang tidak seharusnya diucapkan menurut hirarki.

Hirarki juga bersifat umum atau universal, tidak dibatasi atau tidak ada
pedoman pada satu hal saja. Di setiap pojok kehidupan, selalu ada hirarki yang
menjadi pembatas. Namun, hirarki tetap berpegang teguh pada aturan yang tertulis
maupun tidak.

Kebiasaannya hirarki juga bisa diciptakan atau muncul karena budaya atau
adanya adat-istiadat yang lama terjadi.

Contoh: mahasiswa baru secara hirarki harus patuh dan mengikuti aturan dari
mahasiswa seniornya atau mahasiswa lama dalam segala tindak tanduk dalam
organisasi terutama pada masa orientasi mahasiswa, dan bahkan jika perlu dalam
proses pembentukan karakter diri.

c. Fungsi Hirarki

Dalam pelaksanaan roda organisasi, institusi bisnis atau perusahaan
mempunyai sistem hirarki. Sistem hirarki memiliki beberapa fungsi. Beberapa
fungsi hirarki dalam organisasi, institusi bisnis atau perusahaan adalah sebagai
berikut:
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1) Menjadikan kinerja organisasi, institusi bisnis atau perusahaan menjadi
lebih efisien. Karena pada top level management hanya menerima laporan
akhir semua kegiatan.

2) Menjadikan kinerja organisasi, institusi bisnis atau perusahaan lebih rinci.

3) Membuat roda organisasi, institusi bisnis atau perusahaan berjalan lancar
dan sistematis.

4) Menjadikan kinerja organisasi, institusi bisnis atau perusahaan dalam
menghadapi masalah tidak bercampur aduk, karena semua masalah
diproses sesuai tingkatannya.

d. Hirarki Menurut Pandangan Islam
Dalam perspektif Islam juga kita memperoleh makna hirarki yang cukup

jelas. Bahwa para ahli figh sepakat bahwa Alquran yang terdapat di dalamnya
dalil-dalil hukum mempunyai otoritas serta menempati posisi paling tinggi dalam
hirarki dalil hukum.*

Dalam teori hirarki hukum maka peraturan undang-undang menyatakan
bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan undang-undang di atasnya. Sehingga azas hukum mengisyaratkan
apabila terjadi masalah antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dengan yang lebih rendah maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus
di dahulukan dan aturan yang rendah harus disisihkan.

Sistem hukum negara Republik Indonesia juga mempunyai dasar hirarki
yaitu teori hirarki hukum yang dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan

perundangan yang tergambar dalam bagan berikut ini:

5 Muhammad Khudari Bek, Usul Figh, (Kairo: al-Maktabah at-Tujjariyah al-Kubra, 1962) h. 209.
Lihat juga Muhammad Zakaria, Usul Figh, (Kairo: Dar Tsaqafah Lin Nasyr wat Tauzi’, tt), h. 171.
Lihat juga Abdul Wahab Khalafi, 1lm Usul Figh, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyah, tt),
h.20
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4D

B

Peraturan Presiden

Gambar 2.4. Hirarki Hukum Republik Indonesia

Dalam susunan sumber hukum Islam juga terdapat hirarki yang diatur
seperti gambar berikut ini:

Sumber b e Alquran

Hukum e As Sunnah
Dalil

Hukum

Y

Gambar 2.5. Hirarki Dalil Hukum Islam
Alquran yang merupakan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara
berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Alquran
di awali dengan surat al Fatihah dan di akhiri dengan surat an Nas.
Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama yang harus dipatuhi dan
berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di
dalamnya dan meyakini kebenarannya. Seperti dalam Alquran surat Al Bagarah/2:

2-3 yang berbunyi:
il Gyhl pall Gl @b hs 2o ¥ LT A

[3-2:5,2 0] @) 5,44 1555 Wy LAITE 85

Alguran ini tidak akan ada keraguan padanya; dan merupakan petunjuk
bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib yang
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mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan
kepada mereka.>
Kemudian dalam surat An Nahl/16: 102 yang berbunyi:

s 238

yar 25 -5 _° S . .5 < " s 337 s ’U:, 3
6JMJQSMJ\‘)AA\9L)&:\S LA,«.A:JL};-\A )www\cjj;}f&

[102-102: el ] 6 Gpadll)

Katakanlah: Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Alquran itu dari Tuhanmu
dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan
menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
(kepada Allah).>’

Hadis (Sunah) merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW
baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat tabiat dan akhlaknya serta
ketetapan (taqrir). Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah
Alguran. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan
perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam
hadistnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalan surat An Nisaa’/4: 65 yang
berbunyi:

3 hig ¥ B 4E oE W 3,82 & G5 Y agg; ok
[65-65::L)l ] & d2i 1,208 ”"uufv.@w\

Kepada Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka

menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisinkan, kemudian

56 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
8.

57 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
417
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mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.>®

Hadist memiliki dua fungsi yaitu; Pertama, memperkuat hukum-hukum yang
telah ditentukan dalam Alquran. Sehingga Alguran dan Hadist menjadi sumber
hukum untuk satu hal yang sama. Kedua, menetapkan hukum atau aturan yang
tidak didapati dalam Alquran.

Ijma’ adalah suatu hukum berdasarkan Alquran dan Hadist dalam segala
suatu perkara yang telah terjadi. [jma’ menurut para ulama dapat diartikan
dengan beragam ibarat. Secara ringkas dapat dikatakan sebagai berikut:
Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah
atas sebuah perkara dalam agama. Kemudian ijma’ dapat dipertanggung
jawabkan adalah yang terjadi pada zaman para sahabat dan tabiin atau setelah
sahabat, dan tabi’ut tabiin atau setelah tabiin. Setelah zaman mereka para ulama
telah berpencar dan jumlah yang banyak, dan perselisihan semakin banyak,
sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Hukum qiyas adalah suatu perkara yang baru terjadi, yang belum pernah
terjadi sebelumnya tetapi memiliki kesamaan dalam suatu perkara. Hukum giyas
atau analogi ialah suatu praktek persamaan hukum antara sesuatu yang disebutkan
hukumnya secara gamblang dalam agama atau yang selanjutnya disebut al-magqis
‘alaih atau masalah utama dengan suatu yang tidak dijelaskan hukumnya dalam
agama atau yang selanjutnya disebut al-magis atau masalah cabang. Persamaan
ini dilakukan karena ada kesamaan dalam penyebab hukum atau yang masyhur
disebut dengan ‘illah.

Selain dari empat tingkatan hukum-hukum Islam di atas maka turunan
hirarki selanjutnya adalah sangat banyak seperti: Al Istihshan, Al Mashlalah al
Mursalah, Al Istishab, Al ‘Urf, Syar’un Man Qablana, Qaul Shahabi.

Semua dalil-dalil tingkatan hukum Islam menunjukkan bahwa di dalam

pandangan Islam juga ada berbicara tentang hirarki atau pengelompokan,

58 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
129
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membuat tingkatan-tingkatan prioritas hukum yang harus dipatuhi oleh umat
Islam sebagai panduan ibadah, muamalah dan syariat lainnya.
e. Hirarki Dalam Gereja Katolik

Berkenaan dengan hirarki maka istilah tersebut sudah bergaung di
lingkungan gereja Katolik sejak masa lalu. Dan dibeberapa literatur yang ada
maka hirarki gereja Katolik selalu menjadi referensi apabila peneliti akan
membahas tentang hirarki disebabkan kondisi demikian terjadi dalam mengatur
struktur kepemimpinan di lingkungan gereja Katolik.

Dalam ajaran resmi gereja Katolik, kepemimpinan dalam gereja
diserahkan kepada hirarki, sebagai pengganti para rasul. Struktur hirarki termasuk
hakikat kehidupannya juga. Sebab Injil, yang harus mereka sebar luaskan dan bagi
Gereja merupakan azas seluruh kehidupan untuk selamanya. Maka dari itu dalam
himpunan yang tersusun secara hirarki yaitu para Rasul telah berusaha
mengangkat para pengganti mereka. Para Konsili mengajarkan bahwa atas
penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala Gereja.

1) Sejarah Hirarki

Struktur hirarki bukanlah suatu yang ditambahkan atau

dikembangkan dalam sejarah Gereja. Menurut ajaran Konsili Vatikan 11,

struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri.

Hal ini dapat dilihat dalam sejarah hirarki di bawabh ini:

a) Jaman Para Rasul

Awal perkembangan hirarki adalah kelompok kedua belas
Rasul. Kelompok inilah yang pertama disebut Rasul. Rasul
atau “Apostolos” adalah utusan. Akan tetapi setelah kebangkitan
Kristus, sebutan Rasul tidak hanya untuk kelompok kedua
belas, melainkan juga utusan-utusan selain kelompok kedua belas
itu. Bahkan akhirnya, semua “utusan jemaat” dan semua ‘“utusan
Kristus” disebut Rasul. Lama kelamaan, kelompok Rasul lebih luas
dari pada kelompok kedua belas Rasul. Sesuai dengan namanya,
Rasul diutus untuk memberitakan iman dan memberi kesaksian

tentang kebangkitan Kristus.
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b) Jaman sesudah Para Rasul

Struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hirarki
Gereja yang menjadi Uskup, Imam, dan Diakon. Di sini yang
penting, bukanlah kepemimpinan Gereja yang terbagi atas aneka
fungsi dan peran, melainkan bahwa tugas pemberitaan para Rasul
lama-kelamaan menjadi tugas kepemimpinan jemaat.

2) Struktur Kepemimpinan (Hirarki) Dalam Gereja
Struktur hirarki Gereja yang sekarang terdiri dari dewan para Uskup
dengan Paus sebagai kepalanya, para imam dan diakon sebagai pembantu uskup.

1) Dewan Para Uskup Yang Dipimpin Oleh Paus

Uskup adalah pengganti para rasul. Tetapi hal itu tidak
berarti bahwa hanya ada dua belas uskup (karena dua belas rasul).
Seseorang diterima menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan
itu. Mengingat sifat kolegial ini, tahbisan uskup selalu dilakukan
oleh paling sedikit tiga uskup, sebab tahbisan uskup berarti bahwa
seorang anggota baru diterima ke dalam dewan para uskup.
2) Uskup

Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada
seseorang yang telah menerima sakramen tahbisan tingkat ketiga.
Paus adalah juga seorang uskup (Uskup Roma yang berkedudukan
di Vatikan). Tugas uskup di tempatnya sendiri dan Paus bagi
seluruh Gereja adalah pemersatu. Tugas hirarki yang pertama dan
utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu
boleh disebut tugas kepemimpinan, dan para uskup “dalam arti
sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing”.
3) Imam

Imam adalah seorang yang ditahbiskan oleh Uskup atau
menerima sakramen tahbisan tingkat kedua. Pada zaman dahulu,
sebuah keuskupan tidak lebih besar daripada sekarang yang disebut
paroki. Seorang uskup dapat disebut “pastor kepala” pada zaman

itu dan imam-imam menjadi “pastor pembantu”. Lama kelamaan
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pastor pembantu mendapat daerahnya sendiri, khususnya di
pedesaan. Makin lama daerah-daerah keuskupan makin besar.
Dengan demikian, para uskup memiliki tugas dan tanggungjawab
pelayanan yang semakin besar seiring pertumbuhan dinamika umat
di wilayah keuskupannya.

4) Diakon

Pada tingkat hirarki yang lebih rendah terdapat para diakon,
yang ditumpangi tangan oleh Uskup dan menerima sakramen
tahbisan tingkat pertama. Tahbisan itu bukan untuk imamat,
melainkan untuk pelayanan. Mereka pembantu uskup tetapi tidak
mewakilinya.

5) Kardinal

Seorang kardinal adalah seorang uskup yang diberi tugas
dan wewenang memilih Paus baru, bila ada seorang Paus yang
meninggal. Sejarah awalnya, karena Paus adalah Uskup Roma,
maka Paus baru sebetulnya dipilih oleh pastor-pastor kota Roma,
khususnya pastor-pastor dari gereja-gereja utama (cardinalis).
Dewasa ini para kardinal dipilih dan diangkat langsung oleh Paus
dari uskup-uskup seluruh dunia.

Kardinal bukan jabatan hirarki dan tidak termasuk struktur
hirarki. Jabatannya sebagai Uskup lah yang merupakan jabatan
hirarki dan masuk dalam struktur hirarki. Para Uskup yang dipilih
oleh Paus sebagai Kardinal kemudian membentuk suatu Dewan
Kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih Paus dibatasi
sebanyak 120 orang dan di bawah usia 80 tahun.

3) Fungsi Khusus Hirarki

Seluruh umat Allah mengambil bagian di dalam tugas Kristus sebagai nabi
(mengajar), Imam (menguduskan), dan Raja (memimpin/menggembalakan).
Meskipun menjadi tugas umum dari seluruh umat beriman, namun Gereja atas
dasar sejarahnya di mana Kristus memilih para rasul untuk melaksanakan tugas

itu secara khusus, kemudian menetapkan pembagian tugas tiap komponen umat.
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Gereja menetapkan pembagian tugas dalam setiap komponen umat
(hirarki, biarawan/biarawati, dan kaum awam) untuk menjalankan tritugas dengan
cara dan fungsi yang berbeda.

Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan di atas, fungsi khusus
hirarki adalah:

1) Menjalankan tugas Gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan
eksplisit menyangkut kehidupan beriman Gereja, seperti: pelayanan
sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya.

2) Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman.

f. Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham Maslow
Kemudian ada istilah hirarki yang disampaikan oleh Abraham Maslow

yang dikenal dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Beliau berpendapat bahwa
setiap kebutuhan manusia di tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi sehingga ini menjadi hal yang
memotivasi diri.

Berikut lima contoh hirarki kebutuhan maslow yaitu:

1) Kebutuhan fisiologis; yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat
berteduh, seks, tidur dan oksigen.

2) Kebutuhan akan rasa aman; vyaitu rasa aman fisik, stabilitas,
ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam
sepertiperang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan
bencana alam.

3) Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang; yaitu dorongan untuk
bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, yaitu kebutuhan
untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antarpribadi seperti kebutuhan
untuk memberi dan menerima cinta.

4) Kebutuhan akan penghargaan; yaitu menghormati orang lain, kebutuhan
akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi,

apresiasi, martabat, bahkan dominasi.
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5) Kebutuhan akan aktualisasi diri; yaitu kebutuhan yang tidak melibatkan

0.

keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk

¥

Penghargaan

memenuhi potensi.

Kasih Sayang
Rasa Aman

Kebutuhan Fisiologi

Gambar 2.6. Hirarki Kebutuhan Maslow
Hirarki Menurut Manajemen

Menurut kajian ilmu manajemen hirarki dapat digambarkan sebagai fungsi

pemimpin perusahaan atau manajer yang mengatur segala sesuatu mengenai

perencanaan, mengenai pengorganisasian, mengenai kepemimpinan dan mengenai

pengendalian. Sehingga manajemen adalah merupakan alur kegiatan atau proses.

Alur kegiatan itu sendiri merupakan cara sistematik yang sudah ditetapkan dalam

melakukan kegiatan. Merujuk dari definisi di atas terbukti hirarki manajemen

menjadi suatu proses yang menekankan adanya keterlibatan dari segala aktivitas

yang mempunyai keterkaitan agar mencapai sasaran yang sudah ada.

Hirarki manajemen dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1)

2)

Top Level Managementatau Manajemen Tingkat Tinggi. Merupakan
manajemen tingkatan yang tertinggi dan memiliki otoritas tertinggi dalam
sebuah perusahaan maupun organisasi serta bertanggung jawab langsung
kepada pemilik organisasi. Tingkatan manajemen ini bekerja secara
konseptual serta memiliki wewenang yang lebih dibandingkan dengan
level manajemen lainnya. Umpamanya manajemen puncak seperti CEO
dan GM

Middle Level Managementatau Manajemen Tingkat Menengah.
Merupakan manajemen tingkat menengah, yang bertanggung jawab

kepada tingkat manajemen puncak serta memiliki kewenangan untuk
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mengatur tingkat manajemen yang ada di bawahnya. Selain itu tingkat
manajemen menengah juga berfungsi untuk berkordinasi dengan top dan
low level management. Umpamanya adalah junior excecutive atau manejer
cabang.

3) Lower Level Management atau Manajemen Tingkat Rendah. Merupakan
tingkatan manajemen paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen
ini memiliki tugas untuk mengawasi tugas kinerja operasional. Umpama

mandor atau supervisor.

—es

Manajemen Tingkat |
Tinggi

anajemen Tingkat ‘
- Menengah

q,»-'—

anajemen 1ing
Rendah

Gambar 2.7. Hirarki Manajemen
2. Pengertian Potensial
a. Potensial Menurut Definisi Umum
Dalam menggali pengertian dari potensi yang merupakan pendapat secara
umum maupun juga merupakan pendapat dari para ahli. Sebenarnya arti dari kata
potensi sendiri sangat mudah ditemukan melalui media search engine. Secara
pengertian umum potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia
dan akan sangat mungkin untuk dapat dikembangkan, sehingga intinya potensi itu
sendiri berarti kemampuan yang masih dapat dikembangkan untuk menjadi lebih
baik dan lebih baik lagi. Sebagai makhluk hidup yang sempurna maka manusia
sendiri sangat penting untuk memahami potensi dirinya, sehingga dapat
mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih

maksimal. Dengan berkembangnya potensi diri akan menjadi lebih bermanfaat


http://pengertiandefinisi.com/pengertian-potensi-dan-jenis-jenisnya/
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bagi yang lain dan akan merasa hidup lebih indah apabila memahami potensi diri

dan kemudian mengembangkannya.

b. Penjelasan Potensial Menurut Para Ahli

Ada banyak para ahli yang menjelaskan arti kata dari potensi, salah satu

pakar yang mencoba menjelaskannya adalah:

1)

2)

3)

4)

Wiyono; menurutnya potensi memiliki arti kemampuan dasar dari
seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan
menjadi kekuatan yang nyata. Menurut pendapat Wiyono potensi dapat
dikatakan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk
diwujudkan dan dapat termanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Majdi; potensi adalah kemampuan yang masih bisa di kembangkan lebih
baik lagi, secara sederhana potensi merupakan kemampuan terpendam
yang masih perlu untuk dikembangkan.

Endra K Pihadhi; menjelaskan bahwa potensi adalah suatu energi ataupun
kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Sehingga potensi
diartikan sebagai kekuatan yang masih terpendam yang bisa berupa
kekuatan, minat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain yang masih belum
digunakan secara optimal, sehingga manfaatnya masih belum begitu
terasa.

Sri Habsari; juga mencoba menjelaskan arti dari kata potensi, yang mana
menurutnya potensi adalah kemampuan maupun kekuatan pada diri yang
dapat ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik dengan sarana
dan prasarana yang tepat dan baik.

Istilah potensi ada beragam macam dan jenisnya, salah satu jenis adalah

potensi berpikir. Potensi berpikir sendiri dapat dimiliki oleh manusia yang hidup

di dunia, sehingga membuat manusia dapat dimungkinkan untuk mempelajari hal

yang baru dan juga bisa menghasilkan ide atau gagasan dan yang merupakan

pemikiran baru ataupun informasi baru. Kemudian ada juga yang disebut potensi

fisik yang dimiliki manusia dalam bentuk fisik yang biasanya dapat melakukan

pergerakan yang efektif dan efisien. Orang memiliki potensi fisik akan lebih

mudah mempelajari segala sesuatu misalnya dalam bidang olahraga dan segala
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macam jenis permainan dalam berolahraga di antaranya sepakbola, bulu tangkis,
dan lain sebagainya.

Dalam kepribadian manusia mempunyai potensi. Semuanya tentu tidak
akan terlepas kaitannya dengan hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia
tersebut adalah sebagai:

1) Makhluk Tuhan yang bertagwa;

2) Makhluk sosial,

3) Makhluk yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
c. Potensial Menurut Pandangan Islam

Pandangan Alquran ada wujud yang tidak tampak betapapun tajamnya
mata kepala atau pikiran dengan banyak hal tidak terjangkau oleh indra dan akal
manusia. Hanya hati yang bisa menangkapnya melalui wahyu, ilham dan instuisi.
Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Alquran di samping menuntun,
mengarahkan pendengaran dan penglihatan juga memerintahkan agar mengasah
akal yakni daya tarik dan mengasah kalbu, inilah yang disebut potensi diri
manusia.

Seperti juga tercantum dalam Alquran bahwa setiap manusia mempunyai
potensi yang harus dikembangkan agar menjadi baik dan merupakan suatu
keharusan manusia dalam mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat seperti
tercantum dalam Alquran dalam surah An Nahl/16: 78 yang berbunyi:

E) z 7

< - ~< P }/,, ”, /Gé 54 " //,;} 3
ééj&;j&,*&zdrl’ﬁyr&p@a\g Cff("%}f\‘m\j
[78-78: ol 1 @ 5705 255+ 54 520 g

Kemudian Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi
tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran,

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.>®

59 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
413



67

Manusia mempunyai potensi diri yang sangat kuat ditandai dengan
menunjukkan alat pokok yang dapat digunakan untuk meraih pengetahuan dengan
objek bersifat material seperti mata, telinga serta yang bersifa immaterial seperti
akal dan hati.

Sejumlah potensi tersebut dapat disusun sebagai berikut:

1) Dasar kemampuan; seperti tingkat intelegensia,

2) Abstraksi kemampuan, seperti logika dan daya tangkap;

3) Kepribadian dalam kerja; seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja dan
daya tahan terhadap stress.

4) Jati diri manusia; yaitu sistem menyeluruh kemampuan, perbuatan serta
kebiasaan seseorang baik jasmaniah, mental, rohani, emosional maupun
sosial yang semuanya telah tertata dalam ciri khas di bawah segala
pengaruh dari luar. Patron yang terwujud dalam bentuk tingkah laku
dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana yang telah dikehendaki
(St Poul Society, The Challenge of Your Personality). Umpama
kepribadian adalah adanya keikhlasan, adanya ketulusan, adanya
kelincahan, adanya kecerdasan emosi dan lain sebagainya.

Pendapat ahli Prof. DR. Buchari Zainun, MPA menyebutkan potensi
adalah daya upaya. Daya yang dapat bersifat positif yang berupa kekuatan atau
power dan bersifat negatif atau kelemahan atau bisa disebut weaknesses. Umpama
dari potensi manusia antara lain mempunyai kejujuran, mempunyai ketegasan,
mempunyai kesucian, mempunyai keimanan, mempunyai kesetiaan, mempunyai
kerapian, mempunyai kematangan, mempunyai kedewasaan, mempunyai
kecerdikan, mempunyai kebijakan, mempunyai kecerdasan, mempunyai
kebenaran, mempunyai keramah tamahan dan lain sebagainya.

Potensi manusia merupakan suatu misteri. Oleh karena itu pengenalan dan
pengukuran potensi manusia tersebut adalah untuk mengungkap misteri yang ada
dalam diri. Dengan mengenal dan mengukur potensi manusia antara lain akan
memberikan gambaran kepribadian seseorang, gambaran kecenderungan
seseorang dalam berperilaku. Kecenderungan ini bukan merupakan harga mati,

tapi dapat berubah. “Kecenderungan” bukan merupakan ‘“Kepastian”.
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Pengembangan potensi manusia harus mempunyai ukuran untuk mengetahui
sampai mana potensi yang dipunyai oleh seorang individu, baik melalui perolehan
introspeksi diri maupun melalui perolehan feed back dari orang lain serta
melakukan tes psikologis. Dengan mengetahui potensi diri, maka diharapkan
seseorang dapat memaksimalkan potensi positif atau kekuatan yang dimiliki dan
meminimalkan kelemahan yang ada.

3. Pengertian Pencegahan (Konsep Pengawasan Bank Indonesia)
Mengantisipasi untuk tidak timbul kecurangan dalam perbankan syariah

adalah:

a. Standard Operating Procedures (SOP) harus diterapkan sebagai landasan
yang lengkap dan kuat teruji. Sistem pengendalian kecurangan yang terjadi
dalam perbankan syariah diketahui dengan adanya:

a) Audit Internal
b) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
c) Independen Bank Indonesia (BI)

b. Harus mempunyai orang yang kaffah atau sempurna dalam memahami
sistem perbankan syariah.

c. Harus mempunyai sumber daya manusia atau SDM yang amanah dalam
sistem perbankan syariah. Penerimaan karyawan pada lembaga keuangan
syariah harus diadakan semacam training atau pelatihan yang sangat ketat
guna menimbulkan konsistensi dalam penerapan keilmuan syariah pada
perbankan syariah.

d. Transparansi dari pihak perbankan syariah harus bersifat mutlak dan harus
dilakukan. Di mana transparansi ini harus benar terang benderang
sehingga diharapkan makin meningkatnya kepercayaan nasabah pada bank
tersebut. Sebagai alat penjelasan dan penerapan yang transparan di setiap
operasional perbankan syariah maka harus dibuat laporan bagi hasil
kepada para deposan dengan rutin pada setiap bulannya. Laporan bagi
hasil dapat menjelaskan keberadaan berapa nilai atau jumlah pendapatan

yang diterima bank dalam satu bulan yang pada akhirnya juga akan
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mempengaruhi terhadap berapa nilai nominal hasil investasi yang akan

diterima para deposan.

e. Dibentuknya perubahan kurikulum baru atau silabus dalam pengajaran
ekonomi dan perbankan syariah yang di mulai dari tingkat Sekolah Dasar
atau SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dengan diadakannya
perubahan kurikulum atau silabus tentang perbankan syariah dapat
meningkatkan mutu dan kualitas serta pemahaman terhadap sistem
perbankan syariah.

4. Pengertian Fraud

a. Dasar Berorganisasi Yang Baik
Praktek kecurangan atau fraud tidak terlepas dari sisi kehidupan manusia.

Baik itu dari sisi kehidupan pribadinya sehari-hari maupun di dalam komunitas
yang digelutinya, misalnya di tempat manusia itu bekerja, di organisasi, di kantor
dan sebagainya.

Dalam setiap organisasi sangat diatur norma-norma kebaikan yang lazim
dipraktekkan. Organisasi yang baik cerminan perilaku organisasi yang baik yang
diterapkan bagi seluruh sumber daya manusia yang bekerja di dalam organisasi
tersebut.

Menurut pendapat dari George & Jones, 2002 berperilaku berorganisasi
sebagai suatu keilmuan mengenai berbagai faktor yang dipengaruhi dari tindakan
atau act individual dan kelompok dalam berorganisasi serta bagaimana
berorganisasi untuk dapat mengelola lingkungannya.®® Kemudian pendapat dari
George & Jones, dijelaskan kembali olen Robbins and Judge® dan Gordon®,
yang memberikan penjelasan bahwa keilmuan berperilaku berorganisasi ini
menyediakan peralatan yaitu berupa konsep dan teori yang akan membantu orang
dalam memahami, dalam menganalisis, dan dalam menjelaskan berperilaku dalam

berorganisasi. Sebagai penentu kebijakan atau manajer belajar mengetahui tentang

60 George, Jennifer M dan Gareth R. Jones, Organizational Behavior. 3th edition. (NJ: Prentice
Hall), 2002

®1 Robbins Stephen P. and Timothy A. Judge, 2013, Organizational Behavior. 15th Edition,
(England: Pearson Printice All. Person Education Limited), 2013.

62 Gordon, Judith R., Organizational Behavior, A Diagnostic Approach. 7th edition. (NJ: Prentice
Hall), 2002
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berperilaku berorganisasi dapat membantu memperbaiki, membantu mendorong,
atau membantu merubah berperilaku kerja, baik untuk individu, baik untuk
kelompok maupun baik untuk berorganisasi secara keseluruhan sehingga
berorganisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa berperilaku berorganisasi sangat fokus pada “Human Side of
Management” sehingga pendekatan keilmuan ini dalam bidang manajemen adalah
pendekatan keberperilakuan atau Behavioral approach to management. Keilmuan
yang diperoleh dengan mempelajari berperilaku berorganisasi dapat membantu
penentu kebijakan atau manajer dalam mengidentifikasi problem, dalam
menentukan bagaimana cara mengkoreksinya, dan dalam mengetahui bahwa
perubahan akan membuat suatu perbedaan, dengan menggunakan pendekatan
keberperilakuan.

Apabila terjadi suatu tindakan yang tidak semestinya dalam keuangan
maka kata fraud selalu muncul yang dalam bahasa sederhananya adalah sebuah
kecurangan, umumnya orang berpendapat bahwa sebuah tindakan tak terpuji atau
pelanggaran merupakan tindakan fraud, menurut pakar keilmuan tindakan tak
terpuji atau pelanggaran belum tentu sebuah fraud. Sebagai perumpamaan,
apabila telah berlaku kondisi perbedaan kurang bayar atau hilang uang pada
petugas kasir pada suatu perbankan, apakah kondisi demikian sudah dapat
dikatakan tindakan fraud yang dilakukan oleh petugas kasir? Tentunya belum
dapat dipastikan. Tindakan fraud harus dapat terpenuhi segala elemen
kesengajaan, dan dari pertanyaan yang perlu mendapat pembuktian adalah
hilangnya uang tersebut disebabkan faktor sengaja atau diambil atau hanya lalai
saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka hilangnya uang
tersebut karena petugas kasir berkelebihan dalam mengembalikan uang kepada
nasabah maka kondisi demikian dianggap sebagai sebuah kelalaian atau neglation,
meskipun demikian harus memerlukan pembuktian berkelanjutan, umpamanya:
apakah petugas kasir tersebut melakukan kerja sama dengan nasabah atau tidak?
Dalam artian untuk pembuktian bahwa sebuah tindakan tak terpuji tersebut bisa
dikatakan merupakan tindakan fraud maka harus memenuhi elemen dari

"kesengajaan”.
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Definisi yang paling sederhana dari kata Fraud artinya "Perbuatan

Curang" di bawah ini adalah beberapa definisi fraud dari beberapa sumber:

1)

2)

&
1\ :

Menurut Black's Law Dictionary, fraud didefinisikan sebagai:

Embosom all multivarious means which human ingennity can devise, and
which are resorted to by one individual to get an advantage over another
by false suggestions or suppression of truth, and indeed dude all surprise,
all trick, all cunning or all dissembling, and any unfair way by which
another is cheated, mencakup segala sesuatu dalam pikiran manusia yang
diupayakan oleh orang untuk mendapatkan keuntungan dan dari orang lain
dengan saran yang salah atau pemaksaaan kebenaran, dan mencakup
semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, atau tersembunyi, dan
setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.
Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebuah
organisasi yang mendedikasikan pada pencegahan dan penanggulangan
kecurangan di Amerika Serikat, kecurangan di bagi menjadi tiga kelompok

yaitu:

Gambar 2.8. Kategori Utama Fraud
a) Asset Missappropriation atau Penyalahgunaan Aset terbagi atas
kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya.
b) Korupsi dapat dibedakan melalui antara lain adanya conflict of interest,
adanya suap atau adanya bribery, adanya pemberian illegal atau tidak
sah atau illegal gratuity, dan adanya pemerasan atau economic

extortion.
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Fraudulent Financial Reporting atau Kecurangan Laporan Keuangan
didefinisikan sebagai kecurangan oleh manajemen dalam bentuk salah
penyajian material dalam laporan keuangan yang merugikan investor
dan merugikan kreditor. Kecurangan laporan keuangan dapat bersifat
keuangan atau financial atau kecurangan yang bersifat bukan keuangan

atau non financial.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa

pasal yang mencakup pengertian fraud yaitu:

a)

b)

d)

f)

Pasal 362; Pencurian (definisi KUHP: "mengambil barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum®).

Pasal 368; Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: "dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan dengan memberikan sebagian suatu barang atau seluruhnya
atau sebagian itu adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau agar
supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang").

Pasal 372; Penggelapan (definisi KUHP: "dengan sengaja melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan™).

Pasal 378; Perbuatan curang (definisi KUHP: "dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan menggerakan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya
memberi utang maupun menghapuskan piutang").

Pasal 396; Merugikan pemberi utang dalam keadaan pailit.

Pasal 406; Menghancurkan atau merusakan barang (definisi KUHP:

"dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakan,
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membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain").

g) Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435
yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang nomor 31 tahun 1999).%3

4) Association of Certified Fraud Examiners, menggambarkan fraud secara
skematis fraud dalam bentuk fraud tree, dengan tiga cabang utama seperti

yang dijelaskan di atas :

Corruption Asset Financial
P Misappropriation Statement Fraud

== == ==
e S e

:d;zy b=ty .bl-:":‘-‘ Sovpt Mus Fot Wi '

] ' 1 ' ) AL+ e
| L eme tevihet Coverts saae ot s

Lwaserbal :“ Avers Fomvnen N .

ewrnan N ' 1 ' Urcacodee
’ ‘ e R te=zime e
Db Lagawny [ e (R Aiond Pawee
. ' '
M R
h e e e 2l Mase

e b

Gambar 2.9. Fraud Tree
a) Korupsi berbentuk kecurangan dalam off-books dan dapat dilihat dari
semacam pemberian komisi, pemberian hadiah, dan pemberian hibah
kepada pejabat pemerintah atau kontraktor atau kepada pejabat

perusahaan swasta dari pemasok barang.

63 Sumber: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif LPFE-UI.


http://3.bp.blogspot.com/-YPJRk-c7I4c/Vc_Pn9Z5V9I/AAAAAAAAA_I/gTBIDw-sBmY/s1600/fraud-tree-large.jpg
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b) Asset Missappropriation:

b)

Gambar 2.10. Asset Missappropriation

Cash; skemanya Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum
tercatat misalnya : Mencuri cek yang diterima melalui pos, mencatat
penjualan yang lebih rendah dari nilai penjualan yang sebenarnya,
mengambil uang angsuran dari hasil penagihan kepada nasabah.
Umpamanya pencurian dalam waktu pendek dengan mengambil uang
perusahaan kemudian didepositokan beberapa waktu sehingga
bunganya diambil baru kemudian uang dikembalikan kepada
perusahaan.

Cash Larceny; Pencurian secara sengaja uang kas milik perusahaan
atau pemberi kerja tanpa persetujuan dan melanggar peraturan atau
keinginan pemberi kerja. Umpamanya pencurian uang kas dari

simpanan bank atau kas perusahaan.


http://2.bp.blogspot.com/-Vy7VmeKe0VE/Vc_QiP_L4CI/AAAAAAAAA_U/LjIbcOlfqb0/s1600/tree.jpg
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c) Inventory & All Other Asset atau Larceny Scheme; Mengambil
inventory atau persedian perusahaan, tanpa disertai tindakan oleh
pelaku guna menutupi tindakannya dalam bentuk buku maupun
catatan.

d) Asset Requisition & Transfer Scheme; Penggunaan dokumen internal
untuk meminta pemindahan asset ke lokasi/cabang lain dalam
upayapencurian aset.

e) Purchasing & Receiving Scheme; Pembelian barang yang tidak
dibutuhkan dan mencuri aset tersebut dengan memalsukan catatan
penerimaan barang

f) False Shipment Scheme; Memalsukan dokumen pengiriman dan
dokumen penjualan guna menutupi penerimaan persediaan atau aset
lain agar terlihat seolah olah terdapat penjualan untuk menutupi
kecurangan yang dilakukan misalnya dengan memalsukan catatan
penjualan dan sebagainya.

g) Financial Statement Fraud atau kecurangan laporan keuangan;
menyajikan laporan keuangan yang salah secara material yang
merugikan investor dan kreditor.

b. Pengertian Fraud Menurut Bank Indonesia

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 09
Desember 2011, yang menjelaskan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi
Bank Umum menyebutkan: bahwa yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan
tersebut adalah kegiatan dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, untuk
menipu atau untuk memanipulasi bank, memanipulasi nasabah atau pihak lain di
lingkungan Bank sehingga bank atau nasabah atau pihak lain menderita rugi dan
pelaku fraud memperoleh untung baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian definisi tersebut, secara sederhana sebuah tindak kecurangan

khususnya yang terjadi pada bank bisa dikatakan sebagai fraud apabila memenuhi

empat unsur yaitu:
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1) Menyimpang atau membiarkan standar atau prosedur atau kode etik
internal perusahaan dilanggar dengan tidak mengindahkan hukum pidana
dan undang-undang perbankan.

2) Kesengajaan dalam melakukan penyimpangan atau pembiaran atau
pelanggaran.

3) Kerugian secara langsung maupun tidak langsung.

4) Menguntungkan pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan data statistik kecurangan fraud menurut Association of

Certified Fraud Examiner tahun 1994 kerugian bisnis atau perusahaan akibat
fraud di antaranya:

1) Berkisar antara 0,5 persen sampai dengan 2 persen kerugian dari penjualan
terjadi karena adanya kecurangan dan adanya ketidakjujuran karyawan.

2) Sepertiga dari kegagalan berusaha atau Business Failure karena adanya
kecurangan internal.

3) Hanya 30 persen kerugian berusaha secara eceran yang berasal dari
pencurian toko atau Shop Lifter sedangkan 70 persennya dicuri oleh
karyawannya sendiri.

Mengacu kepada Fraud Tree, ACFE menggambarkan kerugian fraud

berdasarkan kategori sebagai gambar di bawah ini:

Cocupastional Fravds by Cotegory - Median Loss
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Gambar 2.11. Kategori Kerugian Fraud
c. Latar Belakang Fraud
Tindakan dalam bentuk Fraud terjadi karena terpenuhinya empat

komposisi fraud yaitu:


http://4.bp.blogspot.com/-GDSvg1ExYs4/Vc_cVWBLOoI/AAAAAAAAA_8/fHS8x7gDkhs/s1600/images+(4).jpg
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2)

3)
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Adanya rencana atau niatan atau Plan.

Adanya kemampuan dari pelaku untuk melakukan fraud atau
Capability.

Adanya kesempatan atau Chance.

Adanya peralatan yang membantu pelaku dalam melakukan fraud atau
Tools.

Komposisi yang dijelaskan di atas maka yang paling mungkin

diminimalisir adalah komposisi kesempatan atau Chance. Kontrol internal yang

baik adalah salah satu cara mencegah terjadinya fraud.

Digambarkan bahwa terlihat juga bahwa faktor yang melatar belakangi

fraud bukan hanya karena adanya niat dari pelaku namun juga motif pelaku bisa

disebabkan oleh beberapa faktor yang lain di antaranya:

1)

2)

3)
4)
5)

Mempunyai keinginan keuntungan pribadi, keuntungan perusahaan
atau keuntungan kelompok.

Mempunyai kontrol yang lemah yang memberikan kesempatan dengan
cara terlalu percaya pada staf atau rekan kerja, dengan
menggampangkan proses atau tidak perduli terhadap pelanggaran
prosedur internal perusahaan.

Merasa tidak puas terhadap perorangan atau business.

Mempunyai kebutuhan mendesak dari pelaku.

Mempunyai Lifestyle dan kebanggaan diri yang berlebihan.

Secara terpisah motif pelaku dalam melakukan fraud banyak dibahas

dalam bentuk fraud triangle seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.12. Fraud Triangle



78

1) Perceived Opportunit atau adanya kesempatan karena akibat terjadinya
pembiaran atau kontrol internal yang lemah dan dapat menyebabkan
pelaku atau pegawai dari semula tidak memiliki niat akan melakukan

fraud.

 PIRTIATY

CAM ISR YO A0 AL

Gambar 2.13. Perceived Opportunity

2) Pressure atau tekanan; Tekanan bisa muncul karena faktor individu
seperti lifestyle, kebutuhan mendesak karena keluarga sakit atau
karena tekanan dari perusahaan seperti pencapaian target dll

3) Rationalization atau Tindakan pembenaran; biasanya ini muncul
berbarengan dengan alasan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk
kepentingan perusahaan melalui kebiasaan pegawai lain utamanya
atasan atau yang senior sehingga pelaku mengambil perumpamaan dari
kebiasaan tersebut karena menganggap sesuatu yang wajar terjadi.

d. Pelaku Fraud
Hukum negara Amerika yang tercantum dalam Fraud Examiners Manual,
LAW, Pager 2.201-208, pelaku fraud memiliki sifat sebagai berikut:®*
1) Misrepresntation of Material facts (menyajikan fakta-fakta yang tidak

benar) dengan unsur-unsurnya adalah :

64 Sumber LPFA.


http://2.bp.blogspot.com/-ogNQEyApYFE/Vc_1PVY1ejI/AAAAAAAABAU/CoB1m44FWJw/s1600/ped_fig2.png

2)

3)

4)
5)
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a) A Material False Statement;

b) Knowledge of its falsity

c) The Reliance on the false statement by the victim

d) Damages suffered

Concealment of material facts (penyembunyian fakta) tindakan ini

mengandung unsur:

a) That the defendant had knowledge

b) Of a material fact;

c) That the defendent hard to duty to disclose

d) And failed to do so;

e) The intent with to mislead or deceive the other party.

Bribery (melakukan penyuapan) tidak hanya meliputi penyuapan

terhadap pejabat publik tapi juga termasuk dalam bidang komersial.

unsur-unsurnya meliputi:

a) Giving or receiving

b) A thing of value

c) to influence

d) An official art

Konsep penyuapan lain adalah:

a) llegal Gratuity atau pemberian/komisi yang ilegal kepada pejabat
publik dengan jumlah yang lebih kecil, unsur-unsurnya hanya
berbeda pada point ¢ dengan bribery yaitu "for or because of"

b) Commercial Bribery yaitu agak berbeda unsurnya dengan bribery
yaitu "A Business decision"” dan tambahan satu unsur "Without the
knowledge or consent of the principal™

Extortion (Pemerasan)sesuai isi pasal 368 seperti yang dibahas diatas.

Conflict of interest atau konflik kepentingan;tindakan ini dapat

dikenakan tuntutan pidana maupun perdata, unsur-unsur untuk perkara

perdatanya adalah:

a) The agent taking an interest in a transaction.

b) Actually or potential adverse to the principal.
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c) Afull an timely disclosure without to an approval by the principal.

6) Thieft Of Money or property atau mencuri uang atau properti:istilah

"thieft" digunakan untuk menjelaskan suatu bidang yang terkait fraud
terbatas pada embezzlement, larceny, &misappropriation of trade
secret&proprietary information.

7) Theft of trade secrets or intellectual property atau mencuri rahasia

dagang atau kekayaan intelektual yang mengandung unsur:
1) Ppossessed information a party of value to the business;
2) That was treated confidentially;
3) The defendent took or used by breach of an agreement or
confidential relationship or other improper means.
e. Kecurangan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Perbankan syariah dalam bisnisnya belum dapat berkembang pesat di
Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada hambatan di bisnis perbankan
syariah tersebut.

Achmad K Permana sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank
Syariah Indonesia (Asbisindo) memaparkan pada kondisi industri perbankan
syariah mempunyai pangsa pasar di bawah empat persen dalam penilaian asetnya
ketika diperbandingkan keseluruhan aset perbankan nasional. Sebenarnya
perbankan syariah mempunyai tiga problema besar. Semuanya menghambat laju
perkembangan bisnis syariah sampai saat ini demikian ujar Achmad pada waktu
diskusi yang berjudul "Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan
Syariah" di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/8/2012).

Pertama, produk yang tersedia dan yang menjadi standar produk
perbankan syariah. Hal ini menjadi sebab yang selama ini masih banyak
perbankan syariah yang belum jalan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Penyesuaian
bentuk atau standard diperlukan bagi perbankan syariah karena industri perbankan
syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Ditambah lagi, produk
perbankan syariah tidak hanya untuk nasabah muslim, bisa juga oleh nasabah

nonmuslim.
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Kedua, pemahaman atau awareness terhadap produk bank syariah. Pada
waktu ini, sangat sedikit masyarakat yang memahami tentang produk perbankan
syariah dan istilah yang ada pada perbankan syariah. Sumber daya manusia yang
direkrut yang mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awarenessnya,
hanya sekitar tiga puluh persen ujarnya.

Ketiga, sumber daya manusia atau SDM dalam perbankan syariah.
Problema yang terjadi pihak perbankan syariah sangat sulit mencari SDM
perbankan syariah yang kompeten dan mumpuni. Sehingga banyak mengambil
SDM dari perbankan konvensional dari SDM yang potensial. Sedikit sekali SDM
yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah, imbuhnya.

Penilaian dari Achmad kecenderungan mengambil SDM dari luar
perguruan tinggi syariah karena SDM di perbankan syariah biasanya justru mudah
diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah. Dari potensi karir, Achmad
juga mengimingi kemudahan untuk bersaing dibandingkan dengan karir di
perbankan konvensional. Rata-rata motivasi mereka bekerja adalah mencari karir
dan pendapatan. Dalam karirnya SDM perbankan syariah tidak kalah dengan
perbankan syariah, karena orangnya minim sehingga mudah untuk naik jenjang
karir. Sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang sudah sangat jenuh,
jelasnya.

Menurut catatan Bank Indonesia meramalkan proyeksi industri perbankan
syariah bisa memiliki pangsa pasar sebesar 15 persen pada 10 tahun yang akan
datang (atau sekitar tahun 2022) apabila bisa mengalami pertumbuhan yang stabil
seperti beberapa tahun terakhir.

Penilaian dari Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) Halim Alamsyah
yang saat ini menjadi anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri
perbankan syariah mengalami tren pertumbuhan dengan rata-rata 40,5 persen per
tahun dalam setengah dasawarsa terakhir. Laju pertumbuhan tersebut dua kali
lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan perbankan konvensional
sehingga pangsa pasarnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun

pada waktu ini pangsa pasarnya (berdasarkan aset) masih sekitar 4 persen.
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Di dalam perkembangan perbankan syariah, mempunyai problema dan

tantangan. Berikut ini adalah beberapa problema dan tantang yang muncul dalam

perkembangan syariah:

1)

2)

3)

4)

Kebanyakan masyarakat belum mempunyai pemahaman yang belum tepat
terhadap kegiatan operasional bank syariah. Sehingga sangat dimaklumi
bahwa pemahaman tersebut membuat sebagian besar masyarakat kurang
mengerti dengan sistem dan prinsip perbankan syariah. Agar dapat disebar
luaskan segala bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip dasar hubungan
antara bank dan nasabah serta cara berusaha yang halal dalam bank
syariah.

Belum adanya peraturan perbankan yang sepenuhnya mengakomodir
perbankan syariah. Sampai saat ini operasional antara bank syariah dan
bank konvensional sangat berbeda maka tentunya ketentuan perbankan
perlu untuk ditinjau ulang. Aturan sebagai instrumen diperlukan untuk
memberikan solusi dalam mengatasi masalah likuiditas dan begitu juga
instrumen moneter harus disesuaikan dengan prinsip syariah untuk dalam
pelaksanaan tugas bank sentral,

Wilayah kantor perbankan syariah yang belum luas. Kurangnya jumlah
bank syariah menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah
berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi
masalah likuiditas. Untuk lebih meningkatkan efisiensi usaha,
meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan
mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah dapat di topang
dengan mempunyai keluasan jaringan kantor bank.

Sangat sedikit sekali sumber daya manusia yang memiliki keahlian di
dalam bank syariah. Hal ini menjadi kesadaran bersama karena sistem
syariah belum mempunyai waktu lama berkembang. Begitu juga lembaga
akademik dan pelatihan masih sangat terbatas. Tenaga yang terdidik dan
berpengalaman di syariah baik bank pelaksana maupun dari bank sentral
masih dalam jumlah terbatas. Pengembangan bank syariah pada level

mikro memang masih diperlukan untuk menjaga keberhasilan kualitas
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6)

7)
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manejemen dan tingkat pengetahuaan serta pengawasan perbankan
syariah.

Belum lengkapnya kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah.
Kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan
kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik dari
sisi operasionalnya. Pada saat awal perkembangannya, Kkegiatan
pengaturan dan pengawasan institusi lembaga perbankan syariah masih
menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan dari sistem
perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah
mulai dikembangkan seperti pemberian izin bagi pendirian bank,
pembukaan kantor dan instrumen pasar keuangan antar bank.

Belum lengkap dan efektifnya institusi pendukung. Kelengkapan institusi
pendukung, efektif dan efisien sangat berperan penting dalam memastikan
pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan menjadi stabil.
Belum optimalnya efisiensi operasional perbankan syariah. Kalau melihat
kinerja keuangan maka sistem perbankan syariah telah menunjukkan
kondisi yang baik. Walaupun perbankan syariah sampai saat ini masih
memberikan nilai return yang lebih rendah kepada nasabah apabila
dibandingkan dengan yang diberikan oleh perbankan konvensional.
Sesuatu penyebab atau kemungkinan timbulnya penyimpangan atau

kecurangan berdasarkan pendapat Zainul Bahar Noor yang merangsang dan

mengarah kepada terjadinya korupsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

Selalu Window Dressing dalam mempublikasikan neraca dan laba rugi
akhir tahun.

Penggelembungan angka tingkat angka melalui pelipatgandaan angka
pendapatan, laba dengan mengkreditkan pos pendapatan dari pendebetan
pendapatan yang akan diterima. Cara ini dilakukan dalam upaya
menyakinkan masyarakat bahwa bank bersangkutan menguntungkan,
untuk menarik masyarakat lebih banyak.

Salah kaprah dalam penggunaan acrrual basic sehingga dapat

memanipulasi bank yang semestinya merugi menjadi bank yang
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beruntung. Metode accrual basis dalam  menetapkan  pengakuan
pendapatan atas aktiva produktif yang mengakibatkan terjadinya
perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam pelaporan keuangan
di laporan laba rugi dengan pendapatan tercantum dalam laporan bagi hasil
tercatat dengan pendapatan benar-benar secara kas yang seperti diterima
oleh pihak bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum laporan laba rugi
mencakup baik pendapatan yang secara kas telah diterima oleh bank
maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual.

5. Pengertian Akad-akad Keuangan Syariah

a. Pengertian Akad
Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia di sebut akad dalam hukum

8 P
o -

Islam.%Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu‘lﬁ‘—i%*:’m yang

berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat
karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Wahbah az-Zuhaili
mengartikan akad sebagai: “lkatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata
ataupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.®®

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.®” Menurut Basya dalam
Murshid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu
pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek
akad.%®

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diperlihatkan bahwa:

Pertama, akad adalah merupakan mempunyai keterkaitan atau terjadinya
pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. ljab adalah

penawaran yang diajukanoleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban

85 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 68.

86 Wahbah az-Zuhaili, Alfigh al-Islami wa Adillatuh, jus 1V, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hal. 80.
67 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: FM Fokusmedia, 2009), h. 15

68 Basya, Mursyid al-Hairan ila Ma rifah Ahwal al-Insan, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), h.
49



85

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran
pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing
pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua
belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah
pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang
menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji
memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad. Karena
tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya
tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagaitindakan dua pihak adalah
pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat
perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas
kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi
juga kehendak sepihak.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum. Lebih
tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak
diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

b. Istilah al-Agdu dan al-Ahdu

Sebagaimana pengertian akad diatas adalah perjanjian, istilah yang
berhubungan dengan perjanjian dalam Alqguran setidaknya ada dua istilah, yaitu
al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji).®® Istilah al-aqdu terdapat pada surat Al-
Maidah ayat 1, bahwa dalam surat tersebut terdapat kata bil ugud dimana
terbentuk dari kata al-uqud atau bentuk jamak tafsir dari kata al-aqdu.
Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).™

Sedangkan kata al-ahdu terdapat dalam surat Ali Imron ayat 76, bahwa
dalam ayat ini ada kata bi-ahdihi di mana terbentuk dari huruf, kata al-ahdi dan
‘hi” yakni ‘dhomir’ atau kata ganti. Tim penterjemah Departemen Agama RI
mengartikannya sebagai janji.

9 Gemala Gewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 45.
0 Departemen Agama RI, Al-qgur’anul Karim watarjamah maaniyah ilal lughoh allndonesiyyah
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Menurut Abdoerrauf, al-aqdu (perikatan) bisa terjadi melalui tiga tahap,
yaitu:

1) Tahap pertama: Al-ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut
pautnya dengan kemauan orang lain.

2) Tahap kedua: Pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan
oleh pihak pertama. Pernyatan tersebut harus sesuai dengan janji pihak
pertama.

3) Tahap ketiga: Al-aqdu (akad/perikatan) yaitu pelaksanaan dua buah janji
tersebut.”

Akad berbeda dengan waad meskipun keduanya hampir sama yang
merupakan bentuk perikatan. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara
kedua belah pihak baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki
implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan waad adalah
janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak
memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam waad bentuk dan
kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji
tidak dapat melaksanakan janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih
merupakan sanksi moral.

Hal ini berbeda dengan akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling
bersepakat yaitu pihak-pihak yang terikat melaksanakan kewajiban mereka
masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bentuk dan
kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua
pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat melaksanakan atau memenubhi
kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati
dalam akad.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi

akad adalah alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi

1 Abdoerrauf, Al Quran dan IImu Hukum: Comparative Study, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.
122-123.
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tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir, atau
akan berzina tidak harus ditepati.
c. Akad Syariah Dalam Bisnis

Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan
bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang
menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan
memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan
mereka. Alqguran mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-
prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun
kelompok.

Hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu
kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan tercantum sangat jelas dalam Alquran.
Otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu
atau kelompok juga terang benderang dijelaskan Alguran. Alguran memberikan
kebebasan dan merdeka penuh untuk mejalankan transaksi apa pun asal dalam
koridor yang dikehendaki dengan pembatasan yang ditentukan oleh syariah.
Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan
penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik
yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup,
harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap dalam
Alquran surat An Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi:

[29-29::L.u1 ]

Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
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dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”’?

Alguran menjelaskan terhadap pemilik harta benda merupakan legalitas
muslim untuk menentukan keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya,
apakah akan digunakan, akan dijual atau akan ditukar harta miliknya dalam
bentuk kekayaan lain. Berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal
maupun eksternal diberikan kebebasan dalam Alquran. Dari sisi keuangan dan
pengawasan pertukaran juga dibebaskan, karena hal tersebut memberikan
kebebasan para pelaku usaha. Pertarungan kompetensi terbuka didasarkan pada
hukum yang natural dan alami, yaitu berdasarkan penawaran dan permintaan atau
supply dan demand.

Legalitas dan kebebasan di atas hendaknya jangan disamakan dengan
semua larangan dan tata aturan serta norma yang ada di dalam kehidupan
berbisnis dinafikan atau dianggap tidak ada. Muslim yang baik berkewajiban
melaksanakan secara penuh dan ketat semua bisnis secara beretika yang
tergambar dalam Alguran pada saat melakukan semua transaksi.

Keadilan sosial terhadap masyarakat luas harus menjadi perhatian seorang
muslim. Penjelasan Alquran menyangkut sisi keadilan dalam berbisnis dapat
dibedakan menjadi dua yang bersifat imperatif atau perintah dan berbentuk
perlindungan. Alquran mengajarkan, yang paling penting adalah masalah
bagaimana memenuhi perjanjian dan akad sebagai kewajiban hendaknya
dihormati. Di dalam Alquran juga diingatkan bahwa setiap orang akan diminta
pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan janji dan kontrak yang
dilakukannya. Alquran juga menjelaskan keadilan harus ditegakkan dalam segala
aspek kesepakatan yang telah disetujui.

Peranan yang cukup penting yaitu menjaga kepercayaan konsumen
dilakukan terus menerus dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Seorang
pebisnis besar dapat melakukan daya upaya demi membangun tingkat

kepercayaan konsumen. Alquran sangat banyak mengingatkan dan berulangkali

72 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
122.
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menekankan sangat perlunya hal tersebut dilakukan, hal ini dapat kita baca pada
ayat-ayat yang menyeru kepada umat Islam agar bisa mempertimbangkan dan
mengukur dengan cara yang tepat, cara yang benar dan cara yang akurat dan
menghimbau dengan sangat keras bagi siapa saja yang menjalankan praktek
kecurangan. Dan apabila hal tersebut dilakukan maka sangatlah jelas balasan yang
pahit dan getir dari Allah SWT akan diterima.
d. Jenis-jenis Akad

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut
pandang. Namun dalam penggolongan akad terbagi atas, yaitu akad bernama dan
akad tidak bernama.

1) Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan
namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus
yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Sebagian besar
ahli figh tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka tidak
membuat penyusunan sistematis tentang urut-urutan akad itu.

Al-Kasani (587/1190) menyebutkan akad bernama itu meliputi sebagai
berikut:

a) Sewa menyewa (al-ijarah)

b) Penempatan (al-istishna)

c) Jual beli (al-bai’)

d) Penanggungan (al-kafalah)

e) Pemindahan hutang (al-hawalah)

f) Pemberian kuasa (al-wakalah)

g) Perdamaian (ash-shulh)

h) Persekutuan (ash-syirkah)

1) Bagi hasil (al-mudharabah)

j) Hibah (al-hibah)

k) Gadai (ar-rahn)

I) Penggarapan tanah (al-muzara’ah)

m) Pemeliharaan tanaman (al-musagah)
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n) Penitipan (al-wadiah)

0) Pinjam pakai (al-ariyah)

p) Pembagian (al-gismah)

q) Wasiat-wasiat (al-washaya)

r) Perutangan (al-gardh).”

Wahbah Juhaili dalam al-Figh al-Islami wa adillatuh menyebutkan tiga
belas akad bernama. Hanya saja ia tidak konsisten karena memasukkan jualah
(Janji memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar
akad yang ia lakukan. Padahal ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud
dengan akad adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak,’* dan
menyatakan jualah sebagai kehendak sepihak.

2) Akad tak bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam
kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak
bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang
khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku
ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para
pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad
ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad
tidak bernama timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan
akibat kebutuhan masyarakatyang terus berkembang.

e. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Di sini hanya membahas tentang asas kebebasan berakad (mabda’
hurriyah at ta’aqud). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu
prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis
apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang
syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai
dengan kepentingannya.

3 Anwar, Hukum, h. 73
4 Az-Zuhaili, Al Figh, 1V:h. 80
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Kebebasan berakad dalam hukum Islam di dasarkan kepada Alquran
dalam surat Al Maidah ayat 1 yang artinya: Wahai orang-orang beriman, penuhi
akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu. (Q.S. 5: 1).

Cara menyimpulkan kebebasan berakad pada ayat di atas menurut kaidah
usul fikih (metodologi penemuan hukum Islam), bahwa perintah dalam ayat ini
adalah menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam
ayat ini akad disebutkan jamak yang diberi kata sandang “al” (al-uqud). Menurut
kaidah usul fikih, jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan
keumuman.” Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa
orang dapat membuat akad apa saja, baik yang bernama maupun yang tidak
bernama.

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau
janji. Dimana dengan akad seseorang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu
antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan hamba-
hambaNya (makhluk lainnya). Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai
dengan ketentuanNya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad
yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan Allah. Menurut Islam
seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Begitupun
dalam ayat ini mengenai binatang ternak, bahwa pada dasarnya binatang ternak
seperti kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya dihalalkan selama dalam proses
akadnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tetapi diluar binatang-binatang
tersebut, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya diharamkan untuk diperjual
belikan dan diakadkan.

Selanjutnya dalam Alquran surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

~
z %
“e

[76-76:0\ e JT] @ 5l gt AT 8 80 coadi 851 35 15

Tidak demikian siapa sebenarnya yang menepati janji yang dibuatnya dan

bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.”

> Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Ttp: Dar al-Fikr al-“Arabi, tt.), h. 157
76 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h.
88.
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Surat tersebut menunjukkan bahwa: “Setiap yang diinginkan manusia
untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri,
misal dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang , misalnya
dalam hal hal jual beli , ijarah”.”” dan juga menunjukkan menepati janji yang tentu
saja yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
berdampak pada obyeknya.”’

f. Akad-Akad Di Perbankan Syariah
Tidak semua akad-akad yang yang ada dipergunakan dalam proses

pembiayaan di perbankan syariah. Peneliti hanya membatasi pada empat belas
akad saja yaitu sebagai berikut:

1) Murabahah; Penjualan timbal-balik dengan persetujuan keuntungan.
Perjanjian penjualan di mana penjual menyatakan biaya dan
keuntungannya. Bank Islam menerapkan perjanjian ini dalam metode
pembiayaan. Murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan
oleh Islam. Karena itu, secara umum tunduk pada rukun dan syarat jual
beli.

Beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah, yaitu:

a) Penjual hendaklah menyatakan kepada pembeli biaya atau modal
yang sebenarnya bagi barang yang dijual itu.

b) Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sepakat atas jumlah
untung yang ditetapkan sebagai tambahan kepada biaya atau
modal, yang mana keduanya yaitu modal campur untung adalah
merupakan harga kepada barang yang dijual dalam jual beli secara
murabahah

c) Sekiranya terjadi penipuan dalam menjelaskan jumlah modal atas
biaya barang yang dijual secara murabahah itu maka pembeli
boleh membatalkan perjanjian yang telah dijalankan. Dengan
demikian, batallah jual beli secara murabahah itu.

""Qomarul Huda, Figh Mu amalah, (Yogyakarta: Tteras, 2011), h. 26
8 bid., hal. 27
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d) Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan
dari pada jenis yang sama dari bahan ribawi yang dicegah jual
membelinya, kecuali dengan timbangan, ukuran, dan bilangan unit
yang sama. Karena itu, tidak sah jual beli emas dengan emas, perak
dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan
bahan makanan yang lain dengan sesama jenis secara murabahah.

e) Sekiranya barang yang dijual secara murabahah itu telah dibeli
dari pihak lain, maka jual beli yang pertama itu hendaklah sah di
sisi Islam.

f) Murabahah adalah satu jalan keluar dari terlibat dengan amalan
riba pada masa ini.

g) Dalam sistem perbankan Islam kaedah murabahah digunakan
dalam urusan impor melalui L/C dan juga pembiayaan modal
melalui pembelian stok atau inventory, alat ganti, bahan mentah,
serta barang setengah jadi.

2) Salam; Salam berarti perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat
untuk barang yang akan dikirim kemudian.
Salam disebut juga dengan perkataan salaf. Penjualan salam ialah jual beli
dengan bayaran harga secara tunai semasa perjanjian dan penyerahan
barang ditangguh sampai ke satu masa yang disepakati.
Contohnya, nasabah perbankan syariah menyatakan hendak membeli
sebuah motor dan perbankan syariah tersebut sanggup membiayainya
untuk waktu dua bulan. Pihak perbankan syariah dan nasabah melakukan
perjanjian jual beli secara salam di mana pembeli, yaitu nasabah
perbankan syariah membayar harga motor sebesar 25 juta rupiah kepada
perbankan syariah sebagai penjual. Pihak perbankan syariah menyerahkan
motor tersebut pada tanggal yang ditetapkan.
Beberapa syarat khusus untuk jual beli salam, yaitu:
a) Penjualan salam adalah di antara jenis jual beli yang halal di sisi Islam

karena ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Beliau melihat
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penduduknya mengamalkan jual beli buah-buahan secara salam dan
Rasulullah SAW tidak melarang mereka.

Mengingat penjualan salam adalah salah satu jenis jual beli maka pada
umumnya ia tunduk pada rukun dan syarat jual beli. Sighah perjanjian
hendaklah dengan perkataan “salam”.

Harga. Pembayaran harga hendaklah dengan segera, yaitu secara tunai.
Jika harga itu bukan dengan uang, tetapi dalam bentuk barang maka
barang itu hendaklah diketahui dan dinyatakan jumlahnya.

Barang salam hanya dibolehkan pada barang-barang yang dapat
ditentukan secara tepat dari segi bentuk, bilangan, timbangan, ukuran,
jenis, kualitas, dan sifat asasi yang lain yang akan menjadikan harga
berbeda-beda.

Tiada ketentuan syarat mengenai penangguhan menyerahkan barang
yang dijual beli. Karena itu, harga dan barang yang diperjualbelikan
hendaklah bukan dari bahan ribawi yang sama asas seperti emas
dengan uang, rupiah dengan dollar dan beras dengan gula.

Hendaklah ditetapkan sifat asasi bagi barang yang diperjualbelikan.
Hendaklah ditetapkan jumlah barang yang diperjualbelikan.

Barang itu hendaklah dari jenis barang yang boleh deserahkan apabila
sampai masa penyerahannya.

Penyerahan barang hendaklah ditentukan masa penyerahan barang

yang diperjualbelikan dan ditentukan tempat penyerahan barang itu.

Istishna; Perjanjian untuk membuat barang dan komoditas, dengan

pembayaran kas di muka dan akan mengirimkan barang kemudian.

Produsen setuju memproduksi barang dengan harga tertentu dan

memberikan barang pada waktu yang akan datang.

Contohnya, pembeli memesan sebuah lemari pada penjual dengan harga 2

juta rupiah untuk disiapkan dan diserahkan dalam tempo satu bulan.

Penjual hendaknya menyerahkan lemari itu pada tanggal yang ditetapkan

semasa perjanjian berlaku.



95

Jual beli secara pesanan memberi kemudahan kepada masyarakat supaya

mereka dapat membeli barang-barang sesuai rupa, bentuk, jenis, desain

yang mereka suka tanpa terikat dengan jual beli secara tunai.

Beberapa syarat khusus untuk jual beli istishna, yaitu:

1.

Pesanan adalah sejenis jual beli yang sah dan halal berdasarkan pada
penjualan istihsna, dan kebiasaan masyarakat mengamalkan sepanjang
zaman.

Pemesan hendaknya menentukan jenis, rupa, bentuk, sifat dan jumlah
barang yang dipesan.

Barang yang dipesan hendaknya dari jenis barang yang biasa
diperjualbelikan secara pesanan oleh masyarakat umum.

Boleh ditentukan tempo untuk menyiapkan dan menyerahkan barang
yang dipesan.

Bahan untuk membuat barang itu hendaknya dari pihak pembuat. Jika
bahan itu dari pemesan maka ia bukan pesanan, tetapi upahan.

Tukang atau pembuat boleh menjual barang yang dibuat oleh orang
lain yang mempunyai sifat-sifat dan spesifikasi yang sama seperti yang
dikehendaki pemesan.

Tukang atau pembuat boleh menjual barang yang sudah siap dibuat
sebelum pemesan membuat pesanan dan barang yang sudah siap itu
hendaknya mempunyai sifat dan spesifikasi yang sama seperti yang
dikehendaki oleh pemesan.

Oleh karena barang yang dipesan dibuat secara khusus untuk
memenuhi pesanan, maka dengan persetujuan antara tukang dengan
pemesan, harganya boleh berbeda dari harga barang lain yang ada yang
sama jenis dan spesifikasi.

Harga bayang yang dipesan boleh dibayar:

a) Semuanya semasa perjanjian.

b) Semuanya semasa penyerahan barang.

c) Separuhnya semasa perjanjian dan separuh semasa penyerahan

barang.



4)

5)

6)

96

d) Semua secara angsur sesuai persetujuan antara kedua belah pihak
pemesan dan tukang.

Mudharabah; Berdasarkan perjanjian mudharabah, bank menyediakan
modal yang dibutuhkan untuk sebuah proyek di mana pengusaha yang
mengelola proyek tersebut. Keuntungan atau kerugian dari proyek dibagi
antara bank dan pengusaha dengan rasio yang tetap.
Tujuan mudharabah ialah untuk mengadakan kerja sama di antara pemilik
harta yang dapat dijadikan modal, tetapi tidak memiliki pengalaman dalam
bidang perniagaan dan perusahaan atau tidak memiliki peluang untuk
berusaha sendiri dalam bidang usaha perdagangan atau industri, dengan
orang yang berpengalaman dalam bidang perdagangan dan perindustrian,
tetapi tidak memiliki modal. Melalui mudharabah kemampuan serta
kekayaan yang ada pada mereka yang bekerja sama dapat dipadukan.

Musyarakah; Pembiayaan melalui keterlibatan yang seimbang disebut

musyarakah. Dua atau lebih partner memasukan modal dan keahlian

mereka dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jumlah
modal yang diinvestasikan.

Pendapat ulama figh mengenai musyarakah yang empat jenis ini adalah

sebagai berikut:

Jenis-jenis musyarakah sebagai berikut:

a) Al-‘enam; ulama figh berpendapat bahwa perusahaan al-’enam adalah
harus dan sah.

b) Al-abdan; perusahaan al-abdan adalah harus mengikut mazhab Hanafi,
Hambali, dan Maliki; tidak harus mengikuti Syafii’.

c) Al-wujuh; perusahaan al-wujuh adalah harus mengikut mazhab Hanafi
dan Hambali, tidak harus mengikut Syafii’ dan Maliki.

d) Al-musfawadah; perusahaan al-musfawadah mengikut makna jumhur
ulama dan makna mazhab Hanafi adalah harus mengikut mazhab
Hanafi saja; tidak harus mengikut Syafii’, Maliki, dan Hambali.

Mudharabah  Musytarakah;  Mudharabah  Musytarakah  adalah

penggabungan dua kata yakni mudharabah dan musytarakah.
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Mudharabah adalah perjanjian penanaman modal kepada pengelola untuk
melakukan usaha tertentu dengan membagi hasil berdasarkan nisbah yang
disepakati kedua belah pihak sedangkan kerugian modal akan ditanggung
oleh pemilik modal.

Sedangkan musytarakah adalah gabungan atau perkumpulan. Mudharabah
musytarakah hakikatnya adalah mudharabah yang dimodifikasi untuk
dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan atau
deposito berbunga pada bank konvensional.

Musyarakah mutanagisah; adalah akad antara dua pihak yang berserikat
terhadap suatu barang yang salah satu pihak membeli bagian pihak lainnya
secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang
dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan
lainnya secara bertahap dibeli dengan cara mencicil. Akad ini terjadi juga
pada mudharabah yang modal pokonya dicicil sedangkan usaha itu
berjalan terus dengan modal tetap.

ljarah; Mengacu pada perjanjian antara penyewa dan orang Yyang
menyewakan.

ljarah dapat juga disebut dengan al-kira’ yaitu sewa atau upah dengan
menjual manfaat, yaitu penggunaan dengan harga atau bayaran yang
ditetapkan. Manfaat yang dimaksud ialah kegunaan seperti kediaman bagi
rumah, tumpangan bagi kendaraan. Kegunaan yang dimaksud ialah kerja
dengan menggunakan tenaga atau kepakaran/keahlian seperti mengangkat
barang, menulis, mengajar, memberi konsultasi dengan bayaran.

ljarah dapat juga dikatakan seperti sewa kemudian beli. Muamalah atau
jenis jual beli ini adalah satu dari kaedah atau cara jual beli harga tangguh
zaman sekarang bagi barang pengguna yang terkenal dengan sebutan hire
purchase, tetapi dibuat secara Islam. Mengikuti cara Islam sewa kemudian
beli mengandung dua perjanjian yang bersaingan, yaitu perjanjian sewa
(al-ijarah) dan perjanjian beli (al-bai’) selepas tamat waktu sewa.

Hukum sewa kemudian beli adalah:
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a) Hukum sewa kemudian beli; mengikuti hukum kedua jenis
perjanjian yang berkenaan yaitu sewa dan jual beli.

b) Waad; dalam perjanjian sewa boleh disebut bahwa pihak yang
menyewa akan membeli harta yang disewa selepas berakhir waktu
sewa.

c) Pindahan Hak Milik; perpindahan hak milik harta yang disewa dari
pihak yang memberi sewa kepada pihak yang menyewa tidak
berlaku secara otomatis selepas berakhir masa sewa atau selepas
semua bayaran sewa dibayar.

d) Pemindahan; hak milik hanya berlaku apabila dibuat perjanjian jual
beli atas harta yang disewa antara pihak yang memberi sewa
dengan pihak yang menyewa.

9) ljarah Muntahiyah Bittamlik; adalah akad penyediaan dana dalam rangka

memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Hukum melakukan akada ijarah muntahiya bittamlik adalah boleh atau
mubah.
Dalam akad ijarah muntahiya bittamlik apabila terdapat satu pihak yang
tidak melaksanakan kewajibannya atau terdapat sengketa di antara dua
pihak maka penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrasi Syariah jika
tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

10) Hawalah; ialah pemindahan hutang dari tanggung jawab yang berhutang

kepada tanggung jawab orang lain. Pada awalnya hawalah berlaku dalam
urusan hutang piutang di mana yang berhutang memindahkan tanggung
jawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada
pemilik hutang.
Hawalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan uang yang dituju seorang
pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari
rekeningnya kepada rekening orang lain di dalam negeri atau di luar
negeri, bank yang sama atau bank lain.

Hawalah terbagi dua jenis:
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a) Hawalah Mugaiyadah, yaitu hawalah yang terikat dengan adanya
hutang seseorang di tangan orang lain.

b) Hawalah Mutlagah, yaitu hawalah yang tidak terikat dengan adanya
hutang seseorang di tangan orang lain.

Perjanjian hawalah melibatkan tiga pihak yaitu:

a) Pihak pertama pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada
penerima pemindahan hutang dan penghutang kepada pemilik hutang
dalam hawalah).

b) Pihak kedua penerima pemindahan hutang.

c) Pihak ketiga pemilik hutang.

11) Wakalah; ialah melantik seseorang mengambil tempat orang yang
melantik untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi pihaknya.

Wakalah merupakan perjanjian yang memberi kuasa orang yang mewakil

kepada penerima wakil untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi

pihak orang yang mewakili itu.

Hukum wakalah adalah sebagai berikut:

a) Wakalah adalah hal-hal yang sisi Islam dengan mengikuti syarat-syarat
tertentu.

b) Wakil dan orang yang mewakili hendaklah dari orang yang bisa
dipertanggungjawabkan, yaitu sempurna akal, cukup umur, dan pintar.

c) Perkara yang diwakili hendaknya dinyatakan dengan jelas oleh orang
yang mewakili ketika perjanjian.

d) Orang yang mewakili boleh memecat wakilnya kecuali jika tanggung
jawab wakil itu terhadap orang lain belum selesai. Demikian juga
wakil boleh menarik diri kecuali jika ada tanggung jawab terhadap
orang lain yang belum selesai.

Jenis-jenis wakalah sebagai berikut:

a) Wakalah Mutlagah; yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat-
syarat tertentu selain dari syarat yang diharuskan oleh Islam, tidak

terikat dengan keadaan tertentu dan tidak dibatasi dengan waktu.
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b) Wakalah Muqgaiyadah; yaitu wakalah yang terikat dengan syarat
tertentu yang diharuskan oleh Islam, terikat dengan keadaan tertentu
atau terhambat oleh waktu tertentu.

12) Kafalah; Kafalah dan Dhmanah mempunyai pengertian yang sama, yaitu
jaminan. Jaminan mempunyai makna seperti berikut:
a) Menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggung jawab tertentu
untuk diambil tindakan.
b) Tanggung jawab di atas hak yang wajib atas orang lain.
¢) Mendapatkan barang pengganti untuk pihak lain yang berhak.
Jaminan ada dua jenis:

a) Jaminan atas diri sendiri, seperti menjamin untuk menghadirkan
seorang tertuduh dalam pengadilan.

b) Jaminan atas harta, seperti menjamin atas hutang piutang,
pembayaran atas transaksi, penyerahan barang, dan keselamatan
barang.

Hukum Jaminan sebagai berikut:

a) Jaminan mengikut syarat tertentu adalah halal dari sisi Islam.

b) Penjamin  hendaknya terdiri dari orang yang boleh
dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang sempurna akal, cukup
umur, dan pintar, yaitu mempunyai sifat rusyd.

c) Orang yang dijamin hendaknya dikenal oleh penjamin.

d) Barang yang dijamin juga hendaknya diketahui. Misalnya hutang
yang dijamin hendaknya diketahui jumlahnya.

13) Ju’alah; 1bnu Qudamah Al-Hanbali berujar bahwa ju’alah adalah
semisal  ucapan  “Siapa yang menemukan sesuatu lalu
mengembalikannya kepadaku atau hewan ternakku hilang atau membuat
tembok ini maka untuknya akan kuberikan upah sebesar sekian. Jadi
siapa saja yang melakukan pekerjaan tersebut maka dia berhak
mendpatkan upah yang dijanjikan.

Transaksi ju'alah bisa juga semisal seorang dermawan berkata bahwa

apabila sesorang beribadah dengan baik maka dia akan mendapatkan
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hadiah senilai sekian. Sehingga jualah bisa juga semacam hadiah yang
dijanjikan oleh pemerintah, sebagai dermawan atau yayasan sosial bagi
orang yang melakukan ketaatan. Semisal suatu sekolah menjanjikan
sejumlah bea siswa bagi yang belajar di sekolah tersebut dengan syarat
hafal sekian juz dari Alquran.

14) Qardh; Pinjaman tanpa bunga. Peminjam hanya diminta untuk
mengembalikan pokok pinjaman.
Qardh yang juga disebut al-dayn dan al-salf artinya hutang. Qardh al-
Hasan ialah hutang tanpa syarat atau janji untuk membayar balik lebih
dari hutang, tetapi memberi cenderamata kepada yang punya hutang
sewaktu membayar bukan karena syarat atau janji.
Islam menghalalkan hutang sebagai satu jalan keluar bagi golongan yang
mengalami kesempitan pembelanjaan atau keuangan. Konsep hutang
piutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan di antara
golongan yang mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin

hubungan muhibah dan saling membantu antara kedua golongan itu.

D. Penelitian Terdahulu
Rekapitulasi jurnal-jurnal dari para peneliti terdahulu yang didapatkan

untuk memperkaya variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Try Andjarwati, (2015), meneliti tentang Motivasi Dari Sudut Pandang
Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y
Mc Gregor Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland, penelitian ini
mengungkapkan bahwa Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi
karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar
kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang
lebih tinggi.

2. Muhammad Habibi Siregar, (2014), meneliti tentang Otoritas Hierarki
Kutub Al- Sittah Dan Kemandegan Kajian Fikih, penelitian ini
mengungkapkan bahwa otoritas hierarki Kutub al-Sittah ternyata

merupakan persoalan mendasar yang membatasi ulama berijtihad.
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Demikian ini terjadi karena adanya pembatasan terhadap penggunaan Kkitab
hadis di level tertinggi. Kutub al Sittah semestinya diletakkan sebagai
kitab figh, yang ketika penggunaan awalnya dianggap Kkitab hadis.
Menurut penulis hal demikian membuat Kutub al Sittah cenderung
menolak kritikan, sebab ada dimensi kesakralan di dalamnya. Sangat perlu
dilakukan kontekstualisasi terhadap pemahaman nash hadis yang dianggap
untuk mengikuti perubahan sosial. Menurut penulis deduksi terhadap nilai
teks nash tidak mengenyampingkan teks nash sebagai pijakan dalam
pengembangan konsep maslahat. Keaslian kajian figh terkait dengan nilai-
nilai normatif nash, namun hal tersebut tidak bisa langsung diterapkan
dalam kehidupan.

. Entin Hartini, meneliti tentang Metode Clustering Hirarki, penelitian ini
mengungkapkan bahwa beberapa teknik kluster hirarki agglomerative
yaitu metode single linkage atau jarak terkecil atau tetangga terdekat,
complete linkage atau jarak terjauh dan average linkage atau jarak rata-
rata. Teknik Kluster hirarki agglomerative bekerja dengan sederetan dari
penggabungan yang berurutan atau sederetan dari pembagian yang
berurutan dan berawal dari objek-objek individual. Jadi pada awalnya
banyaknya kluster sama dengan banyaknya objek.

Nanang Krisdianto, (2014), meneliti tentang Anomali Dan Teori Hirarki
Pengaruh Terhadap Isi Media, penelitian ini mengungkapkan bahwa teori
hirarki pengaruh terhadap isi media dikenalkan oleh Pamela J. Shoemaker
dan Stephen D. Reese kemudian menilai pengaruh internal dan eksternal
media terhadap isi pemberitaan. Keduanya membagi pengaruh tersebut ke
dalam lima level, yaitu pengaruh individu pekerja media (individual level),
rutinitas media (media routines level), organisasi media (organizational
level), luar media (extramedia level), dan ideologi (ideology level).

. Puspita Kartikasari dan Suhartono, (2013), meneliti tentang Prediksi
Penjualan Di Perusahaan Ritel Dengan Metode Peramalan Hirarki
Berdasarkan Model Variasi Kalender, penelitian ini mengungkapkan

bahwa level 0 hem panjang dewasa pria, celana panjang jeans dewasa pria,
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dan jaket dewasa pria model terbaik yaitu bottom-up. Level 0 produk rok
dewasa wanita dan celana panjang wanita model terbaik yaitu top-down.
Pada level 1 hem panjang dewasa pria model terbaik yaitu top down
proporsi histori dengan rata-rata proporsi dari rata-rata data asli tahun
2002-2011. Produk celana panjang jeans dewasa pria, rok dewasa wanita
dan celana panjang wanita model terbaik yaitu top down proporsi histori
dengan proporsi (1), sedangkan ntuk level 1 produk jaket dewasa pria
model terbaik yaitu bottom-up.

Dedy Eryanto, (2020), meneliti tentang An Effective Anti Fraud Program
How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti Fraus Program In
The Indonesian Public Sectors, penelitian ini mengungkapkan sebagai
salah satu penipuan paling serius di banyak lembaga sektor publik, korupsi
telah dipandang sebagai 'musuh publik' selama dua dekade terakhir di
Indonesia. Banyak program anti penipuan telah diupayakan untuk
melawan aktivitas korupsi tersebut. Namun sejauh mana program-program
tersebut berhasil membawa sektor publik Indonesia menjadi 'institusi yang
bersih’, belum diketahui. Oleh karena itu, dengan menerapkan Sistem
Manajemen Integritas OECD sebagai kerangka kerja dan wawancara semi
terstruktur, penelitian ini memberikan kajian empiris pada suatu lembaga
publik yang strategis, kajian ini juga mencoba menganalisis beberapa
faktor yang menjadi tantangan dalam berbagai program anti fraud untuk
sektor publik. di banyak negara berkembang seperti Indonesia.

. Rita Anugerah, (2014), meneliti tentang The Role Of Good Corporate
Governance In Fraud Prevention, penelitian ini mengungkapkan korupsi,
asset misappropriation dan fraudulent statements merupakan jenis-jenis
fraud yang berdampak buruk kepada prestasi perusahaan/organisasi.
Berbagai jenis fraud tersebut banyak terjadi pada organisasi/perusahaan
swasta atau organisasi pemerintah lainnya. Penelitan terdahulu
menunjukkan bahwa fraud terjadi karena lemahnya penerapan corporate
governance. Hasil penelitian terdahulu mengenai fraud menunjukkan

bahwa fraud terjadi karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh
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tentang konsep fraud termasuk mengetahui motivasi orang melakukan
fraud serta tanda-tanda (red flags) terjadinya fraud adalah penting. Semua
pemangku kepentingan khususnya manajemen perusahaan hendaknya
memahami bahwa dengan menerapkan tatakelola perusahan, termasuk
mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tatakelola itu sendiri serta
peran komite audit, dijangka akan dapat mencegah atau mengurangkan
terjadinya fraud.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2020), meneliti tentang Leadership In

Good Corporate Governance (GCG) As A Role Model Of Anti Fraud Culture,
penelitian ini menngungkapkan hadirnya Good Corporate Governance (GCG)

di Indonesia merupakan salah satu solusi dalam menciptakan aktivitas
yang dapat membantu menghindari segala bentuk skandal di perusahaan
termasuk fraud. Namun realitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Aturan Good Corporate
Governance (GCG) sendiri belum tentu bisa diterapkan dengan baik oleh
pihak-pihak di dalam perusahaan. Dibutuhkan kepemimpinan dan
dukungan yang maksimal dari regulator dalam bentuk payung hukum yang
diharapkan mampu menciptakan budaya anti fraud dalam penerapan Good
Corporate Governance (GCG). Agar berhasil, sebuah organisasi
membutuhkan pemimpin yang kuat. Keberhasilan dan kegagalan suatu
organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Dibutuhkan seorang pemimpin
yang mampu melakukan kolaborasi, menginspirasi dan memotivasi
bawahan yang dipimpinnya karena kepemimpinan merupakan faktor
utama sukses atau bahkan kegagalan suatu organisasi. Selain itu, tipe
kepemimpinan yang positif juga akan membentuk budaya positif dalam
perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi panutan budaya anti fraud.

. Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019), meneliti
tentang Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam, penelitian ini
mengungkapkan bahwa pertama hipotesis yang menyatakan dewan direksi
dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fraud tidak terdukung

secara statistik. Secara teoretis direksi memang berperan memimpin bank
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baik secara operasional dan secara kelembagaan. Direksi dengan demikian
bertanggung-jawab penuh terhadap kesuksesan atau kegagalan bank
syariah. Penelitian ini tidak mampu mendukung peran dewan direksi
terhadap fraud. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fraud dapat terjadi pada
setiap level di organisasi sehingga keberadaan dewan direksi tidak
sepenuhnya dapat berperan mengendalikan dan mengurangi fraud secara
langsung. Dewan komisaris memang berperan mengawasi manajemen
dalam mengelola bank. Namun demikian, dewan komisaris merupakan
pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat secara langsung dalam
kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi pihak paling akhir
yang mengetahui jika ada tindak kecurangan/penyelewengan/fraud. Kedua,
penelitian ini tidak mampu membuktikan peran dewan komisaris terhadap
minimalisasi tindakan fraud. Ketiga, kontrol internal berpengaruh negatif
terhadap fraud memperoleh dukungan secara statistik. Entitas yang
memiliki fungsi kontrol internal akan lebih mampu mendeteksi sekaligus
meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud. Kontrol internal yang
berfungsi secara berkualitas akan memungkinkan mampu mengidentifikasi
kecurangan dan juga menjadi bahan laporan kepada manajemen sehingga
dapat segera ditindaklanjuti sesegera mungkin. Keempat, hasil uji statistik
menunjukkan  mendukung  hipotesis Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh negatif terhadap fraud yang berarti semakin tampak peran
DPS maka semakin meminimalkan fraud. Dari hasil analisis dan
kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan penelitian saran-
saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi fraud sangat
penting bagi bank Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan
dari rendahnya fraud yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah
terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya.
Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan
syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar.
Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan informasi non-

fraud yang dipublikasi bank Islam melalui publikasi nilai komposit GCG
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yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank. Kedua, bagi investor
perbankan, informasi fraud menjadi salah satu informasi penting yang
dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor, fraud
merupakan unsur risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi
mengurangi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang.

Geri Hardianto, Harun Delamat, Ahmad Subeki, (2016), meneliti tentang
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah Yang
Terdaftar Di Bank Indonesia, penelitian ini mengungkapkan Variabel
Islamic Corporate Governance (ICG) memiliki nilai minimum sebesar 1
dan maksimum 2,2 dengan ratarata 1,64185 dan standar deviasi 0,300526.
Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 nilai
komposit penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah memiliki
nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 2,2. Hasil Uji Asumsi Klasik yaitu
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,
2013). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan
analisis grafik melalui grafik histogram dan normal probability plot dan uji
statistik melalui uji KolmogorovSmirnov. 1. Berdasarkan hasil uji regresi
linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, sharia compliance
yang diproksikan oleh variabel Islamic Income Ratio secara statistik tidak
berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Berdasarkan hasil uji
regresi linier berganda yang telah dilakukan, proksi yang digunakan untuk
menilai shariah compliance yaitu Profit Sharing Ratio secara statistik
berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. 2. Berdasarkan
hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, sharia compliance
yang diproksikan oleh Islamic Investment Ratio secara statistik pada
penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap fraud pada bank
syariah. 3. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa good corporate governance secara statistik

tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pada bank syariah
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Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto dan Aulia Fuad Rahman
(2013), meneliti tentang Peran Pendekatan Antar Disiplin Terhadap
Penilaian Resiko Penyalahgunaan Aset, penelitian ini mengungkapkan
bahwa Between-subject experiment dilakukan terhadap 19 partisipan yang
dibagi ke dalam tiga kelompok eksperimen; (1) kelompok memperoleh
pemahaman kerangka Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
dan segitiga faktor kecurangan; (2) kelompok memperoleh pemahaman
kerangka COSO; dan (3) kelompok memperoleh pemahaman segitiga
faktor kecurangan. Analisa statistik nonparametrik chi-square dan fisher’s
exact test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian risiko di
antara kelompok vyang diuji. Pendekatan antar hanya mampu
meningkatkan pengetahuan seseorang dalam mengingat dan mereproduksi
serta mengaplikasikan konsep tersebut secara terbatas.

Siti Sholihah dan Prasetyono, (2016), meneliti tentang Fraud Pelaporan
Keuangan Sektor Publik, penelitian ini mengungkapkan bahwa
berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang staf yang menangani
pelaporan keuangan, Pemda melakukan fraud dalam memanipulasi SPJ
atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan
keuangan. Selain itu, Pemda juga sering melakukan fraud pada saat
pengadaan aset, penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat
aset (terkait penghapusan aset) maupun dalam hal penyusutan aset yang
tidak proporsional. Pemda juga pernah melakukan kelalaian dalam
pengakuan hibah atau bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi. Selain
itu Pemda juga pernah salah dalam penempatan akun. BPK menganggap
hal tersebut sebagai unsur ketidaksengajaan dan merekomendasikan untuk
mereklasi atau mengakui ke dalam jurnal penyesuaian agar terakomodir.
Manajemen keuangan pada sektor publik bertanggung jawab untuk
menyajikan laporan keuangan yang andal sesuai standar yang berlaku.
Oleh karena itu mereka harus memiliki tim yang berkompeten dan rencana

kerja yang jelas. Mereka harus bisa menyajikan laporan keuangan yang
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akuntabel mengingat dana yang dikelola sektor publik merupakan uang
rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Yeni Septiani, (2018), meneliti tentang Pendeteksian Fraud Atas Aset
Pada PT. ICS, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat celah-
celah terjadinya fraud pada PT. ICS. Pada divisi-divisi yang telah
disebutkan, fraud dapat terjadi karena kurang adanya kontrol dari
manajemen dan adanya keleluasaan pegawai dalam menjalankan tugas
sehingga manipulasi dapat terjadi.

Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014), meneliti tentang
Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai
Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah, penelitian ini
mengungkapkan beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan adanya
kecenderungan tindakan fraud pada lembaga keuangan syariah, strategi
anti fraud, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta
bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai
salah satu upaya untuk fraud preventive. Fokus dalam kajian ini lebih
ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, di mana metode
yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian
terdahulu dan di akhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait
permasalahan yang diangkat.

Haifa Najib dan Rini, (2016), meneliti tentang Analisis Faktor yang
Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah, penelitian ini mengungkapkan
berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta
penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama Sharia compliance dengan
proksi Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank
syariah, kedua Sharia compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio
berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada bank syariah, ketiga
Sharia compliance dengan proksi Islamic Investment Ratio tidak

berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, dan keempat Islamic
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Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank
syariah.

Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di
Lampung, (2016), Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan
Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus Pada 3 BUS di
Yogyakarta). penelitian ini mengungkapkan berdasarkan analisis yang
telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kerjasama antara karyawan bank
syariah dan nasabah, pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib,
penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah, dan menyalahgunakan
kewenangan menjadi bentuk dan jenis fraud yang utama dalam
operasional perbankan syariah.

Rinny Jefri, Mediaty, (2014), Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan
Keuangan, penelitian ini mengungkapkan kecurangan dan Kkelalaian
merupakan 2 hal yang berbeda dan hal itu telah diperjelas dalam standar
audit yang telah ada. Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan
Keuangan dipengaruhi oleh : a) Karekteristik terjadinya kecurangan, b).
Standar Pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, c). Lingkungan
pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit yaitu: 1) Tekanan
kompetisi atas fee, 2) Tekanan waktu, 3) Relefasi hubungan auditor dan
auditee.

Rima Novi Kartikasari dan Gugus Irianto, (2010), Penerapan Model
Beneish (1999) Dan Model Altman (2000) Dalam Pendeteksian
Kecurangan Laporan Keuangan, penelitian ini mengungkapkan bahwa
model Beneish (1999) dan model Altman (2000) dapat diterapkan dalam
pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Pertama, terkait penerapan
model Beneish (1999) pada laporan keuangan PT. Indofarma Tbk dan PT.
Kimia Farma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan
hasil bahwa M-Score PT. Indofarma Thk pada tahun 2001
merepresentasikan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya
earning overstatement. Begitu juga dengan M-Score PT. Kimia Farma Tbk

pada tahun 2001. Adapun kondisi di atas didukung oleh adanya indikasi
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kecurangan laporan keuangan berupa keganjilan analitis atas perubahan
indeks rasio kunci Beneish (1999). Kedua, berdasarkan kecurangan
laporan keuangan yang terdeteksi dengan Beneish (1999) tersebut, peneliti
menghubungkan hal tersebut dengan kondisi kebangkrutan perusahaan
berdasarkan pada tahun 2001 berada pada kondisi kritis atau rawan
mengalami kebangkrutan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan atau
dorongan perusahaan untuk melakukan kecurangan. Hal ini sebagaimana
dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi
penyebab atas terjadinya kecurangan. Selanjutnya, kondisi perusahaan
pada tahun 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami
penurunan atas kinerja keuangan yaitu PT. Indofarma Tbk (prediksi
bangkrut) dan PT. Kimia Farma Tbk (mengalami penurunan meski tetap
berada pada kategori rawan bangkrut). Hal ini sebagaimana dinyatakan
olenh Albrecht et al (2006) bahwa kecurangan dapat mengakibatkan
kebangkrutan bagi perusahaan. Selain itu, hal ini juga membenarkan
pernyataan Bell (2008) bahwa kecurangan laporan keuangan
mengakibatkan resiko yang dapat membangkrutkan perusahaan.

Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017), Fraud Triangle
Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan, penelitian ini
mengungkapkan bahwa razionalization berpengaruh signifikan terhadap
kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, financial stability yang,
external pressure, financial targets, nature of industry, ineffective
monitoring tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan
keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam
menetapkan peraturan untuk meningkatkan kualitas audit terutama dalam
mendeteksi kecurangan.

Yurmaini, (2017), Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam
Persepktif Islam, penelitian ini mengungkapkan Fraud merupakan
tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk
mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain,

yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank
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sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian
dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Islam sangat menolak sekali terhadap
semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudharatan
yang akan merugikan semua pihak. Islam tidak memandang kecurangan
dari tinggi rendahnya nominalnya dan kecurangan termasuk sifat tercela
serta termasuk kedalam golongan orang-orang celaka sebagaimana dalam
Al-qur’an surat Al-Muthaffifin ayat 1-6. Pandangan Islam tentang
kecurangan dalam akuntansi sendiri adalah sama dengan tindakan tercela,
sebab disana masih terdapat mudharatnya.

Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), Fraud Diamond: Pendeteksi
Kecurangan Laporan Keuangan, penelitian ini mengungkapkan pengujian
fraud diamond (pressure, opportunity, rationalization, capability) untuk
mendeteksi terjadinya fraud pada laporan keuangan. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah
go public di BEI dengan menggunakan data tahun 2012-2015. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian
menemukan bukti bahwa capability berpengaruh signifikan terhadap
terjadinya fraud pada laporan keuangan.

Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016), Model Pendeteksian
Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle,
penelitian ini menunjukkan financial targets dapat mendeteksi kecurangan
laporan keuangan, sedangkan financial stabililty tidak dapat mendeteksi
kecurangan laporan keuangan.

Annisa Rachmania di bawah bimbingan Budiman Slamet dan Lia Dahlia
Iryani, (2017), Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan
Laporan Keuangan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015, penelitian ini
mengungkapkan bahwa external pressure yang diproksikan dengan LEV,
financial target yang diproksikan dengan ROA dan auditor switch yang

diproksikan dengan CPA berpengaruh terhadap kecurangan laporan
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keuangan yang diproksikan dengan manajemen laba. Sedangkana financial
stability yang diproksikan dengan ACHANGE, personal financial need
yang diproksikan dengan OSHIP dan ineffective monitoring yang
diproksikan dengan IND tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan
keuangan yang diproksikan dengan manajemen laba.

Dekar Urumsah, Aditya Pandu Wicaksono dan Wirawan Hardinto, (2018),
Pentingkah Nilai Religiusitas Dan Budaya Organisasi Untuk Mengurangi
Kecurangan? penelitian ini mengungkapkan bahwa religious mampu
mencegah terjadi kecurangan. Namun, kondisi tersebut tidak dapat terjadi
secara konsisten. Keyakinan religius dapat berubah jika individu
mendapatkan tekanan, sehingga mengabaikan religiusitas yang
dimilikinya. Di sisi lain, budaya organisasi sangat berkaitan erat dengan
pimpinan sehingga arah budaya sangat bergantung dengan pimpinan.
Selain itu, promosi anti kecurangan belum banyak diterapkan di
organisasi.

Sekar Akrom Faradiza, Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan
Keuangan, penelitian ini mengungkapkan bahwa competence, pressure
dan opportunity berpengaruh terhadap fraud sedangkan rationalization
dan arrogance tidak berpengaruh terhadap fraud dalam laporan keuangan.
Yossi Septriani dan Desi Handayani, (2018), Mendeteksi Kecurangan
Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon, penelitian ini
mengungkapkan bahwa pada perusahaan manufaktur, financial stability,
external pressure, pergantian auditor dan pergantian dewan direksi
menunjukkan adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Sedangkan pada perusahaan perbankan, financial target, financial
stability, ineffective monitoring dan rationalization memiliki pengaruhi
terhadap kecurangan laporan keuangan.

Sri Rahmayuni, Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan
Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016), penelitian ini mengungkapkan
bahwa 1) Stabilitas keuangan yang diproksikan dengan rasio perubahan
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total aset (ACHANGE) berpengaruh positif tidak signifikan dalam
mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 2) Tekanan eksternal
yang diproksikan dengan rasio total kewajiban (LEVERAGE)
berpengaruh negatif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya
kecurangan laporan keuangan, 3) Target keuangan yang diproksikan
dengan kinerja perusahaan (ROA) berpengaruh negatif signifikan dalam
mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 4) Nature of industry
yang diproksikan dengan rasio piutang usaha (RECEIVABLE)
berpengaruh negatif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya
kecurangan laporan keuangan. 5) Pergantian auditor yang diproksikan
dengan pergantian auditor (AUDCHANGE) berpengaruh positif tidak
signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 6)
kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian direksi (DCHANGE)
berpengaruh negatif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya
kecurangan dalam laporan keuangan.

Dinnul Alfian Akbar, Fernando Africano, Ricardo Parlindungan dan Siti
Khairani, (2017), Relevansi Fraud Triangle Pada Bank Syariah, penelitian
ini  mengungkapkan bahwa Islamic Corporate Governance, Zakat
Performance Ratio (ZPR) dan Islamic Investment vs Non-Islamic
Investment  (IIR)  berpengaruh  terhadap  Profit  Distribution
Management.Profit Sharing Ratio (PSR), Equitable distribution ratio
(EDR) dan Islamic Income vs Non-Islamic Income (IsIR) berpengaruh
terhadap Fraud. Profit Distribution Management tidak berpengaruh
terhadap Fraud dan tidak terjadi mediasi.

Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Akad-Akad Muamalah Dalam
Figh, Satu Analisis, penelitian ini mengungkapkan dalam muamalah
sehari-hari, manusia tidak dapat lari daripada berurusan antara satu sarna
lain atau mana-mana agensi. Walau apapun akad muamalah yang
dilakukan, kita perlu kembali kepada prinsip keadilan yaitu meletakkan
sesuatu pada tempatnya. Oleh itu dalam apa jua jenis akad yang dilakukan,

Islam melarang jika ada unsur-unsur riba, gharar dan ghubn walaupun
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pihak yang berakad itu merelainya. Ketiga-tiga unsur ini merupakan kayu
pengukur bagi kesahihan sesuatu akad muamalah dalam Islam. Ini
menunjukkan bahawa undang-undang kontrak Islam adalah bersifat
objektif di mana kesahihan sesuatu kontrak itu diperiksa bukan setakat
elemen kerelaan pihak-pihak yang berkontrak tetapi juga kepada butir-
butir dan bentuk kontrak itu dipersetujui.

Muhammad Maksum, (2014), Model-Model Kontrak Dalam Produk
Keuangan Syariah, penelitian ini mengungkapkan bahwa model akad yang
digunakan dalam produk keuangan syariah dapat dipetakan dalam tiga
bentuk, yaitu akad tunggal (basith), akad berganda (‘ugid mujtami’ah),
dan akad berbilang (‘ugid muta’addidah). Akad berganda dan akad
berbilang merupakan bentuk pengembangan dari akad tunggal karena akad
tunggal tidak mampu mewadahi transaksi modern yang kompleks. Ada
perbedaan konsep, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat antara akad-
akad yang dikembangkan dalam fikih dengan transaksi modern. Model
akad tersebut disimpulkan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN yang
menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN
dipilah dalam kategori-kategori akad yang membangunnya dan
ditemukanlah tiga bentuk model akad tersebut. Rumitnya penerapan
kontrak (akad) pada transaksi modern memerlukan terobosan dari otoritas
fatwa untuk menyesuaikan akad-akad tersebut (takyif) dengan transaksi
modern, salah satunya dengan mengkombinasi akad-akad tunggal.

Anisah Novitarani dan Ro’fah Setyowati, (2018), Analisis Corwdfunding
Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya
Dalam Produk Perbankan Syariah, penelitian ini mengungkapkan bahwa
kehadiran fintech berupa crowdfunding dengan prinsip syariah dapat
meningkatkan pembiayaan di perbankan syariah. Konsep crowdfunding
syariah pada dasarnya harus berpedoman pada Alguran dan Sunnah. Hal
tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/11/2018. Merujuk Fatwa DSN-

MUI tersebut, crowdfunding syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai
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syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep crowdfunding syariah
dapat dilihat dari perspektif syariah compliance atau kepatuhan syariah yang
harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim. Crowdfunding syariah
setidaknya dapat memiliki dua jenis akad dalam transaksinya yaitu
musyarakah dan gard. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan
rukunnya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah.
Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian crowdfunding
adalah dari sisi legalitas dan keamanannya. Problematika hukum mengenai
praktik crowdfunding syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional
agar sesuai dengan syariah sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk
melakukan investasi melalui platform crowdfunding syariah.

Berikut ini adalah rangkuman beberapa hasil penelitian yang disusun

berdasarkan klasifikasi variabel penelitian dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Jurnal Tentang Hirarki

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Hirarki

Penelitian

Hirarki Struktural

Try Andjarwati, (2015), Muhammad Habibi Siregar,
(2014), Entin Hartini, Puspita Kartikasari dan Suhartono,
(2013),

Hirarki Fungsional

Nanang Krisdianto, Asep Hariyanto (2014)

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Jurnal Tentang Potensial

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Potensial

Penelitian

Potensi Berpikir

Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin, Jurnal
Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No. 1,

Potensi Pisik

Ardi Bernis Wiranata, | Made Sry Undi Mahardika, (2017),
Ernis Khoeriniswah Rahmat, (2016)

Tabel 2.3. Rekapitulasi Jurnal Tentang Fraud

Kondisi Terjadinya
Fraud

Penelitian

Penyalahgunaan Aset

Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2020), Guindra Pramudi
Nugraha, Bambang Subroto, Aulia Fuad Rahman (2013), Siti
Sholihah, Prasetyono, (2016), Yeni Septiani, (2018), Sutjipto
Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019), Dinnul
Alfian Akbar, Fernando Africano, Ricardo Parlindungan, Siti
Khairani, (2017)

Korupsi

Haifa Najib, Rini, (2016), Dekar Urumsah, Aditya Pandu
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Wicaksono dan Wirawan Hardinto, (2018), Geri Hardianto,
Harun Delamat, Ahmad Subeki, (2016)

Kecurangan Laporan
keuangan

Dedy Eryanto, (2020), Rita Anugerah, (2014), Atik Emilia S.,
M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014), Artikel ini
disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di
Lampung, (2016), Rinny Jefri, Mediaty, (2014), Rima Novi
Kartikasari, Gugus Irianto, (2010), Wahyuni dan Gideon Setyo
Budiwitjaksono, (2017), Yurmaini, (2017), Sekar Akrom
Faradiza, Suyanto, (2017), Muhammad Fakhri Anshori,
(2016), Annisa Rachmania di bawah bimbingan Budiman
Slamet dan Lia Dahlia Iryani, (2017), Sekar Akrom Faradiza,
Yossi Septriani dan Desi Handayani, (2018), Sri Rahmayuni,

Tabel 2.4. Rekapitulasi Jurnal Tentang Akad-Akad Keuangan Syariah

Jenis Akad-Akad
Keuangan Syariah

Penelitian

Murabahah Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum,
(2014),

Salam Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi,
Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),

Istishna Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi,
Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),

Mudarabah Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi,
Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),

Musyarakah Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi,
Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014), Anisah
Novitarani, Ro’fah Setyowati, (2108)

ljarah Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi,
Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),

Qard Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi,

Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014), Anisah
Novitarani, Ro’fah Setyowati, (2108)

Tabel 2.5. Rekapitulasi Jurnal Tentang Pencegahannya

Konsep Pengawasan
Bank Indonesia

Penelitian

Acuan Minimal Strategi
Anti Fraud

Tindakan Fraud,Lembaga Keuangan Syariah, Strategi Anti
Fraud, Sistem Pengawasan, Standar Audit Kepatuhan
Syariah,Fraud Preventive

Penerapan Manajemen
Resiko

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah

Strategi Anti Fraud

Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah
Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus Pada 3 BUS di
Yogyakarta)




117

E. Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian maka sangat perlu disusun kerangka konseptual
yang dari segi pemaknaannya adalah adanya hubungan ataupun keterkaitan yang
terjadi antara suatu konsep satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah
yang akan diteliti.

Adapun dasar dari kerangka konseptual antara lain harus memuat beberapa
hal antara lain:

1. Dipastikan memuat variabel penelitian yang jelas.

2. Dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan dilengkapi
dengan teori menjadi dasarnya.

3. Harus digambarkan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk bagan yang
mencerminkan problema penelitian dan pencarian jawaban akan mudah
dipahami.

Kerangka konsepsual harus dapat dipilih dengan tepat pada dan oleh
sebagian besar penelitian ditentukan oleh beberapa landasan yaitu:

1. Deduktif; yaitu analisis teori, analisis konsep, analisis prinsip, analisis
premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pembuatan
analisa harus memuat secara berhati-hati dan daya kritik yang tajam
dengan membaca literatur kajian pustaka yang ada hubungan dengan
subyek penelitian secara cermat, sebelum diformulasikan hipotesisnya
yang menjadi tujuan dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

2. Induktif; yaitu penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului
yang dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

3. Perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian atas dasar sintesis
dari analisis deduktif dan induktif dengan cara berpikir kreatif inovatif;
sintesis pengalaman, teori, fakta, tujuan penelitan dan logika berpikir
kreatif disusun menjadi kerangka konseptual penelitian.

Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah refleksi dari semua
variabel penelitian yang diteliti di mulai dari tujuan penelitian, aspek-aspek yang
diteliti, masalah yang dihadapi, pemecahan yang dberikan dan strategi yang

dilaksanakan terlihat seperti terlihat pada gambar berikut ini:
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BAB IlI
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
1. Konsep Dan Variabel Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan juga
melalui pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk
membangun sebuah analisa yang kongkrit pada tujuan untuk mencari hirarki
potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah bisa
dilakukan sehingga akan dapat mencapai strategi anti fraud yang diharapkan.
Metode kualitatif akan mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang menjadi aspek
landasan yaitu; aspek hirarki, aspek potensial, aspek pencegahan, aspek fraud dan
aspek akad keuangan dalam mencari hirarki potensial dan pencegahan fraud pada
akad keuangan di bank syariah tersebut. Metode kualitatif deskriptif juga
memaparkan penjelasan suatu kelompok atau golongan tertentu yang bisa
memberikan gambaran mengenai hirarki potensial dan pencegahan fraud pada
akad keuangan dan ini merupakan yang terjadi di bank syariah yang juga akan
diperkaya melalui studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari
sumber primer (Michael, 2006)."

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah nilai-nilai dari perubahan yang
dapat dinyatakan dalam angka-angka (scoring). Pendekatan kuantitatif bertujuan
untuk memberikan gambaran angka-angka dari dekomposisi cluster pada aspek
hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah
dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan software
Super Decision. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aspek
yang ada dalam hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di

bank syariah.

79 Patton, Michael Quinn, Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 255
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2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup kumpulan data yang diperoleh
dari: 1) Praktisi keuangan syariah yang berkecimpung dalam bisnis lembaga
keuangan syariah, sebanyak 3 orang; 2) Pakar keuangan syariah yang sangat
paham tentang keuangan syariah, sebanyak 3 orang; 3) Pengusaha yang pernah
melakukan pembiayaan pada bank syariah, sebanyak 2 orang; 4) Pelaku atau
orang yang pernah mengetahui tentang fraud yang bercerita tentang bagaimana
kecurangan itu dilakukannya terutama dalam memanipulasi data dan pengusulan
kontrak pembiayaan, sebanyak 1 orang. Pemilihan sampel pada penelitian ini
dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan pemahaman dan pengetahuan
narasumber terhadap permasalahan hirarki potensial dan pencegahan fraud pada
akad keuangan di bank syariah. Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu dan
biaya, maka peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive
sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat sehingga
relevan dengan struktur penelitian. Pengambilan sampel dipilih oleh penulis
menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu (Djarwanto, 1998)8.

Dalam analisis ANP jumlah responden tidak digunakan sebagai patokan
validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah
orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya (Rifka, 2016)8. Populasi dan
sampel tambahan pada penelitian ini adalah sejumlah staff perbankan syariah pada
bagian pembiayaan yang berkecimpung dalam melayani pembiayaan nasabah.

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan melalui
Focus Group Discussion atau FGD kepada sekelompok atau segolongan tertentu
sebagai yang memberikan informasi yang dapat memahami masalah dan
dilakukan melalui survey yang sangat mendalam (in-depth interview) dan
sekaligus juga dilakukan penggalian lebih banyak lagi informasi sehingga akan

memperkaya dan dan penelitian menjadi lebih kuat.

8 pjarwanto, 1998. Statistik Sosial Ekonomi, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Cetakan. Ketiga.
Yogyakarta : BPFE. Falikhatun dan Rena Mainingrum. 2005, h. 80

81 Siregar, Rifka dan Dini Widyawati. 2016, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap
Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Jurnal Iimu dan Riset Akuntansi.
Volume 5,No 2, h. 5
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Membangun model penelitian atau konstruksi model menurut Rizal Agus
(2018)%2 dalam bukunya Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan
Pembiayaan Mudharabah maka peneliti harus melakukan Focus Group Discussion
(FGD) dan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada dua (2)

orang pakar yang dianggap menguasai masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif harus berlandaskan filsafat positif yakni filsafat
yang mempunyai pandangan suatu gejala itu dapat menjadi satu kelompok, dapat
tercermati, dapat terukur, mempunyai sifat sebab dan akibat, mempunyai kadar
relatif tetap dan bebas nilai. Karena gejala dapat dikelompokkan maka peneliti
kuantitatif dapat memilih secara bebas beberapa variabel dalam penelitiannya.

Pendekatan kualitatif harus berlandaskan pospositivif atau enterpretive.
Filsafat ini berpandangan bahwa gejala yang bersifat holistik belum tentu dapat
dicermati atau diukur. Hubungan gejala bersifat reciprocal dan data yang bersifat
dinamis dan harus terikat nilai. Holistik adalah gejala yang menyeluruh dan tidak
terpisah dan dapat diklasifikasikan. Sehingga peneliti dapat melakukan penelitian
dengan tidak meneliti hanya beberapa variabel saja, tetapi harus seluruh aspek
yang ada pada tujuan yang diteliti atau oleh Spradley disebut situasi sosial. Situasi
sosial menghimpun orang, tempat dan kegiatan orang tersebut dalam satu
tempat.®®

Pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif tidak
dapat digambarkan sebagai dua pendekatan penelitian yang sifatnya dikotomi dan
berseberangan satu dengan yang lainnya tetapi merupakan suatu pendekatan yang
melengkapi. Pendekatan ini diletakkan dalam satu garis yang berkesinambungan
dari ujung Kiri pendekatan kuantitatif samapi ujung kanan pendekatan kualitatif

atau sebaliknya. Dan di antara kedua pendekatan tersebut ada pendekatan

82 Rizal Agus, 2018, Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan
Mudharabah, Bogor, UIKA Press, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, h. 183
83 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes), (Bandung, Penerbit Alfabeta,
2014), h.397-398
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kombinasi. Pendekatan kombinasi tidak harus berada ditengahnya tetapi bisa lebih
mengarah ke pendekatan kuantitatif atau mengarah ke pendekatan kualitatif.®*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan
penelitian kombinasi yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan antara
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif guna mencari hirarki potensial
dan pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah.

C. Bentuk Sample Dan Kajian Terpadu (Unit of Analysis)

Pendekatan penelitian kualitatif tidak mempergunakan terminologi
populasi akan tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau dalam arti
Bahasa Indonesianya yaitu situasi sosial yang mempunyai tiga unsur yaitu: tempat

atau place, pelaku atau actors dan aktivitas atau activities yang saling berinteraksi

' PLACE

secara sinergi.®

’ ACTORS 'ACTIVITIES

Gambar 3.1. Struktur Situasi Sosial Penelitian
Dalam hal teknik sampling pendekatan kuantitatif jelas berbeda dengan
kualitatif. Pendekatan kualitatif erat kaitannya dengan faktor kontekstual. Sample
digunakan untuk menyaring sebanyak mungkin informasi dari segala sumber dan
mengkonstruksi bangunannya atau construction. Sehingga tujuannya bukanlah

menjadi pusat diri daripada adanya perbedaan yang akan dikembangkan secara

8 |bid, Sugiono, 2014.h.400-401
8 |bid, Sugiono, 2014.h. 298.
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umum atau general. Bertujuan untuk memperinci kekhususan yang ada dalam
konteks yang menjadi unik. Kemudian pengertian kedua dari sampling ialah dapat
menggali informasi yang akan menjadi tata letak dasar dari rancangan dan teori
yang muncul. Maka pada pendekatan kualitatif tidak ada ditemukan sampel yang
acak tetapi menemukan sampel yang bertujuan atau purposive sample.

Cara purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dari
sumber data dengan mempertimbangkan kondisi tertentu umpamanya individu
tertentu dianggap sangat tahu mengenai apa yang diharapkan dan snowball
sampling adalah tehnik pengambilan sampel dari sumber data pada awalnya
jumlahnya sedikit tetapi akan menjadi besar pada akhirnya.®

Kriteria sample dicari sebagai sumber data atau sebagai sumber informasi
yang baik dan harus memenuhi sebagai berikut:

1. Informan menguasai atau memahami sesuatu proses enkulturasi hingga
sesuatu itu bukan hanya sekedar mengetahui saja tetapi juga harus
diresapinya.

2. Informan harus tergolong sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang tengah diteliti.

3. Informan harus mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai
informasi.

4. Informan harus tidak cenderung menyampaikan informasi hasil
kemasannya sendiri.

5. Informan harus orang tidak dikenal peneliti sehingga lebih gairah untuk
dijadikan semacam guru atau nara sumber.%’

Pendekatan kualitatif ukuran sampel menjadi bervariasi antara yang satu
dengan yang lainnya. Pada dasarnya ukuran sampel ditentukan sendiri oleh
hagqul yakin si peneliti. Peneliti yang harus menganggap apakah sudah cukup
dengan beberapa narasumber saja yang berfungsi sebagai informan dan informan

kunci atau perlu penambahan informan. Penambahan akan memberikan keyakinan

8 |bid, sugiyono, hal.301
87 Ibid, sugiyono, hal.304
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tentang cukupnya data dan informasi. Ada beberapa hal yang dapat menjadi
pedoman antara lain:
1. Harus menentukan sendiri yang menjadi fokus subjek penelitian, apakah
berupa berapa individu atau berupa beberapa tempat.
2. Harus menetapkan sejumlah sampel, sejumlah tempat penelitian dan
waktu penelitian melalui kasus yang diteliti.
3. Memilih langkah penelitian yang tepat dalam menentukan narasumber
yang akan dijadikan sampel dalam penelitian.

Melalui cara snowball sampling yaitu cara di mana peneliti mengambil
sampel awal dengan cara probability sedangkan tambahan sampel diperoleh dari
referensi sampel dari awal yang terpilih. Dalam prakteknya cara ini hanya
digunakan untuk tujuan tertentu. Keunggulan cara ini adalah sangat berguna
dalam menempatkan anggota populasi yang unik.®

Kemungkinan kelemahannya adalah akan terjadinya simpangan akibat unit
sampel tidak bebas®. Pola bola salju menarik digunakan karena bermanfaat dalam
mewawancarai para informan secara terperinci®®. Prosedur snowball sering
digunakan dalam mencari dan merekrut informan yang tersembunyi, yaitu
sekelompok orang yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi
pengambilan sampel lainnya dan beberapa persyaratan yang harus digunakan
dalam proses snowball jika informan dengan berkarakter tertentu sulit didapat
maka informan yang menggantikan harus bersedia merujuk ke informan lain dan
memungkinkan perkembangan rantai rujukan sampai pada snowball yang
memadai sebagai informasi penelitian yang dibutuhkan peneliti. Akan tetapi
peneliti harus dapat memverifikasi layaknya setiap informasi guna memastikan
informasi yang diberikan adalah informasi akurat dan karena informan benar

memahami masalah penelitian yang diperlukan peneliti.®

8 Rully Indrawan, Poppy Yuniawati, Metode Penelitian, (Bandung: Penerbit Anditama, 2014)
89 Hendri, Abrista Devi, Metode Penelitia Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing,
2013), h.118

% Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

1993)

%1 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).
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Maka pada penelitian ini akan menggunakan cara purposive dan cara
snowball sampling. Proses penelitian di mulai dari satu informan sebagai tokoh
kunci kemudian semakin lama semakin banyak informan. Penentuan informan
akan berakhir atau berhenti apabila telah terjadi pengulangan jawaban dari

kuesioner yang diajukan peneliti.

D. Kajian Data Informan

Mengacu kepada individual atau perseorangan yang sudah ditetapkan
sebagai satuan kajian maka pengumpulan data dipusatkan pada kegiatan di
sekitarnya. Kegiatan yang dikumpulkan adalah berupa apa yang terjadi, apa yang
mempengaruhinya, bagaimana sikap dan sebagainya. Data dikumpulkan melalui
media observasi, dokumentasi dan wawancara.

Satuan kajian dalam penelitian ini terdiri dari sembilan orang informan
yang sangat memahami tentang hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad

keuangan di bank syariah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Yang Memberikan Informasi Penelitian

No. Jabatan Informan Usia
1 | Pimpinan Dari Bank Aceh Syariah 39 Tahun
Cabang S. Parman Di Medan
Afrizal
2 | Pimpinan Dari Bank Rakyat Indonesia 45 Tahun
Syariah Cabang Di Lubuk Pakam
Khairul Fahmi

3 | Pimpinan Dari Bank Muamalat Cabang 44 Tahun
Arief Rahman Hakim Di Medan
Doni Rachman

4 | Pakar Dari Universitas Islam Sumatera 46 Tahun
Utara Medan

Dr. H. Abdul Rahman Sofyan, Lc., SE.,
MA

5 | Pakar Dari Universitas Budi Darma 42 Tahun
Medan

Dr. Permanan Ginting Munthe, MBA
6 | Pakar Dari Universitas Muhammadiyah 30 Tahun
Sumatera Utara Medan

Dr. Rahmayati Nasution, MEI
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7 | Pengusaha Retail Fashion Di Sumatera 36 Tahun
Utara

Muhammad Syafei, SE., MSM
8 | Pengusaha Advertising Di Sumatera 31 Tahun
Utara

Muhammad Irsyad, S. Kom., MM
9 | Pelaku atau Orang yang pernah 35 Tahun
mengetahui bagaimana fraud itu bisa
dilakukan.

(Tidak Mau Disebutkan Namanya)

E. Fokus Kelompok Penelitian Kualitatif

Pendekatan kualitatif terpusat pada kata-kata dan pengamatan untuk
menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk menjelaskan individu dalam suatu
latar belakang alamiah. Menjadi unsur kunci dalam hal ini adalah keterlibatan
individu yang mana pandangannya dapat didorong dari lingkungan yang
dibangun. Kemudian dilakukan dengan cara memperoleh titik kecenderungan
sikap dan persepsi dikembangkan melalui cara interaksi dengan individu lain.
Selama waktu diskusi sekelompok individu bisa berubah karena pengaruh
tanggapan orang lain.

Kreuger (1988) menyarankan dalam memperoleh informasi dari alam
kualitatif dari sekelompok orang terbatas jumlahnya maka sebaliknya tanggapan
seseorang itu bisa dikemukakan secara pasti.%.

Fokus kelompok digunakan pada setiap bagian dalam suatu program
penelitian. Pemanfaatan yang lebih umum dari fokus kelompok diikhtisarkan
sebagai berikut®:

1. Latar belakang informasi harus diperoleh secara umum tentang sesuatu
topik yang diperhatikan.

2. Hipotesis penelitian harus dikumpulkan agar dapat memberikan sejumlah
alternatif penelitian lainnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih

kuantitatif.

92 Kreuger (1988), dalam Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT. Remaja
Rosdakarya, 2014), h.227.

93 Steward & Samdasani (1990), dalam Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT.
Remaja Rosdakarya, 2014), h.226
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3. Gagasan baru dan konsep yang kreatif harus selalu didorong
keberadaannya.

4. Dapat mendiagnosis sejumlah potensi masalah dalam suatu program baru,
pelayanan atau produk.

5. Agar terbangun kesan tentang produk, program , pelayanan, lembaga atau
bidang perhatian lainnya.

6. Responden harus belajar bagaimana berbicara tentang fenomena yang
diperhatikan.

7. Hasil penelitian kualitatif harus diinterpretasikan sebelumnya.

Dalam mengembangkan penelitian maka wawancara kelompok fokus
sangat penting dalam proses evaluasi sebagai satu bagian dari asesmen kebutuhan.
Dalam satu program berjalan, pada akhir program, atau sebulan setelah selesainya
program maka dapat dikumpulkan persepsi tentang hasil dan dampak program®.

Berjalan dengan hal di atas maka focus group discussion (FGD) adalah
sebuah cara pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada pendekatan
kualitatif. Cara ini dimaksud untuk memperoleh data dari sekelompok individu
berdasarkan diskusi yang terpusat pada suatu masalah tertentu, FGD amat penting
dalam menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap masalah
yang sedang diteliti. Cara digunakan sangat efektif dalam menarik suatu
kesimpulan terhadap pengertian inter subjektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh

peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti.%®

F. Anggota Kelompok
Dalam kelompok biasanya terdiri atas anggota sejumlah enam sampai dua
belas orang. Dalam memilih sejumlah peserta harus berdasarkan pada dua hal
yaitu: jangan terlalu besar jumlahnya sehingga partisipasi setiap anggota menjadi
sangat berkurang dan sebaliknya jangan pula terlalu kecil jumlahnya sehingga
akan gagal dalam memperoleh keluasan dibanding dengan hanya satu orang

% patton (1990) dalam Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung PT.Remaja
Rosdakarya, 2014), h. 228.
% Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 237.
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anggota. Jumlah peserta tergantung daripada tujuan penelitian. Umpamanya
jumlah yang dikategorikan kecil terdiri dari empat sampai enam orang maka
sangat diharapkan apabila peserta mempunyai banyak hal yang ingin dibahas atau
disepakati bersama tentang topik atau juga mereka mempunyai kesamaan
pandangan bersama yang cukup lama dengan topik diskusi.*

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara focus group discussion
(FGD) dengan sejumlah peserta terdiri dari Praktisi Keuangan Syariah, Pakar
Keuangan Syariah, Pengusaha dan Pelaku atau orang yang mengetahui bagaimana

Fraud itu bisa dilakukan sebanyak sembilan orang.

G. Wawancara Yang Mendalam

Guna melakukan pengumpulan data di lapangan maka peneliti sosial dapat
menggunakan cara wawancara yang mendalam. Sesuai dengan definisinya
wawancara yang mendalam harus bersifat terbuka. Waktu pelaksanaan wawancara
tidak hanya boleh dilakukan sekali atau dua kali saja melainkan juga bisa
dilakukan berulang dengan intensitas yang sangat tinggi. Peneliti tidak harus
percaya begitu saja pada apa yang dijelaskan informan, melainkan harus dapat
mengecek dalam faktanya melalui pengamatannya. Harus melakukan pengecekan
secara bergantian dari wawancara yang mendalam sambil terus melakukan
pengamatan fakta di lapangan atau boleh juga melalui informan yang satu ke
informan yang lain.

Penentuan informan kunci harus dilakukan oleh peneliti. Siapa yang harus
menjadi informan kunci harus melalui pertimbangan di antaranya; individu yang
bersangkutan harus memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan
yang diteliti, usia individu yang bersangkutan harus telah dewasa, harus sehat
jasmani dan rohani, harus bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan
pribadi untuk menjelekkan individu lain yang memiliki pengetahuan luas
mengenai masalah yang diteliti dan lain-lain sebagainya. Sebelum data
dikumpulkan di lapangan dengan cara wawancara yang mendalam maka peneliti

seharusnya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Daftar

% Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h. 229.
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pertanyaan yang dibuat harus fleksibel jangan bersifat ketat sehingga dapat
mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Peneliti dipandang sebagai instrumen karena melalui gejala empiris di
lapangan dapat dibayangkan akan muncul sebagai gejala empiris dalam
masyarakat. Wawancara harus mempunyai draft pedoman yang dapat digunakan
untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan.®’

Menurut pendapat Koentjaraningrat dalam menjalankan wawancara yang
mndalam harus dapat menarik sebanyak mungkin keterangan dari informan dan
dapat menumbuhkan laporan yang baik yang memang merupakan suatu
kepandaian yang hanya dapat dicapai dengan melalui banyak pengalaman. Proses
wawancara biasanya amat terbatas dalam waktu dan kemampuan tenaga, tidak
hanya dari sisi responden tetapi juga dari peneliti. Pandangan pada umumnya
waktu tiga jam merupakan batas maksimum kecuali wawancara hanya bersifat
omongan dan ngobrol secara bebas.

Data wawancara yang dicatat merupakan pokok utama yang penting dalam
wawancara, karena kalau wawancara tidak dicatat dengan semestinya maka
sebagian dari hasil data yang diperoleh akan hilang dan wawancara yang
mendalam akan menjadi sia belaka.

Pencatatan data wawancara dapat dilakukan dengan lima cara: Pertama
melalui pencatatan langsung; kedua melalui pencatatan dari ingatan; ketiga
melalui pencatatan dengan alat recording; keempat melalui pencatatan dengan
field rating; dan kelima melalui pencatatan dengan field coding.%®

Pendekatan penelitian ini sebagai informan kunci adalah pelaku atau orang
yang mengetahui tentang fraud itu bisa dilakukan di bank syariah dengan
menggunakan sejumlah daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Daftar
pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat sangat ketat tetapi dapat juga
mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Pencatatan
dilakukan dengan mencatat langsung atau menggunakan alat recording yang

kemudian dicatat ulang sebagai hasil wawancara penelitian.

7 Moleong, ibid, 2014.
% Koentjaraningrat (1986:151), dalam Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta,
Rajawali Pers, 2012), h.103
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H. Pengujian Validitas (Keabsahan) Data

Pendekatan kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel
harus diuji dengan validitas. Reliabilitas merupakan instrumen penelitian
sedangkan dalam pendekatan kualitatif yang diuji datanya. Menurut pendekatan
kuantitatif penekanannya pada aspek reliabilitas sedangkan pendekatan kualitatif
lebih pada sisi aspek validitas. Hasil temuan dalam pendekatan kualitatif adalah
data yang dinyatakan valid dan ketika tidak ditemukan perbedaan antara yang
disampaikan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada tujuan penelitian.
Tes uji keabsahan data dalam pendekatan kualitatif meliputi validitas internal atau
uji  credibility, validitas eksternal atau transferability, realibilitas atau
dependability dan objektivitas atau confirmability.®®

Pendekatan penelitian ini uji kredibilitas yang digunakan adalah dengan
uji triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber yaitu melalui para Praktisi Keuangan Syariah, Pakar Keuangan Syariah,
Pengusaha dan Pelaku atau orang yang mengetahui tentang Fraud itu bisa
dilakukan dan kemudian dijelaskan, disusun berdasarkan mana pandangan yang
sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber tersebut. Data analisis
olen peneliti akan menghasilkan kesimpulan selanjutnya akan dimintakan
kesepakatan atau member check terhadap sumber data tersebut.

Kemudian harus dilakukan beberapa bahan referensi yaitu adanya data
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti yaitu data
wawancara yang didukung dengan adanya rekaman wawancara, data interaksi
manusia dengan dukungan foto kegiatan dengan menggunakan alat bantu kamera

rekaman dan sebagainya.

I. Tehnik Analisa Data
Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan

menggunakan Analitic Network Process (ANP).

9 Susan Stainback (1998), dalam Sugiyono 2014, h.363
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Pendekatan kuantitatif pada umumnya membutuhkan suatu model
penelitian. Literatur dan review atau penelitian terdahulu diterapkan dalam model
penelitian ini yaitu dengan mengubah beberapa variabel penelitian terkait dengan
tujuan dari penelitian yang akan diteliti maupun mempatenkan suatu model baru
yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Pada dasarnya pembuatan model
kedua ini jarang sekali ada dalam penelitian dan kebanyakan penelitian
menggunakan model yang sudah pernah diteliti sebelumnya dengan
menambahkan atau mengurangi beberapa variabel atau menerapkan metode yang
sama pada tempat yang berbeda.

Bangunan teoritis atau analisis kerangka model ekonomi terdiri dari
sejumlah konsep, sejumlah definisi, sejumlah anggapan, sejumlah persamaan,
sejumlah kesamaan atau sejumlah indentitas dan sejumlah ketidaksamaan dari
mana kesimpulan akan dijelaskan turunannya. Model adalah merupakan
representasi dari keadaan yang nyata kemudian selalu disederhanakan. Oleh sebab
itu model merupakan bentuk representasi maka tidak harus seratus persen sama
dengan aslinya.

Maka dari itu suatu model akan mendekati aslinya jika model memiliki
paling sedikit asumsinya. Asumsi yang diperoleh dari ANP sangat sedikit karena
model ANP dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada yang diambil dari teori
kajian pustaka, kajian pendapat dan kajian ide dari para praktisi dan pakar yang
sangat menguasai masalah yang diangkat. Sehingga dalam metodologi penelitian
ANP sangat cocok untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan
kuantitatif.

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan jaringan feedback atau
jaringan timbal balik yaitu elemen dapat bergantung atau terikat pada komponen
seperti pada jaringan hirarki akan tetapi juga dapat bergantung atau terikat pada
sesama elemen. Dan lebih jauh kemudian suatu elemen dapat tergantung pada
elemen lain yang ada dalam suatu komponen. Komponen yang memiliki
hubungan atau pengaruh terhadap komponen lainnya sebagaimana ditunjukkan
pada garis lurus yang menghubungkan antara C 4 ke klaster lain yaitu ke C 2 dan

ke C 3 disebut outer dependence. Perbandingan yang berada pada garis komponen
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yang sama pada unsur elemen tersebut dan membentuk hubungan garis putaran
atau disebut dengan inner dependence.!®. Kalau menggunakan jaringan feedback
maka dapat dihasilkan prioritas yang berasal dari penilaian para responden secara
lebih objektif mengingat banyak aspek nantinya yang akan menjadi pertimbangan
sehingga hasil yang diprediksi juga akan menjadi lebih akurat. Hasil pendekatan
ANP lebih stabil dengan menggunakan jaringan feedback.

Tujuan
Aspek A A2 Az A
Masalah M: M2 M; M« Ms
M6M7 M8M9 M10
Pemecahan Strategi

Sumber: researchgate.net

Gambar 3.2. Jaringan Feedback

Garis lurus dari komponen C 4 ke komponen C 2 menunjukkan adanya
hubungan atau pengaruh antara elemen yang ada pada komponen C 2 atau dapat
disebut juga outer dependence.

Garis putaran dalam lingkaran komponen menunjukkan ada hubungan atau
pengaruh dari setiap unsur elemen dalam suatu komponen atau disebut inner
dependence. 1%

Contoh kerangka model diambil dari aplikasi Kerangka ANP 1 seperti

tergambar berikut ini:

100 Saaty dan Vargas, 2006, dalam Hendri, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta:Gramata
Publishing, 2013), h.217-218.
101 1hid, Saaty dalam Hendri, 2013, h.218.
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APLIKASI ANP
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Sumber: Ascarya, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral — Bank Indonesia
Gambar 3.3. Kerangka ANP 1

1. Landasan Konsep ANP Sebagai Pengambilan Keputusan

Keilmuan teori ekonomi, sosial, geografi dan beragam bidang keilmuan
lainnya yang ada di muka bumi ini sudah tidak lagi berdiri secara independen. Hal
ini sesuai dengan konsep ajaran dari Rasulullah SAW bahwa Alquran diwahyukan
olen Allah SWT sebagai jalan kehidupan umat manusia dalam melakukan
amanahnya sebagai khalifah di dunia ini. Bahwa pada hakikatnya suatu sistem
yang kompleks dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Sebagai umpama
yang nyata, keilmuan ekonomi umpamanya sangat bergantung pada berbagai
macam sumber daya alam atau SDA maupun sumber daya manusia atau SDM
yaitu ketersediaan energi itu sendiri sangat tergantung pada kondisi geografi suatu
wilayah maupun kebijakan politik yang melatarbelakang; politik bergantung pada
kekuatan militer; kekuatan militer bergantung pada teknologi; teknologi
bergantung pada gagasan atau ide dan sumber daya; dan demikian seterusnya.

Bidang keilmuan sangat bergantung dengan bidang keilmuan lainnya yang
berarti menunjukkan bahwa keilmuan pengetahuan di dunia ini semakin
kompleks. Masalah tidak hanya timbul dalam satu aspek saja bahkan dari berbagai

aspek. Penelitian yang dilakukan pada umumnya hanya mengandalkan variabel
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tertentu ternyata juga menunjukkan banyak variabel lain yang berpengaruh. Oleh
sebab itulah diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka
mengantisipasi banyaknya pengaruh internal maupun eksternal.

Masalah yang kompleks membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat
sebagai salah satu cara mencari jalan keluar yang dihadapi. Skill ini dipilih karena
para pengambil keputusan biasanya lebih dari satu orang maka perlu adanya
kesepakatan. Beragam karakter seseorang dan adanya diferensiasi ide yang
dimiliki seringkali menyebabkan sulitnya menemukan kata kesepakatan.
Pengambilan keputusan dengan tidak mempunyai pertimbangan memang tidak
membutuhkan skill tertentu. Akan tetapi akan mendapat hasil yang belum tentu
sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Sangat memerlukan skill
pengambilan keputusan yang benar dengan mempertimbangkan beberapa aspek
yang melandas dan hasilnya pun akan menjadi lebih ilmiah dan dapat
dipertanggungjawabkan. Salah satu skill terbaru dalam pengambilan keputusan
adalah dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP).

Analytic Network Process atau ANP adalah keilmuan dari teori matematis
yang pertama yang membuat metode ini memungkinkan seorang pengambil
keputusan menghadapi faktor yang saling berhubungan atau dependence serta
umpan balik atau feedbacknya secara sistematis. Dalam pengertian lain, ANP
merupakan satu dari beberapa cara pengambilan keputusan berdasarkan banyak
kriteria atau Multiple Criteria Decision Making atau MCDM vyang terus
dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Cara ini merupakan pendekatan baru dalam
pendekatan kualitatif yang merupakan perkembangan selanjutnya dari cara
terdahulu yakni Analytic Hierarchy Process (AHP). Kelebihan ANP mempunyai
cara yang lain yaitu kemampuannya dalam membantu para pengambil keputusan
dalam melakukan takaran dan sintesis faktor dalam hirarki atau jaringan. Banyak
kelebihan dari cara baru yang diperkenalkan oleh Saaty ini yang antara lain adalah
konsep kesederhanaan yang ditawarkan dan mudah dipakai dengan beragam
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seperti pengambilan keputusan, peramalan atau forecsating, evaluasi, pemetaan
atau mapping, strategizing, alokasi sumber daya dan lain sebagainya.%?

Dalam menjelaskan pendekatan kualitatif maka belum ada metodologi lain
yang mampu melakukan sintesis seperti metodologi ANP. Penemuan yang ada di
lapangan mendeskripsikan pendekatan kualitatif tanpa dilakukan sintesis lebih
dalam. Kelebihan ANP umpamanya menghasilkan perbandingan lebih objektif,
berkemampuan prediktif lebih akurat dan hasil yang stabil. ANP mempunyai sifat
lebih umum dibandingkan dengan AHP yang menggunakan multi criteria
decision analysis. Decision problem bentuk tingkatan adalah bentuk hirarki atau
AHP sementara pendekatan jaringan tanpa harus menetapkan level adalah ciri
khas ANP. ANP menggunakan pemecahan masalah yang lebih bergantung pada
alternatif dan kriteria yang ada. ANP menggunakan teknik analisa perbandingan
berpasangan pada aspek, kriteria dan sub kriteria proyek. AHP mempunyai
tingkatan tujuan, kriteria, sub kriteria dan alternatif yang mana masing level
memiliki unsur elemen. ANP terdapat juga tingkatan disebut dengan klaster yang
terdiri dari kriteria dan alternatif sub kriteria di dalamnya atau disebut dengan
simpul.1%®

2. Tahap-Tahap Penelitian

Skill ANP adalah cara pengambilan keputusan terhadap suatu masalah.
Dalam keilmuan teori manajemen maka pengambilan keputusan merupakan suatu
hal yang sangat krusial. Kemudian masalah yang diselesaikan dengan cara
pengambilan keputusan tentunya harus melibatkan para pengambil keputusan
yang benar dipaham akan masalah yang sedang dibicaraka. Oleh sebab itulah
dalam metode ini yang dijadikan sebagai responden adalah mereka yang ahli atau
pakar mengetahui masalah yang diteliti, mereka para praktisi kesehariannya
berkecimpung dengan urusaan masalah yang akan diteliti. Dalam ANP tidak ada
pembatasan khusus untuk menetapkan berapa jumlah responden asalkan
responden tersebut benar ahli dalam masalah yang dihadapi. Tahap-tahap

102 1pid, Saaty, 2005, dalam Hendri , 2013, h. 214,
103 Ascarya dalam Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, Analytic Network Process: Pengantar
Teori dan Aplikasi (Bogor, SMART Publishing, 2013), h. 41.
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penelitian ANP ini terbagi menjadi tiga tahap utama seperti tergambar sebagai
berikut:

Eajian Fetaka Fuedoner
FASE 1 et iereiew - Fe D
Eonztruksi I
Model f - Eorsbnukis Model |
b sl e Pl e
-l Prrspusunan Esenkoner ANP
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Model . / KTIS)
| Sureel PLKAR & PRAKTIS! — I
________________________ o= =d=c==f===
| analich Data
FASE 3 . :
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Hakil |
_l Iribir et dcid Hadil

Sumber: ejurnalmalayahati.ac.id
Gambar 3.4. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Pertama, Membuat Kerangka Kerja ANP Atau Model

Pendekatan penelitian pada tahap ini dengan melakukan berbagai masalah
didekomposisikan, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah
tersebut dapat dikaji melalui beberapa cara, baik melakukan kajian pustaka lalu
membuat kuesioner, melakukan in-depth interview (wawancara mendalam)
kepada sejumlah praktisi dan pakar atau bisa saja dengan melakukan Tujuan FGD
dilakukan dengan mengumpulkan beberapa orang praktisi dan pakar secara
bersamaan dalam suatu tempat khusus dengan melakukan diskusi dalam
memahami masalah. Masalah-masalah tersebut disusun dalam suatu model agar
dapat memberikan kemudahan peneliti ataupun responden agar lebih memahami
problema yang begitu kompleks.

Setelah model selesai, peneliti melakukan validasi atau konfirmasi model
kepada salah satu responden yang dianggap pakar dari pakar lainnya. Konfirmasi
ini mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa model masalah yang dibuat
berdasarkan pendapat dari berbagai sumber adalah benar dan sudah dapat
mewakili dari masalah yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan FGD dengan

mengumpulkan praktisi keuangan syariah sebanyak tiga orang, pakar keuangan
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syariah sebanyak tiga orang, pengusaha sebanyak dua orang dan satu orang yang
pernah mengetahui bagaimana terjadinya fraud tersebut yang berada di bank
syariah. Kegiatan FGD diselenggarakan suatu tempat yang bernama Warung Kopi
Normal yang beralamat di Jl. Halat No. 21, Kelurahan Pasar Merah Timur,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan diadakan
pada tanggal 16 September 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memahami
masalah yang ada untuk mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan
syariah kemudian akan dibuatkan rumus atau model masalah dan solusinya.
Setelah model dibuat maka model tersebut akan dikonfirmasi ulang untuk
memvalidasi model kepada tiga orang pakar dalam bidang tersebut yaitu
akademisi kampus perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang sangat
memahami tentang hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah.
Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan dengan ketiga pakar di atas maka
konsruksi penelitian mengalami penambahan dan pengurangan pada elemen
klaster yang ada.
b. Tahap Kedua, Kuantifikasi Model

Konfirmasi model apabila telah dinyatakan benar maka tahap selanjutnya
adalah dengan menerapkan model melalui software super decision ANP yaitu
dengan memasukkan sejumlah kuesioner perbandingan pasangan. Berbagali
pertanyaan kuesioner ANP berupa pairwase comparison atau perbandingan
pasangan antar unsur elemen Klaster yang dapat diketahui keduanya mana yang
lebih besar pengaruhnya atau dominan dan seberapa besar perbedaannya terukur
dari skala satu sampai sembilan koma lima dan dapat dilihat dari satu sisi. Ukuran
angka yang berskala digunakan untuk menterjemahkan penelitian verbal.

Setelah kuisioner dibuat dan dilakukan uji coba maka langkah selanjutnya
adalah dengan melakukan survei responden kepada praktisi, pakar dan orang yang
mengetahui fraud itu pernah terjadi. Pada tahapan ini responden akan diminta
untuk menentukan prioritas yang paling penting atau memiliki pengaruh yang
kuat terhadap masalah. Untuk mencapai kesimpulan praktek ANP memiliki tiga

kali tahap wawancara responden. Yang pertama adalah wawancara untuk
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mengkonstuksi model, yang kedua wawancara untuk memvalidasi model, dan
yang ketiga adalah menyebar kuesioner perbandingan pasangan.

c. Tahap Ketiga, Menganalisis Hasil

Kuisioner yang telah diisi responden maka dilakukan kuantifikasi dengan

melakukan input pada software super decision lalu mencari nilai rata-rata dari
jawaban setiap responden. Tahapan ini dikenal dengan sintesis hasil. Hasil yang
sudah ada juga akan dihitung nilai kendall’s coefficience di mana merupakan
salah satu alat ukur untuk menghitung rater agreement yaitu nilai kesepakatan
antara responden. Langkah terakhir adalah melakukan sintesis interpretasi hasil.

3. Ukuran Angka Dalam ANP

Tabel 3.2. Ukuran Angka Analytic Network Process (ANP)

Deskripsi Ukuran Angka Keterangan
Kepentingan

Sangat Amat Besar 9 Bukti Memihak Elemen Satu

Pengaruh Peringkat Dengan Elemen Lainnnya

Kepentingannya Mempunyai Peringkat Afirmasi
Tertinggi

Di antara Angka 7 - 9 8

Sangat Besar Pengaruh 7 Elemen Satu Mempunyai

Peringkat Kelebihan Dibandingkan Elemen

Kepentingannya Lainnya Dan Dominasinya
Ditunjukkan Dalam Praktek

Di antara Angka 5 - 7 6

Besar Pengaruh atau 5 Mempunyai Pengalaman Dan

Peringkat Nilai Kuat Mendukung Elemen

Kepentingannya Satu Dibandingkan Dengan

Elemen Yang Lain

Di antara Angka 3 - 5 4

Lebih Besar Sedikit 3 Mempunyai Pengalaman Dan

Pengaruh atau Peringkat Nilai Sedikit Mendukung

Kepentingannya Elemen Satu Dibandingkan
Dengan Elemen Yang Lain

Di antara Angka 1 - 3 2

Pengaruh atau Peringkat 1 Kedua Elemen Yang

Kepentingannya Sama Dibandingkan memiliki

Besar Kontribusi Kepentingan Yang

Sama Besar Terhadap Tujuan

Sumber: Hendri, (2013), h. 220



BAB IV
HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN FRAUD
PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH

A. Hasil Penelitian

1. Profil Tiga Bank Umum Syariah

a. Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

Melihat bagaimana profil dari Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman
maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah Bank Aceh tersebut. Gagasan untuk
mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan
Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Kemudian melalui persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja, sekarang disebut
dengan Kota Banda Aceh, dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7
September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula
Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank
dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh,
NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.1%
Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari

1960 memperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.
12096/BUM/II dan melalui Pengesahan Bentuk Hukum dari Kementerian
Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J. A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada
saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai
Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin
Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-
undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank

Pembangunan Daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka semua bank

104 http://www.bankaceh.co.id/tentang kami/sejarah singkat/?page_id=82, Dilihat pada hari Senin
tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.30 Wib
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yang berada di lingkungan pemerintah di daerah berdiri sebelumnya diharuskan
menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dan dengan memenuhi persyaratan tersebut maka
pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 yang akan menjadi landasan
hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dengan adanya
perda tersebut merupakan penegasan berdirinya Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan
usaha pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
semesta berencana.

Melewati masa waktu 10 tahun atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April
1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan
yang bernomor 54 tahun 1973 tentang ditetapkannya pelaksanaan pengalihan
perseroan terbatas maka Bank Kesejahteraan Aceh, NV beralih menjadi Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Beralihnya status baik dalam bentuk
hukum, hak dan kewajiban dan lainnya dengan resmi dapat dilaksanakan pada
tanggal 6 Agustus 1973 maka sejak itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam memberikan keleluasan bergerak lebih luas kepada Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh maka Pemerintah Daerah telah berulang
kali membuat perubahan Peraturan Daerah atau Perda yaitu di mulai dari Perda
No0.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8
tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan perda terakhir adalah Peraturan Daerah
atau perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan bernomor 2 Tahun 1999
tertanggal 2 Maret 1999 tentang adanya Perubahan Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh kemudian melalui pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Bentuk badan hukum yang berubah dari Perusahaan Daerah menjadi
Perseroan Terbatas dan dilatarbelakangi ikut sertanya Bank Pembangunan Daerah

Istimewa Aceh dalam rekapitalisasi program berupa peningkatan modal bank
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yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama yang dilakukan Menteri
Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.
53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang
Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum kemudian ditindak lanjuti
dengan ikut ditanda tangani Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik
Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta tanggal 7 Mei
1999.

Kemudian dengan berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perseroan
Terbatas melalui penetapan melalui Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55
tanggal 21 April 1999 bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
disingkat PT. Bank BPD Aceh. Pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya bernomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal
6 Mei 1999 maka telah diadakan perubahan. Dalam Akte Pendirian Perseroan
maka ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh menjadi sebesar Rp. 150
milyar.

Akte notaris Husni Usman, SH bernomor 42 tanggal 30 Agustus 2003
telah mencatatkan modal dasar ditempatkan di PT. Bank BPD Aceh ditambah
menjadi Rp. 500 milyar.

Akte notaris Husni Usman menjelaskan tentang adanya pernyataan
keputusan rapat yang bernomor 10 Tanggal 15 Desember 2008 dengan notaris
yang ada di Medan bahwa peningkatan dari modal dasar perseroan menjadi Rp.
1.500.000.000.000,- dan selanjutnya perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank
Aceh. Perubahan juga telah dimintakan pengesahannya kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bernomor AHU-
44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama
menjadi PT. Bank Aceh telah dijalankan sesuai pengesahan Keputusan Gubernur
Bank Indonesia bernomor 12/61/KEP.GBI1/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat dari Bank Indonesia
bernomor 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan

Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Setelah melewati
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tanggal tersebut tersebut bank mulai melakukan aktivitas kegiatan operasionalnya
dengan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004.

Maka mulailah diukir sejarah baru oleh Bank Aceh melalui hasil rapat
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015
tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem
konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Alur jalan konversi dimulai
dengan dibentuknya Tim Konversi Bank Aceh yang selalu diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan atau OJK. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan
yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional
konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari
sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

b. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia Syariah

Melihat bagaimana profil dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Lubuk Pakam Sudirman maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah Bank Rakyat
Indonesia Syariah tersebut. Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Thk tidak
lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk
terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha
dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16
Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan
nama PT. BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
Islam.2%

Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk pada tanggal
19 Desember 2008 melebur ke dalam PT. BRI Syariah. Proses spin off tersebut
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan dilakukan penandatanganan
oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.

BRI Syariah melihat adanya potensi besar pada segmen perbankan syariah.
Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip

105https://brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&I=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dc
fObff, Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.40 Wib



https://brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&l=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dcf0bff
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143

luhur perbankan syariah maka bank berkomitmen untuk produk serta layanan
terbaik yang menenteramkan. BRI Syariah terus tumbuh secara positif.

Fokus dari BRI Syariah adalah dengan membidik berbagai segmen di
masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru
Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai
bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Dengan terus mengasah diri maka BRI Syariah terus menghadirkan yang
terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga
senantiasa memastikan akan terpenuhinya prinsip syariah serta undang-undang
yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian BRI Syariah dapat terus melaju
menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna.

BRI Syariah, pada tahun 2018 mengambil langkah lebih pasti lagi dengan
melaksanakan Initial Public Offering (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa
Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di
bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum dengan saham
perdana.

c. Sejarah Singkat Bank Muamalat

Melihat bagaimana profil dari Bank Muamalat Cabang Arief Rahman
Hakim maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah Bank Muamalat tersebut. PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia’’) memulai perjalanan
bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau
24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah
Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412
H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk
keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun
Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-
ljarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain

itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan
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tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang
diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum
Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip
pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile
banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi
pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di
industri perbankan syariah.%®

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin
sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri
melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga
perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi
Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat
Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan
sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala
Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang
mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki
325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional
Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM
Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari
11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat
Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan
awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional.
Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik

secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama

106 hitps://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, Dilihat pada hari Senin tanggal 10
Agustus 2020 Jam 21.50 Wib
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beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-ljarah
Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK
Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun
Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk
menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZI1S).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk
menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.
Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju
mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia
with Strong Regional Presence”.

Dan salah satu cabang Bank Muamalat di Kota Medan adalah terletak di
Jalan Arief Rahman Hakim No.70 A-B, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan
Medan Area, Kota Medan, yang merupakan salah satu tempat penelitian yang
dilakukan peneliti.

2. Penilaian Hirarki Potensial Dan Pencegahan Fraud Pada Akad

Keuangan Di Bank Syariah

Penilaian hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di
bank syariah dijadikan dasar pemilihan kriteria penilaian. Proses pemilihan
penilaian hirarki didasarkan pada pendapat Permadi, dkk, (1992) yaitu hirarki
struktural dan hirarki fungsional. Proses pemilihan penilaian potensial di
dasarkan pada pendapat berbagai macam sumber antara lain potensi berpikir dan
potensi pisik. Proses pemilihan penilaian pencegahan adalah dari surat edaran
Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 bulan Desember tahun 2011. Proses
pemilihan penilaian fraud didasarkan menurut Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE), sebuah organisasi yang mendedikasikan pada pencegahan
dan penanggulangan kecurangan di Amerika Serikat, kecurangan atau fraud di
bagi menjadi tiga kelompok yaitu: penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan
laporan keuangan. Proses pemilihan penilaian akad keuangan yang sering

diaplikasikan oleh perbankan syariah pada umumnya®’ yaitu: murabahah, salam,

07https://finance.detik.com/ojk/d-3232768/akad-apa-saja-yang-dipakai-dalam-pembiayaan-
syariah, Dilihat pada hari Rabu tanggal 12 Aqustus 2020 Jam 22.30 Wib
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isthisna, mudharabah, mudharabah musytarakah, musyarakah, musyarakah
mutanagisah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, hawalah, wakalah dan wakalah
bil ujrah, kafalah dan kafalah bil ujrah, ju’alah dan gardh..

Sebagai peneliti maka harus dapat membuktikan bagaimana judul
penelitian bisa berkorelasi dan dapat untuk dibuktikan di dalam hasil penelitian
ini. Maka proses pemilihan Kkriteria atau aspek harus menjadi tahap pertama dalam
proses penelitian ini maka kemudian dapat disusun sebagai berikut:

e Fase | — Definisi Masalah

Penentuan pemilihan masalah yang diperlukan dalam pembahasannya

sesuai dengan judul disertasi “Hirarki Potensial Dan Pencegahan Fraud

Pada Akad Keuangan D1 Bank Syariah”

e Fase Il — Formulasi Kriteria

Untuk menentukan kriteria mana yang dianggap penting oleh tiga bank

umum syariah dalam mencari hirarki potensial dan pencegahan fraud pada

akad keuangan di bank syariah maka tidak dilakukan reduksi atau gradasi
atas “5 Kriteria” tetapi dilakukan gradasi terhadap 17 Sub kriteria” yang
dibuat dan tercermin dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Kriteria Awal Penilaian Hirarki Potensial Dan Pencegahan
Fraud Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah

No. Kriteria Pengukuran
1 | Hirarki Hirarki Struktural
Hirarki Fungsional
2 | Potensial Potensi Berpikir
Potensi Fisik

3 | Pencegahannya (Surat Edaran Bank | Acuan Mininal Strategi Anti Fraud
Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011)

Penerapan Manajemen Resiko
Strategi Anti Fraud

4 Fraud Penyalahgunaan Aset

Korupsi

Kecurangan Laporan Keuangan
5 | Akad-Akad Keuangan Syariah Murabahah

Salam

Istishna

Mudarabah

Musyarakah

ljarah

Qard
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Proses gradasi dilakukan terhadap sub kriteria yang dilakukan dalam dua

tahap. Tahap pertama adalah melalui proses wawancara dengan beberapa pakar

keuangan syariah untuk diketahui mana sub kriteria yang dianggap penting oleh

perbankan syariah. Tahap ini lebih mengarah kepada ekplorasi alasan-alasan

mengenai penting/tidaknya sub kriteria tersebut. Dari tahap wawancara, diperoleh

“32 Sub Kriteria” yang dianggap penting oleh perbankan syariah. Berikut adalah

daftar kriteria dan sub kriteria (parameter pengukuran) yang selanjutnya digradasi:

Tabel 4.2. Daftar Kriteria Setelah Wawancara

No. Kriteria Pengukuran
1 | Hirarki Hirarki Struktural
Hirarki Fungsional
2 | Potensial Potensi Berpikir

Potensi Fisik

3 Pencegahannya (Surat Edaran
Bank Indonesia No.
13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011)

a. Acuan Mininal Strategi Anti Fraud

1) Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

2) Kompleksitas Kegiatan Usaha

3) Potensi, Jenis dan Resiko Fraud

4) Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan

b.Penerapan Manajemen Resiko

1) Pengawasan Aktif Manajemen

2) Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

3) Pengendalian dan Pemantauan

c. Strategi Anti Fraud

1) Pencegahan

2) Deteksi

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

4 Fraud

Penyalahgunaan Aset

Korupsi

Kecurangan Laporan Keuangan

5 | Akad Keuangan Syariah

Murabahah

Salam

Istishna

Mudharabah

Musyarakah

Mudharabah Musytarakah

Muyarakah Mutanagisah

ljarah

ljarah Muntahiyah Bittamlik

Hawalah

Wakalah atau Wakalah bil Ujrah

Kafalah atau Kafalah bil Ujrah
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Ju’alah
Qardh

Tahap gradasi selanjutnya menggunakan Kkuisioner yang bertujuan

mengukur tingkat kepentingan sub kriteria tersebut sekaligus memverifikasi
apakah sub kriteria tersebut benar-benar dianggap penting oleh perbankan syariah.
Pengisian kuisioner dilakukan oleh tiga orang praktisi keuangan syariah yang
memegang jabatan sebagai pimpinan dari Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman,
BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam dan Bank Muamalat Cabang Arief Rahman
Hakim. Pemilihan ke tiga praktisi keuangan syariah ini didasarkan atas
keterkaitan terhadap akad keuangan di bank syariah.

Kuisioner 1

Pada kuisioner ini (kuisioner 1), responden diminta untuk menilai tingkat
kepentingan (1-4) pada setiap kriteria dan sub kriteria yang ditanyakan. Kuisioner
ini bersifat terbuka dan mengizinkan responden untuk mengurangkan atau
menambahkan kriteria dan sub kriteria lain yang dianggap penting dan tidak
terdapat pada daftar yang ditanyakan.

Berikut ini adalah daftar responden terdiri dari Praktisi Perbankan Syariah,
Pakar Keuangan Syariah, Pengusaha dan Pelaku atau Orang yang pernah
mengetahui bagaimana fraud itu bisa dilakukan dan usia:

Dari hasil kuisioner yang disebar diperoleh 15 sub kriteria tambahan yang
selanjutnya harus ditanyakan lagi tingkat kepentingannya kepada seluruh
responden melalui tambahan kuisioner 1. Tabel 4.4. menunjukkan sub kriteria
tambahan. Setelah kuisioner 1 dan tambahan kuisioner 1 diisi oleh responden,
selanjutnya adalah penentuan kriteria dan sub Kriteria yang benar-benar dianggap
penting oleh perbankan syariah. Penentuan ini didasarkan pada total nilai
kepentingan setiap kriteria dan sub kriteria adalah 12 jika seluruh responden
memberi rating 4 (sangat penting). Jika seluruh responden memberi rating 3
(penting) maka nilai yang diperoleh adalah 9. Angka 9 dijadikan nilai minimum
untuk dipilihnya suatu kriteria dan sub kriteria. Tabel 4.5. menunjukkan rekap

penilaian Kriteria dan sub kriteria tersebut.
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149

Kriteria

Pengukuran

Akad Keuangan Syariah

Mudharabah Musytarakah

Muyarakah Mutanagisah

ljarah Muntahiyah Bittamlik

Hawalah

Wakalah atau Wakalah bil Ujrah

Kafalah atau kafalah bil Ujrah

Ju’alah

Pencegahannya (Surat Edaran Bank
Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal
9 Desember 2011)

a. Acuan Mininal Strategi Anti Fraud

1) Kondisi Lingkungan Internal dan
Eksternal
2) Kompleksitas Kegiatan Usaha
3) Potensi, Jenis dan Resiko Fraud
4) Kecukupan Sumber Daya Yang
Dibutuhkan
b.Penerapan Manajemen Resiko
1) Pengawasan Aktif Manajemen
2) Struktur Organisasi dan
Pertanggungjawaban
3) Pengendalian dan Pemantauan
c. Strategi Anti Fraud
1) Pencegahan
2) Deteksi
3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak

Lanjut

Tabel 4.4. Rekapitulasi Penilaian Kuisioner 1 dan Gradasi Kuisioner 1

— o\ ™ —
c c c ©
(5} [<B] D v —
Responden 21212 |<=
o o o <
> 2| 3|6
[} [B) [} |_
¥ ||
Kriteria
1 | Hirarki 4 4] 412
Pengukuran
a | Hirarki Struktural 4 12
b | Hirarki Fungsional 4 1 4 14 12
Kriteria
2 | Potensial 4 | 4 | 4 |12
Pengukuran
a | Potensi Berpikir 4 1413 |11
b | Potensi Pisik 4 141311
Kriteria
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3 | Pencegahannya  (Surat Edaran Bank| 4 | 4 | 4 | 12
Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011)
Pengukuran
a | Acuan Mininal Strategi Anti Fraud 4 | 4 | 4 |12
1) Kondisi ~ Lingkungan Internal dan| 4 | 4 | 4 | 12
Eksternal
2) Kompleksitas Kegiatan Usaha 4 |13 |4 11
3) Potensi, Jenis dan Resiko Fraud 4 | 4 | 4 |12
4) Kecukupan ~ Sumber Daya Yang| 3 | 4 | 4 |11
Dibutuhkan
b | Penerapan Manajemen Resiko 4 | 4 1 4 |12
1) Pengawasan Aktif Manajemen 4 |4 4 |12
2) Struktur Organisasi dan| 4 | 4| 4 | 12
Pertanggungjawaban
3) Pengendalian dan Pemantauan 4 | 4| 4 | 12
c | Strategi Anti Fraud 4 4] 4 |12
1) Pencegahan 4 |4 4 |12
2) Deteksi 4 |4 4 |12
3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 4 4] 4 |12
4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 4 4] 4 |12
Kriteria
4 | Fraud 4 | 4 | 4 |12
Pengukuran
a | Penyalahgunaan Aset 4 | 4 | 4 |12
b | Korupsi 4 | 4 | 4 |12
c \ Kecurangan Laporan Keuangan 4 |4 4 |12 \
Kriteria
5 | Akad-Akad Keuangan Syariah 4 | 4 | 4 |12
Pengukuran
a | Murabahah 4 | 4 | 4 |12
b | Salam 4 | 4 ] 4 ]12
c | Istishna 4 |4 4 |12
d | Mudharabah 4 |4 4 |12
e | Musyarakah 4 |4 ] 4 | 12
f | Mudharabah Musytarakah 4 |4 4 |12
g | Muyarakah Mutanagisah 4 |4 4 |12
h | ljarah 4 4] 4 |12
I | ljarah Muntahiyah Bittamlik 4 | 4| 4 | 12
J | Hawalah 4 4] 4 |12
k | Wakalah atau Wakalah bil Ujrah 4 |4 4 |12
| | Kafalah atau kafalah bil Ujrah 4 |4 4 |12
m | Ju’alah 4 | 4] 4 |12
n | Qardh 4 | 4| 4 | 12
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Keterangan:
e Tulisan berwarna merah merupakan kriteria dan sub kriteria tambahan
hasil kuisioner 1
Dapat dilihat bahwa terdapat dua kriteria yang setelah diverifikasi melalui
kuisioner ini ternyata mendapat tambahan kriteria dan sub kriteria yang dinilai
sangat penting dan akan menjadikan penelitian ini mendekati lengkap dan
mencapai tujuan yang diinginkan.
e Fase Il — Kualifikasi Awal
Penelitian tidak melakukan kualifikasi awal untuk mereduksi atau
menggradasi hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan
di bank syariah karena memiliki potensi yang sama.
e Fase IV — Penentuan Hirarki Potensial Dan Pencegahan Fraud Pada Akad
Keuangan Di Bank Syariah.
Penentuan hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di
bank syariah yang digunakan oleh bank syariah dilakukan berdasarkan
performa perbankan syariah dan diukur berdasarkan kriteria dan sub
kriteria yang ditetapkan perbankan syariah. Proses penilaian ini
menggunakan Analytical Network Process (ANP) sebagai metodenya.
Pembahasan selanjutnya akan membahas cara menilai hirarki potensial
dan pencegahan fraud pada akad keuangan di bank syariah dengan metode
ANP sesuai dengan tahapan pengerjaan ANP yang telah dijelaskan pada
Bab I11
Tahapan ANP
1. Mengkonstruksikan Model
Untuk membuat ANP diperlukan krteria dan sub kriteria yang akan dinilai
bobotnya. Selain itu diperlukan juga indentifikasi hubungan antar sub
kriteria. Untuk mengindentifikasi hal tersebut disebarkan kuisioner 2
dengan responden yang sama pada kuisioner 1. Kuisioner 2 ini bertujuan
menentukan ada/tidaknya pengaruh setiap sub kriteria pada sub kriteria

lainnya.
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Kuisioner 2

Kuisioner ini disebar pada responden yang sama dengan kuisioner 1. Pada
kuisioner ini responden diminta untuk menjawab “ya/tidak” atas ada/tidaknya
pengaruh antar satu sub Kkriteria dengan sub kriteria lainnya. Nilai maksimal untuk
setiap hubungan pengaruh adalah 4 jawaban “ya”. Untuk hubungan pengaruh
yang memiliki 3 dan 4 jawaban “ya” dinilai ada pengaruh dan lebih sedikit
pengaruh antar sub kriteria. Untuk jawaban 2 “ya” dinilai tidak memiliki pengaruh
dan untuk jawaban 1 “ya” dilakukan verifikasi pada hubungan pengaruh antar sub
kriteria tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan menanyakan ulang kepada
responden mengenai tingkat hubungan antar sub Kriteria tersebut. Pada verifikasi
ini responden memberi rating 1 — 4 untuk dinilai tingkat pengaruh yang diberikan
satu sub kriteria terhadap sub kriteria lainnya. Selanjutnya untuk hubungan
pengaruh yang memiliki tingkat pengaruh >= 12 maka dianggap memiliki
pengaruh.
Berikut ini adalah rekap hasil kuisioner 2 dan verifikasinya (Tabel ada pada
lampiran 2)

Tabel 4.5. Keterangan Kriteria

No. Kriteria
A Hirarki
B Potensial
C Pencegahan
D Fraud
E | Akad Keuangan Syariah

Tabel 4.6. Keterangan Sub Kriteria

Z
o

OO N |0 W|IN|F-

Sub Kriteria
Hirarki Struktural
Hirarki Fungsional
Potensi Berpikir
Potensi Pisik
Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
Kompleksitas Kegiatan Usaha
Potensi, Jenis dan Resiko Fraud
Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan
Pengawasan Aktif Manajemen




10 | Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
11 | Pengendalian dan Pemantauan
12 | Pencegahan

13 | Deteksi

14 | Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
15 | Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
16 | Penyalahgunaan Aset

17 | Korupsi

18 | Kecurangan Laporan Keuangan
19 | Murabahah

20 | Salam

21 | Istishna

22 | Mudharabah

23 | Musyarakah

24 | Mudharabah Musytarakah

25 | Muyarakah Mutanagisah

26 | ljarah

27 | ljarah Muntahiyah Bittamlik

28 | Hawalah

29 | Wakalah atau Wakalah bil Ujrah
30 | Kafalah atau kafalah bil Ujrah

31 | Ju’alah

32 | Qardh
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Setelah diperoleh kriteria dan sub kriteria yang dipergunakan untuk

menilai performa hirarki potensial dan pencegahan fraud pada akad keuangan di

bank syariah serta hubungan pengaruhnya maka selanjutnya dibuat model ANP

pada software super decision. Berikut ini adalah konstruksi model yang dibuat:
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2. Membuat Matriks perbandingan berpasangan
Matriks perbandingan berpasangan didapatkan dengan menyebarkan
kuisioner 3. Adapun cara menginput datanya dapat terlihat pada gambar
berikut ini:

0 Comparnorn v Sper Dsermmns Mars Warndowt MODEL ANP | sddorasd

I 1. Choose 2. Node comparlsons with respect to Tujuan

i" de Ovmer waptaesl Varlgl Mot Ouestarmers (lueet

Choose Node _qu Compmm wit ‘ruum‘ nom n 2 ASPEK" chster

1 Mtk 15 extramedy morg important than 2 Palensial
Tupsen ]

e s 1. Hirarki[ >9.5 [0 8]7]6]5[a]3]2] [2[3]a]5]s]7[s]o]>=
| 2. 1. Hirarki >=0.5|0|8|7|6|5|4]3|2| 2|3]4|5|67|8]e| >=0(
;°"°"".°3“" {:Ij 3. 1. Hirarki >=0.5|0|8|7|6|5|4[3]2| |2]3]4|s|6|7|8]o >=0"
i 4 1. Hirarki >=0.5|0|8|7/6|5|4]3|2| |2|3]4]5]s |r|e|9>_=9

5. 2.Potensial >=0.598|7|6[5|4|3]2| [2[3]4|5|6|7|8fo >=0
1 6. 2. Potensial >=0.5|0|8|7|6|54|3|2| |2[3]4|5|6|7|8[o >=0
i 7. 2.Potensial >=0.5|9|8|7]6|5{4|3]2| |2|3]a]s[e 7|8|s] >=9
| 8. 3. Fraud >=0.5 |0 8|7|6|5|a]3|2| |2|3]4|5]6|7]8|0] >=0

9. 3. Fraud >=0.5 [0 8|7|6[5|a|3]2| |2|3]4|5]6]7|8]0] >=0
= 10. 4. Akad-Akad Ke~ >=0.5 [o|8|7|6|5]a[3]2| |2|3]4|s|s|7]8[o >=0°
[ 2" — —— ——— ¢

Gambar 4.2. Input Data Kuisioner
Kuisioner 3

Responden yang digunakan untuk kuisioner ini sama dengan responden
pada kuisioner sebelumnya. Pada kuisioner ini responden diminta untuk menilai
tingkat pengaruh antara satu sub kriteria dengan sub kriteria lainnya yang dinilai
memiliki hubungan pengaruh pada hasil kuisioner sebelumnya. Kuisioner 3 dibagi
ke dalam tiga bagian yaitu bagian A untuk mengukur tingkat pengaruh antar
kriteria, bagian B untuk mengukur tingkat pengaruh antar Kkriteria dengan sub
kriteria yang saling berkaitan dan bagian C untuk mengukur tingkat pengaruh
antar sub kriteria. Pendekatan yang digunakan untuk memberi penilaian adalah
dengan kata “mempengaruhi”. Sebagai contoh ‘“hirarki, manakah yang lebih
mempengaruhi antar hirarki struktural dan hirarki fungsional dalam berbagi
informasi serta seberapa lebih pentingnya?”

Setelah seluruh responden memberi penilaian langkah selanjutnya adalah

mencari nilai rata-rata atas setiap penilaian. Hal ini diperlukan karena hanya ada
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satu nilai yang dapat dimasukkan ke dalam model. Rata-rata yang digunakan

adalah geometric mean. Berikut ini adalah hasil rata-rata penilaian yang

selanjutnya akan dimasukkan ke dalam model ANP pada software super decision.

Tabel 4.7. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisioner Bagian A

ASPEK
Akad-Akad
. . . Pencegaha
Hirarki Potensial Keuangan
) nnya
Syariah

Hirarki 1
Potensial 2.771
Fraud 2.565
Akad-Akad Keuangan Syariah 7.083
Pencegahannya 6.833

Tabel 4.8. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisioner Bagian B

MASALAH HIRARKI

Hirarki Struktural

Hirarki Fungsional

Hirarki Struktural

1

Hirarki Fungsional

1.937

MASALAH POTENSIAL

Potensi Berpikir

Potensi Pisik

Potensi Berpikir 1
Potensi Pisik 1.942
MASALAH FRAUD
Penyalahgunaaan . Kecurangan
Korupsi
Aset Laporan Keuangan

Penyalahgunaaan Aset 1
Korupsi 2.177
Kecurangan Laporan Keuangan 4.046

MASALAH AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH

Istishn

Murabahah
Salam
Istishna
Mudharabah

Mudh
arabah

Musya [arabah| rakah
rakah | Musyt|Mutan
arakah|aqgisah

Musyarakah

Mudharabah
Musytarakah

Musyarakah
Mutanagisah

ljarah

ljarah | hiyah

ljarah
Munta

Bittam
lik

ljarah
Muntahiyah
Bittamlik

Hawalah

Wakalah atau
Wakalah bi
Ujrah

Kafalah atau
Kafalah bil Ujrah

Ju'alah

Qardh
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MASALAH PENCEGAHANNYA

Lingkung
an
Internal
dan
Ekternal

Komplek
sitas
Kegiatan
Usaha

Lingkungan
Internal dan
Ekternal

Kompleksitas
Kegiatan Usaha

Potensi, Jenis
dan Resiko Fraud

Potensi,
. Kecukup |Pengawa
Jenis
dan an san
R Sumber | Manaje
Resiko Daya men
Fraud Y

Kecukupan
Sumber Daya

Pengawasan
Manajemen

Struktur
Organisa
si dan
Pertangg
ungjawa
ban

Pengend
alian dan
Pemanta
uan

Struktur
Organisasi dan
Pertanggungjaw
aban

Pengendalian
dan Pemantauan

Pencegahan

Pencega
han

Deteksi

Investiga
si,
Pelapora
ndan
Sanksi

Deteksi

Investigasi,
Pelaporan dan
Sanksi

Pemantauan,
Evaluasi dan
Tindak Lanjut

Pemanta
uan,
Evaluasi
dan
Tindak
Lanjut

Tabel 4.9. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisioner Bagian C

STRATEGI

Acuan Minimal
Strategi Anti
Fraud

Fraud

Acuan Minimal
Strategi Anti

Penerapan

Resiko

Manajemen

2.810

Penerapan
Manajemen
Resiko

Fraud

Strategi Anti

4.704

Strategi Anti

Fraud

Pada software super decision nilai yang dimasukkan adalah nilai yang

diberi warna biru. Hal ini karena setiap matriks perbandingan bersifat resiprocal.

Karena nilai yang didapat berupa pecahan desimal hasil rata-rata geometric mean

maka akan lebih mudah jika software digunakan tipe “matriks” ketika
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memasukkan data, Contoh input data pada software super decision dapat dilihat
pada gambar 4.1.
3. Menghitung Rasio Inkonsistensi
Untuk setiap matrisk perbandingan harus dicek inkonsistensi dari rata-rata
yang dimasukkan. Jika konsistensi lebih dari 0,1 maka verifikasi data yang
dimasukkan harus dilakukan. Gambar 4.3. menunjukkan contoh matriks

pengecekan inkonsistensi yang dilakukan:

2. Node comparisons with respect to HIRARKI

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "HIRARKI" node in "ASPEK" cluster
PENCEGAHANNYA is 9 times more important than POTENSIAL

3

J |ncon;i;tency| FRAUD -~ HIRARKI ~ PENCEGAHAN~  |POTENSIAL ~

+|| AKAD-AKAD ~ \n 9 € 9 () 9 \n 9

J FRAUD -~ \n ‘g () 9 1 8
HIRARK] ~ () 9 1 7
PENCEGAHAN-- €« }g

Gambar 4.3. Matriks Input Data Pada Software Super Decision
Kemudian dilakukan pengecekan inkonsistensinya dengan dapat dilihat contoh

seperti gambar di bawah ini:
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2. Node comparisons with respect fo HIRARKI
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Gambar 4.4. Pengecekan Inkonsistensi
4. Membentuk Super Matriks

Setelah seluruh data nilai perbandingan dimasukkan maka diperoleh

unweighted matrix, weighted matrix dan limit matrix. Nilai pada limit matrix

merupakan nilai prioritas yang bobot setiap sub kriteria. Tabel 4.5. menunjukkan
bobot setiap kriteria dan sub kriteria.
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Tabel 4.10. Bobot Kriteria dan Sub Kriteria

BOBOT BOBOT MASALAH
NO ASPEK ASPEK MASALAH NORMAL IDEAL
1 g <§ Hirarki Struktural 0.650827 | 0.785714
< =
o —
2 T o Hirarki Fungsional 0.349173 | 0.436574
-
3 :7() § Potensi Berpikir 0.647817 | 0.787500
= [ee]
w &
4 o < Potensi Pisik 0.352183 | 0.441865
5 a § Penyalahgunaaan Aset 0.338042 | 0.644194
6 g § Korupsi 0.292493 | 0.620269
7 w i Kecurangan Laporan Keuangan 0.369465 | 0.682716
8 Murabahah 0.038883 | 0.176208
9 T Salam 0.037436 | 0.156791
10 é Istishna 0.045772 | 0.199783
11 g Mudharabah 0.059312 | 0.259169
12 = Musyarakah 0.060551 | 0.265151
13 § @ Mudharabah Musytarakah 0.031378 | 0.150498
14 g E Musyarakah Mutanagisah 0.045695 | 0.219861
15 y i ljarah 0.087079 | 0.374442
16 Q ljarah Muntahiyah Bittamlik 0.027578 | 0.141233
17 ié( Hawalah 0.039375 | 0.161902
18 <D( Wakalah atau Wakalah bi Ujrah 0.082155 | 0.380528
19 5( Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 0.148553 | 0.615840
20 Ju'alah 0.062833 | 0.291957
21 Qardh 0.233401 | 0.935416
22 Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal 0.257017 1.112974
23 Kompleksitas Kegiatan Usaha 0.195517 | 0.875749
24 § Potensi, Jenis dan Resiko Fraud 0.162838 | 0.754606
25 Z Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan 0.126488 | 0.605882
26 % % Pengawasan Aktif Manajemen 0.210556 | 0.744148
27 g % Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban 0.158815 0.594949
28 ) o Pengendalian dan Pemantauan 0.156683 | 0.653834
29 E Pencegahan 0.193011 | 0.943528
30 Deteksi 0.158305 | 0.818186
31 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 0.162344 | 0.778534
32 Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.218427 0.993275
33 9 g Acuan Minimal Strategi Anti Fraud 0.231503 | (.393101
34 E % Penerapan Manajemen Resiko 0.289143 | 0.487311
35 & ° Strategi Anti Fraud 0.479353 | (0.789656

a. Penghitungan Super Matriks
Perhitungan nilai prioritas (eigenvector) menghasilkan nilai yang
digunakan dalam penyusunan super matriks. Penilaian di dalam super matriks
adalah menggambarkan nilai bobot kepentingan yang relatif dari perbandingan

berpasangan yang terkait. Nilai nol di super matriks menandakan jika tidak ada
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hubungan di antaranya. Super matriks merupakan analisa di awal untuk melihat
rata-rata dengan nilai bobot yang berbeda dan dengan nilai bobot yang sama
terdiri dari unweighted supermatrix, weighted supermatrix dan limit supermatrix
b. Cluster Matrix
Cluster Matrix mencerminkan nilai terhadap hubungan antar aspek yang
saling mempengaruhi dengan adanya dependence dan feedback.
c. Unweighted Supermatrix
Unweighted supermatrix mencerminkan nilai berdasarkan perbandingan
berpasangan antar masalah dengan cara memasukkan nilai yang paling prioritas
ke dalam matriks yang sesuai dengan selnya.
d. Weighted Supermatrix
Weighted Supermatrix menggambarkan penilaian dengan cara menentukan
bobot kepentingan relatif akhir dari tiap strategi. Hal ini diperoleh dengan
memangkatkan super matriks ke suatu angka yang besar sampai nilai bobot
menjadi stabil sehingga yang terjadi adalah nilai dalam super matriks tidak akan
berubah jika dikalikan dengan dirinya sendiri.
e. Limit Supermatrix
Limit Supermatrix menggambarkan penilaian dengan menaikkan weighted
super matrix sampai batasnya dengan cara mengalikan dengan dirinya sendiri.
Nilai Limit Supermatrix diperoleh ketika nilai yang paling prioritas pada setiap

kolom sama.

B. WAWANCARA MENDALAM DENGAN PAKAR KEUANGAN
SYARIAH
Wawancara dilakukan terhadap pakar keuangan syariah dari akademisi
kampus yang berpengalaman dan mempunyai wawasan yang tinggi dan
memahami tentang judul disertasi peneliti yaitu hirarki potensial dan pencegahan
fraud pada akad keuangan di bank syariah.
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1. Pakar Keuangan Syariah Dari Universitasi Islam Sumatera Utara

(UISU) Medan'®

Wawancara ini peneliti lakukan di rumah beliau dan beliau dapat
menerima peneliti dengan baik dan sangat antusias terutama dengan judul
disertasi peneliti. Ada lima pertanyaan yang peneliti ajukan yang dapat
mencerminkan pembahasan judul disertasi peneliti. Berikut petikan wawancara
yang peneliti lakukan:

Pertanyaan Peneliti (P): “Bagaimana menurut Bapak tentang judul
disertasi yang saya tulis yaitu “Hirarki Potensial Dan Pencegahan Fraud Pada
Akad Keuangan Di Bank Syariah”, apakah judul disertasi saya ini menarik dari
sisi penelitiannya?”’

Jawaban Pakar Keuangan Syariah UISU Medan (PKS UISU):

“Dari pengamatan dan membaca penelitian ini memang bukan saja
menarik tetapi amat sangat menarik, jadi merupakan penting untuk dibahas
terlebih sedang bergairahnya berbagai macam kajian ekonomi Islam. Di samping
itu saya juga banyak mendapatkan informasi dan masukan yang dilakukan oleh
beberapa peneliti bahwa kepuasan konsumen itu hampir rata-rata mengeluh
sehingga ada image yang menggambarkan bahwa tidak ada bedanya antara
konsep bank ribawi dengan konsep bank syariah dan itu langsung kita dengar
dari nasabahnya, dari pelakunya. Maka dari itu maka penelitian atau disertasi ini
harus memang diteliti dan harus dipublikasi artinya akan menimbulkan kembali
trust masyarakat dan umat Islam khususnya dengan konsep-konsep
pengembangan syariah jadi agar perbankan syariah bukan hidup dan berdiri atas
dasar-dasar semangat Kelslaman tetapi juga berdiri berdasarkan kebutuhan
maka ketika berdasarkan kebutuhan itu maka perbankan syariah itu akan besar.
Jadi saya rasa pertanyaan yang pertama ini memang didengungkan baik bagi
peneliti ataupun bagi pelaku bisnis tersebut terutama dalam lembaga-lembaga
keuangan syariah dan bisa saya usulkan juga nanti saudara untuk dapat
memberikan sumbangsih untuk dalam penataan lembaga-lembaga keuangan
syariah ke depan.”

P: Bagaimana menurut Bapak apakah di perbankan syariah pernah atau
sering terjadi fraud?

PKS UISU: “Memang pada konsepnya lembaga keuangan itu kan mencari
keuntungan, jadi permasalahan fraud ini memang tidak terlepas dari

108 Sofyan, Rahman Abdul, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Islam
Sumatera Utara, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Figh Islam, Ekonomi Syariah
dan Pendidikan Islam. Beliau juga merupakan alumni ekonomi Islam pertama dari IAIN SU yang
sekarang menjadi UIN SU Medan.
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kemungkinan adanya, baik itu dari sisi konsep bank konvensional ataupun dari
konsep perbankan syariah sendiri. Sebagai contoh dari pengalaman-pengalaman
yang ada dan kebetulan penelitian saya di S-2 dan sebagai alumni di Ekonomi
Islam yang pertama di Sumut bahwa saya pernah meneliti atau melakukan
penelitian tentang konsep keuangan syariah ini yaitu tentang konsep “Antaraddin
Minkum”. Maka inilah konsep “Antaraddin Minkum” yang harus dilakukan
secara tepat dan jangan berupa slogan untuk meletakkan label halal pada sesuatu
yang belum jelas kehalalannya. Sebagai contoh di mana saya masih juga
sependapat dengan permasalahan ini ketika nasabah melakukan transaksi-
transaksi ke pihak bank itu, kebanyakan nasabah tidak memahami secara detail,
mereka hanya tahu bahwa syariah itu halal dan konvensional itu haram secara
sisi agamanya. Nah disitu jarang kita lihat pihak perbankan ini menjelaskan
secara detail sebagai contoh misalkan adanya pemakaian akad murabahah,
konsep Islam itu kan jual beli. Dan di dalam jual beli itukan ada tawar menawar
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW selalu
meletakkan harga di penawaran si pembeli. Pada dasarnya pada saat Rasul
berjualan, berbisnis dia membuka harga, kemudian terjadi penawaran oleh
konsumen dan Rasulullah itu sering meletakkan harga itu di harga si penawar
dan bukan di harga si penjual. Nah jelas di sini konsep Rasulullah itu terhindar
dari fraud itu yang hanya semata-mata mencari keuntungan bukan kecurangan.
Jadi perlakuan pada bank-bank yang sekarang ini terjadi itu kan sering adanya
konsep murabahah, jual beli hasil yang konsepnya halal tetapikan tidak ada
tawar menawarnya, ketika nasabah mengajukan pinjaman sekian sudah
ditetapkan langsung jadi di mana konsep “Antaraddin Minkumnya”. Jadi tawar
menawar itu terjadi, nah sehingga kadang nasabah merasakan bahwa dengan
nominal pinjaman yang sama antara bank konvensional dengan bank syariah
sama pengembaliannyan atau bahkan bisa dirasakan lebih besar walau di luar
konteks alasan yang terjadi sebagai contoh misalnya dari sisi kalkulasi
pembiayaan dan segala macam menurut pihak bank tetapi menurut saya fraud itu
bisa terjadi di bank syariah.”

P: Bagaimana kira-kira proses fraud itu dilakukan, terutama dalam
menentukan akad-akad keuangan syariah yang akan diterapkan?

PKS UISU: “Seperti saya terangkan tadi dengan Kketidak jelasan
implemtasi jual beli tersebut yaitu “Antaraddin Minkum” itu yaitu tentang
keridhaan dan “Antaraddin’ itu artinya saling ridha bukan ridha yang terpaksa.
Dan ini kan ridha terpaksa karena nasabah memerlukan dana dan pihak bank
membutuhkan keuntungan, nah maka saya katakan bahwa fraud itu bisa saja dan
sangat mungkin terjadi walaupun di lembaga keuangan syariah. Ya kemudian
dari satu sisi yang mungkin ada kekurangan bagi kita, hendaknya memberikan
pilihan untuk betul-betul menerapkan konsep “Antaraddin Minkum” itu sehingga
kalau implementasi ini diterapkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
tentang konsep bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu maka In Sha Allah
fraud tidak akan bisa terjadi dalam keuangan syariah jadi ini seolah-olah sudah
ditetapkan kemudian angka-angka penetapan pengembalian dana itu kan masih
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juga simpang siur dan saya hanya paham teori dan saya juga bukan praktisi.
Yang kadang juga tidak mengerti bagaimana pihak lembaga keuangan dan jasa
pengembalian dana dan kemudian suku bunga sebagai dasar penetapan dalam
pembiayaan syariah jadi suku bunga tidak boleh menjadi acuan tetapi hanya
sebatas perbandingan sehingga konsep-konsep halalan thoyban ini memeng
betul-betul diterapkan dalam perbankan syariah karena lembaga keuangan
syariah ini sifatnya “taawwun” jadi memang betul-betul merasa nasabah
terbantu dari keuangan syariah dan perbankan syariah memperoleh keuntungan
maka dari sini saya kaji bukan tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di dalam
praktek lapangannya, tunggakan-tunggakan walaupun konsepnya sudah syariah
tetapi banyak juga kita lihat faktanya banyak juga pembiayaan-pembiayaan
macet hal itu dilakukan kenapa? Pertama berarti kan adanya suatu proses yang
tidak benar dan nasabah kurang paham dengan konsep syariah dan yang kedua
karena nasabah butuh asal cair yang image-image seperti ini yang terjadi dan
agar perbankan syariah dengan konsep syariah yang benar dan termasuk juga
dalam menentukan akad-akad yang akan digunakan agar memberikan
kemudahan bagi nasabah dan hal ini dapat merugikan perbankan syariah itu
sendiri, apalagi kalau terjadi kemacetan pembayaran angsuran jelas akan
menyulitkan bag perbankan syariah.”

P: Menurut Bapak kalau boleh untuk dirangking 14 (empat belas) akad-
akad keuangan syariah mana saja yang berpeluang untuk terjadinya fraud atau
disalahgunakan pemakaian aplikasinya atau berpeluang untuk dinegosiasikan
penggunaannya?

PKS UISU: “Adapun yang bisa saya rangking akad-akad keuangan
syariah yang berpeluang terjadinya fraud menurut pendapat saya adalah sebagai
berikut.”

Tabel 4.11. Rangking Akad Keuangan Syariah
Menurut Pakar Keuangan Syariah UISU

AKAD-AKAD KEUANGAN
SYARIAH RANGKING
Murabahah 1
Salam 10
Istishna 11
Mudharabah 8
Musyarakah 12
Mudharabah Musytarakah 9
Musyarakah Mutanagisah 13
ljarah 2
ljarah Muntahiyah Bittamlik 3
Hawalah 14
Wakalah atau Wakalah bi Ujrah 5
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Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 4
Ju'alah 6
Qardh 7

P: Bagaimana usulan Bapak agar fraud di perbankan syariah dapat
diminimalisir kejadiannya?

PKS UISU: “Seyogyanya memang apa yang telah dipraktekkan oleh
perbankan syariah itu sudah ada dijalankan yaitu sebelum dilakukan pembiayaan
maka praktisi-praktisi dari pihak perbankan menyesuaikan ke akad mana yang
lebih terarah hanya saja menjadi kekurangannya itu adalah di dalam seluruh
konsep akad-akad yang ada seperti yang saya katakana tadi maka jual beli
adalah konsep dasar atau “al-Baek” menurut Kitab-kitab Thuras, agar jangan
sampai konsep jual beli ini hilang atau sekedar dipoles saja seperti yang terjadi
di dalam praktek-praktek keuangan syariah yang maju ada di negara tetangga
kita jadi seolah-olah dipaksakan dengan menambahkan pikiran dari ijtihad dari
atau tafsiran-tafsiran ulama tertentu seolah-olah ditambah hal ini menjadi benar
dan jangan jadi topeng. Jadi menurut saya harus dibuat acuan sesuai dengan
dalil asal atau konsep jual beli itulah asalnya dan konsep “Antaraddin Minkum”
itu diterapkan.”

2. Pakar Keuangan Syariah Dari Universitasi Budi Darma (UBD)

Medan!®

Wawancara ini peneliti lakukan di salah satu warung kopi di Medan yang
kebetulan mempunyai waktu dan bersedia menerima peneliti di sana. Dan beliau
dapat menerima peneliti dengan baik dan sangat antusias terutama dengan judul
disertasi peneliti. Ada lima pertanyaan yang peneliti ajukan yang dapat
mencerminkan pembahasan judul disertasi peneliti. Berikut petikan wawancara
yang peneliti lakukan:

Pertanyaan Peneliti (P): “Bagaimana menurut Bapak tentang judul
disertasi yang saya tulis yaitu “Hirarki Potensial Dan Pencegahan Fraud Pada
Akad Keuangan Di Bank Syariah”, apakah judul disertasi sayai ini menarik dari
sisi penelitiannya?”

Jawaban Pakar Keuangan Syariah UBD Medan (PKS UBD):

“Baik terima kasih, secara akademisi dan praktisi sebenarnya judul ini
sangat-sangat bermanfaat di mana hasil akhir dari penelitian ini nantinya akan
sangat membantu perbankan-perbankan syariah untuk mengantisipasi terjadinya

109 Munthe, Ginting Permanan, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Budi
Darma (UBD) Medan, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Manajemen, Ekonomi
Syariah dan pernah nyantri juga di Pondok Pesantren.
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fraud dalam akad-akad keuangan syariah yang mereka miliki di bank-bank
tersebut oleh sebab itu diharapkan hasil ini bisa menjadi acuan tidak hanya bagi
bank-bank syariah akan tetapi juga bagi penentu kebijakan atau dalam hal ini
mungkin Bank Indonesia (Bl) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

P: Bagaimana menurut Bapak apakah di perbankan syariah pernah atau
sering terjadi fraud?

PKS UBD: “Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya justru karena
secara pribadi saya telah melihat bahkan mendapatkan bukti atau fakta sekalipun
itu melalui media massa tetapi sudah jamak terdengar atau ramai terdengar
makanya akad-akad keuangan syariah yang berpotensial terjadinya fraud ini
menjadikan penelitian yang sangat esensial di perbankan syariah, kenapa?
Karena memang fakta-fakta yang tejadi di lapangan memang sangat mengejutkan
karena memang perbankan syariah yang diharapkan menggantikan harapan
besarnya menggantikan bank konvensional yang rentan dengan praktek riba
justru berubah menjadi perbankan syariah yang notabene berlandaskan Alquran
dan Hadist dan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam itu, untuk pertanyaan ini
saya pastikan dan saya penah mengetahui dan saya pernah membaca sendiri
langsung dan bahkan penelitian pribadi saya dan saya sudah membeberkan
beberapa fakta terjadinya fraud di praktek perbankan syariah itu, seperti kasus
BSM di Bogor yang merupakan kasus bank syariah pertama yang tersandung
walaupun di atas permukaan dan pasti kita tahu juga bahwa di bawah permukaan
pasti masih banyak yang terjadi tetapi tidak mencuat ke permukaan, ya saya kira
begitu.”

P: Bagaimana Kkira-kira proses fraud itu dilakukan, terutama dalam
menentukan akad-akad keuangan syariah yang akan diterapkan?

PKS UBD: “Seperti yang saya jelaskan sebelumnya maka atas pertanyaan
ini saya memastikan proses fraud dalam menentukan akad-akad keuangan
syariah pasti ada terjadi, dan bagaimana proses terjadinya mungkin bisa
ditanyakan kepada para praktisi keuangan Syariah nantinya.”

P: Menurut Bapak kalau boleh untuk dirangking 14 (empat belas) akad-
akad keuangan syariah mana saja yang berpeluang untuk terjadinya fraud atau
disalahgunakan pemakaian aplikasinya atau berpeluang untuk dinegosiasikan
penggunaannya?

PKS UBD: “Adapun yang bisa saya rangking akad-akad keuangan
syariah yang berpeluang terjadinya fraud menurut pendapat saya adalah sebagai
berikut.”
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Tabel 4.12. Rangking Akad Keuangan Syariah
Menurut Pakar Keuangan Syariah UBD

AKAD-AKAD KEUANGAN
SYARIAH RANGKING
Murabahah 1
Salam 5
Istishna 2
Mudharabah 10
Musyarakah 4
Mudharabah Musytarakah 9
Musyarakah Mutanagisah 3
ljarah 6
ljarah Muntahiyah Bittamlik 7
Hawalah 13
Wakalah atau Wakalah bi Ujrah 11
Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 12
Ju'alah 8
Qardh 14

P. Bagaimana usulan Bapak agar fraud di perbankan syariah dapat
diminimalisir kejadiannya?

PKS UBD: “Baik untuk pertanyaan ini saya mungkin bisa sedikit membuat
urutannya yang pertama itu kalau saya lihat adalah harapannya perbankan
syariah ini memiliki aturan main, prosedur yang konkrit dan harus ditelaah
terlebih dahulu sehingga celah-celah potensi terjadinya fraud ini bisa ditutupi
jadi dalam artinya sehingga perbankan syariah ini seharusnya tidak puas dulu
dengan prosedur-prosedur yang mereka buat sekarang harus ada inovasi supaya
tingkat kepercayaan masyarakat tumbuh lagi maka disusul yang kedua atau
berikutnya sama seperti yang saya teliti sebelumnya diharapkan ada penguatan-
penguatan kemampuan untuk mendeteksi dini potensi-potensi terjadinya fraud ini
yaitu dengan membuat pelatihan, edukasi atau pendidikan dan sebagainya
terhadap pegawai-pegawai perbankan syariah itu sendiri dengan memacu mereka
akan dapat mengambil langkah antisipatif lebih awal sebelum terjadinya fraud itu
sendiri. Dan yang terakhir yang sangat penting berdasarkan hasil penelitian saya
adalah menumbuhkan komitmen dari pegawai-pegawai perbankan syariah itu
sendiri karena perbankan syariah itu sendiri sangat berbeda dengan perbankan
konvensional setidaknya dalam satu hal yaitu ada niat, amanah dan itulah yang
membedakan kita dengan konvensional nah di akad syariah kalau kita memang
komit dan punya niat yang baik adapun potensi fraud itu kita akan dapat tutupi
secara sendirinya karena naluri keimanan kita, sedangkan disisi lain apabila
tidak dibuat komitmen yang tepat, maka aturan yang sudah baik dan sudah baku
pun akan mudah terlanggar karena kita punya niat yang kurang baik maka
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aturan ini akan bisa dikacaukan kembali sehingga fraud itu otomatis akan terjadi
dan terjadi lagi ini mungkin gambaran terakhir tentang bagaimana cara
meminimalisir, jadi sekali lagi dapat disebutkan dimensi penangkalan kalau
fraud ini dilakukan maka dengan langkah antisipatif tadi dengan membuat
aturan dan sebagainya kemudian ketka di dalam maka dengan sdm-sdm
perbankan syariah ini hingga dia dapat mendeteksi di awal nanti ketika ada
terjadi fraud mungkin bisa jadi nasabah itu sendiri yang akan menjebak mereka
maka disitulah kita butuh yang terakhir tadi menguatkan mental mereka untuk
tidak mau terlibat di dalam tindakan fraud ini dan seperti itu kira-kira. ”

3. Pakar Keuangan Syariah Dari Universitasi Muhammadiyah

Sumatera Utara (UMSU) Medan!*

Wawancara ini peneliti lakukan di salah satu warung kopi di Medan yang
kebetulan pakar dari UMSU ini mempunyai waktu dan bersedia menerima peneliti
di sana. Dan beliau dapat menerima peneliti dengan baik dan sangat antusias
terutama dengan judul disertasi peneliti. Ada lima pertanyaan yang peneliti ajukan
yang dapat mencerminkan pembahasan judul disertasi peneliti. Berikut petikan
wawancara yang peneliti lakukan:

Pertanyaan Peneliti (P): “Bagaimana menurut Ibu tentang judul disertasi
yang saya tulis yaitu “Hirarki Potensial Dan Pencegahan Fraud Pada Akad
Keuangan Di Bank Syariah”, apakah judul disertasi saya ini menarik dari sisi
penelitiannya?”

Jawaban Pakar Keuangan Syariah UMSU Medan (PKS UMSU):

“Ya terima kasih pak, kalau menurut saya penelitian ini menarik sekali
dan memang sangat-sangat dibutuhkan Lembaga keuangan Syariah atau
perbankan Syariah karena pak kalau kita mau kaji lebih dalam peraturan yang
ada khususnya pembiayaan yang ada terkait fraud ini juga ada di operasional
tetapi yang paling banyak potensinya itu paling besar di pembiayaan misalnya
pak di syariah itu terlihat dari NPFnya tinggi, kenapa bisa NPF tinggi padahal
SOP pembiayaan sudah dijalankan, tidak terjawab pak. Jadi kalau kita diskusi
hanya terjawab karena tidak menguasai SOP padahal SOPsudah sebelas tahun
para praktisi yang bekerja di perbankan syariah itu tidak paham? pasti sudah
kecuali orang yang baru bekerja, jadi itu semua terjadi karena SDMnya dan
kalau dengan disertasi bapak ini berarti bisa menjawab apa yang untuk
perbaikan di perbankan syariah.”

110 Nasution, Rahmayati, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam
Bidang Perbankan Syariah khususnya dan Ekonomi Syariah umumnya dan beliau pernah menjadi
praktisi pada BRI Syariah Cabang Medan.
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P: Bagaimana menurut Ibu apakah di perbankan syariah pernah atau sering
terjadi fraud?

PKS UMSU: “Ya pak yang pertama saya ingin meminta juga bantuan di
penelitian ini yang kategori fraud itu apa? Karena kalu di PJ OJK fraud itu
termasuk pemberian pembiayaan dalam bentuk tempilan, jadi kalau bentuk
tempilan kasusnya tidak selesai karena kalau orang asumsikan fraud itu kan
orang curi uang sementara dalam pemberian pembiayaan siapa yang bisa kita
katakana dia mencuri uang karena tidak kelihatan atau abstrak kecuali si teller
langsung jadi ini betul-betul harus diklarifikasi, bisa saj ini permainan antara
nasabah dengan analisis pembiayaan. Jadi belum bisa pasti fraud tapi yang bisa
jawab adalah sering terjadi fraud nggak? Ada pak, bahkan relative kalau fraud di
perbankan Syariah malah lebih tinggi malah bisa milyaran. Jadi atas
kewenangan yang sangat tinggi sembarangan saja, jadi terjadi pak.”

P: Bagaimana Kkira-kira proses fraud itu dilakukan, terutama dalam
menentukan akad-akad keuangan syariah yang akan diterapkan?

PKS UMSU: “Ya pak, jadi bisa pak, ini sering modus yang terjadi
misalnya di kesampingkan tujuannya, jadi tidak sesuai setelah dia macet baru
ketahuan ternyata penyalahgunaan dengan sengaja jadi memang termasuk
penentuan akad-akad itu, harusnya dia misalnya mudarabah bagi hasil tetapi
biar nggak panjang urusannya murabahah selesai tapi nggak sesuai rel yang
dibutuhkan debitur. Jadi setelah macet baru ketauan dan akhirnya baru ditelusuri
ke awalnya ternyata mempermudah-mudah akad yang akan dipergunakan.”

P: Menurut Ibu kalau boleh untuk dirangking 14 (empat belas) akad-akad
keuangan syariah mana saja yang berpeluang untuk terjadinya fraud atau
disalahgunakan pemakaian aplikasinya atau berpeluang untuk dinegosiasikan
penggunaannya?

PKS UMSU: “Adapun yang bisa saya rangking akad-akad keuangan
syariah yang berpeluang terjadinya fraud menurut pendapat saya adalah sebagai
berikut.”

Tabel 4.13. Rangking Akad Keuangan Syariah
Menurut Pakar Keuangan Syariah UMSU

AKAD-AKAD KEUANGAN
SYARIAH RANGKING
Murabahah 1
Salam 10
Istishna 6
Mudharabah 3
Musyarakah 2
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Mudharabah Musytarakah 8
Musyarakah Mutanagisah 9
ljarah 4
ljarah Muntahiyah Bittamlik 5
Hawalah 11
Wakalah atau Wakalah bi Ujrah 12
Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 7
Ju'alah 14
Qardh 13

P: Bagaimana usulan Ibu agar fraud di perbankan syariah dapat
diminimalisir kejadiannya?

PKS UMSU: “Ya pak yang pertama itu harus dipahami SDM yang dalam
memberikan pembiayaan sebagai contohnya dimonitoring sama atasannya
jangan hanya dia melakukan transaksi di luar dari yang sewajarnya, monitoring
pak ya, sebelum monitoring harus dimitigasi harus dikunjungi nasabah jangan
hanya ada data-data, on the spot langsung, jangan percaya begitu aja dengan
data-data, sekarang nasabah banyak yang nakal juga pak dalam artian dia lebih
berpengalaman kan! Yang kedua tadi monitoring lalu yang ketiga dikunjungi juga
setelah kita realisasi kan dia harus dikunjungi jadi kontinyu dia pak sebelum
masa kontraknya berakhir. Jadi tetap dipantau sampai masa pembiayaannya
berakhir. Ya bagaimanapun harus tetap dipantau sampai akhir. Kemudian sanksi
pak, kepada pelakunya yang akan memberikan efek jera jadi contoh orang lain
kan ke depannya. Kadang pak pemberian sanksi fraud ini tidak transparan
misalnya begini sudah tau si A pelakunya tetapi karena unsur dia tidak bisa
dibuktikan secara objektif dia tidak diapa-apain sementara buktinya menjurus ke
dia, ternyata yang lain itu merasa ah dia nggak diapa-apain sehingga menjadi
dismotivasi, itu pak.”

4. Orang Yang Mengetahui Tentang Fraud Di Perbankan Syariah

(Informan T)

Jenis dan bentuk fraud yang pertama adalah pemanipulasian laporan
keuangan oleh mudharib (pelaku: nasabah pembiayaan). Mudharabah merupakan
akad kerjasama yang di mana shahibul maal (bank syariah) memberikan
pembiayaan kepada mudharib (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang
produktif. Jadi pada akad mudharabah perlu dibangunnya rasa saling percaya
antara shahibul maal dengan mudharib. Permasalahan dan bentuk fraud yang

terjadi di akad ini adalah justru mudharib menyalahgunakan kepercayaan yang

11 Informan T, beliau tidak mau disebutkan jati dirinya sehubungan dengan rahasia statement
yang disampaikannya
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diberikan oleh shahibul maal dengan memanipulasi laporan keuangan atau
penghasilan yang didapatkan sehingga dampaknya dapat menimbulkan kerugian
salah satu pihak yakni bank syariah. seperti yang diungkapkan oleh informan T,
yakni:

Kalau nasabahnya kemungkinannya mudharabah, kalau dari sudut
pandang fraud oleh nasabah mudharabah itu kan bagi hasil. Bagi hasil
ditentukan dari berapa jumlah pendapatan nasabah. Masalahnya yang
mengetahui nasabah itu berapa pendapatannya kan dia yang tahu sendiri. Harus
ada kejujuran dan transparansi dari nasabah.

Pernyataan informan diperkuat oleh pernyataan salah satu informan

bankir. Berikut ini pernyataan informan bankir:

Ternyata ada kemungkinan nasabah mengambil standar minimal. kalau
dia memperoleh keuntungan melebihi proyeksi, itu tidak dilaporkan. Jadi kalau
dia melebihi keuntungan dari proyeksi itu tidak dilaporkan, iya kan. Artinya dia
sembunyikan keuntungan itu. Itu kemungkinan kelemahannya mudharabah di situ.
Karena yang namanya mudharabah itu asasnya adalah amanah yaitu mencatat
yang keluar dengan yang masuk. Tapi itu satu sisi ya, bahwa kemungkinan pihak
mudharib tidak amanah dalam mencatat keuntungan artinya penghasilan.

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku
nasabah dapat merugikan bank. Sehingga bank perlu tegas dalam mengambil
tindakan agar mudharib tidak melakukan hal tersebut berulang kali.

Jenis dan bentuk fraud kedua adalah kerjasama antara karyawan bank
syariah dengan nasabah (pelaku: bankir dan nasabah). Seorang nasabah yang
melibatkan orang perbankan untuk melakukan kecurangan (fraud) merupakan
salah satu bentuk kejahatan yang masih memungkinkan terjadi di dalam
operasional perbankan syariah. Mereka bisa saja melakukan transaksi-transaksi
fiktif dengan unsur kesengajaan. Hal ini dinyatakan oleh informan T berikutnya,
berikut pernyataannya:

Misalkan, dia bekerja sama kemudian ada orang salah satu mitranya
mengajukan permohonan pembiayaan disetujui walaupun sebenarnya tidak
memenuhi syarat kemudian pembiayaannya macet dan kemudian orang yang
punya otoritas menghapus buku. Sementara uang yang sudah didapatkan
dinikmati bersama oleh orang yang mengajukan tadi, baik kemudian orang di
dalam.
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Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan bankir: “Kerjasama
antara petugas bank dengan nasabah, terjadi kolaborasi antara petugas bank yang
disebabkan lemahnya sistem, dan kepercayaan terlalu tinggi kepada Accounting
Officer.” Apa yang diungkapkan oleh informan di atas bisa terjadi jika bankir
yang terkait memiliki keahlian khusus untuk melakukan fraud. Sehingga dia
cukup mudah untuk melakukan hal itu bersama dengan nasabah dan ada
kesepakatan khusus dalam pembagian hasil perbuatan penyimpangan tersebut jika
berhasil dilakukan.

Jenis dan bentuk fraud yang ketiga adalah Murabahah bil wakalah
(pelaku: bankir). Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual
sebesar harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan (margin) yang
telah disepakati dan pihak bank harus mengungkapkan berapa biaya perolehan
barang tersebut kepada pembeli. Kemungkinan munculnya bentuk fraud dalam
hal akad murabah bisa bermacam-macam. Berikut ini pernyataan beberapa
informan T yang peneliti wawancarai, menyatakan:

Paling banyak itu murabahah. Sebagai contoh misalnya yaitu ketika bank
memberikan pembiayaan kepada nasabah yang seharusnya ketika melakukan
pembiayaan murabahah, barang yang dijual harus betul-betul dimiliki oleh bank
ya, tapi kenyataannya dia tidak melakukan itu. Tapi dia menutupinya dengan
akad wakalah artinya bank mewakilkan kepada nasabah atau membeli barang
yang akan dibeli oleh nasabah.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh informan bankir, berikut

pernyataannya:

Kelebihan murabahah di bank syariah itu jual beli harus terjadi karena
dari harga yang pokok itu harus transparan antara pihak pembeli dengan penjual
dan pihak dealer. Istilahnya harga pokok harus diketahui oleh semua pihak-pihak
yang berakad. Kalau bil wakalah seperti itu lantas tidak punya pengetahuan
pihak bank. Memungkinan nasabah itu memberikan pengurangan atau mark up
dari harga pokok itu.... mungkin saja dia mendapatkan diskon tanpa dilaporkan
kepada pihak bank..... Itu jeleknya murabahah bil wakalah.

Dari pernyataan informan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa

akad murabahah bisa disalahgunakan oleh pihak bank karena atas dasar lebih
memudahkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Sehingga Bank

Syariah tidak perlu repot untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, dan
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menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan
keinginan dan juga kebutuhannya.
Sebenarnya ada beberapa informasi yang disampaikannya tetapi tidak

relevan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN MENURUT PRAKTISI

KEUANGAN SYARIAH

1. Hasil Analisis Sintesis Aspek

Sejumlah kriteria atau aspek sudah dibahas pada penjabaran sebelumnya
yaitu mencakup aspek hirarki, potensial, fraud, akad keuangan syariah dan
pencegahannya. Maka sampailah pada pembahasan seluruh kriteria atau aspek
dibahas sebagai berikut:

Pembahasan ini akan menguraikan hasil sintesis pada aspek hirarki,
potensial, fraud, akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi
keuangan syariah. Melalui hasil dari data yang sudah diolah maka didapatkan
yang menjadi prioritas aspek menurut pendapat seluruh responden sebagaimana
yang terlihat pada gambar 4.5.

Hasil Analisis Sintesis Aspek
W =10,30

5. Pencegahannya 3739329

4. Akad-Akad Keuangan Syariah 0,126937238

3. Fraud 0,245747727
2. Potensial - 0,074990486
1. Hirarki - 0,088585221
0 0,1 0,2 0,3 04 0,5

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.5. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

Gambar 4.6. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Melalui penunjukkan dari gambar 4.5. berdasarkan pendapat gabungan
maka aspek dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah
dan pencegahannya maka aspek paling tinggi menurut praktisi keuangan syariah
adalah aspek pencegahannya sebesar 0,463739329 atau sebesar 46,37%, diikuti
oleh aspek fraud sebesar 0,245747727 atau sebesar 24,57%, aspek akad keuangan
syariah sebesar 0,126937238 atau sebesar 12,69%, aspek hirarki sebesar
0,088585221 atau sebesar 8,86% dan aspek potensial sebesar 0,074990486 atau
sebesar 7,50%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,30
yang berarti bahwa 30% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis
aspek disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah pencegahannya,
fraud, akad keuangan syariah, hirarki dan potensial menurut praktisi keuangan
syariah.

Melihat hasil sintesis prioritas per responden pada gambar 4.6. Nilai
sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, empat
orang responden menjawab aspek yang paling prioritas dalam mencari hirarki
potensial fraud dalam akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi
keuangan syariah adalah pencegahannya, fraud, akad keuangan syariah, hirarki
dan potensial. Sedangkan sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini

tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 30% tingkat kesepakatan
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responden dengan urutan jawaban pada klaster aspek menurut praktisi keuangan
syariah.

2. Hasil Analisis Sintesis Masalah

a. Analisis Sintesis Masalah Hirarki

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis sintesis masalah hirarki

dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data maka
didapatkan prioritas masalah hirarki menurut pendapat seluruh responden

sebagaimana tampak pada gambar 4.7.

Aspek Analisis Sintesis Masalah Hirarki

2. Hirarki Fungsional -'314087302
1. Hirarki StrUkturaI _1685912698

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.7. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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M 1. Hirarki Struktural ~ ® 2.. Hirarki Fungsional
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Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.8. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Responden
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Gambar 4.7. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah hirarki dalam mencari tingkatan hirarki yang paling penting menurut
praktisi keuangan syariah adalah masalah hirarki struktural sebesar 0,685912698
atau sebesar 68,59%, diikuti oleh masalah hirarki fungsional sebesar 0,314087302
atau sebesar 31,41%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar
0,01 yang berarti bahwa 1% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis
sintesis masalah hirarki disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah
adalah hirarki struktural dan hirarki fungsional.

Melihat nilai sintesis prioritas per responden, terlihat pada gambar 4.8.
Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden,
empat orang responden menjawab masalah hirarki yang paling prioritas dalam
tingkatan hirarki yang paling penting menurut praktisi keuangan syariah adalah
hirarki sutruktural kemudian hirarki fungsional. Sedangkan sisanya memiliki
jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan angka rater agreement
yaitu 1% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster
masalah hirarki menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah hirarki dapat disesuaikan dengan model hasil
penelitian dari Try Andjarwati, (2015)**?, penelitian ini mengungkapkan bahwa
Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak
terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling
rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Kemudian dari Nanang Krisdianto,
(2014)'*3, penelitian model ini mengungkapkan bahwa teori hirarki pengaruh
terhadap isi media dikenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese
kemudian menilai pengaruh internal dan eksternal media terhadap isi pemberitaan.
Keduanya membagi pengaruh tersebut ke dalam lima level, yaitu pengaruh
individu pekerja media (individual level), rutinitas media (media routines level),

organisasi media (organizational level), luar media (extramedia level), dan

112 Try Andjarwati, Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua
Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor Dan Teori Mativasi Prestasi Mc Clelland, IMM17 Jurnal
llmu Ekonomi & Manajemen April 2015, Vol. 1 No.1, 2015, h.45 - 54

113 Nanang Krisdianto, Anomali Dan Teori Hirarki Pengaruh Terhadap Isi Media, Jurnal IImiah
Komunikasi, Volume 3, Nomor 01 Juli 2014, 2014
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ideologi (ideology level). Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dari Puspita
Kartikasari dan Suhartono, (2013)*'4, model penelitian ini mengungkapkan bahwa
level 0 hem panjang dewasa pria, celana panjang jeans dewasa pria, dan jaket
dewasa pria model terbaik yaitu bottom-up. Level O produk rok dewasa wanita
dan celana panjang wanita model terbaik yaitu top-down. Pada level 1 hem
panjang dewasa pria model terbaik yaitu top down proporsi histori dengan rata-
rata proporsi dari rata-rata data asli tahun 2002-2011. Produk celana panjang jeans
dewasa pria, rok dewasa wanita dan celana panjang wanita model terbaik yaitu top
down proporsi histori dengan proporsi (1), sedangkan ntuk level 1 produk jaket
dewasa pria model terbaik yaitu bottom-up.
b. Analisis Sintesis Masalah Potensial

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis sintesis masalah
potensial dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data
didapatkan prioritas masalah potensial menurut pendapat seluruh responden

sebagaimana tampak pada gambar 4.9.

Hasil Analisis Masalah Potensial

W =0,01

4. Potensi Pisik s

0,689153439

3. Potensi Berpikir

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.9. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Rata-Rata

114 pyspita Kartikasari dan Suhartono, (2013), Prediksi Penjualan Di Perusahaan Ritel Dengan
Metode Peramalan Hirarki Berdasarkan Model Variasi Kalender, Jurnal Sains dan Seni Pomits,
Vol. 2, No.1, 2337-3520, 2013
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Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.10. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.9. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah potensial dalam mencari tingkatan potensi yang paling penting menurut
praktisi keuangan syariah adalah masalah potensi berpikir sebesar 0,689153439
atau sebesar 68,92%, diikuti oleh masalah potensi pisik sebesar 0,310846561 atau
sebesar 31,08%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,01
yang berarti bahwa 1% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis
masalah potensial disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah
potensi berpikir dan potensi pisik menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.10.
Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden,
empat orang responden menjawab masalah potensial yang paling prioritas dalam
tingkatan potensi yang paling penting adalah potensi berpikir kemudian potensi
pisik menurut praktisi keuangan syariah. Sedangkan sisanya memiliki jawaban
yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 1%
tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah
potensial menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah potensial dapat disesuaikan dengan hasil
penelitian model penelitian dari Willyanto Kartiko Kusumo, (2002)!°, penelitian
ini mengungkapkan bahwa rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi

kesulitan dan berpotensi kebangkrutan adalah kualitas aktiva, rentabilitas dan

115 Willyanto Kartiko Kusumo, Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam
Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Di Indonesia, Tesis, Program Studi Magister
Akuntansi, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002
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likuiditas. Kualitas aktiva diproksikan dengan return on risk assets. Ukuran rasio
rentabilitas terdiri dari ukuran return on assets dan ukuran rasio likuiditas
ditunjukkan oleh ukuran loan to deposit ratio.
c. Analisis Sintesis Masalah Fraud

Pembahasan akan menguraikan analisis sintesis masalah fraud dalam
mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya
menurut praktisi keuangan syariah. Dari pengolahan data didapatkan prioritas
masalah fraud menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada

gambar 4.11.

Hasil Analisis Masalah Fraud

W =0,002
7. Kecurangan Laporan Keuangan —0879538

6.korupsi  (THOREay 7 =5
5. Penyalahgunaaan Aset — 0,245262974

0 0,1 0,2 0,3 0,4

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.11. Sintesis Masalah Fraud Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.12. Sintesis Masalah Fraud Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.11. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah fraud dalam mencari tingkatan fraud yang paling penting menurut
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praktisi keuangan syariah adalah masalah korupsi sebesar 0,393857489 atau
sebesar 39,39%, diikuti oleh masalah kecurangan laporan keuangan sebesar
0,360879538 atau sebesar 36,09% dan masalah penyalahgunaan aset sebesar
0,245262974 atau sebesar 24,52%. Nilai rater agreement keseluruhan responden
adalah sebesar 0,002 yang berarti bahwa 0,2% tingkat kesepakatan responden
bahwa analisis sintesis masalah fraud disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai
terendah adalah korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset
menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.12.
Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, dua
orang responden menjawab masalah fraud yang paling prioritas dalam tingkatan
fraud yang paling penting adalah korupsi, kecurangan laporan keuangan dan
penyalahgunaan asset menurut praktisi keuangan syariah. Sisanya memiliki
jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai rater agreement
yaitu 0,2% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster
masalah fraud menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis masalah fraud sangat sesuai dengan model
penelitian dari Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019), dari
hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan
penelitian saran-saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi fraud
sangat penting bagi bank Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan
dari rendahnya fraud yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi
dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol
dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat
melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Kepercayaan masyarakat akan semakin
meningkat dengan informasi non-fraud yang dipublikasi bank Islam melalui
publikasi nilai komposit GCG yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank.
Kedua, bagi investor perbankan, informasi fraud menjadi salah satu informasi

penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor,

116 Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud
Bank Islam, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, p. 226-239, 2019
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fraud merupakan unsur risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi
mengurangi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Kemudian dari
Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto, Aulia Fuad Rahman (2013)7,
penelitian ini mengungkapkan bahwa Between-subject experiment dilakukan
terhadap 19 partisipan yang dibagi ke dalam tiga kelompok eksperimen; (1)
kelompok memperoleh pemahaman kerangka Committee of Sponsoring
Organizations (COSO) dan segitiga faktor kecurangan; (2) kelompok memperoleh
pemahaman kerangka COSO; dan (3) kelompok memperoleh pemahaman segitiga
faktor kecurangan. Analisa statistik nonparametrik chi-square dan fisher’s exact
test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian risiko di antara
kelompok yang diuji. Pendekatan antar hanya mampu meningkatkan pengetahuan
seseorang dalam mengingat dan mereproduksi serta mengaplikasikan konsep
tersebut secara terbatas. Selanjutnya dari Siti Sholihah dan Prasetyono, (2016),
model penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan
dua orang staf yang menangani pelaporan keuangan, Pemda melakukan fraud
dalam memanipulasi SPJ atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data
penyajian laporan keuangan. Selain itu, Pemda juga sering melakukan fraud pada
saat pengadaan aset, penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat aset
(terkait penghapusan aset) maupun dalam hal penyusutan aset yang tidak
proporsional. Pemda juga pernah melakukan kelalaian dalam pengakuan hibah
atau bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi. Selain itu Pemda juga pernah
salah dalam penempatan akun. BPK menganggap hal tersebut sebagai unsur
ketidaksengajaan dan merekomendasikan untuk mereklasi atau mengakui ke
dalam jurnal penyesuaian agar terakomodir. Manajemen keuangan pada sektor
publik bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang andal sesuai
standar yang berlaku. Oleh karena itu mereka harus memiliki tim yang

berkompeten dan rencana kerja yang jelas. Mereka harus bisa menyajikan laporan

117 Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto dan Aulia Fuad Rahman, Peran Pendekatan
Antar Disiplin Terhadap Penilaian Resiko Penyalahgunaan Aset, Jurnal Akuntansi
Multiparadigma (JAMAL), Vol. 4, No. 2, h. 165-329, Malang, 2013

118 Sjtj Sholihah dan Prasetyono, Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik, JAFFA, Vol. 04, No.
1, h. 53-61, April, 2016
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keuangan yang akuntabel mengingat dana yang dikelola sektor publik merupakan
uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
d. Analisis Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah
Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah akad
keuangan syariah dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan
syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Berdasarkan hasil
pengolahan data didapatkan prioritas masalah akad keuangan syariah menurut

pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.13.

Analisis Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah

W =0,82 21 Qardh OO0 3 0 5 003
20.Ju'alah NN 0,066177928

19. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah T 0, 152734772
18. Wakalah atau Wakalah bi Ujrah IS 0,077160659
17. Hawalah EEEEEN 0,024678054
16. ljarah Muntahiyah Bittamlik T 0,042652115
15. ljarah (Y 0,105221799
14. Musyarakah Mutanaqgisah I 0047295843
13. Mudharabah Musytarakah S 0,043277275
12. Musyarakah NN 0,069704717
11. Mudharabah EGEG_—— 0,062149406
10. Istishna  EG— 0,045129249
9.Salam NN 0,028356375
8. Murabahah N 0,045066799

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.13. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah
Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.14. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah
Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.13. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah akad keuangan syariah dalam mencari tingkatan akad keuangan syariah
rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah rangking pertama
akad gardh sebesar 0,190395008 atau sebesar 19,04%, rangking kedua akad
kafalah atau kafalah bil ujrah sebesar 0,152734772 atau sebesar 15,27%,
rangking ketiga akad ijarah sebesar 0,105221799 atau sebesar 10,52%, rangking
keempat akad wakalah atau wakalah bil ujrah sebesar 0,077160659 atau sebesar
7,72% dan rangking kelima musyarakah sebesar 0,069704717 atau sebesar
6,97% serta diikuti rangking keenam sampai rangking keempat belas adalah akad-
akad ju’alah, mudharabah, musyarakah mutanagisah, istishna, murabahah,
mudharabah musytarakah, ijarah mintahiyah bittamlik, salam dan hawalah. Nilai
rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,82 yang berarti bahwa
83% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah akad-akad
keuangan syariah disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah gardh, kafalah
atau kafalah bil ujrah, ijarah, wakalah atau wakalah bil ujrah dan musyarkah
menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.14.

Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden,
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tidak ada menjawab masalah akad keuangan syariah dengan jawaban seragam
atau disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah
adalah gardh, kafalah atau kafalah bil ujrah, ijarah, wakalah atau wakalah bil
ujrah dan musyarkah menurut praktisi keuangan syariah. Hal ini tentunya senada
dengan Nilai rater agreement yaitu 82% tingkat kesepakatan responden dengan
urutan jawaban pada klaster masalah akad-akad keuangan syariah menurut
praktisi keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis masalah akad-akad keuangan syariah
sependapat dengan model penelitian dari Rahmani Timorita Yulianti, (2008)°,
penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu asas dalam asas perjanjian ada
yang dinamakan asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak
tersebut kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk akad-akad baru
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam.
Dengan demikian figth mu’amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam
rangka menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer. Kemudian dari
Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6'2°, model penelitian ini mengungkapkan
dalam muamalah sehari-hari, manusia tidak dapat lari daripada berurusan antara
satu sarna lain atau mana-mana agensi. Walau apapun akad muamalah yang
dilakukan, kita perlu kembali kepada prinsip keadilan yaitu meletakkan sesuatu
pada tempatnya. Oleh itu dalam apa jua jenis akad yang dilakukan, Islam
melarang jika ada unsur-unsur riba, gharar dan ghubn walaupun pihak yang
berakad itu merelainya. Ketiga-tiga unsur ini merupakan kayu pengukur bagi
kesahihan sesuatu akad muamalah dalam Islam. Ini menunjukkan bahawa undang-
undang kontrak Islam adalah bersifat objektif di mana kesahihan sesuatu kontrak
itu diperiksa bukan setakat elemen kerelaan pihak-pihak yang berkontrak tetapi
juga kepada butir-butir dan bentuk kontrak itu dipersetujui.

e. Analisis Sintesis Masalah Pencegahannya
Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah

pencegahannya dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah

119 Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah,
La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 1, Juli, 2008
120 Azila Ahmad Sarkawi, Akad-Akad Muamalah Dalam Figh, Satu Analisis, Jurnal Syariah 6
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dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data

didapatkan prioritas masalah pencegahannya menurut pendapat seluruh responden

sebagaimana tampak pada gambar 4.15.

Analisis Sintesis Masalah Pencegahannya

32. Pantau, Evaluasi dan Tindak Lanjut

31. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

30. Deteksi

29. Pencegahan

28. Kendali dan Pantau

27.S0 dan Pertanggungjawaban

26. Pengawasan Manajemen

25. Kecukupan Sumber Daya

24. Potensi, Jenis dan Resiko Fraud

23. Kompleksitas Kegiatan Usaha

22. Lingkungan Internal dan Ekternal

0

44136246

0,087665063

0,079780271

0,106414106

0,075154192

0,063525714

0,088573547

0,058501914

0,081540439

0,092840754

0,121867753

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.15. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.16. Sintesis Masalah Pencegahannya
Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah pencegahannya dalam mencari tingkatan pencegahannya rangking lima
teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah rangking pertama pemantauan,
evalusi dan tindak lanjut sebesar 0,144136246 atau sebesar 14,41%, rangking
kedua lingkungan internal dan eksternal sebesar 0,121867753 atau sebesar
12,19%, rangking ketiga pencegahan sebesar 0,106414106 atau sebesar 10,64%,
rangking keempat kompleksitas kegiatan usaha sebesar 0,092840754 atau sebesar
9,28% dan rangking kelima pengawasan manajemen sebesar 0,088573547 atau
sebesar 8,86% serta diikuti rangking keenam sampai rangking kesebelas dalam
pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah investigasi, pelaporan
dan sanksi, potensi, jenis dan resiko fraud, deteksi, pengendalian dan pemantauan,
struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan kecukupan sumber daya. Nilai
rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,25 yang berarti bahwa
25% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah
pencegahannya disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut praktisi

keuangan syariah adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, lingkungan
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internal dan eksternal, pencegahan, kompleksitas kegiatan usaha dan pengawasan
manajemen menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.16.
Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden,
tidak ada responden menjawab masalah pencegahannya dengan jawaban seragam
atau disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah
adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, lingkungan internal dan eksternal,
pencegahan, kompleksitas kegiatan usaha dan pengawasan manajemen menurut
praktisi keuangan syariah. Hal ini tentunya senada dengan nilai rater agreement
yaitu 25% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster
masalah pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan sintesis penelitian masalah pencegahannya seperti temuan
peneletian dari Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014)*?!, model
penelitian ini mengungkapkan beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan
adanya kecenderungan tindakan fraud pada lembaga keuangan syariah, strategi
anti fraud, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana
standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya
untuk fraud preventive. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga
keuangan perbankan syariah, di mana metode yang dilakukan menggunakan studi
pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan di akhiri dengan analisis
kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat. Kemudian dari Rima
Novi Kartikasari, Gugus Irianto, (2010)'?2, model penelitian ini mengungkapkan
bahwa model Beneish (1999) dan model Altman (2000) dapat diterapkan dalam
pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Pertama, terkait penerapan model
Beneish (1999) pada laporan keuangan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma
Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan hasil bahwa M-Score

PT. Indofarma Thk pada tahun 2001 merepresentasikan kondisi perusahaan yang

21 Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit
Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah, JAFFA,
Vol. 2, No. 2, h. 91-100, 2 Oktober 2014

122 Rima Novi Kartikasari dan Gugus Irianto, Penerapan Model Beneish (1999) Dan Model
Altman (2000) Dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan, Jurnal Akuntansi
Multiparadigma, Vol. 1, No. 02, 2 Agustus 2010
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potensial terhadap adanya earning overstatement. Begitu juga dengan M-Score
PT. Kimia Farma Thk pada tahun 2001. Adapun kondisi di atas didukung oleh
adanya indikasi kecurangan laporan keuangan berupa keganjilan analitis atas
perubahan indeks rasio kunci Beneish (1999). Kedua, berdasarkan kecurangan
laporan keuangan yang terdeteksi dengan Beneish (1999) tersebut, peneliti
menghubungkan hal tersebut dengan kondisi kebangkrutan perusahaan
berdasarkan pada tahun 2001 berada pada kondisi kritis atau rawan mengalami
kebangkrutan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan atau dorongan perusahaan
untuk melakukan kecurangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et al
(2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi penyebab atas terjadinya kecurangan.
Selanjutnya, kondisi perusahaan pada tahun 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa
perusahaan mengalami penurunan atas kinerja keuangan yaitu PT. Indofarma Tbk
(prediksi bangkrut) dan PT. Kimia Farma Thk (mengalami penurunan meski tetap
berada pada kategori rawan bangkrut). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh
Albrecht et al (2006) bahwa kecurangan dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi
perusahaan. Selain itu, hal ini juga membenarkan pernyataan Bell (2008) bahwa
kecurangan laporan keuangan mengakibatkan resiko yang dapat membangkrutkan
perusahaan.
3. Analisis Sintesis Strategi

Dalam menentukan analisis sintesis strategi yaitu mencakup aspek acuan
minimal strategi anti fraud, penerapan manajemen resiko dan strategi anti fraud
dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Maka akan dibahas sebagali
berikut:

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis strategi dalam mencari
hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut
praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas strategi
menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.17.



189

Hasil Analisis Strategi
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Gambar 4.17. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Gambar 4.18. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.17. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
strategi dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya maka strategi paling tinggi menurut praktisi keuangan syariah
adalah strategi anti fraud sebesar 0,538260063 atau sebesar 53,83%, diikuti oleh
strategi acuan minimal strategi anti fraud sebesar 0,265598151 atau sebesar
26,56% dan strategi penerapan manajemen resiko sebesar 0,196141786 atau
sebesar 19,61%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,25
yang berarti bahwa 25% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis

strategi disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah strategi anti
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fraud, acuan minimal strategi anti fraud dan penerapan manajemen resiko
menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.18.
Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, dua
orang responden menjawab aspek yang paling prioritas dalam strategi mencari
hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut
praktisi keuangan syariah adalah strategi anti fraud, acuan minimal strategi anti
fraud dan penerapan manajemen resiko. Sisanya memiliki jawaban yang beragam.
Hal ini tentunya senada dengan nilai rater agreement vyaitu 25% tingkat
kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster strategi menurut
praktisi keuangan syariah.

Pembahasan penelitian strategi sesuai dengan model penelitian dari Artikel
ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, (2016)?3,
penelitian ini mengungkapkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh
hasil bahwa kerjasama antara karyawan bank syariah dan nasabah,
pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib, penggelapan dan pembobolan
tabungan nasabah, dan menyalahgunakan kewenangan menjadi bentuk dan jenis
fraud yang utama dalam operasional perbankan syariah. Kemudian dari Rinny
Jefri, Mediaty, (2014)!%*, model penelitian ini mengungkapkan kecurangan dan
kelalaian merupakan 2 hal yang berbeda dan hal itu telah diperjelas dalam standar
audit yang telah ada. Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan
dipengaruhi oleh : a) Karekteristik terjadinya kecurangan, b). Standar Pengauditan
mengenai pendeteksian kecurangan, c). Lingkungan pekerjaan audit yang
mengurangi kualitas audit yaitu: 1) Tekanan kompetisi atas fee, 2) Tekanan

waktu, 3) Relefasi hubungan auditor dan auditee.

123 Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X1X di Lampung, (2016),
Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi
Kasus Pada 3 BUS di Yogyakarta)

124 Rinny Jefri, Mediaty, Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan, Jurnal Akuntansi,
Vol. 01, No. 02, h. 56-64, Juli 2014
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D. PEMBAHASAN PENELITIAN MENURUT PAKAR KEUANGAN
SYARIAH
1. Hasil Analisis Sintesis Aspek
Sejumlah kriteria atau aspek sudah dibahas pada penjabaran sebelumnya
yaitu mencakup aspek hirarki, potensial, fraud, akad keuangan syariah dan
pencegahannya. Maka sampailah pada pembahasan seluruh kriteria atau aspek
dibahas sebagai berikut:
Pembahasan ini akan menguraikan sintesis pada aspek hirarki, potensial,
fraud, akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan
syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas aspek menurut pendapat

seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.19.

Hasil Analisis Sintesis Aspek
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Gambar 4.19. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Gambar 4.19. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
aspek dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya maka aspek paling tinggi menurut pakar keuangan syariah adalah
aspek pencegahannya sebesar 0,417064816 atau sebesar 41,71%, diikuti oleh
aspek akad-akad keuangan syariah sebesar 0,228256205 atau sebesar 22,83%,
aspek potensial sebesar 0,193664370 atau sebesar 19,37%, aspek hirarki sebesar
0,085876221 atau sebesar 8,59% dan aspek fraud sebesar 0,075138388 atau
sebesar 7,51%, Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,89
yang berarti bahwa 89% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis
aspek disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah menurut pakar
keuangan syariah adalah pencegahannya, akad keuangan syariah, potensial,
hirarki, dan ,fraud.

Hasil sintesis prioritas per responden, terlihat pada gambar 4.20. Hasil
sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak ada
responden menjawab secara seragam tentang aspek yang paling prioritas dalam
mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya
yaitu pencegahannya, akad keuangan syariah, potensial, hirarki dan fraud. Hal ini
tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 89% tingkat kesepakatan
responden dengan urutan jawaban pada klaster aspek menurut pakar keuangan
syariah.

2. Hasil Analisis Sintesis Masalah
a. Analisis Sintesis Masalah Hirarki

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah hirarki dalam
mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya
menurut pakar keuangan syariah. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan
prioritas masalah hirarki menurut pendapat seluruh responden sebagaimana

tampak pada gambar 4.21.
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Hasil Analisis Sintesis Masalah Hirarki
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Gambar 4.21. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Gambar 4.22. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.21. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah hirarki dalam mencari tingkatan hirarki yang paling penting menurut
pakar keuangan syariah adalah masalah hirarki struktural sebesar 0,615740741
atau sebesar 61,57%, diikuti oleh masalah hirarki fungsional sebesar 0,384259259
atau sebesar 38,43%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar
0,02 yang berarti bahwa 2% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis
sintesis masalah hirarki disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah
adalah hirarki struktural dan hirarki fungsional menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, terlihat pada gambar 4.22. Hasil

sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, dua orang
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responden menjawab masalah hirarki yang paling prioritas dalam tingkatan hirarki
yang paling penting menurut praktisi keuangan syariah adalah hirarki sutruktural
kemudian hirarki fungsional. Sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini
tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 2% tingkat kesepakatan
responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah hirarki menurut pakar
keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah hirarki dapat disesuaikan dengan hasil
penelitian dari Entin Hartini®, model penelitian ini mengungkapkan bahwa
beberapa teknik kluster hirarki agglomerative yaitu metode single linkage atau
jarak terkecil atau tetangga terdekat, complete linkage atau jarak terjauh dan
average linkage atau jarak rata-rata. Teknik kluster hirarki agglomerative bekerja
dengan sederetan dari penggabungan yang berurutan atau sederetan dari
pembagian yang berurutan dan berawal dari objek-objek individual. Jadi pada
awalnya banyaknya kluster sama dengan banyaknya objek. Selanjutnta dari Asep
Hariyanto'?®, penelitian ini mengungkapkan bahwa percepatan pengembangan
wilayah melalui Strategi terhadap implementasi Wilayah Pengembangan (WP)
dan Hirarki Kota-kota yang merupakan suatu upaya untuk pelaksanaan kebijakan
pengembangan wilayah yang memungkinkan hirarki kota-kota dan wilayah
pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peranan yang sudah
ditetapkan, sehingga memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah
yang lebih seimbang.

b. Analisis Sintesis Masalah Potensial

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis sintesis masalah
potensial dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data
didapatkan prioritas masalah potensial menurut pendapat seluruh responden

sebagaimana tampak pada gambar 4.23.

125 Entin Hartini, Metode Clustering Hirarki, Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komputasi BATAN

126 Asep Hariyanto, meneliti tentang Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi
Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) Dan Hirarki Kota-Kota (Studi Kasus Kabupaten
Subang), Jurnal PWK Unisba
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Hasil Analisis Masalah Potensial
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Gambar 4.23. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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Gambar 4.24. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.23. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah potensial dalam mencari tingkatan potensi yang paling penting menurut
pakar keuangan syariah adalah masalah potensi berpikir sebesar 0,606481481 atau
sebesar 60,65%, diikuti oleh masalah potensi pisik sebesar 0,393518519 atau
sebesar 39,35%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,02
yang berarti bahwa 2% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis
masalah potensial disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah
potensi berpikir dan potensi pisik menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.24.
Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, dua
orang responden menjawab masalah potensial yang paling prioritas dalam
tingkatan potensi yang paling penting adalah potensi berpikir kemudian potensi
pisik menurut pakar keuangan syariah. Sisanya memiliki jawaban yang beragam.

Hal ini tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 2% tingkat
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kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah potensial
menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah potensial dapat disesuaikan dengan hasil
penelitian model penelitian dari Willyanto Kartiko Kusumo, (2002)*?’, penelitian
ini mengungkapkan bahwa rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi
kesulitan dan berpotensi kebangkrutan adalah kualitas aktiva, rentabilitas dan
likuiditas. Kualitas aktiva diproksikan dengan return on risk assets. Ukuran rasio
rentabilitas terdiri dari ukuran return on assets dan ukuran rasio likuiditas
ditunjukkan oleh ukuran loan to deposit ratio.

c. Analisis Sintesis Masalah Fraud

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah fraud dalam
mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya
menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas
masalah fraud menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada
gambar 4.25.

Hasil Analisis Masalah Fraud
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Gambar 4.25. Sintesis Masalah Fraud Berdasarkan Nilai Rata-Rata

127 Willyanto Kartiko Kusumo, Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam
Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Di Indonesia, Tesis, Program Studi Magister
Akuntansi, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002
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Gambar 4.26. Sintesis Masalah Fraud Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.25. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah fraud dalam mencari tingkatan fraud yang paling penting menurut pakar
keuangan syariah adalah masalah penyalahgunaan aset sebesar 0,430820052 atau
sebesar 43,08%, diikuti oleh masalah kecurangan laporan keuangan sebesar
0,378051095 atau sebesar 37,81% dan masalah korupsi sebesar 0,191128853 atau
sebesar 19,11%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,00
yang berarti bahwa 0% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis
masalah fraud disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah
penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi menurut pakar
keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.26.
Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak
ada responden menjawab secara seragam masalah fraud yang paling prioritas
dalam tingkatan fraud yang paling penting adalah penyalahgunaan aset,
kecurangan laporan keuangan dan korupsi menurut pakar keuangan syariah. Hal
ini tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 0% tingkat kesepakatan
responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah fraud menurut pakar

keuangan syariah.
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Pembahasan sintesis penelitian masalah fraud sejalan dengan penelitian
dari Yeni Septiani, (2018)!%, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat
celah-celah terjadinya fraud pada PT. ICS. Pada divisi-divisi yang telah
disebutkan, fraud dapat terjadi karena kurang adanya kontrol dari manajemen dan
adanya keleluasaan pegawai dalam menjalankan tugas sehingga manipulasi dapat
terjadi. Selanjutnya dari Haifa Najib dan Rini, (2016)*?°, penelitian ini
mengungkapkan berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta
penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan
penelitian sebagai berikut: pertama Sharia compliance dengan proksi Islamic
Income Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, kedua Sharia
compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif
ternadap fraud pada bank syariah, ketiga Sharia compliance dengan proksi
Islamic Investment Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, dan
keempat Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada
bank syariah.

d. Analisis Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah akad-akad
keuangan syariah dalam mencari hirarki potensial fraud dalam akad keuangan
syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan
data didapatkan prioritas masalah akad-akad keuangan syariah menurut pendapat

seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.27.

128 'yeni Septiani, Pendeteksian Fraud Atas Aset Pada PT. ICS, Prosiding, Festival Riset llmiah
Manajemen dan Akuntansi (FRIMA), h. 1085-1090, 2018

129 Haifa Najib dan Rini, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah, Simposium
Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016
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Gambar 4.28. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah
Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.27. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah akad-akad keuangan syariah dalam mencari tingkatan akad-akad
keuangan syariah rangking lima teratas menurut pakar keuangan syariah adalah
rangking pertama akad gardh sebesar 0,276406019 atau sebesar 27,64%, rangking
kedua akad kafalah atau kafalah bil ujrah sebesar 0,144371826 atau sebesar
14,44%, rangking ketiga akad wakalah atau wakalah bil ujrah sebesar
0,087148929 atau sebesar 8,71%, rangking keempat akad ijarah sebesar
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0,068935486 atau sebesar 6,89%, dan rangking kelima  ju'alah sebesar
0,059487271 atau sebesar 5,95% serta diikuti rangking keenam sampai rangking
keempat belas adalah akad-akad mudharabah, hawalah, musyarakah, salam,
ishtisna, musyarakah mutanagisah, murabahah, mudharabah musytarakah dan
ijarah mintahiyah bittamlik. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah
sebesar 1,17 yang berarti bahwa 117% tingkat kesepakatan responden bahwa
analisis sintesis masalah akad-akad keuangan syariah disusun berdasarkan
rangking lima teratas adalah gardh, kafalah atau kafalah bil ujrah, wakalah atau
wakalah bil ujrah, ijarah, dan ju 'alah menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.28.
Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak
ada yang menjawab masalah akad-akad keuangan syariah dengan jawaban
seragam atau disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah gardh, kafalah
atau kafalah bil ujrah, wakalah atau wakalah bil ujrah, ijarah, dan ju’alah. Hal
ini tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 117% tingkat kesepakatan
responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah akad-akad keuangan
syariah menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis masalah akad-akad keuangan syariah
sejalan dengan penelitian dari Muhammad Maksum, (2014)%, penelitian ini
mengungkapkan bahwa model akad yang digunakan dalam produk keuangan
syariah dapat dipetakan dalam tiga bentuk, yaitu akad tunggal (basith), akad
berganda (‘uqiid mujtami’ah), dan akad berbilang (‘ugiid muta’addidah). Akad
berganda dan akad berbilang merupakan bentuk pengembangan dari akad tunggal
karena akad tunggal tidak mampu mewadahi transaksi modern yang kompleks.
Ada perbedaan konsep, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat antara akad-akad
yang dikembangkan dalam fikih dengan transaksi modern. Model akad tersebut
disimpulkan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN yang menjadi pedoman bagi
lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN dipilah dalam kategori-kategori

akad yang membangunnya dan ditemukanlah tiga bentuk model akad tersebut.

130 Muhammad Maksum, Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah, Jurnal Al-
‘Adalah, Vol. XII, No. 1, juni 2014
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Rumitnya penerapan kontrak (akad) pada transaksi modern memerlukan terobosan
dari otoritas fatwa untuk menyesuaikan akad-akad tersebut (takyif) dengan
transaksi modern, salah satunya dengan mengkombinasi akad-akad tunggal.
Kemudian dari Anisah Novitarani dan Ro’fah Setyowati, (2018)*%!, penelitian ini
mengungkapkan bahwa kehadiran fintech berupa crowdfunding dengan prinsip
syariah dapat meningkatkan pembiayaan di perbankan syariah. Konsep crowdfunding
syariah pada dasarnya harus berpedoman pada Alquran dan Sunnah. Hal tersebut
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Nomor 117/DSN-MUI/11/2018. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, crowdfunding
syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam
dengan konsep crowdfunding syariah dapat dilihat dari perspektif syariah compliance
atau kepatuhan syariah yang harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim.
Crowdfunding syariah setidaknya dapat memiliki dua jenis akad dalam transaksinya
yaitu musyarakah dan qard. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan
rukunnya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah.
Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian crowdfunding adalah
dari sisi legalitas dan keamanannya. Problematika hukum mengenai praktik
crowdfunding syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar sesuai dengan
syariah sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui
platform crowdfunding syariah.
e. Analisis Sintesis Masalah Pencegahannya

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah
pencegahannya dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah
dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data
didapatkan prioritas masalah pencegahannya menurut pendapat seluruh responden

sebagaimana tampak pada gambar 4.29.

131 Anisah Novitarani dan Ro’fah Setyowati, Analisis Corwdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip
Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah, Jurnal Al-
Manahij, Vol. XIl, No. 2, Desember 2018
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Analisis Sintesis Masalah Pencegahannya

32. Pantau, Evaluasi dan Tindak Lanjut GG 0,074290755
31. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi I 0,074678766
30. Deteksi NN 0,073524583
MR )9 pencegahan I 0086596857
28. Kendali dan Pantau TG 0,08152906
27.S0 dan Pertanggungjawaban I 0,095288881
26. Pengawasan Manajemen NG 1 2 1982322
25. Kecukupan Sumber Daya I 0,067985834
24. Potensi, Jenis dan Resiko Fraud [ | 0,081297541
23. Kompleksitas Kegiatan Usaha A 0,102676448

22. Lingkungan Internal dan Ekternal G 48952

0 0,02 004 006 008 0,1 0,12 0,14

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.29. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Rata-Rata
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W 24. Potensi, Jenis dan Resiko Fraud 25. Kecukupan Sumber Daya

W 26. Pengawasan Manajemen M 27. S0 dan Pertanggungjawaban

W 28. Kendali dan Pantau M 29. Pencegahan

M 30. Deteksi B 31. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

W 32. Pantau, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.30. Sintesis Masalah Pencegahannya
Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.29 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka
masalah pencegahannya dalam mencari tingkatan pencegahannya rangking lima
teratas menurut pakar keuangan syariah adalah rangking pertama lingkungan
internal dan eksternal sebesar 0,135148952 atau sebesar 13,51%, rangking kedua
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pengawasan manajemen sebesar 0,121982322 atau sebesar 12,20%, rangking
ketiga kompleksitas kegiatan usaha sebesar 0,102676448 atau sebesar 10,27%,
rangking keempat struktur organisasi dan pertanggungjawaban sebesar
0,095288882 atau sebesar 9,53%, dan rangking kelima pencegahan sebesar
0,086596857 atau sebesar 8,66%, serta diikuti rangking keenam sampai rangking
kesebelas dalam pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah
pengendalian dan pemantauan, potensi, jenis dan resiko fraud, deteksi, investigasi,
pelaporan dan sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dan kecukupan
sumber daya. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,24
yang berarti bahwa 24% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis
masalah pencegahannya disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut pakar
keuangan syariah adalah lingkungan internal dan eksternal, pengawasan
manajemen, kompleksitas  kegiatan usaha, struktur organisasi  dan
pertanggungjawaban dan pencegahan menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.30.
Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak
ada responden menjawab masalah pencegahannya dengan jawaban seragam atau
disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah lingkungan internal dan
eksternal, pengawasan manajemen, kompleksitas kegiatan usaha, struktur
organisasi dan pertanggungjawaban dan pencegahan menurut pakar keuangan
syariah. Hal ini tentunya senada dengan nilai rater agreement yaitu 24% tingkat
kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah
pencegahannya menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis ini sesuai dengan penelitian dari Wahyuni
dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017)**?, penelitian ini mengungkapkan
bahwa razionalization berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan
keuangan. Sementara itu, financial stability yang, external pressure, financial
targets, nature of industry, ineffective monitoring tidak berpengaruh signifikan

terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi

132 \Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan
Laporan Keuangan, Jurnal Akuntansi, Vol. XXI, No. 01, Januari, h. 47-61, 2017
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regulator dalam menetapkan peraturan untuk meningkatkan kualitas audit
terutama dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian dari Sekar Akrom Faradiza
dan Suyanto, (2017)**3, penelitian ini mengungkapkan pengujian fraud diamond
(pressure, opportunity, rationalization, capability) untuk mendeteksi terjadinya
fraud pada laporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang telah go public di BEI dengan menggunakan data
tahun 2012-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil
penelitian menemukan bukti bahwa capability berpengaruh signifikan terhadap
terjadinya fraud pada laporan keuangan.
3. Analisis Sintesis Strategi

Dalam menentukan analisis sintesis strategi yaitu mencakup aspek acuan
minimal strategi anti fraud, penerapan manajemen resiko dan strategi anti fraud
dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Maka akan dibahas sebagai
berikut:

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis strategi dalam mencari
hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut
pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas strategi

menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.31.

Hasil Analisis Strategi

W=0,11
s swateg i prout D 045502

2. Penerapan Manajemen Resiko —01382144430
1. Acuan Minimal Strategi Anti Fraud -0'197408769

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.31. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata

133 Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan
Keuangan, Seminar Nasional Riset Terapan (SENASSET), Serang, 25 Nopember 2017
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B 1. Acuan Minimal Strategi Anti Fraud M 2. Penerapan Manajemen Resiko

3. Strategi Anti Fraud

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.32. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Responden
Gambar 4.31. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka

strategi dalam mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan
pencegahannya maka strategi paling tinggi menurut pakar keuangan syariah
adalah strategi anti fraud sebesar 0,420446802 atau sebesar 42,04%, diikuti oleh
strategi penerapan manajemen resiko sebesar 0,382144430 atau sebesar 38,21%
dan strategi acuan minimal strategi anti fraud sebesar 0,197408769 atau sebesar
19,74%. Nilai rater agreement keseluruhan responden adalah sebesar 0,11 yang
berarti bahwa 11% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis strategi
disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah strategi anti fraud,
penerapan manajemen resiko dan acuan minimal strategi anti fraud menurut pakar
keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.32.
Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak
ada responden yang menjawab secara seragam strategi yang paling prioritas dalam
mencari hirarki potensial fraud pada akad keuangan syariah dan pencegahannya
menurut pakar keuangan syariah adalah strategi anti fraud, penerapan manajemen
resiko dan acuan minimal strategi anti fraud. Hal ini tentunya senada dengan nilai
rater agreement yaitu 11% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban

pada klaster strategi menurut pakar keuangan syariah.
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Pembahasan strategi pada sintesis penelitian ini sejalan dengan penelitian
dari Haifa Najib dan Rini, (2016)'**, penelitian ini mengungkapkan berdasarkan
hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah
dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai
berikut: pertama Sharia compliance dengan proksi Islamic Income Ratio tidak
berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, kedua Sharia compliance dengan
proksi Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada
bank syariah, ketiga Sharia compliance dengan proksi Islamic Investment Ratio
tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, dan keempat Islamic
Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.
Kemudian penelitian dari Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017)**°,
penelitian ini mengungkapkan bahwa razionalization berpengaruh signifikan
terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, financial stability yang,
external pressure, financial targets, nature of industry, ineffective monitoring
tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian
ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam menetapkan peraturan untuk

meningkatkan kualitas audit terutama dalam mendeteksi kecurangan.

E. PEMBAHASAN ANALYTICAL NETWORKING PROCESS (ANP)
1. Pengertian Rater Agreement
Pembahasan analytical networking process (ANP) adalah membahas
masalah bagaimana melibatkan rater agreement dalam pengembangan alat ukur
dan koefisien psikometris apa saja yang terkait dengannya. Ada banyak
pertimbangan mengapa melibatkan rater agreement. Ada dua alasan mengapa
peneliti melibatkan rater agreement:
a. Meningkatkan kualitas alat tukar yang dikembangkan; Dengan melibatkan
pakar dalam menilai butir-butir yang diteliti akan memastikan bahwa butir
yang dibuat relevan dengan apa yang diukur dan mewakili keseluruhan

134 Haifa Najib dan Rini, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah, Simposium
Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016

135 Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan
Laporan Keuangan, Jurnal Akuntansi, Vol. XXI, No. 01, Januari, h. 47-61, 2017
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domain ukur. Misalnya meminta praktisi di bidang marketing untuk

mengevaluasi butir skala kepuasan konsumen akan memastikan bahwa

butir-butir yang ditulis dapat mewakili indikator konsumen yang puas.

b. Jenis alat ukur yang dikembangkan; Jika self report adalah instrumen yang
diisi sendiri oleh responden maka instrumen observasi menggunakan rater
agreement untuk memberikan penilaian.

Properti psikometris yang biasa dipakai untuk mengevaluasi alat ukur
adalah reliabilitas dan validitas. Pelibatan rater agreement dalam pengembangan
alat ukur membantu untuk mengevaluasi alat ukur yang dikembangkan. Fungsi
rater agreement tergantung pada kebutuhan, rater agreement sebagai penilai
instrumen yang dikembangkan ataukah rater agreement sebagai pemberi skor
instrumen observasi. Penilaian rater agreement terhadap instrumen biasanya
dinamakan dengan judgement professional karena mereka memiliki kapabilitas
dalam hal konstrak yang diukur. Rater agreement yang bertugas memberikan skor
tidak harus profesional dibidang itu, tetapi bisa juga individu yang terlatih untuk
mengobservasi dalam bidang yang diukur.

2. Analisis Aspek
Dari analisis aspek dapat dilihat aspek apa saja yang lebih dominan atau

yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian atau pilihan menurut
pihak praktisi dan pihak pakar. Dari lima aspek yang telah terverifikasi dalam
kategori aspek maka dapat terlihat pada gambar 4.33.

Tabel 4.14. Analisis Aspek

KENDALL’S Coefficient of PRAKTISI PAKAR
Concordance (W)
W=1 kesesuaian sempurna

ASPEK 0.30 0.89
Hirarki 0.01 0.02
Potensial 0.01 0.02
Fraud 0.00 0.00
Akad-Akad Keuangan Syariah 0.82 1.17
Pencegahannya 0.25 0.24
STRATEGI 0.25 0.11
1.64 2.45

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Tingkat kesesuaian pada umumnya rendah, khususnya pada aspek hirarki,
aspek potensial dan aspek Fraud. Tingkat kesesuaian praktisi keuangan syariah
lebih rendah dibandingkan dengan pakar keuangan syariah yang dapat ditandai
dengan jumlah di praktisi 1,64 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah di pakar.
Hal ini dapat juga terkait erat dengan keberagaman latar belakang responden.

Dapat terlihat dari gambar bahwa ada dua aspek yang menonjol pada
penilaian dari pihak praktisi dan pihak pakar.

Dari pihak praktisi menilai bahwa aspek pencegahannya dan aspek fraud
yang paling penting dari penilaian lima aspek yang dinilai dengan koefisien
kesesuaian sempurna sebesar W = 0,30.

Dari pihak pakar menilai bahwa aspek pencegahannya dan aspek potensial
yang paling penting dari penilaian lima aspek yang dinilai dengan koefisien

kesesuaian sempurna sebesar W = 0,89

ASPEK MENURUT ASPEK MENURUT

PRAKTISI PAKAR

W =0.30 W =0.89
]
| m5. - m5.
- Pencegahann Pencegahann
] ya _ ya
- 4. Akad-Akad O 4. Akad-Akad

Keuangan Keuangan
I— Syariah T Syariah
o 3. Fraud 3. Fraud
e . F
'- M 2. Potensial M 2. Potensial
I

h W 1. Hirarki W 1. Hirarki
— i

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

Gambar 4.33. Perbandingan Aspek Menurut Praktisi Dan Pakar
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Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar
sepakat bahwa dua aspek yang paling penting adalah aspek pencegahannya dan
aspek potensial seperti terlihat pada table 4.14.

Tabel 4.15. Analisis Aspek Rata-Rata

ITEM PRAKTISI PAKAR TOTAL
AVIR|M|AV| R |M|AV| R [ M
ASPEK
Hirarki 0142 4 0.145 4 0.144| 5
Potensial 0353 3 0430 2 | 2 (0391 2 | 2
Fraud 049 2 | 2 0131 5 0313 3
Akad-Akad Keuangan Syariah 0133 5 0.250( 3 0191 4
Pencegahannya 0596 1 | 1 (0600] 1 [ 1 10598 1 | 1
KENDALL'’S Concordance 0.30 0.89

Sumber: Hasil Pengolahan Data
3. Analisis Masalah Pencegahannya

Kemudian dari segi aspek pencegahannya dapat diperinci lagi masalah apa
saja yang lebih dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi
perhatian atau pilihan menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari sebelas
masalah yang masuk dalam kategori aspek pencegahannya maka dapat terlihat
pada gambar 4.34 dan gambar 4.35.

Tingkat kesesuaian pada aspek pencegahannya adalah sedang dan tidak
berbeda jauh antara penilaian dari pihak praktisi keuangan syariah dengan W =
0,25 dengan penilaian dari pihak pakar keuangan syariah dengan W = 0,24. Hal
ini dapat juga terkait erat dengan pandangan kedua belah pihak yang mempunyai
kesamaan pandangan pada aspek pencegahannya dan berbeda pada sisi masalah

yang menjadi prioritas di dalam sebelas masalah pada aspek pencegahannya.
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MASALAH PENCEGAHANNYA MENURUT PRAKTISI
W =0.25

M 32. Pantau, Evaluasi dan Tindak
Lanjut

B 31. Investigasi, Pelaporan dan
Sanksi

M 30. Deteksi

MW 29. Pencegahan

M 28. Kendali dan Pantau

W 27.S0 dan
Pertanggungjawaban

M 26. Pengawasan Manajemen
25. Kecukupan Sumber Daya

W 24. Potensi, Jenis dan Resiko

Fraud

M 23. Kompleksitas Kegiatan
Usaha

ITTI‘FM

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.34. Masalah Pencegahannya Menurut Praktisi
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MASALAH PENCEGAHANNYA MENURUT PAKAR
W =0.24

MW 32. Pantau, Evaluasi dan Tindak
Lanjut

M 31. Investigasi, Pelaporan dan
Sanksi

B 30. Deteksi
M 29. Pencegahan
M 28. Kendali dan Pantau

H27.50dan
Pertanggungjawaban

W 26. Pengawasan Manajemen
25. Kecukupan Sumber Daya

W 24. Potensi, Jenis dan Resiko
Fraud

M 23. Kompleksitas Kegiatan
Usaha

M 22. Lingkungan Internal dan
Ekternal

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.35. Masalah Pencegahannya Menurut Pakar

Dapat terlihat dari gambar bahwa ada dua masalah yang menonjol pada
penilaian dari pihak praktisi dan pihak pakar dari aspek pencegahannya.

Dari pihak praktisi menilai bahwa masalah dari aspek pencegahannya
adalah masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai average value (AV)
sebesar 0,344 dan masalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan nilai
average value (AV) sebesar 0,330

Dari pihak pakar menilai bahwa masalah dari aspek pencegahannya adalah
masalah kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan nilai average value
(AV) sebesar 0,321 dan masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai
average value (AV) sebesar 0,318
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Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar
sepakat bahwa dua masalah tertinggi nilai average value (AV) total dalam aspek
pencegahannya adalah masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai
average value (AV) 0,331 dan masalah kondisi lingkungan internal dan eksternal
dengan nilai average value (AV) 0,276 seperti terlihat pada table 4.15.

Tabel 4.16. Analisis Masalah Pencegahannya Rata-Rata

ITEM PRAKTISI PAKAR TOTAL
AV R M | AV R M | AV R M
MASALAH PENCEGAHANNYA
Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal 0.231| 3 0.321| 1 1 10.276| 2 2
Kompleksitas Kegiatan Usaha 0.181| 7 0.220|1 3 0.201] 5
Potensi, Jenis dan Resiko Fraud 0.142] 10 0.151| 6 0.146( 10
Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan 0.109| 11 0.103| 11 0.106] 11
Pengawasan Aktif Manajemen 0.344|] 1 1 10.318] 2 2 10331 1 1
Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban |0.227| 4 0.219| 4 0.223]| 44
Pengendalian dan Pemantauan 0.150|1 9 0.151|] 5 0.150| 8
Pencegahan 0.170| 8 0.130| 7 0.150] 9
Deteksi 0.175( 6 0.130( 8 0.153| 7
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 0.183] 5 0.130] 9 0.156( 6
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.330| 2 2 [0.130] 10 0.230f 3
KENDALL’S Concordance 0.25 0.24

Sumber: Hasil Pengolahan Data
4. Analisis Masalah Potensial

Kemudian dari segi aspek potensial dapat diperjelas masalah yang lebih
dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian atau pilihan
menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari dua masalah yang masuk dalam

kategori aspek potensial maka dapat terlihat pada gambar 4.36 dan gambar 4.37.

MASALAH POTENSIAL MASALAH POTENSIAL
MENURUT PRAKTISI MENURUT PAKAR
W = 0,01 W = 0,02
— F
_
W 4. Potensi M 4. Potensi
] — Pisik Pisik
— H 3. Potensi h M 3. Potensi
Berpikir Berpikir
h

h

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.36. Masalah Potensial Menurut Praktisi Dan Pakar
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Tingkat kesesuaian pada aspek potensial adalah rendah dan tidak berbeda
jauh antara penilaian dari pihak praktisi keuangan syariah dengan W = 0,01
dengan penilaian dari pihak pakar keuangan syariah dengan W = 0,02. Hal ini
dapat juga terkait erat dengan pandangan kedua belah pihak yang mempunyai
kesamaan pandangan pada aspek potensial.

Dapat terlihat dari gambar bahwa dua masalah yang menjadi penilaian dari
pihak praktisi dan pihak pakar dari aspek potensial.

Dari pihak praktisi menilai bahwa masalah dari aspek potensial adalah
masalah potensi berpikir dengan nilai average value (AV) sebesar 0,889 dan
masalah potensi pisik dengan nilai average value (AV) sebesar 0,833.

Dari pihak pakar menilai bahwa masalah dari aspek potensial adalah
masalah potensi pisik dengan nilai average value (AV) sebesar 0,889 dan masalah
potensi berpikir dengan nilai average value (AV) sebesar 0,875.

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar
sepakat bahwa masalah tertinggi nilai average value (AV) total dalam aspek
potensial adalah potensi berpikir dengan nilai average value (AV) 0,882 dan
masalah potensi pisik dengan nilai average value (AV) 0,861 seperti terlihat pada
table 4.16.

Tabel 4.17. Analisis Masalah Potensial Rata-Rata

ITEM PRAKTISI PAKAR TOTAL

AV R|M[AV|R|M[AV| R | M
MASALAH POTENSIAL
Potensi Berpikir 0889 1 | 1 1087 2 | 1 (0882 1 |1
Potensi Pisik 0.833| 2 0.889| 1 0.861| 2
KENDALL’S Concordance 0.01 0.02

Sumber: Hasil Pengolahan Data
5. Analisis Strategi

Dari strategi yang harus dijalankan maka dapat diperjelas bahwa strategi
yang lebih dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian
atau pilihan menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari dua masalah yang
masuk dalam kategori strategi maka dapat terlihat pada gambar 4.36 dan gambar
4.37.
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Tingkat kesesuaian pada strategi berbeda jauh antara penilaian dari pihak
praktisi keuangan syariah dengan W = 0,25 dengan penilaian dari pihak pakar
keuangan syariah dengan W = 0,11. Hal ini dapat juga terkait erat dengan

pandangan kedua belah pihak.

STRATEGI MENURUT STRATEGI MENURUT
PRAKTISI PAKAR
W =0,25 wW=0,11
6 i 3. Strategi 3. Strategi
Anti Fraud Anti Fraud
5 .
I
4 2. Penerapan 2. Penerapan
- Manajemen Manajemen
3 Resiko - Resiko
I
W 1. Acuan B 1. Acuan
2 § Minimal Minimal
Strategi Anti Strategi Anti
1 Fraud . Fraud
I

Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data
Gambar 4.37. Strategi Menurut Praktisi Dan Pakar

Dapat terlihat dari gambar bahwa strategi yang menjadi penilaian dari
pihak praktisi dan pihak pakar.

Dari pihak praktisi menilai bahwa strategi anti fraud dengan nilai average
value (AV) sebesar 0,797 dan strategi acuan minimal strategi anti fraud dengan
nilai average value (AV) sebesar 0,701

Dari pihak pakar menilai bahwa penerapan manajemen resiko dengan nilai
average value (AV) sebesar 0,774 dan strategi anti fraud dengan nilai average
value (AV) sebesar 0,696

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar
sepakat bahwa strategi tertinggi nilai average value (AV) total adalah strategi anti
fraud dengan nilai average value (AV) 0,746 dan strategi penerapan manajemen

resiko dengan nilai average value (AV) 0,605 seperti terlihat pada table 4.18



Tabel 4.18. Analisis Strategi Rata-Rata
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ITEM PRAKTISI PAKAR TOTAL
AVI R| M[AV| R[M|AV| R | M

STRATEGI

Acuan Minimal Strategi Anti Fraud 0.701| 2 0.179 0.440

Penerapan Manajemen Resiko 0435 3 0.774 1 10.605

Strategi Anti Fraud 0797) 1 | 1 ]0.69% 0.746 1

KENDALL’S Concordance 0.25 0.11
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Tabel 4.19. Kesimpulan Rangking Akad Keuangan Syariah
WAWANCARA RANG HASIL | HASIL RANG | TOTAL
AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH PAKAR JUM- KNG DATA | DATA JUM-| KING | RANGKI KESIMPUL
LAH | JUM- LAH | JUM- | NG AN
LAH PRAKTISI| PAKAR LAH | JUMLAH
1 2 3

Murabahah 1 1 1 3 1 10 12 2| 1 25 2
Salam 10 5 10 25 8 13 9 22 12 47 12
Istishna 1] 2 6 | 19 5 9 10 19 8 38 8
Mudharabah g |10 3|2 6 7 6 13 6 34 5
Musyarakah 12 ] 4 2 18 4 5 8 13 7 31 4
Mudharabah Musytarakah 9 9 8 | 26| 10 11 13 24 | 13 50 13
Musyarakah Mutanagisah 131 3 9 | 25 9 8 11 19 9 44 11
ljarah 2 6 4 12 2 3 4 7 3 19 1
ljarah Muntahiyah Bittamlik 3 7 5115 3 12 14 26 | 14 41 10
Hawalah 14 | 13| 11 | 38 14 14 7 21 10 59 14
Wakalah atau Wakalah bil Ujrah 5111 12128] 1 4 3 7 4 35 6
Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 4 (127 |2 7 2 2 4 2 27 3
Ju'alah 6 8 14 | 28 12 6 5 11 5 39 9
Qardh 7 14 | 13 | 34 13 1 1 2 1 36 7

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 4.19 di atas maka dapat disimpulkan rangking tingkatan dari

level tertinggi sampai dengan level yang terendah yang diambil dari jumlah nilai

terkecil sampai dengan nilai terbesar sebagai penentu dari akad keuangan syariah

yang berpotensi fraud menurut hasil pengolahan data yang dilakukan adalah

sebagai berikut:
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Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah wawancara para pakar
maka lima peringkat teratas dari akad keuangan syariah adalah pertama adalah
akad murabahah, kedua akad ijarah, ketiga akad ijarah muntahiyah bittamlik,
keempat akad musyarakah dan kelima akad istishna. Selanjutnya peringkat
keenam sampai keempat belas adalah akad mudharabah, kafalah atau kafalah bil
ujrah, salam, musyarakah mutangisah, mudharabah musytarakah, wakalah atau
wakalah bil ujrah, ju’alah, qardh, hawalah.
Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah hasil gabungan data dari
praktisi dan pakar maka lima peringkat teratas dari akad keuangan syariah adalah
pertama akad gardh, kedua akad kafalah atau kafalah bil ujrah, ketiga akad
ijarah, keempat akad wakalah atau wakalah bil ujrah, kelima akad ju’alah.
Selanjutnya peringkat keenam sampai keempat belas adalah akad mudharabah,
musyarakah, istishna, musyarakah mutanagisah, hawalah, murabahah, salam,
mudharabah musytarakah, ijarah muntahiyah bittamlik.
Dari kedua perangkingan di atas maka dapat diambil kesimpulan
berdasarkan penjumlahan nilai total rangking yang mempunyai nilai paling rendah
sampai nilai paling tinggi sebagai penentu kesimpulan rangking akad-akad
keuangan syariah yang berpotensi fraud dari hasil pengolahan data yang
dilakukan adalah akad sebagai berikut:
1. ljarah.
2. Murabahah.
3. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah.
4. Musyarakah.
5. Mudharabah.
6. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah.
7. Qardh.
8. lIstishna.
9. Ju'alah.

10. ljarah Muntahiyah Bittamlik.

11. Musyarakah Mutanagisah.

12. Salam.
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13. Mudharabah Musytarakah.
14. Hawalah.

Empat belas akad keuangan syariah yang umumnya dipergunakan oleh
perbankan syariah dalam melayani pembiayaan nasabah telah diberi peringkat
rangking dari yang tertinggi sampai yang peringkat terendah dilakukan melalui
hasil wawancara mendalam dengan para pakar keuangan syariah, praktisi
keuangan syariah dan orang yang sangat paham tentang proses pembiayaan di
perbankan syariah serta dilakukan pengolahan data, sangat berpotensi terjadinya
fraud atau kecurangan baik dilakukan melalui penyalahgunaan aset, korupsi dan
kecurangan laporan keuangan.

Berbagai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat oleh perbankan
syariah sangat mungkin tetap bisa dilakukan penyelewengan dengan kerjasama
antara orang dalam dan nasabah yang sangat minim tingkat ketagwaannya kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Disertasi ini adalah ingin menunjukkan kepada pemangku jabatan di
perbankan syariah bahwa agar tetap melaksanakan pengawasan internal dengan
baik dan menjalankan strategi anti fraudnya dengan menambah poin-poin yang
penting dan semakin digali lebih dalam lagi tentang SOP dan berusaha menutup
celah yang memungkinkan praktek fraud itu terjadi dan dilakukan.

Novelty yang menjadikan disertasi ini berbeda dari disertasi peneliti
lainnya adalah adanya keunikan tersendiri yang mana belum ada dijumpai tulisan
atau jurnal yang membahas tentang memperingkat dari peringkat tertinggi sampai
dengan peringkat terendah terhadap akad keuangan syariah yang berpotensi fraud.

Model Analytical Network Process (ANP) yang disematkan merupakan
model yang sangat populer dipakai oleh peneliti-peneliti pada saat ini karena
sangat membantu dalam penyelesaian penelitian kualitatif dan kuantitatif yang
kemudian data-data tersebut dapat diolah dengan memakai tools Super Decision,
sehingga dapat menghasilkan olahan data yang lebih terpercaya dan akurat.

Diharapkan mempuyai kontribusi bagi perbankan syariah maka disertasi

ini bisa menjadi pedoman dan membantu memperbaiki strategi anti fraud pada
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perbankan syariah dengan membuat SOP yang lebih baik dan menjamin
keamanan di setiap transaksi pembiayaan perbankan syariah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan penelitian maka dapat dibuat

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hirarki struktural mempunyai tingkat yang paling tinggi dibandingkan
dengan hirarki fungsional.

Potensi berpikir mempunyai tingkat yang paling tinggi dibandingkan
dengan potensi pisik

Lingkungan internal dan eksternal merupakan cara pencegahan yang
paling baik dari lima peringkat sebagai pencegahan terjadinya fraud
diikuti oleh peringkat kedua pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut,
peringkat ketiga pengawasan manajemen, peringkat keempat
kompleksitas kegiatan usaha dan peringkat kelima pencegahan serta
peringkat keenam sampai kesebelas adalah potensi, jenis dan resiko
fraud, investigasi, pelaporan dan sanksi, struktur organisasi dan
pertanggungjawaban, deteksi, pengendalian dan pemantauan dan
kecukupan sumber daya.

Kecurangan laporan keuangan dalam kategori fraud mempunyai
tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan penyalahgunaan asset
dan korupsi.

Akad ljarah dalam akad keuangan syariah mempunyai peringkat lima
tertinggi terjadinya fraud, diikuti oleh peringkat kedua akad
murabahah, peringkat ketiga akad kafalah atau kafalah bil ujrah
sebesar, peringkat keempat akad musyarakah dan peringkat kelima
akad mudharabah sebesar serta peringkat keenam sampai dengan
keempat belas adalah akad wakalah atau wakalah bil ujrah, gardh,,
ishtisna,  ju’alah, ijarah  mintahiyah  bittamlik, —musyarakah

mutanagisah, salam, mudharabah musytarakah, hawalah.
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Strategi pencegahan yang harus dilakukan menurut surat edaran dari
Bank Indonesia No. 13/28/DPNP adalah menerapkan strategi anti
fraud diikuti oleh strategi penerapan manajemen resiko dan strategi

acuan minimal strategi anti fraud.

B. Saran

Kemudian dari kesimpulan yang sudah dihasilkan maka dapat diberikan

saran sebagai berikut:

1.

Untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan akad
keuangan syariah yang tidak pada semestinya sehingga menimbulkan
terjadinya fraud maka strategi perbankan syariah yang harus
dijalankan adalah dengan menguatkan pengawasan yang lebih
maksimal dengan menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan surat
edaran dari Bank Indonesia No. 13/28/DPNP.

Diharapkan kepada seluruh komponen sumber daya manusia
perbankan syariah agar bisa bekerja dengan baik, amanah, cerdas dan
selalu konsisten menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dalam

pelaksanaan pekerjaannya.

Jangan pernah tergiur bujuk rayu dari berbagai pihak yang akan mencederai

komitmen agung sebagai insan yang selalu patuh kepada perintah Allah SWT dan
sunnah Rasulullah SAW.
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LAMPIRAN 1:
Pembiayaan Dan NPF Berdasarkan Jenis Akad

Tabel 11a. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah

(Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks )
Miliar Rp (Billion IDR)

2020
Indikator Indicator
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
1. Pembiayaan Bagi Hasil 88,094 87,832 91,120 91,112 92,097 93,447 |1. Profit Sharing Financing
NPF 3103 2,988 3,011 2,981 2,962 2945 NPF
a.Mudharabah 5110 4,998 4878 4671 4451 43191 a Mudharabah
NPF 112 97 108 101 97 9% NPF
b. Musyarakah 82,983 82,834 86,242 86,441 87,646 89,128 | b.Musyarakah
NPF 2991 2,891 2,903 2,880 2,865 2847 NPF
¢. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya - - - - - - ¢. Other Profit Sharing Financing
NPF - - - - - - NPF
2. Piutang 131,880  133111| 134083| 133212 134958| 136518 (2. Receivables/Acceptables
NPF 4341 4317 4524 4489 4460 4530 NPF
a. Murabahah 122477 123673| 124191| 123654 125808 | 128,087 | a.Murabahah
NPF 4,056 4024 4211 4188 4,162 4,240 NPF
b. Qardh 9,376 9410 9,863 9531 9,124 8406 | b.Qardh
NPF 283 292 312 300 296 289 NPF
. Istishna' 21 21 29 21 26 25| c.lstishna'
NPF 2 1 1 1 1 1 NPF
3. Pembiayaan Sewa (ljarah) 3210 3,226 3,191 3,115 2,988 2,894 |3. ljarah including Leasing receivables
NPF 216 280 292 296 283 293 | NPF
a. Pembiayaan Sindikasi - - - - - - a. Sindication Financing
NPF - - - - - - NPF
h. Pembiayaan secara Channeling 1 1 1 1 1 1|  b.Financing through Channeling
NPF - - - - - - NPF
¢. Pembiayaan secara Executing 18 18 17 17 i 17|  c.Financing through Executing
NPF - - - - - - NPF
d. Pembiayaan Sewa Lainnya 3,191 3,208 3173 3,097 2,953 2,875 d.Otherljarah
NPF 216 280 292 296 219 293 NPF
4. Salam - - - - - - |4.Salam
NPF - - - - - - NPF
Total Pembiayaan 223,183 | 224,169 | 228394 | 227438 | 230,044 | 232,859 Total Financing
NPF 7,720 7,585 7,828 7,766 7,704 7,768 Total NPF
Ket: *) Angka Sementara Note: *) Provisional Figures
r) Angka-angka diperbaiki 1) revised figures
Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Juni 2020
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LAMPIRAN 2:

Sub Kriteria Yang Saling Mempengaruhi

YANG DIPENGARUHI

AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH
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LAMPIRAN 3:
KUISIONER PEMBOBOTAN
PENGANTAR

Kuisioner berikut merupakan kuisioner metode Analytic Network Process (ANP)
untuk menentukan nilai bobot indikator aspek kunci Klaster yang telah
teridentifikasi dari pengelolaan data penelitian sebelumnya. Kuisioner ini terdiri
dari pairwise comparison (perbandingan berpasangan) antar kelompok aspek dan
indikator masalahnya. Kuisioner ini adalah media yang digunakan oleh peneliti
kepada pihak ahli atau expert dalam hal penilaian untuk mencari “Hirarki
Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan
Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah) Di Sumatera
Utara” dengan beberapa kriteria. Adapun pihak yang terlibat pada penelitian ini
adalah Praktisi Keuangan Syariah, Pakar Keuangan Syariah, Pengusaha dan
Pelaku Fraud atau orang yang mengetahui bahwa tindakan fraud pernah ada di
perbankan syariah. Nilai bobot prioritas yang dihasilkan akan digunakan untuk
menentukan alternatif strategi acuan minimal strategi anti fraud, penerapan
manajemen resiko dan strategi anti fraud.

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dalam mencari
hirarki potensial terjadinya fraud dalam akad-akad keuangan syariah dan
pencegahannya. Segala aktivitas wawancara dan data yang diperoleh murni
digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Atas partisipasinya
diucapkan terima kasih.

Medan, 27 Juli 2020

e

'.-——.0

Wilchan Robain, SE., MA
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KUISIONER
Identitas Responden:
Nama ST
Profesi/Posisi TR
Umur e —— Tahun
Alamat e ———— e e ——————a e e ——

Nomor Telepon U PR VR TURROURTOPRO
Petunjuk Pengisian:

Beri tanda silang (X) atau lingkaran (O) nilai perbandingan yang paling sesuai
menurut anda, berdasarkan kategori serta skala perbandingan yang telah diberikan
untuk setiap goal/objektif terhadap aspek/kriteria, masalah/sub kriteria, dan
terhadap masalah/sub kriteria dengan masalah/sub kriteria lainnya serta alternatif
strategi tehadap goal/objektif.

Pemberian nilai bobot yang semakin besar ke kanan berarti aspek/kriteria bagian
kanan lebih dipentingkan dari pada aspek/kriteria bagian kiri, begitu juga dengan
sebaliknya.

Skala perbandingan berpasangan ANP:

. Equal (Sama)

. Equal — Moderate (Nilai antara sama sampai sedang)

. Moderate (Sedang)

. Moderate — Strong (Nilai antara sedang sampai kuat)

. Strong (Kuat)

. Strong — Very Strong (Nilai antara kuat sampai sangat kuat)
. Very Strong (Sangat kuat)

. Very Strong — Extreme (Nilai antara sangat kuat sampai ekstrim)

© o0 N o o B~ W DN P

. Extreme (Ekstrim)
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Contoh:

ASPEK ~___ PENILAIAN ASPEK
Hirarki 6(5)a]3]2]1]2]3 8 | 9| Potensial
Hirarki 65]4(3]2]1]2]3 8( 9 Fraud
Keterangan: S

Pilihan pada angka 5 di kolom penilaian untuk variabel pertama menunjukkan

“Variabel hirarki jauh lebih penting daripada variabel potensial”.

Pilihan pada angka 9 di kolom penilaian untuk variabel kedua menunjukkan

bahwa “Variabel fraud jauh lebih penting daripada variabel hirarki”

KUISIONER A
A. Penilaian Tujuan Node To Aspek
NO ASPEK PENILAIAN ASPEK
1 |HIRARKI 4131211213 9 |POTENSIAL
2 |HIRARKI 413211213 9 [FRAUD
AKAD-AKAD
3 |HIRARKI 6l 5| al3]|2l1]2]3 8 KEUANGAN
SYARIAH
N AN
4 |HRARKT 6|s|al3]2|1]2]3 8| 9 [ooy TorA
NYA
5 |POTENSIAL 6l 5| al3|2l1]2]3 8 FRAUD
AKAD-AKAD
6 |POTENSIAL 6l 5| al3]|2l1]2]3 8 KEUANGAN
SYARIAH
7 |POTENSIAL 6l sl alsl2l1]2]3 s PENCEGAHAN
NYA
AKAD-AKAD
8 |FRAUD 6l 5| al3]|2l1]2]3 8 KEUANGAN
SYARIAH
R PENCEGAHAN
9 |FRAUD 6| 5| 4| 3 2 1 213 8 NYA
AKAD-AKAD i _
N AN
10 |KEUANGAN 6| 5| 4| 3 2 1 213 8 P;-E qCEGAH A
SYARIAH e
KUISIONER B
B. 1. Penilaian Sub Krieria Node To Sub Ktiteria (Hirark 1 Potensi dan Frand )
NO ASPEK PENILAIAN ASPEK
HIRARKI , , HIRARKI
I lstrRuk TURAL 615143121123 8 FUNGSIONAL
POTENS
POTENSI PISIK
2 BERPIKIR 6 5 4 3 2 i 2 3 8
PENYALAHGU . . . . . e
1 NAAN ASET 6 5 4 3 2 1 2 3 8 KORUPSI
e KECURANGAN
PENYALAHGU
2 |NAANASET 6| 5| 4| 3|21 2]3 8 LAPORAN
i KEUANGAN
KECURANGAN
3 |KORUPH el slalalalilzals g LAPORAN
KEUANGAN




B. 2. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Ktiteria (Akad-Akad Keuangan
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Syariah)
1 MURABAHAH 9118|7654 (3[2(1|2|3|4|5|6|7|8|9 |SALAM
2 | SALAM 9/8(7/6|5|4|3|2(1]2|3|4|5|6|7]8]| 9 |ISHTISNA
3 ISHTISNA 9/8|7/6|5/4(3|2(1(2|3|4|5|/6|7|8|9 | MUDHARABAH
4 | MUDHARABAH |9 |8 |71|6|5|4|3[2|11213|4|5|6|7|8]| 9 | MUSYARAKAH
MUDHARABAH
5 MUSYARAKAH |9 (8|7 |6|5|14(3|2|1]2|3(4|5|6]7|8]29 MUSYTARAKAH
MUDHARABAH MUSYARAKAH
6 | MUSYTARAKAH 5|4 1 3145 MUTANAQISAH
MUSYARAKAH
7| MUTANAQISAH S|4 1 3|45 IJARAH
IJARAH
8 IJARAH 987|654 (3[2[1(2(3[4|5|6|7|8]| 9 | MUNTAHIYAH
BITTAMLIK
IJARAH
9 MUNTAHIYAH 987|654 (3|2|1(2|3|4|5|6|7|8|9 |HAWALAH
BITTAMLIK
WAKALAH
ATAU
10 | HAWALAH 9/8|7|6|5[4|3[2[1|2|3|4|5]6|7|8]|9 | WAKALAHEI
UJRAH
WAKALAH KAFALAH
ATAU ATAU
11 | wakALAHBI 91871654132/ 1]2[3[4[5|6|7|8/|9 | ApaLaHBIL
UJRAH UJRAH
KAFALAH
ATAU .
12 | K AFALAH BIL 9/8|7/6|5|4|3|2|1|2|3|4|5|6|7|8] 9 |JUALAH
UJRAH
13 | JUALAH 9(8|7/6|5(4|3(2(1]|2[3|4|5|/6|7|8| 9 |QARDH
B. 3. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Ktiteria (Pencegahannya)
LINGKUNGAN KOMPLEKSITAS
1 | INTERNAL DAN 91876543212 |3|4|5|6|7|8]| 9 |KEGIATAN
EKTERNAL USAHA
POTENSI
KOMPLEKSITAS '
2 | KEGIATAN o|8|7|6|5[4[3]2|1|2]3|4|5[6]7|8[09 LN
USAHA
FRAUD
POTENSI, JENIS
y KECUKUPAN
3 EQL\IUIEESIKO 918765432123 |4|5[6|7|8]| 9 |SUMBERDAYA
PENGAWASAN
KECUKUPAN
4 9|18|7|6[5{4|3|2|1(2|3|4|5|6|7|8]| 9 |AKTIF
SUMBER DAYA MANAJEMEN
STRUKTUR
PENGAWASAN ORGANISASI
5 | AKTIF 9|18|7(6[5{4|3|2(12|3|4|5|6|7|8]| 9 |DAN
MANAJEMEN PERTANGGUNG
JAWABAN
STRUKTUR
ORGANISASI PNGENDALIAN
6 | DAN 9|18|7(6[5{4|3|2(1]2|3|4|5|6|7|8]| 9 |DAN
PERTANGGUNG) PEMANTAUAN

AWABAN
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PNGENDALIAN
7 | DAN 9187|6543 (|2|1|2|3|4 PENCEGAHAN
PEMANTAUAN
8 | PENCEGAHAN 9/8|7/6|5(4|3|2(1|2|3]|4 DETEKSI
INVESTIGASI,
9 | DETEKSI 9/8|7/6|5(4|3|2(1|2|3|4 PELAPORAN
DAN SANKSI
PEMANTAUAN
INVESTIGASI, '
10 | PELAPORANDAN |9 |8 |7 |6 (5|43 |2|1]2|3]4 L S DAN
SANKSI
LANJUT
PEMANTAUAN, POTENSI, JENIS
11 | EVALUASI DAN 918765432 |1|2|3|4 DAN RESIKO
TINDAK LANJUT FRAUD
B. 4. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Ktiteria (Strategi
ACUAN
PENERAPAN
MINIMAL
1 STRATEGI ANTI 9/8|7/6|5(4|3|2(1|2|3|4 QAI?SITQ(J)EMEN
FRAUD
ACUAN
MINIMAL STRATEGI
2 | STRATEGI ANTI 9(8|716]5]43[2)112]3 4 ANTI FRAUD
FRAUD
PENERAPAN
STRATEGI
1 | MANAJEMEN 9/8|7/6|5(4|3|2(1|2|3|4
RESIKO ANTI FRAUD
Catatan:

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/28/DPNP Tahun 2011 adalah:
1. Acuan Minimal Strategi Anti Fraud

a. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

b. Kompleksitas Kegiatan Usaha
c. Potensi, Jenis dan Risiko Fraud
d. Kecukupan Sumber Daya Manusia

2. Penerapan Manajemen Resiko

a. Pengawasan Aktif
b. Struktural Organisasi dan Pertanggungjawaban
c. Pengendalian dan Pemantauan
3. Strategi Anti Fraud
a. Pencegahan
b. Deteksi

c. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
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Demikian hasil pengisian kuisioner ini, adapun seluruh pengisian dalam setiap
poin di kuisioner ini adalah benar-benar diisikan oleh pihak respoden yang tertulis

pada halaman sebelumnya dan tidak dengan ada paksaan macam apapun.

Responden Kuisioner
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Pendahuluan
hmmmarmmmmmmwmmu:

Pererapan Ttz Keole Perusahsan yang Buk (Good Coporate Governanae (G ish menpd
ndasan yeng kst bag Bank Acsh urtuk menchadapt perubshen linghungan blsnis di masa
depan. Segala keputusan strategh yang dilakukan oleh Dewan Kombarks dan Direkd sedaly
mempertimbangian  printip-peinsdp  GO5, yaltu  Trangevancy, Acounlabllty, Responsitaity,

&
3
g
£
:
¢
§

=
|
§
_§

. Menjacikan
Perusshasn berflut peningkatan kemanfastan bag pamangi kepantingan Perusahaan,

Pererapean GUG di lingkungan Bank berlandaskan pada komtmen bersama darl seduruh fajaran

manajenen dan staf untuk taat dan patuh pada selund peraturan den perundang-undangen yang
berkdos serta nils-nils etk yang beraky umum o bidang perbarkan,

Gure mengoptimatkan Budeys Petub ates penerapen GOG pada sslurub insan dan pemangku

W@M&WMWMMM«WMW
dengan plhak-phak yang memilkl kepertingan dalam aktivitas soslalsed GOG Pelaksansan
weidlay GOG lersebut didokumentasian dalsm bentuk laporan formal sebags buktl yang
nantirys akan dperfukan delam kegistan Assssonent (GOG maupun penyusuran Laporan Tahunan.

Kebijakan GCG

Bank Aceh yang memiikl motto “kepertayasn dan kemitraan” berkommen menerapkan Good
Coporate Gowernanae  (GOG) dalem  mewujuckan visl den misnys, seta  mewvjudkan
pertumbuban den shsesleras] bias disslurub segmen untuk menisd Lasding Aagiovsf Bank & mass
mendatang. Manajemen Bank Aceh selsiu memberiian dorongan agar semua karyawan korsisden
dalam medsksanaken prindp GOG unluk setiap pelaksansan tugas den tanggungleweb untik
pencapaien tujuan perusanssn,

Pelaksanaan dan penerapan GOG yang dlakukan ok Bank Aceh mengacy kepads Pecaturan Sank
Indonesia Nomor. 11/33/PEL2009 tanggal 7 Dessmber 2009 dan Surat Edaran (SE) 81 No
121505 tanggel 30 Apell 2010 tentang Pelaksanasn Good Corporate Governace bag Bank
Umum Syariah (2US) dan Unkt Ussha Syarish terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenal kéwajten

PT. Bank Aceh Sysrish | Laporan Pejaksasnsan GCG 2043 -
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et e e

Bank untuk merysmpalian Laporan Pelscansan GG hepada Bank Indonesla dan pemanghku
kepentingan lainnya dan menginformasianrya melalul Aormegasge bank.

Dalsm melakssrakan GOG, Bk Aceh tdak hanya berpedoman pada ketertuan dan parsturan
yang mengstr tentang pelskeanasn GOF wbegsmens disebatian detas, nemun fugs
berpedoman pada ketentuan itemal Gan perundang-undangan yang berlsky lalnmya seoedti:

1. Undang-Undang Namor 7 tabun 1962 tentang Perbankan sebagaimana tedah dubush dengan
Undang-Undang Nomoe 10 tahun 1938 tentang Perubahen Undang-Undang Nomor 7 tshun
15462 tentany Perbankan,

Undang-undang Repubilik Indonesia No. & Tahun 1999 tentang Perindungan Konsurme;
Undeng-undang Republk Indoneds No. 31 Tshun 1993 . Undang-undang Republic
Indorsessia No. 20 Tahun 2001 tertang Pemberantacan Tindak Pidare Korupsl.
Undang-undang Repubilk Indonesis No. 24 Tahun 2004 sebagsmana telah diubeh cengan
Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tertang Lembiaga Penfamin Sknpenan;

Undiang-undang Republik Indoresia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tatun 2006 tertang Perbankan Syariah;
Undeng-undang Republik Indoneds No. 8§ Tahun 2010 tertang Pencigahan Pemnberantasan
Tindisk Pidang Pencudan Usng;

Undeng-undang Republk Indonesia No, 9 Tahun 2013 tertang Pencegahsn dan
Pemberartasan Tindsk Pidana Pendanaan Terorsme;

W

Nevwn A&

e =

11, WMIWWIUNWWEWZMMMUM
telah dubah dengan Peraturan Bank Indoneds Nomor 15/13/P8L/2013
wnmmsmmmmmxmmxw
PEI/2003 tentang Bank Umum Syariah;
QWMMBWIWWWMZMM

i
:
:
ff

dan Unit Usaha Syariah;
18. Peraturan Crorkas Jass Keusngan S/POX.03/2016 tangga 26 Januari 2016 tentang

19. Peraturan Otorkas Jasa Keusagan Nomor 6/PONCOG/2016 tanggal 26 Januer 2016 tentang
Kegyatan Lsshs dan Kartor Bertsarkan Modal Int] Bank;
20. Peraturan Otorltas Jass Nomor 11/POX.00/2016 tanggal 29 lanuari 2016 tentang
Periyedisan Modal Mirimum sebisgaimens tefeh dubah dengan Peraturan Otoritas
Keuangan Nomor 34/POK.03/2016 22 September 2016 tentang Perubshen atas
PQIK Noenor 11/PQUK.03/2016 tetang Penyeciaan Modal Mamum;

i

PT. Bank Aceh Syarish | Laporan Pelsksaansan GCG 2048 -
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K.03/2016 tanggel 22 Jull 2016 tentang

lsnb:gnhsw
032015 tanggsl 01 Desenber 2016
Peguunasn Tenolgl Informas oleh Bank

Keuangsy Nomor S5/ POX.03/2016 wangps 07 Desember 2016
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POX.01/2017 16 Maret 2017 tentang
Pmamfaw&’!dsw
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ha 3
11 Juni 2014 tentang

Kesehatan Sank Umum Syariah dan Uit Usaha Syarish;
Jasa Nomor & SEQN.03/2015 10 Maret 2015
Bank Syariah dan Unit Lisha Syarish,
Jasa Kauangen Nomor 19 SEQIK.03/2016 tangoal 11 September 2016
Kemampuen dan Kepstutan Bagl Celon Pemegang Saham Pengendal, Calon
dan Calon Anggota Dewsan Bank;
Otoritas Jass Keuangsn Nomor 21/ SEQIK 03/2017 tanggsl 06 Junl 2017 tentsng
b mmmmmmmum?mmww:mmm

et Keputusan Dewss Komisioner Jésa Keuangan Nomor KEP-54/D, anggs
01 September 2016 terfang Pemberian [in Perubahan Kegistan Usshs Bank Umum
Konvensonal menjadi Bank Urmum Syariah PT. Bank Aceh Syarish;

%
1
55g
&

laian

THE
zég

Peraturan Daerah Propingl Deersh Istimewa Aceh No. 2 Tehun 1993 T Penubanen
Berfuk Badan Mukum Bank Pembiangunan Desrah Itimewa Aceh Menga PT. Bank
Pemtisngunan Daerah Istimenws Acsy

At Pendivlan PT. Bank Pembangunan Dasrah Tsimewa Aceh Nomer S5 tanggal 21 Aol 1999
tekat besberapa kall diskuian perubshan yang terakhir dengan Akta Nomor 47

taggal 22 Juni 2016 tentang PT. Bank Aosh Syerish;

Fatwe Deswan Pengawas Syariah - Majels Ulama Indonesie;

mmma’mm:rnmmm; e
Pendanaan Teroriame (PPT) PT. Bank Aceh Syariah; i
Pedoman Penusahaan Kebijkan dan Prosedur Standar Layanen PT. Bak Acsh Syariah;
Pedoman Perfindungan Nasabah (KXorsumen) PT. Bank Acsh Syarfah,

PT. Bank Aceh Syariah | Leporan Pejaksasnssn GCG 2019 -
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Pt b

Komitmen Dan Konsistensi Penerapan GCG

den Otoritas Jess Keuangen (0)X) selaky otoritas pengawas perbenian dl Indonesia dan
mempublikasikan informad keusagan serta Informasd Rinnye yang materal dsn berdampak

teriact dalam bestransaksi dengan bank.

]
il
I

Kepemilkan Saham oleh sagoota Direks dan anggota Dewan Komisarts beserts angpota
mmmmmummmwmmmm.

m angoota Direkd, angoota Dewan Komisarls den anggota Devmn Pengawas
. mmmummm
Rapat-rapet yang diadakan oleh Oireksd dan Dewan Komisaris,

i
i
8%
;
%

PT. Bank Aceh Syariah | Laporan Pelaksaansan GCG 2015 -
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e

Implementan Bank Ao pads prindp Akuntabiites adsiah:

4.  Bank Acsh menstapian rindan tugas den tangoung jawad masing-masing organ Benk
Aceh (Deeksl, Dewan Komisarls, SP1, Sekretarls Perusshaan dan Organ Struktursd
lanya) dan wemua karyawan secars welas dan wlaras dengan visi, mis, nile-rilal Benk
Aceh (coporate values), dan strateg Bank Acsh,

b Bank Aceh terus berupays sgar semua orpan Bank Aceh den semwa karyawan
mempunysl kamampuan seass dengan tugas, tangoung jewab, dan perannya dalam
pelakeanaan GG

¢ Bank Aceh mendptaian detem pengendaian Intemal yang efeldil dslam pengesolsan
Bank Acsh.

d. RUPS aara lain berwenang unfuk mengesshikan rencans jangka panjang, rencane
anggaran tahunen, memyetifs lsporsn Wshuran, menstapkan pembagien keuntungsn
dan deviden yang dibayarkan,

& Rindan tugas Dewan Komisars sskurang-kurangnye mencskun pengswasan terfadap
pengurusan Bank Aceh yang ciskokan oleh Dirsks serts memberi nasehat kapada Direkd
termask rencana pengembangan, rencana Jangka panjang, rencana kera dan angparan
mmmm,mwmmmmmmmm

. Rindan tugas Direkd mediput! pengurissn Bank Aceh sweus dengan maksud den tuguan
Bank Aceh dan senantiess benssha untuk meninghatken efidens dan efektfitas Bank
Aceh untuk menguass, memedihara dan mengurus kekaysan Bank Aceh,

g.  Bank Aceh menerapkan prinsup skurfabiitas sebagal salah sty solud mengstay agency
problem yang tmbul sehagal konsskuens! loghs perbedsan kepentingsn Individy dengen
kepentingan  Bank Aceh maupun  kepentingen  Bank Aceh dengan phak  yang

dan Direksl). RUPS sebags organ tertingg) yang memepang semus kekuasaan yang tidak
dberkan kepads ogan yang lan, Kombsarks melskukan tugss pengawasan dan
pemberian nasehat. Direky bertangoung jewab dalam pengurusan Benk Aceh Syariah.
Sedaghan  shurtabiitss  seheuh  @jeran  Bank  Aceh  berat]  setlan  oranyg
bertanggunglawad alas setiap tuges yang diamanatian kapadanys,

h.  Bank Aceh menerapican skuntablitas dengan mendorong seluruh individy dan atau organ
Bank Acsh menyadan  hak dan  kewaiben, tugas dan  tanggunglawab serts
kewensganys.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertangungiewalisn yaku kesesusian O dsiam pengefolaan Bank Acsh dengan peraturan

koperag.
Melskeanakan Undang-Undeng Tenaga Karjs (UL No.13 tahun 2003).

PT. Bank Aceh Syariah | Laporan Pejaksasnsan GCG 2049 -
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4. Profesional (Professional)

Profesional adelsh esusty kesdaan dimane Bark Aceh dikefole secss profesionsl tanpa
benturan kepentingan dan pengarub stiu tekanan dan pihak managun yang tdek sesual
dengan peraturan perundang-undangen yang berlsku dan pringp korporas yang sehet,
Profesional i okeh Bark Aceh diimplementaskan dengan seau menghormat! hak dan
kewasben, tugas dan tanggunglawab serts kewenangan slau masng-masng Organ Benk
Aceh. Bank Aceh meyssind bahwa dengan implementas! prindp kemandirien secars optimal,
sefuruh Organ Bank Ach dapat bertugas dengan bak dsn mekdms dalsn membust
keputusan dan pangelolasn yang terbelk bagi Bark Acsh, Impkenentad Bank Aceh pada
pringdp profesioral antara lain ©

4. Diantars organ Bank Acsh seling menghormat hak, kewaliban, lugas, wewenag Serta
tawgunglawad masing-madng, tdak ssing mendominad saty sams lsn;

b Selasin oegan Bark Aceh tidak bolsh mencampur peagurussn Bank Acsh;

¢ Komisars, Direkal st pegaws Bank Acsh dalam pengambilan beputusen selaly
menghindan terjadinys bentursn kepentingan.

5. Kewajaran (Fairness)

Kewagran b kasdilen dan  hesstarasn dalam pemenuhan hek-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan parsnjén dan peratursn paundangundangan yang berlaky, Bank Aceh
mesjamin bihwa Seliap pihak yang beskepentingan mendapatkan perlakuan yang adl sesual
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Implementasl Bank Acsh pada prinsip
kewajaran antara laln :

4. Pemegang Seham barisk menghedin dan memberiian suara dalen RUPS sesus dengan
kestentuan yang berlaku;

b Bank Aceh skan memperiakukan semua rsansn secara adll dan Uransparsn;

¢ Bank Aceh skan memberkan kondid kerjs yang balk den aman bag setiep pegaws
sl dengan kemanpuan Bank Acsh dan peraturen perundang-undangan yang berlaku

d.  Bank Acsh skan memnperiskukan setien pagewsl s adi dan bebes darl blss karens
perbetaan aku, agama, asd-usd, jenis kelamin stsu hakhs lin yang tdek ade
kakanmys dengan Knerg.

Komitmen Terhadap Penerapan GCG

Komitnen menjadi unsur yang penting dalem implementad GOG, karena dibutubkan wsahe
yang keras dan korsisten| untuk memenuby standar lest practioss dan persturan yang
berlaku, Sehingga akan Implikas! pada kinerja den menjed Perusshaan yang berstis serta
berkapedlen soss whags wargs negare yang baik. Komitmen Bank Aceh agar penerapan
GG bergsian dengan baik dlantaranys sebagal berkut:

1. Bank Acsh menlils rumusan visl dan migl yang selas dan realstis.
2. Bank Acsh mematubi persturan perundang-undéngan yang berlaki

PT. Bank Aceh Syarish | Ladoran Pelaksaansan GCG 2085 -
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3. Bank Aceh memilii nial-nils perusshiaan yang menggamberkan skap mors Bank yang
bk dafam pelaksansan usshanys,

4. Bank Acsh memillld rumusan etiea bisnis dan pedoman perflaky Perusatisan, Etika beink
dan pedoman perilaky dilsaen scars berkednambungan e kondsten, sefingga
membertuk  budsya Perusahasn yang merupakan manfestadd  dadl  nilal-nile
Penusahaan

5. Bank Aceh memillid tata kelols hubungen antsr orgsn Pensahaan yalty Rapet Umum
Pemegang Saham, Dewan Komisans dan Direkel

6. Bank Aceh memilkl padoman tats kerje Dewan Komisaris dan Diekdl dalam
menglankan peran dan tugasys.

7. Bank Acsh memillid tata kelols hubungan dengan staksholders.

B. Bank Aceh dalam fungsingg ssbagal lembags intermediasi dan sebagal bagian derf
dunia bk harus pedull dan berperan akiif dalam menjaga kedestanan sumber daye
aam den Ingeungan hidup.

Sedain tu, komimen GOG Bank Acsh dwujudian dengen honsiiten menesapian dan

melskukan pemutakhiran Implementast progrsm-program  rdin lain yang  mendukung
implementasi GG Bark Acsh.

Tujuan Penerapan GCG

Bank Acsh menerapkan prinsp-prirsp QUG secars konssten dan berkslsnjutan dengan tujuan
sebiags berkut:

1,

s e

Meningkatian kesungguhen manajemen dalam menerspkan prinp-prinsiy keterbukaan,
akuntabiitas, tanggung Jawab, profesional, kewssaran den kehat-hatlan dalam pengeiolaan
Bari;

Meningkatian Kinergs Bark, ¢fidens dan pelayanan kepada stakehoites;

Menark minat dan kepertayss invedor;

Melndungl Bank darl Intervensi polRik dan tuntutan hukum;

Mengakul den melndungd hak den kewailben para shereholders den dakeholders, Seain Ity
implementas UG di Bank Acsh diharapkan mampu mencagah peaktik-praidik Korupsl, Kolug
dan Nepot=me (KKN) serta maninghatian fungs pengawasen dalem pengeiolsen Berk Aceh.

Road Map GCG Bank Aceh

Rasd Map (LG Bank Aceh mérupskan grand strategy dan milstone implementad &G yang
berdaarkan dander ketentusn yang ade menuu tta kelols pensshasn berkelanjtan dengen
mengntegradkan asek kapatuhan, pengendelian irtemal, manajmen rishn dan tanggung jawab
sordd perusahaan,

PT. Bank Aceh Syariah | Laporan Pelaksaansan GCG 2045
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Tahapen Irgrementsi Rosd Msp GOG Bank Aceh scsiah sbegs berkut -

Pade tzhap awal penerapan QU5 Bank memfokisian pads pemenuhan aspek governanos
Struciuve dan governance proasss seasl ketentuan yang berdaky den/stay memenuhl rekomendasi
dari regulasiotoritas  pengawas. Pemenchan governance ducture antard  Bin  melsid
peryempumaan kebijaken prosedur Bank, sistem Informasi manajemen Seta tugas pokok dan
fungsd masing-masing struktur crpanisasl. Dengan governance structure yang belk diharapkan
depat mendukung efextifites proses pelaksansan prindp GOG Tolak ukur keberhasiian penerapan
GOG ncalah menjadikan GOG sebagai bagien dar budeya perusahaan yang mampu mendulung
terwujudiys pedumbuben dan kelangsungan usahs perusshasn, berperan daiam pencplaan
Ingiungan <osial dan kehidupen mesyarskat yang kb belk, serta pelestarian lingkungsn hidup
sehingpa terbentuk keseimbangan antars roftabiltas, peninghatan aspek kehidupsn sosis
masyrakat dan pelestarian lingkungan (Trijpke Sottom Ling).

Struktur GCG Bank Aceh

Sejelan dengan ketentuen Undang-Undang Perseroen Teshstas Nomor 40 tshun 2007 dan
Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PRL2006 Tentang Pelsksansen Good Coomporate Governancs
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usahs Syariah | maika struktur GOG Bank Aceh terdin darl Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisars, Dewan Pengawas Syadah den Direksl. Seain
R, Banik Aceh Juga membantuk crgan pendukung yang terdid dar komite-komite & bawah Dewan
Komisar, Dirsksd, Sekretans Perusshaan dan Intermad Audr,

PT. Bank Aceh Syariah | Laporan Pelaksaansan GCG 2015 -
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Dewan Kamisaris dalam melakeanakan tuges dan angung jawsbiys telsh membentuk komite-
komites urtuk membanty dan meningkatkan fungd pengawasen yang chalankan Dewan Komisars.
Komite yang dbentuk terdinl darl Komite Aucit, Komite Pemantay Risko dan Komite Remuneray &
Nomirasl. Komite-komite yang dbertuk berangootskan Dewsn Komisaris sendirl dan pitak-plhak
Independen dan profesional dibidangnys.

Direksd bertanggung jawad penub atas pelsisanasn pengelolaan bank Seaesl dengan kewenangan
dan tanggungiewebnye ssbegaimans diatr dalem Angparan Datar perusshaan dan peraturan
perundeng-undangsn yang berlaicu. Dalam menjalankan GCG, Direksl wasb memibid fungsd paling
huranyg - Internal Aud, Manajemen Risiko dan Kapatuhan,

PT.Bank Aceh Syariah | Laporan Pelaksaanaan GCG 2019 -
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A Netemtuan Umum Strateg Ant Frawd
8. Penerapan Manajemsn Risike

€. Penerapen Strategd Ast] Frowd

L Flar Puncogahan

. Antl Froud Awareness

b MdestiNkasi Kermwanan

©  Know Youw Employer

2 Filar Detekst

3 Whistieblowing System

b Suvprise Audt
e SurvelVonce Sptem

4 Costinuoss Monitoring

N Pilar Investigasi, Palagoran & Sanksi
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PENDAWULUAN 1948 !

a

LATAR BELAMANG

1

Dalam rangda meocegah terading kasos kases Frong yang dapat meugitan nasabah
stau Bank maka dipeclukan peningkatan efektifitas pengandafian sntern, sebagal upaya
meminimatean risio Frowd dengan cara menerapksn stratagl anti Froud

Secara langsung meupun  tidsk  lsnguung, pelstsanaan pencegahan Frewd telah
diaksanshon antara lun melea perwrapen Manajemen fandeo khususeyn sistem
pengeecdalian tern, dan pelabsanaan tata keiola yang talk. Naman demikian, sgar
penerapannya meoadi ¢fedtil masdh digedukan upays pesimgkatan agor pencegahan
Frouil tersebul benac-benar menjadi folus perhatan dan budaya pada seluruh aspek
OrgANISES|, Balk ofeh mandpemen maapun karymean.

lebtifitas pergendalian Froud dslam bisnis proses merapakan TANGEUNE Mwab semus
Catyuwans Billsgenah termasak Dewan ¥omisaris dan Oireksl sebingga diperikan
pemahaman yang tepal dan mevrgoluruh testang Froud agar dapat manunbubkan
owureness untuk pengendalion ristko Froud.

Stiateg el Frowd métupoksn wujud  kocmitmen  manajemen SRisyarish  dalam
mengendaikan Fraud, STAteg Il menaiug manajearen unduk mengerahian sumber
days ags slstern pengendalian Fraud capat diimplementaskan secara efelt dan
Deckpsinambiungan

LANDASAN HUKUA

1

Feraturan fank Indonesis Mo LLARP02004 ranggel T Desember 2005 temiang
Peluksanaan Good Corpovite Gowymance Bagh Baok Umum Syaciah Dan Unit Usaha
Syariah.

Faritran Drortas lasa Ceuargan No GS/PORON20N6 thasgal 20 Dewemnber 2016
tormang Ponerapan Manajonsen Risika fagi Baok Umum Syarsah Dan Unit Ussha
Svanat

Purotsan Olootes lava Kesangan N 12/P00K 01/2037 tanggal 16 Maret 2017 tentang
Feniapon Frogram Ant Pencuciin Uang dan Pencegahan Penclanean Tetorisme Di
Sebtnr Jasa Keuangan

Sorat Fdaran Rank Indonesia No IA/ZE/DPNR tanggel Y Desrmber 2011 teniang
Vurwer anpan Strategs Anti Fron Bagl Bank Umum

SOtar Eilardn Otonites lass Cousgan Ko 32SEQ0IK01/2017 teegeal 13 i 2017
teitang Ponerspen Frogram Ant Pencotian Ueeg don Péntegaan Pendandan Teromme
[h Sebtor Perbanban

Kviniwhan Uibern Front Mernmgement #1 Bank $8tgparah Thi Cdini Ned 2032

Pirdoman Pelabsanaun Program Aabi Pencucan Uang 00 VERCETARDN MaSLIAIIN 12158
B8 lpgar eh Edvsl Moverrses 2013

Sutel Keputusen  NoRAL PN 122014 tangge 21 Dessrsber 2013 teotang
Purataran Disksbn BT Bank BEyarah

Pagam Pengriolaan enturse Kepentmgan PT Baok SHicanan Thi ver 117 tunggdl 31
Owtaboy JO3 2

s fiel Kmne

Diperiksa Oibuat:
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PENGERTIAN UMUM s

Al ISTILAM & DEFINES|
1. Benturen Kepestiogan adalen suatu  kondislisituasi  imana  seseorang  darens

Sedutukan, jsbatan atau wewenang vang dimilkima di BRISyariah mmemiBki kegestingsn
perbadi, keluarga, kelompok ataupun golongan vang dapat mempengarahi Kualtues dan
hinona dan pelaksanaan tugas yang dismanatkan BRIsyariah secara obpkte. Banturan
Nepentegan inl dopat menimbulkan acanya pertentangan/henturan artara kepentingan
akononss BRlsyarinh dengan kepentingan ekonomis prbadi anggots Dewan Xomisarts,
Dewart Peoguwas Syarab, Direksi, 2an Kargawan BRssyanah Binoya.

BRisyariah adalah 7T Bank BRIsyardah Thk yang anggaran dasasiye telah Susimban
dalam Sedte Nogaca feputdh Indonesin tangge) 28-05-1971 (dud puiuh delapen Mel
seribu sembilan ratus tujul paluh satu) Nomer ; 43 Tambahan Noamor : 242, dan telak
mpngalami beberapa kal perubiahan, serubahan anggaren dases terakbir dimuat dikam
Abta No. B langes 8 Jenuanl 2008 dibust dihedapan Fathish Melmi, SH., Notaris o
Lakanta, yung el menduapatian  peesatujuan  dan  penenimaan  pemberiiabuan
perubahan Anggarae Dasar serta perutiahan data persercan sedagalmana surat Menter
Hukum daa Hak Asast Manusis Apputdk Indocesia bertunat turut cengan Nomor: AHU.
THRHAARG, AR 01 00 TAHUN 2018 tanggal 10 lanuan XI1R8.

Buduys Antl Freud adalin nile, peifaky  dan tindskan yang mencegah dan
mersrimalban tecadings Froud Nudags Astl Froud meliputl kepujuran, betarbukaan,
loyaliites, integritas, objektivitas. dan shurtabibtas.

Budays Kepatuban adeleh niles, perdaby dan todakén yang me ndulung tercptanya
keostukan terhadap hetertuan sternal BRlgarah sema ketenvtian ekstemad yang
berishy

Wiy Kerin atalets nilsenial peting yary diyakinl bersama dalam beierjs digunakan
sebogs pedomsn besikap dan becperdaku dalom berhubungan dengan nasabah,
aArafemen puncak, sesania kisyawan serta pihak eksternal lainnya.

Dewan Komisari adatah organ Sllsydriad yang bertugas melakukan pergawassn 8card
umum don/atou khusus serta membarikan nasihat kepada Oireksd dalam menjslsnian
Biispariah. Selanjutryo yang damsksut] dergan Dewan Komisars datam Surat Ederan o
wdalah Oewan Xomisaely DESsyarml yaog teaditl darl somisans Utama dan Angrots
Knimsarts termasuk Xomisaris independen,

Direksi adalah organ ARlsyariah yang bertanggung |awib pdUn 3tss pangurusan
BRtyyarily untub kepeotingan dan tupsan fIlsysriah serta mewakid i SRisyariah di dalam
maupun ¢ har pengadilan sewsal dengan Setertuan Anglaran Dasar- Selanjutnya yaog
dimaksud deegan Dicsks| dasim Surat Edaran ind adaleh Disekive FT Saen BRlsyariah Th
vang tecdini dact Disektur Liama dan Anggota Direksi,

AP IRTILY
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L Froud sdabbh tndekan pesympergan stas pemt yarg sengaje diskuian untuk

mengelabul, manipu, stau memaripulest BRIsysrish, rosabah, s plak lin yang
tetjadi & ENlsyarish den/atas menggunakan sarera BRisyarish sehinggs mengabitetian
Hiisyutian, nassbah stavw pitak lin menderfia heruglin danfeteu pelabs Frowd
mesgercieh keuntungen keusegin belk tecars lngienyg stau pen tdek lngsung.
Klastisasi hapuctan yarg Slenggep Froud dapat dilhat pede lesgiran §,

Y. Frowd Misk Assessorent merupakion proass ideesdiest, mesgutur, dan menda poceesl
neikn Teradings Frowd yang melskat pade setiap aktivitas yang berpotens! mangian
BRiwpariah wrts mEgasi risthn yeng harus atlakuban.

10, Functionn) Review acoah review umuk menilal sfektivtas irmplemwntas Loxtngl Antl
Froudyang dilakukan clebs Setuee Lorjs Audt Intum

11 Hukuman Oniple deish sacks yang digstuhben kepade Aaryowen yang terbukil
malshukan Palanggaran Dinpin,

12, Wvestigayl adolah beglan darl sistem peagendalian Froud yeng rrerupeken letghen-
‘argtah dalam merggal informas, cen mengempukan DukTidedti ferkail dengan
Sepdan yang patut didugs merupaian tindakan SFroud

13, Xaryswan adelah eciap oang yeng bekevja o Perusebean denges menesima gajl atas
Imbalen dalem Bermub Jaie dengan status Karyawen Tetap steu Ke ryswan Tidak Tutag,
hecunk Angpots Komssarn, Anggots Obwksl, Dwewn Pergewas Sywrish dan Angpots
Komem, Ksrywwan tecchrl wtas Kacywwan Laki-Lal dan Karyawan Wanits yang disebut
Karyawel

14, Kode Etib aduleh prineg desar perisky pribed dan profesionel yeeg dideraphs
diwbukan oieh setiap KsrywwanBitisperish dabam melstssnakan tups sms.

15, Loss fvent Dutodose (LED) adeled suntu perangkat manajemen rikbo operasionsl yang
mercatat susty smadas yarg cisebabkan oleh degagalan a3ty betidakcubupan proses,
besalahen mansia, sstem atau shibat kejadian shstermal yang menimbolan keruglan
material au bordampek segatif sepeda stakohoker

6. Mansjemes adelsh unsur orgarvsesi yang menlii tanggung [awab- dalmes pengamsiban

beputusen sesual lesed Lt Kerjarya

17, Nl Morugian Paamtsl sdalnh nomminel keragien yang Stmbukan atas teaden frosd
sntelum adarye recovery

18 Pemimpios Unit Kerjs scalsh Karyawan yerg kacera jabatannye memilhl tugss usts
eemingn sty Uit Rer

1%, Redfag adaluh turicle atay inddsel yang tdak wajer.

20. Sistem Pesgoadabisn intorn eddalah sustu mebssame purgawasan vang ditetaghan oleh
manajemen Bfasvarah secara beckmainembungan jon pang bask)

21. Sorategl Astl Froud adeiah stroteg BRisyarioh defam mergetcsiban frowd perg
desncang dergan mengsod pade proses terfacings Frowd cdengen memperhatdon
barottamtk den janghdusn dan potessl Froud yang tersutun decars komprehenss-
ntegralabh dan dimpierentasthen dalim bestub sstem pesgendallan Frowd

= [ Tirl Vo |17
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22 Tose a1 The Top adalah lentuk Satalacainin yarg dSaegan manajemen yntuk menjaud
perDustan perbustan yang melshgges betastiusn

28 Top Lavel Reslyw sidwiws porgenstaten melals Kaj dang 2tas pelsisansan Stmsegl Aml
frogd yeey dilbukan oleh Mansemen

25 Lo Kerja sdalah dumpedan fungst delem organias Billsyerinh yarg saling Sersinergl
berdasarkan interis tertenty entik mencopal tujian yarg dietaphan, yang dapet
beruga Saban Kerls Kamior Pusat, Satuan Ketje Audt (ntem, Owesd, Lantor Cabang,
Lanoe Catang Pembanty danor Kas, atay Serriuk Sy,

7% Umis Xerjs lvwstigasl ncdalah Unit Keria yang diberdan kewenangan untuk melabuban
Tverstigan wtas inalbay Froud

25 Umit Xerje Pelapir adwah Lk Keoa tervgast terjacings Frovd yang swalb mebporkan
cepdon Fround mekaimal 4641 sefak Unit Merja tersebut mengetadud adeowa Froud.
Apabim hepdin Froud melibataan pesimpn Untt Kevja sempet kejsdian, maka Unit
Ketn Pelapor adaled Unt Keejs Supeevisl

X Dbt
o8 Diperfsa e
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1

WETENTUAN UNUM STRATEGE ANTI FRAUD

Statieg Ant Fraw! adalah Strategl ORtsyariah dalem mesgendalikan Frood yang derancang
dengan mengacu Dada proses wviadingg Fraud dergan memperhatikan karsktesistih den
Woghavan don potens froud  yeng tersusun secara  komgpeehensf ntegrakstik  dan
dunplemontadban daam beptub sstem pengendalian Froud, Keberhastan peserapan
Strategt Antl Froud sangat bergantung pada ngkungan yang mendukung 1eeciptanya kandisi
ying  kondinil  sebergga semua phak vang  terkait dapat berperan aitd  dalam
mengimplementaskan sistem pangeadalion Frowd. Oeh karena itu, untuk menerapkan
strategl anti Fraud yang eTobtif, partu diabukan had-had berdot:

1 implementes: strategs st Froud harus melibatkan selunvh ust derjs termasuk Dewan
Yomisans & Direks.

3 Noenitrn Aokl Fraud menjad| desse dalem peryusunan setiap babiqakan, sstem, dan
peasadhur opecayionst bisnin Bitsyariah, mebpeti penecapan Mamajemen Risibo, prinsip
Good Corporate Governance den Sistem Pengendalan inteen.

3 Pucwrapun Kode Etik ovenjedi peingip dessr periaku pribad dan  profesionslivime
mdnajemen  dan Kargowsn Bisyarily, serts menjed desar  wntsk  merumusian
kebijpkan, sistem, don prossdur operasional bane Disyarah, yung saleh satunys
bertujusn untuk mengefekiifkas pencegaban Froud bogl selundh jejaran Orgenisas
B&1syariah,

A4 Selinuh Kargawan BRlgyariah borfanggoeng jawad mewupdian pelaksanaan Sudaya
Kepatuban dergan memaitkan pilal perifaky dan tindakannya ‘telah sesual deegan
kebljakan internal BRawanah, ketsjaban ekstornal/ mgulator, dan komitmen terhadop
Bank Indondss 434 a0a0 Sloited bapaanang iy

5 Seturh Karyawin BRIcariah termasuk didaamaya Direds dan Dewan Xomisoras tidek
ipwrhendnkin menemosthan g kinna kedudaban, jabatan ates wewenangnya, pads
posst atau sluash yang dapat menimbulkan besturan kepentingan antara kepentingan
pritieti, holuarga, Nelampok / golonganmya dengan kepeiingsn exo noms SRIyyecinh,

PENERAPAN MANAJMEN RISIKO

Perw apan Strategi Ml Fowd sebaga bagan darl pelaksamaan pererapan Manajemen

Rk telak dapat dipizahkan darl catupan ponerapan Manajmen Risko 58, s 4 \inum. Oioh

horena ity, efebtiatas penerapan Strategl Aatl Frowd harus diduiung dengan penguatan pads

Apek-arpek Manawmen Rsko yang fokus gada peegendalan Froud Mspel-aspek tersedut

vt medlputi:

1 Pergawasan okl manajemen terhadap Froud. mencakup hakhel yang  menjadi
kewersngan, Tugns den taesggung awab pihal manajemen tadk Dewsn Komisars
mavpan Drebs Jalem b
al Pengembangan budays don kepedulian terhadap Antl Frood termnsuk penyuiundd

dan penerapan kode etik ekt dengan pinceganan Froud bagh sehuruh Karyswan,
) Pengembangan kusites somber daya inani {506) gusa meninglatkan dwareness dan
pengendatian Foud.
) Pemantawan, svalunsi dan penetapan tindak Gojut 3tas kofadlam-kejadian Froud

2 Pombentubkan wt atau funge dalam streAtur organsasi yany belanggung jrwab
terhadap implementass Strategl Anb Froud

L Pengendalan dan pemantsusan ates sbekthitas peosrapas Saatepi An | Frouo melalul
Lnghat langhah antara lan

Diperikya: Dibuat:
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Peretapan bebiatar das proseder peagentdaiian yang thusis diuukan wotuk
petgendelen Frowd.

Peoghajlan Uarg strateg anti Frood belb oleh Macaemes (Top Leww! Mnvew)
maupun kejl ubing operssional fusctional review) cloh Satean Kerjs Audit Insern
yang dlakukan sechra tartala reinimal 3 tdun sekall den diaporkan kepecs Dirmksi
dan Dwwan Komitars

Pengondalian dalam kebjsce-kedijakan Sumbar Oays sl SO, messinyg

Peoetagan pemisahen fengsi dalem seSap pelobsaruan o htivilas Sans can
aperssonal DRlparish mpertl peneragen four cpes principle, dou! controlileal
SUIROGAD INJUEL PERAEpan segragunion of duty

Sangandalan sisten informest yong mendusung pengolahan, penympenan cae
pengamanes dets wecars ehktrenih untub moncegah tenadnye Frood, temmesuh
wrugram pendutung yeng e, e chaan ustem shuntans (stuk menjames
pengutean duts yurg sharat dun kordiaten delam pancatatan dan pelipores
seuangan BRisgaciah.

Pangenclaban lwn dalam rangts pargendaiien frout, sepert perigendalian Sechacdan
skt n aset Tuik dan dobumentasi

Melotutan eviluasl atas kndemahas pengendalian vern yaeg  menyebabian
Satjairrgs Franad.

€ PENERAPAN STRATEGI ANT! FRALD
Foterapsn Strategl Al Fromd dalam bentuk sisem pengendalivn Frovg” dhiatesrban malslu 4
(mmpat) plar steategl pengandaian froud verg seling bockaites yaite (1) olir pencegatan;
12) plae catuksl; (%) plar nvestigasi, pelagoran dan sankst (4) plar pemactauan, evaluasi
dan Tinsak Bnpt cengan penjabarmm sebagnl herfcut

L Piar Pescagahas

.

Ants Froud Awaremess
Mertpaban  cewps  entoh  menus@ubilen  bespdaran | mengensl  pertingois
pancegahen Froud nleh selerut phat tekat, Upeyn umtsl smesumbebban Antl
Fraud aworesess diakukan antar bm melsiui:
1) Purmusenes Anti fraud Statemsent
0l Ant Frond Sotemene ditusnghan anters lain dalam deBejakan Strategs Anti
Frawd den datam bermtuk Xomamen Ant fraud yang Standanangan oleh
Ouwhsl dan Dewan Komisars sntek kermatan dibuts cleh setiap Larpawun
di masng-mavog Unt Kerje. Format Surat Kommtreen At froud depet
dihat pechs Inerpiran 2 San laesplobn 3,
by Pervusunen otwu pengemian Kamevan Ant Froud alen Direksi dan Dewan
Nomaarns dikoordinaskan cinh Satuan Kerjs Audt intarm.
zl Purghirian Komaman At Sreod Karyawon dilakukan @ sstiap Une Gerjs
dhury i b cibabuhan miremal 1 hak setahun
1) Frogram Empiupse Amovesens
o) Melshokan (gentifibas terhades sdiadl redDog  koryawan, sekorang-
Norangrya dengan ran

—

] k) 47
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l

L Memastikan daryowsen tidok memilii permasafaban hutang paatang /
mermdile pinjarmen bermasalaty

3. Meakukan verthkas terhadap karyawan yarg mengalanw perubahan
g2y hidup yang signifilan.

3. Mengevaiuasl karyswan yang bertanggung jawab paca aktwitas yang
tevgolong Devisito teggl,

b) Melikukan souatsasl kepads karyawan wetuk melakukan kontrol yarg
efektif dalam sotlap peoses Benis can operasional melaiu penyelenggarann
pendidiban dan peistihan yang terkolt dengan penerapan Manajemen
isibe

Program Clstomer Awareness

Pragram Cortomer Awareness Sspat Eraksanakan antar ki n dengan cara:

al Metkuban edukasi kepada nasabah untuk meningkatian kepeculun dan
bewaspocdaan nasatah terbadap kesmanan bectransaksi melalul pesan
/nntifikasl yang tercetak fmuncul & meda transaksi haik Ity bersifat
elektronk, media cotak maupun meda lainnys

b) Membenkan sarars pelaporan vang dapet diskssy kb nasabieh uetuk
metpalurkan inforviast yang mengndkasikan terjadioya Froud.

€} Melakukan pengainian date proft nasabah sebogm baglan darl proses
pemantauan nasaheh

b Igentitikasi Kerawanan

1

2

Identdias kesawanan mesupokan proses Manajemen flisiko dengan meldkukan
ponilman  terhadap  sejedan  Foud  |Frowd Rak o Assesment]  dengan
mengidentfkasl, menganslisiy, dan mengukur potensl nisiko teradinya Froud
yang meksat pada setop aktiitas bisnis dan operssiveal BRIGyaiah. Proses
Tersabit sebuang huangnya meliput! identdfikas) rislko Fraud yang melekat,
pengukpran terhadep efektivaas kontrof atas kejadian Froud, dan penentusn
tirafok anput atas seting poterns Frovd yarg borisko fingst

IdontARasi kevawaran pada setap aktivites bisnls dan cpanasional ERisyariah
dupat dRakawan mesggunaAan cotput dan peranghat Mavajeman Rilo yang
dimil@i oleh Setuan Kerja Manajemen Risho donfutau Laporas Hasd Audit
serara berkals, yang frekuensngs dapat disesuaikan dengan tingkal shsposur
nuko yang dhadapl

Hasll  denttikasl  Aermennan  dedokueentasian  dan  dlinformaskon
bepada gerok nanajsmen nleh Satuen Kea Manajemen Rieko dan selalu
diknikan secara berkals terutoma terhadap ektivitas yang dndlal berisibo tirggl
untuk tergadings Frowd

¢ Know Your Emplayee :
Know Tour Empigyee (K¥E) morapakan peinsip yang daerapran dalam melikukan
ussessment terhadag identitas & letar belokang darpawan Balk pada ssat penermann
maopen saat barpewan telh bekerja, Pelaksanaan Provp Anow Your Emploes
Jupat Qitesdphan sekurang lrangmya pods.

Kehijakan rekruitmen yang meagedepankan konsep pre-ermpioyment yevening
dan employment dackground check

EDISI
DKTOBER
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A

J1 Segatan Mantoosy [opideee Debisetsr wrtid rargitstnt e domsnghlnan
Sertadvgs ety

B Rebsian  pevesgatsl, Aomos B Mutss  Karpawas  gaig et
(0 P DA A0 e bl e Madap hate ol Dud Cevpontle Gowrmanr
A betvor an depertingas

A) BRpetan eagyinian dams temadap karyawan stcan bedala

50 Palantan ang mumadal bap setutuh barywwim 4 snit bere terkat

2 Pl Detmbu

Fla 2eichl meset seighat seraighat yang dilusss witvh mengoeralites dan
R AN M fRBRS PTIRAT M ikt

Whirtrhirsawng Spaten

Adulah perginghmas (et mdenys ol m Unaban pelingpirwn stes Yndabas
o At wermain b dlelem hegen peieggeas, Sek ity pergerghepen tdehan
PHAEEATE LR g aEa I gy e gl han periiataas maa e
PV geng bes brpmm i tevhadap perashaan ) estriodfert)

Datarm caigghd somsmg bitbiil kaallas pimrsses Goml Corpardte Govermamcs i
Bt oh peris SOt apAmn WRAreswing Jptims yaiig efet 1l Urrus mesdorong
PALgan) BArphmal (M el Al DR DeUTEALAR (AN eecogah
R R T T R L e e R TS
Amaet iverarganing

Swprine Agdin

Menater beparar meth peg ddasubam v sradenial atm veadaiik gang
AR ahdn) FBa 2004 # V4 10NAITTH gty MamIR | raka yang digeviian Pelubaanaan
gk Aatt dikkstes vt Sataan Sena At M yang Wiebulan secans
herbale

Sunwitsme Syder
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1| et mertaian srteg shbaiien pony dIETEERT SATETE b rPeTeTLA.
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1 Pilee iveatigesl, Peinporns, dan Sanks!
A lovestigal

3 Merupshan fanghat-langhah menggall irinrmasd, dan menpurmpuban tuktl bust
turkart dengan kepadian yang patut diduga merupakan tindakas Froud.

I tavestigas) degat lakadan Derdasarkan
A Lapocen hall persenibasan At
B) Laporan Whistiehlawing System yang merupeban pangecioun pelegguan.
£l Asar indormas atau permingasn daed pihak mansgsmen.

o) Adarya informast dan/ata pesimistases dar) Unk Ketja

1 Uni e yery dapet melahukan investipasi sdalak Uret Sorm imve stigas Satven
Knrjm Aadit carn, )

4 Fihak yang drugadkan umtuk melabukon wwestgan hars mempertatiian
indeparsduny den kompetemi yang dBatshban, serts menzap bershashmn otas
Informuy yang Speroieh, Oleh Xarena . maka wast dpastian behwa dales
b iresat sl Lkt terjaci Burrturan kepeatingsn antar pure plhak

51 Dalam melskubon myestgast cimunghinkan uotuk melibatian pivak dloar Usit
Kevja Ivestigenl mbegal anggons m pveestigas! dengan [otep mermpethatiles
indepeedomi & boenpetenal dart phak laer terssbut

) Standw kegatan awestigad Fangs distor datam mekanisme stae peosedur
tarsendi) yang seburang kirsogve meiputl Aode etih Imeestigual, melinissre
pextssnsan nvestiges dan makeniatne panyasunan selaporan hedl imentignl,

7 Hask investigesl  diuseghey dulsm bentuk lsporen havd Imestigal vang
mevwatabnn suaty kejadian merspotan ssadon Frowd stau Bukan Frowd

b Pelapotan
1] Peisgotan sl

81 Deit Sarje pwlepert waj melaporkan sethep bijedion Feaud (Serapapun silal
berugannye sebefum recovery) denges meccatal besdwn teessbut be delim
Loz Event Dovatose (LED)

Bl Laporan Payl investiges deempaken deh Unt Kefa (nvestiges Aepada
Dirmbtur Utame wiss persstiguses Kepade Setuan Kors Audit interh.

2| Pelaporan sepods Otorites Sss Keusngan (0K

Petgaran i ddebhohan clet Setuan Gene Kepetubun atas pessetujean Direlaw

Lepatuhan, Pelaporen bepads QUK malput |

& Pelaporan Peserapan Strateg) At Frawd
Dilsporkan teoads OIK setlap semester untub possl akrir Sclan uni dan
Desember, pading fanbat dsampaikan 10 (sepsiuh) har karj wteleh wkhi
ol dengan foemat dao cakugan sebagaimana dmaksud dalam tmperan 4,

0l Pelaporan insdental
Pelaparun wtiap keadan Froud yang dpethorakan berdamonk nagetif secars
spreliban wertadap BRs@rah dan/ataw nacatah, termasut kepacken froawf
yerg berpotony menjudi pertankan subiEk asiib diempatan kegesr QIK
paling wmvet 3 [tge) Rerl buna wialah Besk mengetates hefadian Frowd
menggusaken format dan cakupan sebegaimana dima bl pech Wrrgaran £

e £Ye e MH

o u
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cl Kriterla kojadian Feoud yarg dipeckicstan  becdompak negatif secara

sgnifikan termadap B&syatah don/stan nasaban, termasuk kejodiasn Froud

yang Berpotenss menjads perhation pobik adalah:

1o Kejsdian Froud dermggan ndal kervgian finsecil lebih besar atau sama
dengan iy 100000000, - |satu miyar ruplan|, atau

4. Kejsdlan Froud yang telah mesfadi pemberitaan negatif & media cetak
nmveana (diver Opinl & wrst pembaca) berapapen milal keruglan
finanyisrye,

€ Sanksi

1}

2

Sarxsl kepada pelky Frour

Pongonaan sankil kepada pelaky Froud Marus dintur secars komprehers! oled

Sauan Kemn Sumber Daya Insani decgan mempertimbargken efektifitas

pengenadn sanksl pelaku Sroud terhadap pongendaiian kejadian Froud,

Saoksl pelaeggaran pelapoaran knjadian Frowd

2| Setiap pelanggaran laporan keadian Froud dkenakan ksl kewajiden
membayar sl dengan pasil 33 PBI Nomor 11/25/PBL/2005 tentang
Porubahan atas Peraturan Bank indonesas Nomor S/R/PRI2003 tentang
Penrapan Manajonian Risio bags Bank Umum.

b} Agabila terdipat sanksl beruga denda dan regulator atas pelrggaran
pelapgoran koRdian Froud, maka sanks tersobut mengadl beban Unit Kerla
Totapore vang molakukan polanggaran ketontuzn pelaporan.

o) Makanievo pembayaran dan pambukuan denda pefaporan kejadian Frowd
datur dafam ketentuas torsendel aleh Satuan Kerja Auntansi & Keuangan

A, Plar Pemantavan, Evaluas dan Tindak Lanjut
Pilee perractaunn, evalussl, dan tndah Lot memuat perangkat-perangkat yang
Hitupdan urtuk memantau dan mengevabuasi kefadian Froud serta tindak njut yaog
diperahan berdisarken hasil evakias soburang-kurangnys moncakup :

a4 Parmantuuan

1

M

Pemantavan dilwbdom fechadep peliksinaan tindak lanpt yang diakukan
techadop setisp hesadion Frovwd sejsk diamukan, proses iovestigas, proses
hubuman depling sl dengan proses recowery  keruglan, femantavan
merupatan bagan dani sistem peagendaiian Franed.

Unit Karje yong wajib melskukan permartinan Wrhadap proses tindak ingt ates
sefadisn Frour yaltu Unit Kerly Pelapor, Unit Kerjs Supervisl don Satuan Kers
Audit intern

b bveum!

1

tvolussi OMakuken dengan Lara meegidont#ikasl keiemahan dan pempebab
terfaderya Sraud serta menentuken lengkah lingzah perbakian yong diperiukan,
termasuk memperkust sstem pengendaban interm Evaluas déakuban dengan
memanfaataan data kejdian Froud (Frouy profifing) yang dapat dambd dan
perangkat laporan Loss Event Database |LED| yang ditatakerjaian oleh Satuan
Kone Marajemen Risiho

EDISI
OKTORER
2018

Diperiksa Dibuat:
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i

1

Datn kefadian Froud teraten sehurang-kurangrys mencskup: jeniz Froud;
tangeal tecjatlimya o, Unit Keeja terfadings Fraud, pibak yang toriat, jsbaten
ook yong terltat, panyetab terjsdiowa froud, kerugian alibat Frowd, tindak
fanjut Uilisyarinh atas sejadian Froud |penyekesaian kejadian Frond) dan tiodak
lanjut terkalt dergan petyebat; Frna (upays perbiaisan kontral)

Evalussl dan pemantacan secara menyeluruh terbacap sstem pesgendalian
frowd dikukan wecara berkala minimal 3 tahun sekadl okh S3twan Keda
Maspermen fiuko don SMporkan kepada Diredsi sebugal Baglan dant Top Level
Newew atas Pererapan Strategl Aat Froud,

. Tindak Lanjur

1)

2

Teded  Lanul  diokuban umuk mempertalke  Aelemahan kelemahan  dan

mempedkust sistem pengendalias ntern agar dapat mencegah terulangnya

hembahi Froud karens kelemahan yang serupa. Tindak larut merspakan bagsan

dan sistem pengendalian Froud

Unit Ker yang bertugas untuk melakokan tindak fanjut atas kejadan froud

sesual dengan hetentuan vang bertaky yaltu |

2l Unit Kera tempar teradinga Frowd, antara lan meladikan pengamaran
barang  bodti  dan  melskukan  upays  recovery  sewsl  dengan
hewsnargannys

U et Kergs yang melabuban proses hubseman depling meakukan peowss
huamian caiplin sesus dengan kewenanganmye,

¢} Unt Kesin penyusun  kebijken/SOP/prosedir; melukan  penghinian
hebijsaan/ SO prosedur yeng diperuksn,

al Unet Kesja yang memonitor proses igisl, melstulam mosstoring proses
litgasi sesup dengen kewenanganfnd
Uit Kerja tersebot di stas, menyampasksn hasdl tindak Grjuing kopada
Satuan Kerjs Authit Intem

£DIS)
OKTOBER
2018
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TUGAS & TANGGUNG JAWAS 1018 "

A

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1 Dewan Somiseis dam Direks)
Dewan Yomistns can Decks BRABYNMA memBbl tuges den targgung Mwad uetok
enjalanhan fungs Tone at TAe Top dun Top Leve) Neview dalam pener apie Suateg! Anti
Fravd BRisyackh yang madat).

a

L

c
o

e
£

Pregenbangsn budiva dan ezetulian terhada antl Frowd pada selarut jenjang
Orgaeisasi, antaa lin muladi dekbimd Xomismen antl Froud

Povrpssanin (en pengreian pesanpan 008 @R 1050 dorgin penceganan
frowd,

Perwesunan dan pengawoan gencrapen Strateg Ant) Froud.

Pergembangan Auaicas Sumber Daya insanl, khususmya yong letkalt dengan
peranghatan Awoermens dan pegendalin Frosd.

Prrmantaean dar evaluss) say bejieiom Fraud sorta ganetagan tndak lnjur.
Pregembiangan saturan komuslbag yang ebektd i nternal BRI@AN agar sbeun
pofanat / barvawan BRkyarish memaham dan mematuhi kebijka din provedis
\ang Dertaki, bermanuk kebiahan datam rangka pengendatan Arowd,

L Dewmn Pengowes Warish (D95)

Dewan Pengrwm Syaiah dalam melskeban penpgakan dan pemastian tarmadap presin
syaris acts abtivtes dan operavonal bank mendldd tugas dan tanggung jawob sebagel
Batihut

A

Moelakuban pergawasan ternadap pelscsanaan byl Aall Frouef Mvasustyd yang
tarkait pada pesympangan prinp syartak,

Melikuban pergawasse (a prtistian tehiadep pergembengan kuslito srtar
daya Inaan kinatsey s erkait genbighatan Froud Awareness,

Molihuban pengawasin techidap proses pemantauan dan svalussi serta palapoan
petagoran atas kejscian-dejadian frmed vrts penetapan tindak Laojutnys Mhusanys
yang terkait peryimpangan gres oywldh.

1 Satuan Kerja Aedit Intwrn
Aol Korjs AugE Itz mem Bl | seges dan Sanggang |swab 2e0agal et

a
b

c

Motsksammhan kegwtan Sin Wighathangiah yang dopat mencegs h dan mendvioial
Tuthadap hemunghingn 1 jadingg tinclakie froud.

Melshuban Finctional Rerew yang mencasup sissrence A106 kecukupan don
ehsktivitng shetem pangendalas nternal odiam memitigay froud

Mompampakan saul Furctons’ Mevew Sepoda Diredtur Utama Cengm tembuien
Aarpaide Jatuan Kesja Measjeman Nxke dan Setwin Korjs Rspaiuhan,
Mengkoordingsien paryusendn daofatau penghinian Kamitmen Antl Frawd Top
Munagement dan selurd Racyowan,

Mumastibon bahwa 1etap kejodian Froud dan Usdeklinptogs drstakenatae e
Oalom byporen yewim Senges katentuin yang berbaky,

Mongherdnasivan Pebporen Kejadian Frowd dan Pedapccan Penerapan Strtedi Anti
Frow kg (Rontes Jash Keuangan sesnt dengan istes wekiu yang diestutan.

1 Ditiat:

R A 7. S
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Ei

TUGAS an TANGGUNG Lawas | 048

7

Ukt Kerja Investigas

Uit Korja iwestigasi mom Nk 1ugas dan 1snggung st antara e

& Mesindaklaninl setiap weyadian [ laporse yaog terndikast froadd smus dengse
mekaname yang ada

b Mossanakan kegatin nvestigosl sehinggs berwerang untuk srenyatslcn susty
adan merugakan kejadan Frowd 2530 Suban Frd,

Satan ¥erja Manajemen Ralko

Satuan Karjs Manaemen Rluke menid taga dee tangungawab anfam in
menyusun dan malibukan Aveew atas metodologi Manajemen fiskeo dan perangha-
pasangkateyn sepertl Ky Nk tdfieator (KRI|, Ak Contro’ Seff Asspssment (RCSA), Lost
Event Dotcbose (KED) dan porangkat Imwnmye sgar becfurgsi menjecl began dan
pancugatun, Betids) dan evakai dalam pengeadatian Frawd smum dengan ketentues

Satuan ¥echa Kepotuhan

Satumt Kere Kopatubuen reamilk) tuges dom BINEZUNG Jiwod antard Win semastikan
krcubupan dan elextivitas i sean GCG mebpatl prnmapon hode ek, Sudaye hara,
buckiyn kepatussan dae betrturan kepertisgan G rangha mencegaiy tonodims froed.

Satwan Warjs Akustansi dan Xeuangan

Satuan Kerp Akumtantl dan Kewarguen memill tugas dan torggung jewab arters liin
MENYUEUN Brosedir pembiscuan eariglan ceatasanal aas bejadln Froud des deeds
yang tlmbul atas pelarggaran pelagoran Fruwd,

Satuan Kerja Sumber Duya inkasd

Satuden Kene Sumber Daya trean memiBhi wgas dan tanggung jawak wetird lain
mvempasan bukijakal Know Yoar Empiopee yang mesdubung penacapsn peegendalion
Erd chan mutrpuse kebljaban mengenal sankyl tackadap solaku Froud

Rarywwin BRlsyariah
Seluruh Ksryawms BRIyscah menlhl tugas dan tangueg |wwab sebigsl Derkut:
4 Moliksanakon upaye-ugys pecegatan Froad antoo lein; )
11 Mematami tan meneagkan geoses Masajemen Nisho, Kode Euk, Budays
Kenatitan, Budaya Kerfa, Docrys Ant Froud
21 MeMbsasaian sstem poogendalon inenn vang efebzd sesal tups  dan
tanggeng iwatioys datam rangka mesoegah berjadnya Fraud.
3] Mendakeng panerssan Mdungan dan wussees bera yang koedusk serta
Fgkungan pengondatar {cantaf wmyonment) yarg <fektd,
A Melshukan pesanciatangsnan snmitsian anti Froud Caryawan
& NAISKAAN SEteEs| bpadtan S anand o,
1) Molakukan conftinweus santonng tarthadap aktvitay.akthita, atay proses Sane
vang menjadi bidang tugsiy
2 Melabakan begiatan survelVosee AiteT Sacuai dengan bl tan Tanggung
Jawabinys urtuk melakaban detecs besdan FonT,
3} Pedull terhadap sdivasi kotidakwajaran vang =2 wrta ment ndab larguls Seiua
dangan Igmmm

Digoriboas: Dbuac

o | e Yo la  #
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t. Mendubung hngistan igmi yang diakukcan oleb Usit Kevie Irvestigasl apatels
dpedulan

4 Welskunae tndablasjut boldun Fowd yarg dbutuhbee sesue desgan ugas &
AN anganiyi.

e Mlagonan setlap sepdan Frowd dan tindak laejut penangananaya melalui
poranghal petisoran donr Famt Dutobose (LED] dos daemButhin bo Satuan Kevjs
Aot brvtwrn erakaiead Mo ssiab lapaesn dhuat

. Peenimpils Unit Keeja
Parmimpin Uret Kexfa men B sugat dan tanggung [iravah
A Malaksanaban upaya-upaya sencegahan Froud atara b
1) kan dan atlhan isplementasi proses Masagemen Ralko, Kpse
EHh, Derfye Kegatuhan, Oudaye ferje, Budaya Ascl Frasd 0 Usit Kerja
rmannya
2} Manersgkan dan memasthan pelbistasn @ilom pergosd Jlan weern yarg
eletif sesval tupes dan tanggung jewatimys it fanghe mencegeh toviadiga

A,
3 Mencespkan Know Tour Empieyer dalam romgha mencoge tarpadingu FSraud
Al Malekuban sovaka urue mesngatkan At Froud Awarenien di lingturgan
Unt Kerjetya
O Malaoukan cetebsl kejadian Srowd sntars la:
3 Melahaban ponticoos menitonng serhadep sktvAnsattivital Sty powes Blars
[T
2 Mulrkshan dagiatan swesiionce system seseal dengsn tugss dan teegusy
by mrrtuk melabdcan cutulsl hejadian Frounr.
3} Memahami den =engidentifikml Frowd wrts swan techidio nectfog yoarg 3%
Nl engAN MW nanganaya,
© Mandusprg hegatan vrestipas yang alhuban okeh Unit K fnvestigat spabiia
digertuban
© Mulahakan tedok ajut Kefaotan Froud yang @lbnautkan sesadl dengan tugas an
kewenangarews.
& Molporkan setep Mjadian Freod dan tadod Binut penenganenye molkil
pecangeae pelaporan (uel Event Datobose [LED) dan @tembasksn ke Satuas Kera
Auditiogeen makyampt 1942 sepih (aparan dituot

] ! Digerl Uibuat:

|l at N n #
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AW

o PENGGIUAPAN KAS KRASANAN, ATM, Dot |
Lo PENGOELAPAN NEKTMING [ DANA MASABAN
FINGUEVAPAN |+ PENGEELAPAN INVENTANS | ASET KANTON
o PEMGELLVUAN DIAYA 1T
o PENSERAN PEMBIYAAN RESAYAYA
o PENDCELAPAN LANNEA YANG SECARA LANGSLING MEMALILILUAN
EERLACBAN FIANSIAL BAGH PERUISASAAR

o PEMALSUAN DXORUMEN INTERNAL BANK

o PEAMALSUAN CXMUMEN IENTTTAS

o PEAMALNILAN XTI LEGALITAS LSAIA ST RIA

‘ REXAYASA v PEAALVUAN DO N RIUANGAN

| WTEANAL DATA o PEMALSUAN DORWEN LEGALITAS § PEMEALAY ALUMAN

| AUD o FUMALSUAN / REXATASA DOKUNEN PROPOSKL FEMBAYAAN

o RECAYALA DOKUMEN LAURNYA YARG SECARA LANGERLING T\
LANGEUNG MENIME UL EAK EERUGIAN FIANSIAL RAG! PERLSAHAAN

e ——

o GRATIFIRAM

*  SUAF(BAMERY)

v FIMEIASAN

o BENTURMN K FENTIMGAN

AN & NEMDOCCHCAM INFORMAL RAMASA DANK

WEWENAIS | o MEAGGUNAKAM MIATAN LINTUK MEMPERGMILIN FUTUSAN
[ o PENVALAIGUBAAN VEEWE ARG LAIMMYA YARNE D ENGAIL

SO LANT LAY MESGUMTUNGEAM O S ENOMY M KAK

TENTENTY

PENYALANGUN

| o FENCUNAN [ PERANMPOKAN K05
* PEMALSUAN DOKURMER / NEDGA PEMUUCAN MESERING SASARKAN
FEMALSUAN INWOICEJTAGHIAN PHIAX KITIGA

PENCURIAN & FUMNSAN DORUNEN CEURMGAN LAINNYA
PENIFUAN PENYALAHGUMARN ASEY BRISTARIAH OLEM FIHAK EXSTERNAL
o FENCURMN K PONPUAN LAINRYA YAME DLANLICAN OLEH Ppax
TESTIRNA
EXSTERNAL |
FRALD ' 4

o DATAMACKNG PENCLIUAN DATA RAMACIA FERUSRHAAN
o SRAUWARE, SERANGAN VSRS YANG MERLISML SISTIM EONSUTEN
LA AN
CYRERCRINY * PHUNNCL TENCUMMAN DATA FIRANSIAL NASRERM MERGATAS
NAMAEAN PERLSAIAAN MEALUI MEDIA BLEXTRONIK

(OMAIL M L |
o SOMMING. FENGGANDAAN ALAT PENATIAN AEXENING MELALYI
1 A Al
i Diperisa Dibust:
1801435 = .

w | el Ko AT/
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< BRIsyarish
A
DIREXS! DAN DEWAN XOMISARIS
arre atas narea Sekaruh Dirwksl & Komaaes PT Bank Slygetish, dengen mi b rams
L Menwapean Sotays Kejd. Budass Kepatuhan, Kode 0k, Bedaya Mt Frowd dan Steategl At
Froud daars metabianaban setiag abthrtas Bank RRGvarcn,
7 Mensnapian lingiungsn pesgandstiasn (condro! smeronment] yeng abwiti!,
A Tidet than tok {2emey ) peda sepeia bertuk Fraud ek yerg beresd dan
Irtemal maupun st e Sank DRugeriah
4. Menmdab tegas segals beertub Frovd sesusl dengon detertuan yeng berfaio.
5 Memaniau des mesgasay satien baiadan Srond wang rerad|
N 2119
| PN
Dirwktur Utama
L ) L | [ E— | |
LT Mhesktur Oxektur DAredtur
e
Warnisaris Utama
CTe il —J | SSSU—
Komisarn Komesars Komiaariy
=
Digeriksa: ~ Dibwt:
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BRlsyanah
A
KARYAWAN RRSYARIAN

Seps pong beitaralergen 4 henet i
Rorva
"
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wlalh Rarman PT Bank Whbaaeh W Reos S
terhprrrymn sl

L Mearrapiian Ruboye Kathe, adaps Sepunbon, s Fric Budep ot fraed do Brategl Al Frood daben
iretabianeh o setian shliotas By oh

3 Memdvers satiap rvhe Pomad e pedeh lervadap irakiaw iediin abivns frmad |y

T Wslaperhen bmarhet waty reendungaian Sae e Faasd elshe srang aag Trlah Maenapaar oen

Bikprah
A I e R rF dalm meaguring dan mercegeh detdoge Dosed & Milgarah
T M gae TR RGN 1R yang etebts degas wlann pary berlaks
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Dawitar Lepatuhss

Keterangan

by

O

a4}
Ll

Marjelashan imcars seghat mangenai hesl evolaes dan lesghad-Marghah todek lasjut
penerapen Strwtngl At Frasd pads percde laporan,

Jenin Froud, antars lain kecurprgan, parspusn, pergzelipen sesst, ssembocoesn informes,
todek pidans pertankan dan tindekan-tindatan leinnys yang depat dipersematandergen
(7%

Pivab yarg teritat melputs selruh pihak yang dinsikackan terfitat ikut serts dalem frosd,
A4 pihak yang torfiibat kedih dael 1 orang. dieloskan peraa maging-masing plhak.

Kemgian disi dengan seruen yang teioh teriad! ataupon perkitaan kersgan

Tindekan SRsyaneh mergelen respon BRIwarah atas hejadian Froud balk  berugo
tndakan kepade pelacu, phak yang disugien staupun tindaban lisews. Tindekan kepada
petaku Froud prtars lain Derups sankxt administratd bepegawa lan cany/ulau kewajles ganti
iyl Tindakan kegada pitak yang drigikes antars hin penggectmn kerupen canfstsu
brwaibwe gantl rag. Vinebakan bepaca pihak yang dirugitan antara laim berupe pesggantian
kenugn dan/staw vpays pemulbian sams Seik. Yindakankin missbaya lagoran kepada
piak yerg berweneng deeyrtae upayw hukum yang diskubas

Ketemahan/penyebat terjdngs frowd mercpeian identfikas kefemahin peda BRIvsariah
yarg menimbulian Frowd dapet berups belemahan bkebistas, sstetn dan prodedu, atau
awmber days manusia, Maupon peyetab linmye yang txiue terasel Garn BRyvanan
Tindaklariet/peitekan merspakan upays yang velan atay skar diwtulen Aitlwarah terken
halemuban yang menimdulian Frowt.
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LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2013

d) Bank
4/ Muamalat




A. Pencahulusn

Tata kelols penxzahasn yang deik (Good Corporote Governance| telsh cilsiukan oleh Eznk
Muamaizt indonesa sebags Zaish s3tu pondes perusshsan untuk mencansi visi dan misinya, serta
untuk tumduh secara Derkelanitan (sustainctie growtn] & mass mendatang. Sebagsi peiopor dank
syarish & Inconesia, Bank Muamalat indonesia terus Derupeys untuk menjadi perusshasn terosk
daizm mengmplementaziian pelskzarasn Good Corporcts Govermonce {GCG) hinggs saet ine.

Tata kelol penzahasn yang daik akan memastkan pengeloisan azet cilskukan secars hati-hati
serta peruzahsan skan menjalsnkan Cisnisya sesus dengan standsr etika yang beriaku cengan

Menjaci pelopor perdankan syanah di inconese menuntut Sank Musmeiat Indonesia untuk
terus menempa ciri merjadi jedih baik, terus berupsya untuk tumbuh mengikuti perkembengan
waktu [mocern] dengan tetsp berpegang pada nimi-nilai dan etika bizniz syaniah, serta berkontribusi
dalam meningiatian ekonomi masyarakat secara profesional sehingza dapat membernikan manfast
nyata dagi para pemangku kepentingan dan masyarakst pada umumnga.

B. Lancasan can Kebijakan GCG

Kewajican untuk meisksanakan serts menyampaikan laporan GCG kepaca Bark indonesia, teish
dilskukan Bank Muamaist indonesis secara deckesinambungan dengan pelskzanasn yang semaiin
beit. Hal ini merupskan wujud dan komitmen Bank Muamaist Inconesia dalam melsksanskan
Peraturan Eank indonesis {PS!) No. 11/33/PBIf2005 tanggal 7 Desemder 2003 dan Surat Ecaran {SE|
Bl No.12/13/DF0S tangzal 30 Apnil 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governsncs Bagi Sank
Umum Syarish (8US] dam Unit Usaha Syssish (UUS) terutsma Pacal 62 can Pasal 63 mengerai
¥ewejioen Bank untuk menyampaikan Laporan Felsisanasn GCG kepaca Bark Indonesia (B7] dan
pemargk. kepentingan lairnys. i s

Daiam meilskzanakan GCG, Sank Muamaiat indonezis ticak hanys derpedoman pads ketentuan
dan peraturan yang mengatur tentang pelskzansan GCG sadagzaimana dizedutikan di atas, namun
juge berpedoman pace ketentusn intemal dan peraturan peruncargan-undanzan ysng beraku
Isinnya sepert
Undang-Undang Republik Inconesia No. 21 Tshun 2011 tentang Otoritas Jase Kevangan:
Undang-uncang Republik Inconesa No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-uncang Republit inconesa No. 21 Tahun 20CE tentang Perbankan Syarish;
Undang-uncang Republik Indonezis No. § Tahun 2010 temtang Pencagzhan dan
Pemberantasan Tindak Fidana Pencucian Uang:

Undanz-uncang Republik Inconasa No. 8 Tehun 1555 Tentang Perincungan Korsumen;

Undang-uncang Republik Inconesia No. 24 Tahun 2004 sabazaimana teiah dudsh cengan

Undang-uncang No. 7 Tahun 2009 tertang Lembags Penjamin Simpanan;

7. Peraturam Sank Incomesia No. 13/13/PBI/2013 tentang perudshan atas Peraturan Sank
indonesia No. 11/3/31/2003 tentang Sark Umum Syanah;

8. Persturan Bank Indonezia No. 11/28/PBI/2005 tentang Penerapan Program Anti Pencucian

Usng dan Pencegahan Pencanaan Terorizme bag Eank Umum;

9. Peraturan Sank indonesia No. 13/2/PEV20LL tentang Peksansan Fungsi Kepstuhen Sark

Umum;

10. Persturan Sank indonezia No. 13/23/PBL/2011 tentang Fenerapan Marajemen Risiko Sagi

Sank Umum Sysrish dan Unet Usahs Syarish;

11, Persturan Otoritas laza Xeusnzan No. L1/POIK.07/2013 tentang Perindungan Konsumen

Sektor Jass Keusngan:

12. Peraturan Eank Indonesia No. 7/7/P81/2005 tentang Penyeieszian Pengacuuan Nasabeh;
13. Persturan Sank Inconezia No. 10/10/PBIf200E tentarg Perudshan atas Peraturan Bark

Indonezia No. 7/7/P31/2003 tentang Fenyeiezaisn Pengacuan Nasaoen:

13, Fstwa De'wan Pengawas Syarish-Majeis Ulama Indonesie;

B
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13. Arggaran Dazar FT Sank Musmaiat iIndonesis, Tok Dezerta penubehan-perudshannys:
16. Bogrd Maruay FT Sank Muamalst indonesia, Tok;

17. Pedoman dan Prozedur Peiskzanasn Kepstuban FT Eank Muamaist indoresia, Tok;

18. Pedoman dan Frozecws Pelakxsansan Good Corporote Govermonce T Bank Muamaist
Indonesia, Tok;

1S, Pedoman can Prozedur Pelsksanssn Penerapan Apti Pencucisn Usng & Pencegahan
Pandansan Teronsme FT Bank Muamaist inconesa, Tok:

20. Pedoman dan Prosedur Peizkzansan Penanzanan Feisporan Pengadusn Nasabah FT Bank
Musmalat Inconess, Tok:

24 ¥ode Etik Sankir

22, rtifaq Muamaiat.

mMmmeWnnkmmnmpehmm GG,
tranzformaz yang dilskuksn oleh Manajemen Sank zejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih
mmmmmmmmmﬁu&GMMMMIMmm
gdizamping terus mengembangkan bucays kepatuhan serts meninghatian kesadaran skan riziko yang
dihadei.

_ Acapun pengertian inti car Musmaist Spint sdsish s2mangat yang cicalsmny terdapet ornsp-
princip GCG yaitu tranzparansi, skurtabiitas, responsiviitas, profesioral/independensi, fairmess can
sikap kepecuian yang cijaiarksn melaiui pengabdian serta ketsatan kepada Alah SWT. Xarenas hai
itu, Bank Muamaiat indonesis berkomitmen untuk terus meningkatian pelsksansan GCG dan
Muamaiat Spint ini dizeruh tingkatan dasn jenjeng organizasi. Seisin Musmasist Spint, Bark
Musmalst indonesia, Tbk celam prozes transformasinys daslam memperdeili lsyanan kepada
nasadah, mengzanti jogo paca tahun 2012 yang diturskan untuk membangun, merevitaizazi dan
mersmajekan ctranya yang sedsng bertransformaz meniaci bank yang modern ditengsh
masyarakat yang cinamis. Logo daru Bank Muamaist Indonesia didominazi oieh wama hijau dan
ungu mereprazentazikan upeya pionir perbarkan syarish ini Untuk menystukan sDift emozional dan
komersial, szhinggs keduanys menyatu hamoniz dalsm mencukurg strateg) bisnis Eank Musmasist
Indonesia dan menciptakan pengaisman bary berbank syanah

C. Vi dan Misi Bank Muamaiat indonesis

Visi dan Misi Eank Muamalat Inconesia ticek teriepas dan sejarah pembentukan Bark Syariah
pertams di indonesia. Gagazan pencirian Eank Musmaist Indonesia berzwal dari lokakarys Bunga
Bank dan Peroankan yang cizelengzarsian Majeiz Uama Inconesis pace 12-20 Agustus 1930 di
Cizarys, Bogor. Ide i berfanjut dalem Muzyzwarah Naziona! IV Majeliz Ulama Inconesia di Hotel
Sshic Jaya, Jakarta, pads 22-23 Agustus 1990 yang citeruskan cengan pembentukan kelompok kerja
untuk mendinkan bank muTe Zyariah pertama di Indoresia. Reafzazinya dilskukan pada 1
November 1951 yang citands cengan penandastsngsnan akte pendrian PT Bank Muamalst
Indonesia, ci Hotel Sahid Jaya berdasarksn Akte Notanis Nomor & Tanggal 1 November yeng cibuat
ocleh Notaris Yudo Fanpumo, S+ Berdazarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 21 Nomor 1223/
MK.013/1551 tangzal 3 November £59% can izin Menteri Kenskiman Nomor C22413 T.01.01
Tengzal 21 Maret 1592/3arita Negara Republik indonesia Tangzal 28 Apni 1552 Nomor 34 zarta izin
usaha yang Derups Keputuzan Mentesi Keuangan Repudik Inconesia Nomor 43G/KMK.013/1992
Tanggal 24 April 1552 can cengan modai sedesar RD. 106 (seratus enam ) miker PT Bank Musmaist
Indonesia resmi myulei beroperasi pada 1 Mei 1592 bertepatan dengan 27 Syzwal 1412 H.

Dengan perkemoanzan Bank-Bank Sysriah ci Indonesia zejak tahun 2008 teish ditetapkan vizi dan
mizi Bank Muamaizt Indonezia, yaitu -
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*  \iz Bank Muamalat Inconesis
"Menjadi denk syarish utama di Indonezia, dominan di pasar spintual, dsn dkagumi & pasar
rasional”.

*  Misi Sank Muamaat indonesis

“Menjadi role modal lemdaza keuangan Syarish cunia dengan penckanan Dads samangat
kewirsuszhasn, kaungzuisn mansjemen, dan onentasi investas yeng inovetif untuk memaksimadan
nilei k=pads seluruh pemangiu kepantingan”.

D. Budsys Perusahaan

Deri beberapa definizi Budaya Perusahsen yang cikemukakan cieh pars shi, dapet dzimpulkan
bahwa bucays peruzahsan adaish uatu pole asumsi dasar yang dimilki oieh angzots peruzahasn
yang berizi nilsi-néiai, norma-norma dan kebiazsan yang mempengaruhi pemikizan, pembicarsan,
tingkan lsku, can cara kerja karyewan zehan-han, sehingza sian bermuara pads kuaftas kinerjs
perusansan. Dengan cemikian, budsys peruzahaan merupsian zokusi yang sacars konsizten dapat
berjsian dengan beik, bagi sebush kelompok deiam menghaden persosiar-persosian & dalam dan
di hsar kelompolarga. WBPMMnhMMmmmuuﬁmmpﬂmni
Indonesia zangat menjurjurg tingzi nii-nisi skhisk can skideh sesuai prinsip Zyaniah, menjunjung
pratic kejujuran sajak mwel rekrutmen, sarta jarangan menarima imosian dslsm bantuk apepun deri
pers maszabeh dan mitra Kere Selsin ftu Sank Muamaiat indonesis jugs sangat tegas caiam
menyikapi riziko reputasi yang ditimbulkean ksrywwsn skibet perilsku yang tosk zecusi cengan
tatsnan budays, etika, dan hukum dan didukung oleh visi dan misi yeng jeSas. Selsin itu
Pengangkatan ztaf can pejabst yang 2kan memanghu jabatan harus melsiui prozesi sumpah jadstan
secars lisan dan tertulic tentang pemystsan tujuh pesilsku sebagai pedoman peniaku (code of
fonduct] yang harus dipertangzungjawadian dengan janji untuk:
Mentaati persturan perundang-undangan dan ketentusn Peruzahsan;
Memazang teguh rahazis Dank dan perusshaan;
Ticak menenime hadish dslam bentuk apapun terkst tuzas dan jabatan
Menjunjung kehormatan perusahaan can karyswan;
Sekerja s2zuni dengan prinsip syarish;
Berpegang teguh pada akhisk islam dalam menjsiani kehidupan seheri-hari;
Bertangzung jawad terhacap kesalshen dan pelsnggaran yang Cilskukan Bank Muamaiat
Indonezia, senantiaze manjuniung tinggi etika biznis yang beronentasi kepada kemasishatan,

khuzusnys kepussan nasabsh den sagenap pemangiu kepentingan,

E. Prinsip-prinsip GCG Sank Muamalat Indonesia

Prinzip-prinip) mengensi tata keiols perusshasn zecsre izismi (Syeniah) dan sesusi dengan
praktelk-praktek terbaik yang berisku ci perbenian rasioral meupun intermnazioral sera nilsi-nelai
yang ada di Sank Muamaist Inconesia, merupskan dazar Dazj Perzercan untuk teruz berupaya
menjadi Sank terbaik dsiam penerapan GCS zelama ini.

Adepun rilsi-nilsl cimakzud tercermen cari azpek-aspek sebagai berikt
1. ¥eterbuksan (Tromsparency| ysitu keterDuksan daam mengemiksian informasi yeng
materisl dan relevan sera mudsh diskses oleh setiap orang yang Derkepentingan.
Keterbuksan tidsk henya mengungkaolan informasi yang cipersyaratkan oieh persturan
perundang-undanzan, tetapi fuza hal penting calam prozes pengambilan keputusan secuai
dengan katertuan syanzh, tands mengurang kewajioen Bank untuk memerauts ketentuan
£eranaziaan OrZanizasi sesusi persturan perundang-undangan yang beriaku.

2. Axuntabilitas (Accountobikty] yaity kejeiasan fungs dan peiskzanaan pertanzzurgjawaban
orzan Bark zehingza pengeioisarnys Derjalan secars efextif. Mansjemen Eank Muamaist
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Indonesis harus dapst mempertanzzungjewabkan kinesjanys secars tranzperan dsn wWaar.
Untuk ftu bisnis Ssnk Musmaiat inconesis hanus cikelols secars benar, terukur dan sesuai
mkeWmdﬁzmnmmewM
pamangiy kepéentingan.

3. Tenggung Jowad (Responsibiiity) ysitu kesezusian pengsiolsan Sank cengan persturan
perundanz-undangan yang berisku dan prinsp-pinsip pengeloisan Bank yang sehat, serta
melsizanakan kewapoen / tangzung jawednys terhacap masyarakat dan linghungannys.

4. Profesional {Professionai] ystu memiiki kompetensi, mampu bertindak obyekti!, dan bebas
dani pengarun/tekanan dari pihak manspun (incepencen), bebas dan denturan kepentingan
serts memilki komitmen yang tingzi untuk mengembangkan Bank Muamalst indonesia.

5. Kewnjoran [Foirness] yuitu kescilan dan kesetarsan dalam memenubi hak-hak pemangku
kepentingan Dercazarkan pefjanjisn can peraturan perundang-uncangan yang berisku.
Kesetaraan mengandung unsur kezamaan periskuan dan kesempatan, sehingza ticak
ciperboiehkan membecakan antars satu nasadah/seseorang cengan nazabah/orang yang
Isinnya.

Deruntung dan lingkungan, yang dizkulan dengan berbagal Dentuk kegistan kemenuzaan
dan sozial s2Dagai wud dan pertangzungjewaban sozial Bank Musmalat indonesia kepaca
macsyarakat can lingkungan.

F. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Pelakzsanszn GCG yang telah dilskukan Bank Musmeaiat Inconesia pads tanun 2043 menspasan
keianjutan dari peisksansen GCG yang selama ini diterapkan pads tahun-tahun zebelumnya.
Daam melaksanaken GCG tersebut, Struktur organizasi tats keiola Sank Musmaiat Inconess yang
terciri cari Rapat Umum Pemegang Ssham (RUPS), Dewan Xomisaris, Dewan Pengawas Syaniah,
Direksi can Komite-Komite ci bawah Dewan Xomisarz dan Direisi dekerjs sezuai dengan inghup
tuzaz, tanggung jewad, zerta fungsinys masing-masing sesusi dengan ketentuan yang derfaku. Atas
dezyr pvincip incepencens, itikad beik, dan profesionalizme zaturuh orzan berupays untuk
meneragian prinsip-prinsip GCG dan men@aci panutan bag zeluruh ind organizasi Sank Muamalst
Indonesia.
Sezusi dengan acdendum | Suret Xeputusan Dirsksi mengens struktur organizasi Sank Muamaiat
Indonesia cengan No. 031/DIR/KFTS/IV/2012 yang dizahian tanggzal 12 Juni 2012 dan cilskukan
penyempurnazn melsiui Surat Xeputuzan nomor 039/0%/XPTS/11/2043 dan Surat Xeputuzan nomor
042/DIR/KFTS{i/2043 mengenai panyempumasn struktur disawsh Corporate Banling Directorate,
dibawah Finance & Operations Cirectorate dan dibewah Ares Managemant maka struktur organiasi
Bank Muamalat Inconasa zebagai Denkut :
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Lampiran 5:
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Wawancara
Yang Mengetahui Fraud.mp3
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| Nama
| Prodi
NIM

Judul Yang Diusulkan:
1. HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-AKAD

KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS PADA 3

Tema

: WILCHAN ROBAIN

: EKSYA( S3)

194315050611

BUS DI SUMATERA UTARA)

Yang Sama:
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NO

NAMA

NIM ALUMNI JUDUL

1

(=]

NB: TIDAK ADA JUDUL YANG SAMA
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Medan, 5 Oktober 2016
Pemeriksa
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(MUHAMMAD HABIB)
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGER! SUMATERA UTARA
PASCASARJANA
Jl IAIN No. 1 Sutomo Uung Medan 20253 Telp. (061) 4580271
Website: www posignmadan ac.id, E-mail humas@ppsisnmedan.ac.id

17 Oktobeer 2016
Nomor : B-2994/PS WD/PS.III/PP.00.9/10/2016
Lamp . 1 (salu) barkas
Hal Penunjukan Pembaca Proposal Disertasi

Kepada Yth
Dr. Andri Soemitra, MA

Di
Tempat
Assalamu'alaikum wr. wb,

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat membaca proposal
disertas: dengan judul “HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM
AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS
TIGA BANK SYARIAH DI SUMATERA UTARA)". atas nama : WILCHAN ROBAIN
SE, MA, Nim & 94315050611, mahasiswa Program Dokior Ekonomi Syariah
(EKSYA) Pascasarjana UIN Sumatera Utara,

Perlu diberitahukan bahwa bimbingan pembaca proposal tersebut dilakukan untuk
mendapat masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam rangka
pematangan proposal baik dar segi isi maupun metodologi Proposal yang telah
mendapat bimbingan akan diseminarkan dalam seminar proposal yang dihadiri oleh
mahasiswa S3 dan 4 orang dosen penguji proposal.

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,
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ABSENSI PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Nama Mahasiswa Wilchan Robain NIM.54315050611/EKSYA

Tanggal Seminar Rabu, 4 Januari 2017

Judul Desertas| "Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad-
Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi
Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)”.
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BERITA ACARA PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Nama Mahasiswa Wilchan Robain NIM.94315050611/EKSYA
Tanggal Seminar Rabu, 4 Januari 2017

1. Dr, Andre Scemitra, MA

2. Prof, Dr. M. Yasir Nasution

3. Dr. Muslim Marpaung

4. Dr. Rizal Agus

Judul Disertasi “Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad-
Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi

Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera
Utara)”,

KOMENTAR / SARAN

QWSMM Vaddod ‘hhaq.*, J‘\\AOQ\“\- .

KESIMPULAN @ Disetujul
B. Disetujul dengan Perbaikan
C. Tidak Setuju

Penguji Seminar

e

Dr. Andre Soemitra. MA
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BEKLIIA ALAKA FENGUJL/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Nama Mahasiswa Wilchan Robain NIM.9431505061 l/EKSYA

Tanggal Seminar Rabu, 4 Januari 2017

1, Dr. Andre Scemitra, MA

2. Prof, Dr. M. Yasir Nasution
3. Dr. Muslim Marpaung

4, Dr. Rizal Agus

Judul Disertasi “Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad-
Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi
Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera

Utara)”,
KOMENTAR / SARAN
[ Lafny M <xx>—-\
2. |<er e P @r

¢ T%m%hus CWM

2. wels

KESIMPULAN A Disetujui
B. | dengan Perbaikan
. Tidak Setuju

Y s 0%,
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BERITA ACARA PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA
JI_JAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp, & Fax, 061- 4560271 Medan 20253
Website: www ppsiainmedan.ac.id, E-mail: humas@ppsiainmedan. ac.id

UJUAN JUDUL DI
Nomor: B- 3455 /PS WD/PS.III/PP.00.9/11/2019

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: Wilchan Robain,
NIM: 94315050611 yang berjudul: “Hierarki Potensial Terjadinya Fraud dalam
Akad-akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank
Umum Syariah di Sumatera Utara)”, dengan pembimbing:

I. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution (Isi)
Il. Dr. Andri Soemitra, MA (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat
menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Medan, 1 November 2019
a.n. Direktur,
A "—{:ﬁ‘l,': .

Tembusan
Direktur Pascasarjana Universitas Isiam Neger|
Sumatera Utara Madan
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Hal : Kesediaan Membimbing Disertasi Medan, 1 November 2019
An. Wilchan Robain
Kepada Yth;
Direktur Pascasarjana
UIN Sumatera Utara
di-
Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara Nomor:B-365% /PS WD/PS.|II/PP,00.9/11/2018 tanggal
1 November 2019 tentang penunjukan kami sebagai Pembimbing Disertasi
mahasiswa PascasarjanalUIN Sumatera Utara Medan.

Nama : Wilchan Robain

NIM : 94315050611

Judul Disertasi : Hierarki Potensial Terjadinya Fraud dalam Akad-akad
Keuangan Syarah dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga
Bank Umum Syanah di Sumatera Utara)

maka dengan ini kami menyatakan (bersedialtidak-bersedia)* untuk membimbing
mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan Disertasinya.
Demikian disampaikan, dan terima kasih.

* Coret yang tidak perlu
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Hal ' Kesediaan Membimbing Disertasi Medan, 1 November 2019
An. Wilchan Robain
Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sumatera Utara
di-
Medan

Assalamu’alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara Nomor:B-265 /PS WD/PS III/PP.00.9/11/2019 tanggal
1 November 2019 tentang penunjukan kami sebagai Pembimbing Disertas
mahasiswa PascasarjanaUIN Sumatera Utara Medan.

Nama ¢ Wilchan Robain

NIM . 94315050611

Judul Disertasi : Hierarki Potensial Terjadinya Fraud dalam Akad-akad
Keuangan Syariah dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga
Bank Umum Syariah di Sumatera Utara)

maka dengan ini kami menyatakan (bersedia/tidak—bersedia)’ untuk membimbing
mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan Disertasinya.
Demikian disampaikan, dan tenma kasih.

Wassalam
Pembimbing Il

40.

Dr. Andri Soemitra, MA

* Coret yang tidak perlu
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI| SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 1SLAM
Julan Wiliem Biandar Pasar V Medan Estate 20751
Telepon j051 ) 65 156835622005 Faxmil {051 | 6615683,
W Suld Dl acd

Tembusan -

- B-3033/Un.11/EB/PP.00.9082020 4 Agustus 2020
:Basa

- Mohon Bantuan Informasi/

Data Untuk Penelitian

1 Pinpiwn;neankAcehSyaidtcabmgS.Pmm
2 Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lubuk Pakam
3. Pimpinan Bank Muamalat Medan Cabang Anef Rahman Hakim

di-
Tempat
Assalamu’alaikum wr. wb.
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa -
Nama : Wilchan Robain
NIM - 84215050611
Prog. Studi : Ekonomi Syariah
Judul Disertasi - Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad
Akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya
(Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah) Di
Sumatera Utara.
adslah mahasiswa Program Stua Doktor Ekonomi Syanah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas islam Negen Sumatera Utara
Medan dan akan melakukan peneitan guns memperoish data untuk
penyusunan disertasi. Sehubungan dengan itu kami mohon kesedaannya
untuk memberikan informasiidata yang diperiukan guna menyelesakan
Demikian kami sampakan, atas perhatian dan kerjasama yang
bak kami ucapkan tenma kasih.

Rektxlhmlslanegm&mumMe@[sebml laporan)
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Bank »Aceh®

12 35710 MON. D 1V2020 Medan, 08 Segtamber J070M
- 2% Muhamam 1442H

Kepada Yih
Dekan Universkas lelam Negen
Sumatera Utara

Assalemu'sakum W o

wmmnmm‘emammwMImmmsmm
meryaiankan axiiftas seharl-har, Amian
Sehubungsn denzan sural dani Cekan Fakules Exonomd dan Bisnis tsiam Universkas Iskam Negan

Sumaters Utara Medan No. B-30G80Un 1 VERPP 00S0R2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihsd Mahon
Bantuan InformasiData Uniuk Panslifian, dangan ini cisampaian batwa -

Mama - Wikchan Rabain

NP 4315060611

Prod Ekonoee Syanah

Sraa &3 .

Judul *HIRARX] POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-

AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA {STUDI
KASUS TIGA BANK UMUM SYARIAH DI SUMATERA UTARA)"

barwasanya mahasiswa lersebot dapat dibeckan informassdata yang dibutubkan guna menyakesaka
Progeam S Dokior maasBwn lesetul di PT. Bank Aceh Syariah Cabang S, Parman Medan,

Demkian kany sarpalkan, alas perhatian dan karja samanya kam ucapkan Bnma kasin,

Bty iy wal dayal
Wassalam/'sasum Wr. Wh

PT. BANK ACEH SYARAH

WS.PMW
Y-

——
Pemimpin

KANTOM CABANG & PARMAN NEOAM
Jin 5 Pammen No. 5 - 34T (061 88814546, Fax (061) BES14845
Aaedan .« Sumatnm Utaa
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BRIsyariah

Solusi Ksuangan yang Amanah

+ 230/KCP-LP/XA2020 Medan, 22 Oktober 2020 M

Lampiran - 6 Rabiul Awal 1442 H

Kepada Yth:
Dekan Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Di-
Tempat
Peribal : Bantuan Informasi/Data Uniuk Pepelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wh,

Salam scjahtera, teriring do'a semoga kiranya kita sclalu dalam lindungan Allah SWT dalam
menjalankan aktifitas schari-hari, amien.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1stam Universitas [slam ~ Negeni
Sumatera Utara Medan No. B-3038/Un.11/EB/PP.009/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Mohon
bantuan informasi/Data untuk Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Wilchan Robain

NPM 294315050611

Prodi : Ekonomi Syariah

Strata :S3

Judul : “HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-AKAD

KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS TIGA
BANK UMUM SYARIAI DI SUMATERA UTARA)™.

Bahwasanya Mahasiswa tersebut dapat diberikan informasi/data yang dibutuhkan guna menyelesaikan
Program Studi Doktor Mahasiswa terscbut di PT. Bank BRISyariah KCP Lubuk Pakam.

Dernikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih,

Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wh.

{/ PT, BANK BRiSyariah
KCP I am

KC Medi Telp. 0612355870, 4515683 (Hunting)

- on o .
Bank BRISyariah 1S Parmon No2S0E8 Fox, 0614515871 Wri brisparioh coid

Medan 20153
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Bank Muamalat
No. 206 [BMI-MEDANAX 2020 Medan |8 Sepgmbyr 2070 M
01 Sakar {442 H
Kegaula Y,

Bapak De. Andrl Soemitea, MA

Dekun Fokoltes Ekonomi dan Bisobs Isdam
Universitas Ishum Negerd Sumutera Utara
i« Medan

Perital * Javwwban Atas Permobosan Duta Untuk Penclition
Assatammeiikmm Wavatmaullahi Wabavakandy

Semogn Allah SWT senantizss memberikan rmlusat don hidayah-Nya kepadn ks sensus dalam menjalankan skaivad
seltani-harl, Anamliin

Schubungan  dengan surmt dari Universiioy  lslam  Negerl Sumstera Uira (UINSU) dengan nomor B
JO38/Un. | VEBRPP.OO90EI020 tanggal 4 Agnstus 2020 peribal permohonan bantuan informasi data usuk penelina
di PT, Bank Munmalat Indonesia, Thk Cabang Meddan Balsl Kotar maki dongin inl kami saspaiban bahwa:

Nama : Wikt Robain o
NPM L M3IS03061 1
Fakubas : Eoonomi dan Bisnis 1slam

Progrum Stadi : Pertadkan Syacih
Judu! Diserasl ¢ Hirarks Posensial Tegadinga Fraod Dalam Akad Akad Kevangan Syariall Dan Pencegahannya
< {Studi Kasus Tiga Bank Unsum Syarinh £F Susisten Utar)

Dibserikan l2in gens mengumnbil data wntuk penelition & Beak Musmalit Indonesia Kassor Cabang Medan Balal Kotd
selama balan Septembes 2020,

Demikisn kami ssenpaikan, atas perhation yong diberikan Kami caghan ferima kasih.
Woorsafcammwalaikrom IWaeahmatioiald Wabarakarml,

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK

Cabang Medan Balai Kota
Alrizal Meidva Sari
ool Monager Reanch Cyperavion. Service Manager

AT Banh Musmatat indunesie, Thb Y
ot Bhibea
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2.

V.

1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Wilchan Robain

NIM : 94315050611

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Maret 1967

Pekerjaan : Dosen Tetap Program Studi Manajemen,

Fakultas Sosial Sains, Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Alamat - JI. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan
20215

No. HP/WA : 0813-3841-0151

Nama Orang Tua : Ayah, Alm. Jornales Robain

. Ibu, Almh. Hj. Syamsinar Chandra
RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

Tamatan SD Al Ulum Swasta Bersubsidi, Medan Berijazah tahun 1980
Tamatan SMP Negeri 10, Medan Berijazah tahun 1983

Tamatan SMA Negeri 7, Medan Berijazah tahun 1986

Tamatan S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU),
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Medan Berijazah tahun 1991
Tamatan S-2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Studi
Ekonomi Islam, Medan Berijazah tahun 2012

RIWAYAT PENDIDIKAN AGAMA (MADRASAH)

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Ulum dari tahun 1978 s/d 1980
Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Ulum dari tahun 1980 s/d 1983

PENGALAMAN KERJA

26 Pebruari 2019 sampai sekarang, sebagai Ketua Bidang Pendidikan di
Yayasan Al Ikhlas Taqwa Medan.

21 Maret 2018 sampai sekarang, sebagai Dosen Tetap di Program Studi
Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan

20 Juli 2016 sampai sekarang, sebagai Dosen Tidak Tetap di Program
Studi llmu Filsafat, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

2 Januari 2015 — 5 Agustus 2016, sebagai Dosen Tetap dan Wakil Ketua |
di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al Ulum Terpadu
Medan

15 September 2009 — sampai sekarang, sebagai Ketua Koperasi Syariah
“Amanah Karamah” (KSU Syarama) Medan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

VI.
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28 Desember 2009 — 31 Desember 2014, sebagai Wakil Ketua Periode
2009 — 2014 di Yayasan Amanah Karamah

9 Juli 2006 — 27 Desember 2009, sebagai Ketua IlI Bidang
Administrasi/Keuangan Periode 2004 - 2009 di Yayasan Amanah
Karamah.

1 Januari 2005 — 8 Juli 2006, berwiraswasta

1 Januari 2004 — 31 Mei 2004, sebagai Direct Sales Representatif dari PT.
Andara Mitra Guna (HSBC Credit Card), Medan

1 Desember 2003 — 31 Maret 2004, sebagai Client Advisor dari PT. Lippo
General Insurance, Thk Cabang Bougenville Agency, Medan

1 September 2003 — 30 April 2004, sebagai Senior Consultant dari PT.
Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life), Medan

3 Juni 2002 — 25 Desember 2002, sebagai Field Underwriter dari PT.
Manulife Indonesia Cabang Medan Sinar Pratama, Medan

7 April 1999 — 31 Juli 2000, sebagai Wakil Kepala Departemen Penagihan
dari PT. Vulgo Finance, Jakarta

1 September 1996 — 6 April 1999, sebagai Branch Manager dari PT. Vulgo
Finance Cabang Kalimalang, Jakarta

1 Agustus 1992 — 31 Agustus 1996, sebagai Kepala Divisi Finance &
Accounting dari PT. Vulgo Finance, Jakarta

1 April 1992 — 31 Juli 1992, sebagai Staff Operational Departemen Anjak
Piutang (Factoring) dari PT. Vulgo Finance, Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

Sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Hubungan Dan Kerjasama
Internasional Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Periode
2010 - 2015

Sebagai Sekretaris dari Badan Kemakmuran Masjid Khairiyah Medan
Periode 2010 sampai sekarang yang beralamat di Jalan Rahmadsyah/Puri
Gang Subur No. 192 Medan

Sebagai Sekretaris dari STM Lingkungan VIII dan Sekitarnya Kota
Matsum | Kecamatan Medan Area Periode 2010 sampai sekarang yang
beralamat di Jalan Rahmadsyah Gang Subur No. 19 Medan

Sebagai Anggota Muhammadiyah Cabang Medan Kota dengan NBM
885.581

KARYA ILMIAH

Skripsi tahun 1991 pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul: “INTERNAL
CONTROL CASH SUATU CASE STUDY PADA BANK DAGANG
NEGARA CABANG MEDAN”
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2. Tesis tahun 2012 pada Pogram Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul:
“PENGARUH PENDAPATAN, BAGI HASIL, TANGGUNGAN
KELUARGA DAN RELIGI TERHADAP POLA KONSUMSI
TENAGA KEPENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM AL ULUM
TERPADU MEDAN”

3. Disertasi tahun 2021 pada Pogram Studi Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan yang berjudul: “HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN
FRAUD PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH”

VIl. SEMINAR DAN WORKSHOP YANG PERNAH DIIKUTI

1. Seminar Sehari “BANK PERKREDITAN RAKYAT” pada tanggal 11
Agustus 1990, di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
Majlis Ekonomi Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara dengan
pembawa materi seminar dari Bank Indonesia Cabang Medan.

2. At the International Seminar on “Creating Opportunities for Indonesia as
Centre of Islamic Economy” organized by Graduate Program of The State
Institute for Islamic Studies North Sumatra on May 21st 2011 at Madani
Hotel Medan.

3. The 9" International Conference on Mathematics, Statistics and
Aplications (ICMSA) 2013 dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara dan Indonesia Mathematical Society (IndoMS) Aceh —
Sumut di Medan Tanggal 12 — 13 Desember 2013.

4. Workshop Penguatan Jaringan FEBI kerjasama Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SU Medan, Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara
dan lkatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara dengan tema
Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Upaya Pengembangan
Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Sumatera Utara Tanggal 22 Agustus
2015 di Gedung Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara.

5. Seminar Akhir “Kajian Kawasan Strategis Menuju Kawasan Ekonomis”
diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
tanggal 26 Nopember 2015 di Hotel Grand Antares Medan.

6. International Seminar “Integration of Knowledge: Between Ideal and
Reality” conducted with the cooperation of The State Islamic University of
North Sumatra and The International Institute of Islamic Thought at
Madani Hotel Medan on December 7, 2015.

7. Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2018 dengan tema: “Peran
Kebijakan Makroprudensial Dalam Perekonomian Nasional Menyambut
Era Digital”. Yang dielenggarakan oleh Departemen Kebijakan
Makroprudensial Bank Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2018.
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VIilIl. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

1. Tanda Penghargaan Lencana PANCAWARSA | sebagai Pembina Gugus
Depan dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara
sesuai Surat Keputusan Kwarda No. 061 Tahun 2014 tanggal 31 Juli 2014
di Medan.

2. Piagam Penghargaan atas Partisipasi dalam Pelaksanaan KURSUS
MAHIR DASAR (KMD) di PANGKALAN PERGURUAN ISLAM AL
ULUM TERPADU pada tanggal 17 — 19 dan di TIBRENA MEKAR
SIBOLANGIT pada tanggal 24 — 26 OKTOBER 2014.



